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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pemilih yang 
mengunakan sistem proposional dengan daftar calon terbuka, perilaku pemilih dan 
partisipasi politik  pemilih dalam Pemilu Legislatif 2004. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif 
dengan pendekatan induktif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang 
dikumpulkan dengan wawancara mendalam. Sumber informasi terdiri atas pemilih 
dengan latar belakang pekerjaan, pendidikan, agama, jenis kelamin dan usia. 
Teknik cuplikan dengan purpose sampling. Validitas data dengan triangulasi 
metode dan teori. Proses analisis data dilakukan bersaman ketika pengumpulan 
data. Penelitian ini merupakan penelitian reflektif karena merupakan gambaran 
pada Pemilu 2004. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pemilih terhadap Pemilu 
Legislatif 2004 adalah untuk memilih partai politik dan wakil rakyat secara 
langsung, yang dianggap mampu mewakili suara kebutuhan masyarakat yang 
telah memilihnya. Sikap pemilih secara umum menyatakan setuju dengan Pemilu 
Legislatif, sedangkan sebagian tidak setuju. Tanggapan masyarakat secara umum 
menyatakan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2004 sudah berjalan baik dan 
lancar, meskipun sistemnya rumit dan membingungkan.  
Perilaku Pemilih dalam menggunakan hak pilih sesuai dengan hati 
nurani.. Sebagian pemilih tidak menggunakan hak pilih karena tidak diberi tahu 
dan tidak mau tahu, tidak terdaftar sebagai pemilih, bersikap pasif, tidak 
memahami manfaat Pemilu. Pemilih mencoblos partai dan calon karena mengikuti 
karena pertimbangan ikatan emosional pribadi, organisasi keagamaan, daerah asal 
calon, kultur atau budaya. Sebagian masyarakat pemilih hanya memilih partai 
karena lebih mempercayai partai. 
Partisipasi politik masyarakat pemilih pada penyelenggaraan Pemilu 
rendah. Sebagian pemilih terlibat karena ingin membantu kelancaran Pemilu. 
Kampanye hanya diikuti kelompok simpatisan, anggota, pengurus partai politik 
dan para calon. Masyarakat secara umum tidak terlibat dalam kampanye karena 
merasa tidak berkepentingan langsung. Masyarakat sebagian besar telah 
menggunakan hak pilih karena sebagai warga negara yang baik, ingin 
menyalurkan aspirasi politik, mengenal program partai, dan calon. Pemilih 
sebagian telah berpartisipasi dalam penghitungan karena ingin mengetahui, 
mempunyai kepentingan.Tidak mengikuti karena tidak mempunyai kepentingan 
langsung dan tidak menggunakan hak pilih.  
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Hubungan Persepsi, Perilaku Pemilih dan Partisipasi Politik Dalam 
Pemilu. Klasifikasi pemilih yang terdiri atas latar belakang jenis pekerjaan, 
pendidikan, dan usia berpengaruh langsung terhadap persepsi, perilaku pemilih 
dan partisipasi politik lebih dominan. Sedangkan latar belakang pada latar 
belakang berdasarkan jenis kelamin kurang begitu dominan. Faktor terpenting 
adalah kesadaran perilaku pemilih dalam bersikap dan berpartisipasi politik. 
Hubungan persepsi, perilaku pemilih dan partisipasi politik saling terkait, semakin 
baik persepsi terhadap Pemilu maka perilaku pemilih semakin baik dalam 
partisipasi politiknya. 
Persepsi, Perilaku Pemilih dan Partisipasi Politik Dalam Proses 
Pemberdayaan Demokratisasi Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat terhadap 
perilaku pemilih dalam Pemilu mempunyai peranan yang penting. Perilaku 
pemilih yang menyangkut sikap masyarakat yang dibangun dengan baik dan benar 
akan mempengaruhi partisipasi politik dalam Pemilu. Keberlangsungan Pemilu 
tanpa diikuti dengan pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dan 
berpartisipasi maka pendidikan politik dalam membangun demokrasi akan tidak 
berkembang. Pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat kualitas 
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The purpose of this research is to know the voters’ perception in the 2004 
legislative general election, used opened sheet proportional system, behavior and 
their participation. 
 The method that is used in this research is descriptive qualitative 
research using inductive approach by using primary and secondary data which is 
collected by detail interview. Information sources consist of the job, education 
background, religion, sex, and age of the voters. The sample is got by using  
purpose sampling. The data validity is used triangulation method and theory. The 
data analysis is done simultaneously when the data collection is carried out. This 
research is reflective research because it is the picture of the 2004 general 
election. 
 The result of the research shows that the voters’ perception to the 2004 
legislative general election is to choose the politic party and the members of the 
house of the representative directly, that is assumed to be able to represent the 
public need that has chosen them. In general the voters’ behavior is agreed to the 
legislative general election, but some of them are disagreed. Generally, the public 
said that the 2004 general election ran well, even though the system is confusing 
and complicated.   
The voters’ behavior toward the general election is they votes based on 
their own belief. Some of them don’t vote because they don’t be told or don’t 
want to know, don’t be registered on the voter list, being passive, and don’t know 
the advantages of the general election.   They choose the party and the candidate 
because they only follow, because of the personal boundaries, religion 
organization, the candidate origin and culture. Some of them choose the party 
because they believe the party. 
The public participation in the general election is low. They participate 
because they want to make the election run well. Their political participation for 
example; following the campaign, being a voters, and following the vote counting 
and being the election organizer; as PPK, PPS, and KPPS.  The campaign is 
followed by the party fanatic, the party member, the party structure organization, 
and the legislative candidates. Public generally don’t involve in the campaign 
because they don’t have direct interest. Most of the people have voted because 
they are good citizen, they want to give their politic aspiration, they know the 
party programme, and the legislative candidates. Some of the voters have 
participated in the counting process because they have direct interest , on the other 
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hand when they don’t participate because they don’t have direct interest and don’t 
vote.  
 The voters’ classification that is based on the job, education background, 
and age has direct influences to the voters’ perception, behavior and their political 
participation. The most dominant aspect that is influenced is the voters’ political 
participation. The voters’ age background gives less influence.   The most 
important factors is the voters awareness to behave and participate in politics. 
There is correlation among the voters perception, behavior and the political 
participation, in which the better perception toward general election make the 
voters behavior be better then their political participation will also be better.  .  
The people empowerment toward the voters’ behavior in the general 
election has significant influence. The voters’ behavior that relates to the people 
behavior, which is built well will influence the political participation in general 
election. General election without the people empowerment to participate actively 
will make the politic education will not develop. Furthermore, it will influence the 



















A. Latar Belakang Masalah 
Dalam kaitannya dengan aspek politik, pemberdayaan terkait dengan 
upaya pembentukan masyarakat (society) yang mandiri sebagai elemen penting 
dari sebuah negara demokrasi. Masyarakat sipil (civil society) secara institusional 
dapat diartikan sebagai pengelompokan dari anggota-anggota masyarakat sebagai 
warga negara mandiri yang dapat dengan bebas dan egalitas bertindak aktif dalam 
wacana dan praktis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah 
kemasyarakatan pada umumnya (Henningsen,1991: 41) dalam Suparjan (2003: 
47). 
Bertitik tolak dari tersebut di atas, maka strategi penguatan masyarakat 
sipil ditujukan ke arah pembentukan masyarakat politik yang demokratis, 
partisipatoris dan reflektif. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah melakukan 
upaya secara sungguh-sungguh suatu ruang potensi aspiratif dalam masyarakat, 
sekaligus melakukan kritik secara terus-menerus terhadap ketimpangan yang 
terjadi (Suparjan, 2003 : 48). 
Dalam proses perjalanan yang panjang, bangsa Indonesia telah 
melakukan dua proses politik yang disebut Pemilihan Umum (Pemilu). Tetapi 
dapat dirasakan bersama bahwa keberhasilan menyelenggarakan Pemilu tahun 
1999 tidak segera dapat menyelesaikan persoalan bangsa. Hal ini disebabkan 
oleh karena kehidupan politik selama lebih kurang enam tahun terakhir ini, 
perilaku elit politik sangat berorientasi kepada kepentingan pribadi dan 
kelompok sempitnya ( Kristiadi dalam Koirudin, 2004 : 13) 
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Wilayah politik yang seharusnya menjadi tempat di mana para elit 
bertanding merebut dukungan rakyat dengan menawarkan gagasan-gagasan 
yang berorientasi kepada kepentingan umum, hanya menjadi ajang perburuan 
kekuasaan yang didominasi oleh intrik dan akrobat politik yang mengabaikan 
norma dan etik serta komitmen kepada kepentingan rakyat. 
Namun ironisnya meskipun pada tingkat persaingan memperebutkan 
pengaruh dapat diibaratkan menghalalkan cara untuk memperoleh 
kemenangan, tetapi setelah mereka mendapatkan kedudukan yang diinginkan, 
mereka dengan mudah melakukan deal-deal politik dengan bekas lawan-lawan 
politiknya untuk membuat oligarki politik. Sementara itu rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka, 
hanya dijadikan alat legitimasi politik. 
Kejenuhan yang sudah memuncak dengan bercokolnya era Orde Baru yang 
berkuasa selama 32 tahun juga ikut mempengaruhinya. Sebuah demokrasi yang 
tidak wajar tetap merupakan sebuah demokrasi, hanya saja tidak sempurna 
karena kondisi sosial ekonomi yang belum menopang. Ketidakwajarannya 
adalah menyangkut rotasi kekuasaan yang sangat terbatas. 
Sementara itu dalam mewujudkan demokrasi tidak ada pilihan lain 
kecuali dengan memulainya dari sebuah Pemilu yang bebas, jujur, adil dan 
kompetitif. Pengalaman Pemilu pada Orde Baru sangat traumatik bagi 
masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang memahami hakekat Pemilu 
yang demokratik (Afan Gaffar, 2005 : 11). 
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Pada umunya pemahaman demokrasi dimensi empirik lebih dikenal 
dalam masyarakat, karena lebih sering terlibat langsung. Dalam contoh yang 
ada adalah yang menyangkut kedaulatan rakyat, yang diwujudkan dalam 
Pemilu yang bebas dan persaingan antara partai politik untuk merebut simpati 
masyarakat. Dalam suatu politik demokrasi , kehadiran Pemilu yang bebas dan 
adil (free and fair) adalah suatu keniscayaan. Bahkan sistem politik apapun 
yang diterapkan oleh suatu negara, seringkali menggunakan Pemilu sebagai 
klaim demokrasi atas sistem politik yang dibangunnya (Asfar, 2003 : 7). 
Pemilu berlangsung secara demokratis, jujur dan adil bergantung 
beberapa faktor, yaitu lembaga penyelenggara Pemilu independen, sistem 
hukum Pemilu demokratis dan dilaksanakan secara egaliter, tidak diskriminatif, 
dan implementatif, proses dan prosedur Pemilu berjalan baik, dan luasnya 
tingkat pendidikan pemilih bagi masyarakat (Ari Wibowo, 2003 : 75).  
Sebagaimana Pemilu 1999 yang berlangsung di tengah krisis, 
penyelenggaraan Pemilu 2004 yang berlangsung dalam tiga putaran, salah 
satunya adalah pemilihan anggota legislatif yang paling rumit di dunia, sempat 
dikawatirkan akan berekses pada terganggunya keamanan dan ketertiban dalam 
masyarakat. Dalam Pemilu 2004, rakyat dapat memilih langsung orang yang 
akan duduk sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota 
(Wibisono H, 2004 : 2). 
Salah satu pilar penting demokrasi adalah partisipasi. Jika demokrasi 
diartikan secara sederhana sebagai suatu pemerintahan yang berasal dari – dan 
untuk – rakyat, maka partisipasi merupakan sarana di mana rakyat dapat 
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menentukan siapa yang memimpin melalui pemilihan umum, dan apa yang 
harus dikerjakan oleh pemimpin (pemerintah) melalui keterlibatan dalam 
proses pembuatan keputusan politik yang mengikat rakyat banyak. 
Dalam hubungannya dengan pengembangan demokrasi, partisipasi 
masyarakat sebenarnya tidak hanya sebatas  dalam proses menentukan 
pemimpin dan apa yang harus dilakukan oleh pemimpin, tetapi juga 
menentukan proses demokrasi itu sendiri. Dalam proses transisi dan 
konsolidasi demokrasi misalnya, masyarakat mempunyai peranan sangat 
signifikan  dalam menentukan percepatan proses transisi dan konsolidasi 
demokrasi melalui berbagai bentuk partisipasi dan gerakan sosial lainnya 
(Hollifield dan Jillson, 2003: 3-20) dalam Asfar (2006 : 12). 
Partisipasi politik hanya mungkin terjadi dalam suatu sistem politik 
yang demokratis. Salah satu bentuk partisipasi politik yang sangat penting 
dilakukan oleh warga negara adalah pemilihan umum. Yang dimaksud 
pemilihan umum di sini adalah pemilihan legislatif, pemilihan presiden, 
termasuk pemilihan kepala daerah  (Asfar, 2006 : 12-13). 
Peserta Pemilu Legislatif 2004 terdiri dari 24 (dua puluh empat) Parpol. 
Sistem yang digunakan adalah sistem proposional dengan daftar calon terbuka 
atau semi distrik. Dalam surat suara tertera tanda gambar parpol yang di bawah 
tanda gambar parpol  bersangkutan terdapat daftar nama calon wakil yang akan 
duduk di legislatif. Pemilih diberi kesempatan memilih salah satu tanda gambar 
parpol dan calon yang terdapat di bawahnya.   
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Pemilu 2004 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
yang bersifat nasional, tetap mandiri. Bersifat nasional, KPU dibentuk secara 
berjenjang, mulai  KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dan bersifat 
tetap atau permanen. Bersifat tetap juga mengandung maksud pendidikan 
politik dan demokrasi kepada masyarakat akan berlangsung terus-menerus. 
Sedangkan mandiri pemahamannya adalah dalam menyelenggarakan Pemilu 
bersifat independen tanpa ada campur tangan/ pengaruh  pihak lain, baik 
pemerintah maupun partai politik. Di samping itu dimaksudkan agar pelayanan 
proses pendidikan politik yang berhubungan dengan Pemilu lebih 
berkesinambungan. Adapun dasar yang digunakan lahirnya KPU pasca 
reformasi adalah Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang sudah diamandemen ke-
tiga tahun 2001, dan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. 
Dari adanya perubahan aturan main tersebut, Pemilu Legislatif 2004 
sedikit membawa angin segar karena adanya dinamika perilaku memilih. Pada 
tataran masyarakat terjadi perkembangan yang positif bagi politik di Indonesia 
ke depan. Pertama, sebagian perilaku pemilih masyarakat, meskipun masih 
banyak yang menjadi pendukung fanatik partai politik tertentu, tetapi sebagian 
telah mulai bergeser dari pola panutan (tradisional) menjadi lebih rasional. 
Dalam arti mereka tidak lagi berorientasi kepada tokoh yang dianggap sebagai 
panutan atau patronnya. Hal lain yang dapat disebutkan adalah pergeseran pola 
tersebut terjadi dari sikap pemilih yang semula menganggap Pemilu sebagai 
kewajiban telah mulai bergerak ke arah sikap yang menunjukkan pilihan 
mereka di dasari atas kesadaran bahwa memilih itu adalah hak.  
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Pemilu Legislatif 2004 adalah pemilihan untuk calon anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Pemilu 
legislatif diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat, mulai dari tingkat 
pusat, provinsi dan kabupaten/ kota. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2003, 
tentang Pemilu, pemberian suara untuk Pemilu anggota DPR,  DPRD provinsi 
dan kabupaten/ kota dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar 
partai politik peserta Pemilu dan mencoblos salah satu calon di bawah tanda 
gambar  partai politik peserta Pemilu, sedang untuk DPD langsung mencoblos 
pada tanda gambar calon yang bersangkutan. 
Ketika pemilih akan melakukan pencoblosan, dalam menentukan 
pilihannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor-faktor situasional 
yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang. Dengan 
demikian para pemilih bukan hanya pasif tetapi juga aktif, bukan hanya 
terbelenggu  oleh karakteristik sosiologis tetapi juga bebas bertindak. Faktor-
faktor situasional itu bisa berupa isu-isu politik atau kandidat yang dicalonkan. 
Namun meskipun sistem Pemilu sudah dilakukan perubahan, dari 
sistem proposional dengan daftar calon tertutup (tanpa daftar calon) ke sistem 
proposional dengan daftar calon terbuka, ternyata belum memberikan adanya 
perubahan yang berarti. Selain itu sikap apatis dari masyarakat secara umum 
masih menonjol, ini bila dicermati terhadap penyelenggaraan Pemilu Legislatif 
2004 kemarin.  
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Faktor lain berdasarkan penelitian pendahuluan bebarapa waktu yang 
lalu, dengan melakukan wawancara terhadap beberapa tokoh masyarakat dan 
beberapa masyarakat umum, diperoleh suatu gambaran adanya kejenuhan 
terhadap Pemilu. Alasan lain, adanya anggapan Pemilu itu hanya merupakan 
kepentingan partai politik, belum bisa menampung kepentingan masyarakat 
yang mempunyai kedaulatan rakyat.  Pandangan lain dari masyarakat adalah 
Pemilu 2004, dengan sistem baru hanya menghabiskan anggaran besar, apalagi 
banyaknya Parpol yang menjadi peserta Pemilu. Lebih parah para wakil rakyat 
yang terpilih, sering melupakan kepentingan rakyat yang telah memilihnya. 
Kabupaten Nganjuk terdiri atas 20 kecamatan, dan dalam Pemilu 
Legislatif  di Kabupaten Nganjuk, terbagi atas 5 (lima) Daerah Pemilihan (DP), 
yang meliputi DP I : kecamatan Nganjuk, Rejoso, Bagor, Wilangan, DP II : 
Gondang, Ngluyu, Lengkong, Jatikalen, Patianrowo, DP III : Kertosono, 
Ngronggot, Prambon, Baron, DP IV : Sukomoro, Tanjunganom, Pace dan DP 
V : Berbek, Loceret, Ngetos, Sawahan. 
Berdasarkan data dari KPU Kabupaten Nganjuk (2004), data statistik  
Pemilu Legislatif 2004, jumlah penduduk 1.036.642, dengan jiwa pemilih 
terdaftar 760.518. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya, untuk DPR 
sebesar 617.229 (81%), DPD 595.355 (78,28%), DPRD Provinsi Jawa Timur 
622.334 (81,93%) dan DPRD Kabupaten Nganjuk 623.107 (81,93%). 
Sedangkan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya/ golongan putih 
(golput), DPR  sebesar 143.289 (18,84%), DPD 165.163 (21,72%), DPRD 
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Provinsi Jawa Timur 138.184 (18,17%) dan DPRD Kabupaten Nganjuk 
137,411 (18,07%).  
Sementara itu berdasarkan data Panitia Pemilihan Daerah (PPD) 
Tingkat II Kabupaten Nganjuk tahun 1999, data statistik hasil Pemilu 1999, 
dengan sistem proposional daftar calon tertutup, dengan peserta pemilu 48 
partai politik, jiwa pemilih terdaftar 615.574. Pemilih yang menggunakan hak 
pilihnya,  DPR sebesar 583.274 (94,73%), DPRD Provinsi Jawa Timur 
581.985 (94,52%), dan DPRD Kabupaten Nganjuk 578.534 (93,96%). 
Sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya, DPR sebesar 32.480 
(5,27%), DPRD Provinsi Jawa Timur 33.769 (5,48%) dan DPRD Kabupaten 
Nganjuk 37.220 (6,04%). 
Bila dilihat dari tingkat partisipasi politik dalam menggunakan hak 
pilihnya, pada Pemilu 2004, dibandingkan Pemilu 1999, justru masyarakat 
pemilih yang menggunakan hak pilihnya menurun. Sedangkan yang tidak 
menggunakan hak pilihnya/ golput justru naik. Hal ini memunculkan fenomena 
yang menarik dan perlu dikaji permasalahan apa yang terjadi di dalam 
masyarakat. Padahal di satu sisi sebenarnya sistem Pemilu 2004 dirancang agar 
lebih baik, demokratis, transparan, sistem proposional dengan daftar calon 
terbuka dan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang 
independen. Kesemuanya bertujuan agar hasil Pemilu dapat dipercaya oleh 
semua lapisan masyarakat. 
 Banyak faktor yang dimungkinkan dapat mempengaruhi, mulai dari 
faktor kerumitan tentang sistem Pemilu, KPU sebagai penyelenggara Pemilu, 
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surat suara yang terlalu besar dan membingungkan, kejenuhan masyarakat, 
serta adanya sikap apatis masyarakat terhadap Pemilu dan masih banyak lagi. 
Hal ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan tentang itu, meski sistem 
Pemilu sudah dilakukan perubahan.  
Sementara itu, masyarakat cenderung masih memiliki pandangan yang 
kurang baik, terhadap partai politik. Masih ada anggapan bahwa Pemilu tidak 
ubahnya hanya sebatas untuk  kepentingan orang-orang Parpol belaka. 
Sementara aspirasi yang disalurkan lewat Pemilu tidak pernah tersalurkan 
melalui wakil-wakilnya.  
Kabupaten Nganjuk menjadi tempat penelitian, ini didasarkan dengan 
pertimbangan  geografis, karakteristik masyarakat yang khas. Kabupaten 
Nganjuk adalah kota yang dikelilingi oleh 6 (enam) kabupaten disekitarnya, 
yakni : Kabupaten Jombang, (sebelah Timur), Kabupaten Kediri (sebelah 
Timur dan Selatan), Kabupaten Madiun dan Ponorogo (sebelah Barat) dan 
Kabupaten Bojonegoro (Sebelah Utara). Secara topografis, Kabupaten Nganjuk 
berada di antara 70 20’ - 70 50’ Lintang Selatan (LS) dan 1110 45’ - 1120 13’ 
Bujur Timur (BT) . 
B.  Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, dapat 
digambarkan secara sederhana persepsi Pemilu 1991 dan 2004, sehingga 
perlunya suatu kajian adanya kecenderungan partisipasi politik menurun. 
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Muncul adanya permasalahan pokok terkait dengan persepsi, perilaku pemilih 
dan partisipasi politik yang berbeda-beda.  
 
 
Tabel 1.1 Perbedaan Pemilu Legislatif 1999 dan 2004 
No. Pemilu Sistem Pemilu Tingkat 
partisipasi 
Politik 
1. 1999 Proposional dengan daftar calon 
tertutup, peserta Pemilu 48 Partai 
Politik, Ukuran Surat Suara kecil, Surat 
suara hanya berisi gambar partai, tidak 
bisa memilih langsung calon yang 
diinginkan  
Lebih tinggi 
2. 2004 Proposional dengan daftar calon terbuka, 
peserta pemilu 24 Partai Politik, ukuran 
surat suara besar, berisi tanda gambar 
partai dan daftar nama calon, dapat 
memilih langsung calon yang diinginkan 
Lebih rendah 
 
Oleh karena itu perlu adanya rumusan dan kajian permasalahan. 
Adapun rumusan dan akan kajian tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana persepsi pemilih dalam Pemilu 2004 yang menggunakan sistem 
proposional dengan daftar calon terbuka? 
2. Bagaimana perilaku memilih dalam  Pemilu 2004? 
3. Bagaimana partisipasi politik  pemilih dalam Pemilu 2004? 
C. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan 
sebagai berikut : 
1. Mengetahui persepsi pemilih dalam partisipasi politik Pemilu 2004 yang 
mengunakan sistem proposional dengan daftar calon terbuka. 
2. Mengetahui perilaku memilih dalam  Pemilu 2004. 
3. Mengetahui partisipasi politik  pemilih dalam Pemilu 2004. 
D. Manfaat Penelitian 
Ada beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu : 
1. Manfaat Praktis 
a. Bagi Masyarakat 
Akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat  dalam usaha untuk 
pemahaman terhadap arti pentingnya Pemilu Legislatif di masa yang akan 
datang. Akan secara langsung dan tidak langsung meningkatkan 
pengetahuan yang luas bagi masyarakat dengan sistem Pemilu Legislatif 
yang baru dalam usaha peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam 
partisipasi politik melalui Pemilu. 
b. Bagi Lembaga 
Bisa digunakan untuk memberikan sumbangan pikiran kepada KPU 
Kabupaten Nganjuk dalam rangka peningkatan partisipasi politik bagi 
masyarakat dalam menyongsong Pemilu 2009 
2. Manfaat Teoritis 
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           Akan dapat memberikan gambaran realistis yang terjadi di lapangan 
terhadap teori pemikiran tentang keterlibatan masyarakat dalam partisipasi 










KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 
A. Kajian Teori 
1. Partisipasi Politik Dalam Pemilu 2004 
a. Pengertian Partisipasi 
Keith Davis dan W. Newstrom (1990 : 179) mengartikan partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional orang-
orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan 
kelompok dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan itu. Pendapat tersebut tidak begitu berbeda dengan 
pendefinisian menurut Pariata Westra (1987 :17) yang menyatakan bahwa “partisipasi adalah penyertaan pikiran dan 
emosi dari pekerjaan ke dalam situasi kelompok yang mendorong agar mereka menyumbangkan kemampuan ke arah 
tujuan kelompok yang bersangkutan dan ikut serta bertanggung jawab atas kelompoknya”. 
Dari pendapat di atas, ada tiga hal gagasan penting yaitu : 
1) Keterlibatan Mental dan Emosional 
Dalam hal ini keterlibatan bersifat psikologis ketimbang fisik. Pembedaan partisipasi yang didasarkan pada aktivitas 
atau didasarkan pada ego-psikologis dapat dilihat dari apakah tindakan tersebut dilakukan karena tugas , anjuran atau 
perintah yang ditetapkan baginya apakah tindakan tersebut dilakukan atas dasar kesadaran  dan kesediaan pribadi. 
 
2) Motivasi Kontribusi 
Partisipasi akan memotivasi seseorang untuk memberikan kontribusi. Kerelaan hati orang-orang akan menyalurkan 
inisiatif dan kreativitas mereka guna mencapai tujuan organisasi. Partisipasi berbeda dari kesepakatan yang hanya 
menggunakan kreativitas manajer yang mengajukan gagasan kepada kelompok untuk mereka sepakati, para 
penyepakat tidak memberikan kontribusi, mereka sekedar menyetujui. 
3) Tunjang Terima tanggung jawab 
Partisipasi mendorong orang-orang untuk menerima tanggung jawab dalam aktivitas kelompok. Kemajuan kelompok 
adalah kemajuan orang-orang dalam kelompok tersebut. Jadi mereka bertanggung jawab atas maju mundurnya 
kelompok. 
Ada 3 (tiga) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting. Pertama, masyarakat merupakan 
suatu alat guna untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa 
kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, bahwa masyarakat akan lebih 
mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, 
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karena mereka lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek 
tersebut. Ketiga, partisipasi menjadi penting karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi jika 
masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat (Diana Conyers dalam Suparjan dan Hempri, 2003 : 53). 
Mubyarto dalam Sutrisno (2000: 76) berpendapat bahwa partisipasi adalah kesediaan untuk membantu setiap program 
sesuai kemampuan setiap masyarakat tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Sedangkan partisipasi 
menurut pandangan Davis dalam Khairudin (1992) mendefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran dan emosi 
atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada 
kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut serta bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. 
Ada 3 (tiga) ide dasar yang dikemukakan Davis, yaitu (a) partisipasi itu keterlibatan mental dan emosi. Jadi bukan 
sekedar aktivitas fisik atau lahiriyah saja. Keterlibatan seseorang dalam kelompok lebih bersifat psikologis daripada 
fisik. Oleh sebab itu keterlibatannya bukan hanya dalam suatu tugas akan tetapi berupa keterlibatan diri; (b) ide dari 
partisipasi adalah motivasi seseorang untuk memberikan sumbangan yang diwujudkan dalam kesempatan untuk 
mengembangkan inisiatif dan kreativitas kearah tercapainya tujuan kelompok. Sehingga parisipasi mempunyai 
sumbangan dalam memanfaatkan inisiatif  dan kretaivitas dari seluruh anggota kelompok; (c) ide partisipasi adalah 
mendorong seseorang agar menerima tanggung jawab dalam aktivitas kelompok. Partisipasi merupakan proses sosial 
di antara yang menginginkan kerja berhasil. Perasaan kebersamaan lebih menonjol dalam menghadapi problema kerja 
daripada kepentingan diri sendiri. Dengan adanya partisipasi dapat mendorong masyarakat lebih bertanggung jawab 
secara sosial. 
Wujud partisipasi itu sendiri sebenarnya terungkap pada sikap, tanggapan dan pemikiran terhadap gejala-gejala dalam 
kehidupan suatu bangsa yang bernegara. Yang menjadi persoalan adalah, bagaimana menghidupkan partisipasi positif 
bagi pembangunan tersebut, dimana rakyat tanpa merasa terpaksa dan dipaksa, menjadi pendorong sekaligus pelaksana  
dari keputusan-keputusan dan kebijaksanaan pembangunan nasional. Jelas bahwa partisipasi masyarakat sebenarnya 
merupakan akibat  komunikasi timbal balik yang positif (Rudini dalam Aida Vitayala 1992 : 30). 
b. Jenis dan Bentuk Partisipasi 
Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari yang berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam 
program pemerintahan yang sifatnya tidak langsung, seperti berupa sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun 
pendapat dalam pembuat kebijakan pemerintah (Carolina, 2005 :1). 
Namun demikian, ragam dan kadar partisipasi seringkali hanya ditentukan secara pasif, yakni dari banyaknya individu 
yang dilibatkan. Padahal partisipasi masyarakat hakekatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk 
memperoleh informasi. Hingga saat ini partisipasi masyarakat masih belum menjadi kegiatan tetap dan terlembaga 
khususnya dalam pembuatan keputusan.  
Ada 4 (empat) jenis partisipasi yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (Ndara, 1990 : 16), yaitu : 
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1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, terutama berkaitan dengan alternatif tujuan dari suatu rencana 
program. Partisipasi dalam pengambilan keputusan bermacam-macam seperti kehadiran dalam rapat, 
sumbangan pikiran, gagasan diskusi dan lain-lain. Dengan demikian partisipasi dalam pengambilan 
keputusan merupakan proses pemilihan alternatif berasarkan musyawarah untuk mufakat. 
2) Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik 
yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan tujuan. Di dalam tahap pelaksanaan suatu program 
sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus 
atau sumber utama usaha peningkatan mutu. 
3) Partisipasi dalam mengambil manfaat, yang tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas hasil 
pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas akan ditandai dengan adanya peningkatan 
output, sedangkan dari  segi kuantitas dapat dilihat dari besar prosentase keberhasilan program yang 
dilaksanakan. 
4) Partisipasi dalam evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan 
rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau ada penyimpangan. 
Partisipasi ini lebih mengedepankan tindakan preventif. Dengan demikian diharapkan pelaksanan suatu 
program dapat sesuai aspirasi masyarakat. 
Sedangkan menurut Sastro Poetro (1998), jenis-jenis partisipasi antara lain sebagai berikut : 
1) Partisipasi buah pikiran yang diberikan dalam bentuk pemikiran, gagasan, rapat-rapat dan pertemuan, dll. 
2) Partisipasi yang diberikan dalam bentuk uang atau kekayaan. 
3) Partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga, mengemukakan ketrampilan atau ilmu yang dimiliki. 
4) Partisipasi sosial yang diberikan semata-mata sebagai tanda paguyuban. 
Supaya berbagai jenis partisipasi dapat terwujud, maka masyarakat harus bergerak untuk berpartisipaasi. Smith dan 
Blustain (Ndraha, 1990) mengemukakan bahwa masyarakat akan berpartisipasi jika : 
1) Partisipasi dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah masyarakat. 
2) Partisipasi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan. 
3) Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat. 
4) Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol  yang dilakukan oleh masyarakat. 
 
c. Indikator Partisipasi 
Partisipasi tidak sekedar fisik saja, selama ini ada kesan bahwa masyarakat dikatakan sudah berpartisipasi ketika sudah 
terlihat secara fisik, seperti mengikuti penyuluhan, mengikuti kerja bakti. Esensi yang terkandung dalam partisipasi 
sebenarnya tidak sesempit itu. Inisiatif dan sumbang saran dari warga masyarakat dikatakan sebagai wujud partisipasi. 
 33 
Tjokroamidjojo dalam Hempri (2003: 58) mengungkapkan bahwa kaitan partisipasi masyarakat dengan pembangunan 
sebagai berikut : 
1) Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan 
arah, strategi  dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung 
dalam proses politik tetapi juga dalam proses sosial hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan 
masyarakat. 
2) Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalampelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat 
berupa sumbangan dalam memobilisasi sumber-sumber pembiayaan dalam pembangunan dan lain-lain. 
3) Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.Bagian-bagian daerah 
maupun golongan-golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya dalam bentuk kegiatan 
produktif mereka melalui perluasan dan pembinaan-pembinaan tertentu. 
 
d. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Demokrasi 
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik melalui Pemilu, khususnya masyarakat yang telah memiliki hak 
memilih akan menentukan dalam proses pembangunan politik tersebut. Menurut Margono dalam Yustina dan Sudrajat 
(2003), partisipasi masyarakat dalam pembangunan ialah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, ikut kegiatan-
kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan serta menikmati hasil-hasil pembangunan.  
Partisipasi begitu penting dalam sebuah sistem politik demokrasi. Demokrasi itu sendiri mengasumsikan bahwa yang 
paling mengetahui tentang apa yang baik bagi seseorang adalah orang itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan 
partisipasi secara terus-menerus dari masyarakat untuk menunjukkan apa yang dianggap baik bagi dirinya. Upaya 
masyarakat untuk menunjukkan apa yang dianggap  baik (sesuai dengan aspirasi dan kepentingannya) bisa dilakukan 
dengan melalui berbagai cara (Asfar,2006: 13). 
 Menurut Margono dalam Yustina (2003: 8), partisipasi dalam pembangunan dapat dibagi menjadi 5 (lima) macam, 
yaitu : 1) Ikut memberi input proses pembangunan, menerima imbalan atas input tersebut dan ikut menikmati hasilnya. 
2) Ikut memberi input dan menikmati hasilnya. 3) Ikut memberi input dan menerima imbalan tanpa ikut menikmati 
hasil pembangunan secara langsung. 4) Menikmati (memanfaatkan) hasil pembangunan tanpa ikut memberi input. 5) 
Memberi input tanpa menerima imbalan dan tidak menikmati hasilnya. 
Dalam pembangunan politik yang menentukan arah bangsa dibangun, partisipasi masyarakat khususnya yang telah 
mempunyai hak pilih dalam Pemilu sangat penting. Karena dalam pembangunan dalam bidang apapun termasuk 
pembangunan politik melalui Pemilu, tanpa adanya partisipasi masyarakat,  keberhasilan pembangunan tersebut tidak 
dapat dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu. Dengan demikian proses pembangunan itu dapat dikatan tidak 
berhasil. Seperti yang dikemukanan oleh Margono dalam Yustina dan Sudrajat (2003), bahwa ada tiga syarat yang 
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diperlukan agar masyarakat berpartisipasi, yaitu adanya kesempatan untuk membangun kesempatan dalam 
pembangunan, kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan dan kemauan untuk berpartisipasi. 
Menurut Himawan S Pambudi (2003 : 60) yang berhubungan dengan partisipasi dan pemberdayaan, dalam bidang 
politik adalah menggerakan perubahan sedemikian rupa, sehingga dipenuhinya syarat minimal bagi sebuah kondisi 
baru. Syarat yang harus dipenuhi menyangkut dua hal utama, yakni (1) kepastian mengenai pengakuan hak-hak dasar 
rakyat untuk ambil bagian dalam proses politik; (2) adanya suatu kepastian mengenai mekanisme yang memungkinkan 
adanya kontrol dari masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. 
 
e. Partisipasi Politik 
Partisipasi politik merupakan salah satu dari sejumlah istilah yang memiliki banyak arti, namun biasanya istilah 
tersebut diterapkan pada aktivitas orang pada semua tingkat sistem politik, pemilih berpartisipasi dalam kegiatan 
kampanye, pemberian suara pada pemilu, berpartisipasi dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Akan tetapi 
dalam hal lain, partisipasi politik juga diterapkan lebih kepada orientasi ketimbang aktivitas (Nie dan Verba, 1975) 
dalam Hadi (2006 : 19). 
Sebagai definisi umum, dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang 
untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau 
tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti 
memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok 
kepentingan,  mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintahan atau anggota parlemen dan sebagainya 
(Budihardjo, 1998:1). 
Menurut Herbert McClosky dalam International Encyclopedia of the Social Sciences : 
“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka 
mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, 
dalam proses pembentukan kebijakan umum” (The term “political participation” will refer to those 
voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or 
indirectly, in the formation of public policy). 
Menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam Handbook of Political Science :  
“ Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung 
bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/ atau tindakan-tindakan yang 
diambil oleh mereka”. (By political participation we refer to those legal activities by private citizens 
which are more or less directly aimed at influencing the selection of government personnel and/ or 
the actions they take). 
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Samuel P Huntington dan Joan M Nelson dalam No Easy Choice : Political Participation in Developing Countries : 
“Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang 
dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat 
individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan 
kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif”. (By political participation we mean activity by 
private citizens designed on the influence government decision-making. Participation may be 
individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal 
or illegal, effective or ineffective). 
Di negara-negara demokratis pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada di 
tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan 
masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi, partisipasi politik 
merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat (Miriam Budihardjo, 
1998: 3). 
Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan 
kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud antara lain 
mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan 
suatu kebijakan umum dan mendukung atau menentang  calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin dan 
memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah 
keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya 
(Ramlan Surbakti, 1992: 141). 
Menurut Keyth Fauls (1999: 133) dalam Krisno Hadi (2006: 19), ditegaskan bahwa partisipasi politik adalah 
keterlibatan secara aktif (the active engagement) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. 
Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap 
pemerintah. Sehingga dari pengertian partisipasi politik merupakan pengertian yang luas mencakup aktivitas 
mendukung atau terlibat dalam suatu pemerintahan serta aktivitas mendukung atau terlibat dalam suatu pemerintahan 
serta aktivitas yang berkaitan dengan penolakan atau beroposisi kepada pemerintah. 
Bentuk-bentuk partisipasi politik, menurut Gabriel A Almond dalam Krisno Hadi (2006: 19) dibedakan menjadi 
kegiatan politik konvensional dan non konvensional. Bentuk konvensional adalah bentuk partisipasi yang normal 
dalam demokrasi modern. Bentuknya meliputi pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan 
bergabung dalam kelompok kepentingan, dan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. 
 Bentuk non konvensional adalah beberapa bentuk yang mungkin legal (seperti petisi) maupun yang ilegal, penuh 
kekerasan dan revolusioner. Bentuknya meliputi pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan 
kekerasan politik terhadap harta benda, dan tindak kekerasan politik terhadap manusia. 
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f.   Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik 
Menurut  hasil penelitian Seymour Martin Lipset, dalam Political Man : the Social Bases of Politics (1960) dalam 
Miriam Budihardjo (1998 : 10) karakteristik sosial berpengaruh terhadap partisipasi politik. Karakteristik sosial 
tersebut meliputi pendapatan, pendidikan, pekerjaan, ras, jenis kelamin, umur, tempat tinggal, situasi, status dan 
organisasi. 
Berdasarkan tinggi rendahnya faktor-faktor yangg mempengaruhi partisipasi politik seseorang, Paige (1987) membagi 
partisipasi menjadi 4 (empat) tipe. Pertama, apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada 
pemerintah  yang tinggi, maka partisipasi politik  cenderung aktif. Kedua, sebaliknya apabila kesadaan politik dan 
kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis). Ketiga, berupa 
militan radikal, yakni apabila kesadaran tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Keempat, apabila 
kesadaran politik sangat rendah, tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi maka partisipasi tersebut disebut 
tidak aktif. 
Sedangkan menurut Ramlan Surbakti (1992: 144), dijelaskan bahwa faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi 
tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang, ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem 
politik). Yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. 
Sedangkan yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap 
pemerintah. 
Kedua faktor di atas menurut Ramlan Surbakti (1992: 144), bukan faktor-faktor yang berdiri sendiri (bukan variabel 
yang independen). Artinya, tinggi rendah kedua faktor tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial 
dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman organisasi.  
Yang dimaksud dengan status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan 
pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud dengan status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat 
berdasarkan pemilikan kekayaan. Hal ini diketahui dari pendapatan, pengeluaran, ataupun pemilikan benda-benda 
berharga. 
2. Pemahaman Persepsi 
Pengertian persepsi menurut Japri (1983), ialah kemampuan individu untuk mengamati (mengenal) perangsang 
(stimulus) sesuatu sehingga berkesan menjadi pemahaman, pengetahuan, sikap dan tanggapan-tanggapan. Persepsi itu 
ada hubungan antara pengamatan dan perangsang yang mana hubungan keduanya harus ada kesesuaian.  
Persepsi adalah proses individu dalam menyeleksi, mengorganisir dan menginterprestasikan stimulasi ke dalam suatu 
gambaran yang berarti dan koheren dengan dunia sekitarnya (Robbins, 1991: 26). Persepsi merupakan faktor 
psikologis yang mempengaruhi perilaku seseorang. Dalam ilmu psikologi dan kognitif persepsi adalah proses untuk 
memperoleh, menginterpresati, menyeleksi dan mengorganisasi informasi. Metode studi persepsi dapat dengan 
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pendekatan biologi atau psikologi untuk menggambarkan pemikiran dari mental psikologi  
(www.wikipedia.org/wiki/perception). 
Persepsi masyarakat terhadap pembangunan, khususnya kemanfaatan pembangunan dapat bersifat dekat dapat pula 
bersifat jauh bagi masyarakat. Sifat dekat atau jauh  tidak hanya dalam arti jarak dan atau waktu, tetapi juga orang 
tersebut melihat atau tidak melihat kemanfaatan yang segera atau jangka pendek dapat diperoleh. Dalam keadaan 
seperti itu biasanya masyarakat tidak atau kurang representatif untuk ikut serta dalam  pembangunan. 
Persepsi mempengaruhi kemauan dan akhirnya kemampuan melakukan sesuatu. Menurut Asngari (1984) bahwa 
kemauan merupakan bagian yang penting dari kinerja seseorang. Orang bertindak sebagian dilandasi oleh 
kemauannya untuk menanggapi situasi, kemauan yang didorong oleh adanya persepsi, kesempatan dan kemampuan 
yang ada pada orang tersebut. Litteter (dalam Asngari, 1984), yang menjelaskan bahwa semakin tinggi kemauan yang 
didukung oleh persepsi yang jelas dan kemampuan dan kesempatan yang ada, semakin tinggi pula kinerjanya dalam 
pembangunan masyarakat. 
Persepsi mencakup penerimaan stimulus (inputs), pengorganisasian stimulus dan penerjemahan atau penafsiran 
stimulus yang telah diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap, sehingga 
dapat cenderung menafsirkan perilaku orang lain sesuai dengan keadaannya sendiri (Gibson, 1986 : 54). Sedangkan 
menurut Thoha (2005 : 141) menyatakan bahwa persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami setiap 
orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, 
perasaan dan penciuman. Persepsi selalu berkaitan dengan pengalaman dan tujuan seseorang pada waktu terjadinya 
proses persepsi. Ia merupakan tingkah laku selektif dan bertujuan  (Bigger dalam Sutopo, 2002 :181). 
Persepsi menurut Jalaluddin (1998: 51), adalah “pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang 
diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan”. Sedangkan menurut Ruch (1967: 300), persepsi 
adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk indrawi (sensory) dan pengalaman masa lampau yang relevan 
diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran terstruktur dan bermakna pada situasi tertentu. 
Melalui persepsi orang dapat mengenali dunia sekitarnya, yaitu dunia yang terdiri atas benda, manusia dan kejadian-
kejadian. Kejadian-kejadian itu dapat berupa sistem budaya, norma-norma masyarakat atau berbagai kenyataan sosial. 
Persepsi merupakan proses mental bagi individu tentang kesadaran dan reaksinya terhadap stimulus. Kata-kata 
individu menurut Silverman (1971; 276) sangat penting diperhatikan dalam mendiskusikan persepsi, karena persepsi 
merupakan aspek yang sangat penting dari tingkah laku. Dengan demikian berarti bahwa persepsi terkait antara 
individu dengan lingkungan sekelilingnya atau lingkungan sekitarnya. 
Proses pembentukan persepsi dijelaskan oleh Feigi dalam Yusuf (1991: 108) sebagai pemaknaan hasil pengamatan 
yang diawali dengan adanya stimuli. Setelah mendapat stimuli, pada tahap selanjutnya terjadi seleksi yang 
berinteraksi dengan dengan “interpretation”, begitu juga berinterkasi dengan “closure”. Proses seleksi terjadi pada 
saat seseorang memperoleh informasi maka akan berlangsung proses penyeleksian pesan tentang mana pesan yang 
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dianggap penting dan tidak penting. Proses closure terjadi ketika hasil seleksi tersebut akan disusun menjadi satu 
kesatuan yang berurutan dan bermakna, sedang interprestasi berlangsung   ketika yang bersangkutan memberi tafsiran 
atau makna terhadap informasi tersebut secara menyeluruh. Menurut Asngari (1984: 12-13) pada fase interprestasi 
ini, pengalaman masa silam atau dahulu memegang peranan yang penting. 
Faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi seseorang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-
hal lain termasuk yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal. Persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi 
karakteristik orang yang memberi respon terhadap stimuli (Jalaluddin 1998: 55). Dilain pihak Gibson (1986: 54) 
menyatakan bahwa “persepsi meliputi juga kognisi (pengetahuan) yang mencakup penafsiran objek, tanda dan orang 
dari sudut pengalaman yang bersangkutan”. 
Persepsi masyarakat pada partisipasi politik Pemilu Legislatif 2004 muncul karena adanya penilaian seseorang 
terhadap Pemilu Legislatif 2004. Apakah masyarakat menilai hasil Pemilu 2004 dapat dipercaya atau tidak dan 
bagaimana dampaknya terhadap masyarakat itu sendiri. Persepsi dalam hal merupakan kemampuan individu dalam 
memberikan sikap, pemahaman, pengetahuan serta tanggapan terhadap proses demokrasi tersebut, sehingga diketahui 
keterlibatan diri, sumbangan dan tanggung jawab dalam rangka partisipasi politiknya.  
Persepsi timbul karena adanya dua faktor baik internal maupun eksternal. Kedua faktor ini menimbulkan persepsi 
karena di dahului oleh proses yang dikenal dengan komunikasi. Demikian pula proses komunikasi ini terselenggara 
dengan baik atau tidak tergantung persepsi masing-masing orang terlibat dalam proses komunikasi tersebut (Thoha, 
2005: 139). 
3. Perilaku Pemilih 
Psikolog memandang perilaku manusia (human behavior) sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun 
bersifat kompleks. Pada manusia khususnya dan pada berbagai spesies hewan umumnya memang terdapat bentuk-
bentuk perilaku instinktif (spcies-specific behavior) yang didasari oleh kodrat untuk mempertahankan kehidupan 
(Saifuddin Azwar, 2005: 9). 
Perilaku adalah menyangkut sikap manusia yang akan bertindak sesuatu. Oleh karena itu sangat masuk akal 
tampaknya apabila sikap ditafsirkan  dari bentuk perilaku. Dengan kata lain, untuk mengetahui sikap seseorang 
terhadap sesuatu, kita dapat memperhatikan perilakunya, sebab perilaku merupakan salah satu indikator sikap 
individu.  
Perilaku tertentu bahkan kadang-kadang sengaja ditampakkan untuk menyembunyikan sikap yang sebenarnya. 
Dengan demikian, perilaku yang diamati mungkin saja dapat menjadi indikator sikap dalam konteks situasional 
tertentu akan tetapi interprestasi sikap harus sangat hati-hati apabila hanya didasarkan dari pengamatan terhadap 
perilaku yang ditampakkan oleh seseorang (Saifuddin Azwar, 2005: 90-91). 
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Hubungan perilaku pemilih (electoral behavior) dalam Pemilu, menurut Asvi Warman (1999: 34), dijelaskan bahwa 
paling sedikit ada dua model  yang menjelaskan mengapa orang memilih sebuah partai.  
Pertama, pada pendekatan sosiologis digambarkan peta kelompok masyarakat dan setiap kelompok dilihat sebagai 
basis dukungan terhadap partai tertentu. Pengelompokan ini bisa berdasarkan gender (perempuan dan laki-laki), usia 
(muda dan lanjut usia). Dapat pula berdasarkan organisasi formal dan informal. Pendekatan sosiologis 
mengasumsikan  bahwa preferensi politik, sebagaimana juga preferensi voting, adalah produk karakteristik  sosio 
ekonomi, seperti pekerjan, kelas, agama dan ideologi. Menurut Hadi (2006: 23), pendekatan sosiologis pada dasarnya 
menjelaskan bahwa karakteristik sosial  dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan 
dalam menentukan perilaku pemilih 
Kedua, model psikologi yang menggunakan identifikasi partai sebagai konsep kunci. Identifikasi partai berarti “rasa 
keterikatan individu terhadap partai”, sekalipun ia bukan anggota. Perasaan itu tumbuh sejak kecil, diperoleh dari 
orang tua atau lingkungan keluarga. Selain itu, bagi orang yang tidak peduli program partai, figur pemimpin sangat 
menentukan. 
Munculnya pendekatan psikologis merupakan reaksi atas ketidak puasan terhadap beberapa ilmuwan politik terhadap 
pendekatan sosiologis. Beberapa ilmuan penganut pendekatan psikologis menganggap pendekatan sosiologis secara 
metodologis  sulit dilaksanakan, terutama dalam aspek pengukurannya. 
Dalam pendekatan psikologis, perilaku pemilih ditentukan oleh kekuatan psikologis yang berkembang dalam diri 
pemilih (voters) sebagai produk dari proses sosialisasi. Sikap seseorang di sini sebagai refleksi dari kepribadian  
seseorang  yang merupakan variabel yang menentukan dalam mempengaruhi perilaku politiknya (Krisno Hadi, 2006: 
26). 
Gaffar dalam Warman (1999: 34) menyatakan bahwa faktor sosio-religius kultural menjadi determinan utama dalam 
pemilu di desa di Jawa. Para santri memilih partai berbasis agama, kelompok abangan memilih partai sekuler. Selain 
itu faktor kepemimpinan (formal maupun non formal) juga berperan besar. 
Sementara Abdul Munir (1999: 36) dalam artikel memahami perilaku pemilih Islam menyatakan bahwa, secara sosio-
kultural, masa umat yang cenderung tidak taat syariah itu bukan karena rendahnya komitmen keagamaan mereka, 
tetapi karena kecerendungan elitis dari hukum formal syariah. Hal ini tidak hanya dialami oleh gerakan Islam tetapi 
juga berbagai gerakan keagamaan seperti Kristen dengan lembaga gerejanya. 
Selain dua faktor tersebut di atas, pada masa transisi, penentu pilihan dalam pemilu adalah uang. Ideologi dan 
program bukanlah ukuran. Sikap dan kebijakan tertentu dari pemerintah tidak lagi menjadi pertimbangan. Selama 
ekonomi Indonesia masih terpuruk seperti saat ini, uang akan tetap menjadi salah satu penentu perilaku pemilih (Asvi 
Warman,1999: 35).  
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Menurut Asfar (2006 : 137-145), pendekatan perilaku memilih selama ini selain didasarkan dua model atau 
pendekatan, yaitu pendekatan sosiologi dan pendekatan psikologi, ada pula pendekatan rasional. Dalam pendekatan 
rasional, pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang 
diajukan. Artinya, para pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. 
Penggunaan pendekatan rasional dalam menjelaskan perilaku memilih oleh ilmuwan politik sebenarnya diadaptasi 
dari ilmu ekonomi. Apabila secara ekonomi masyarakat dapat bertindak secara rasional, yaitu menekan ongkos 
sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka dalam perilaku memilihnya pun 
masyarakat akan dapat bertindak rasional, yakni memberikan suara ke partai yang dianggap mendatangkan 
keuntungan dan kemaslahatan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian atau kemudlaratan yang sekecil-
kecilnya. 
Dalam pendekatan terdahulu, secara implisit dan eksplisit menempatkan pemilih pada waktu dan ruang yang kosong, 
ibarat wayang yang tidak mempunyai kehendak bebas kecuali atas kemauan dalang. Pemilih seolah-olah pion catur 
yang dengan mudah ditebak langkah-langkahnya. Mereka beranggapan bahwa perilaku pemilih bukanlah keputusan 
yang dibuat pada saat menjelang atau ketika berada di bilik suara, tetapi sudah ditentukan jauh sebelumnya, bahkan 
jauh sebelum kampanye dimulai. 
Karakteristik sosiologis, latar belakang keluarga, pembelahan kultural, afiliasi-afiliasi okupasi atau identifikasi partai 
melalui proses sosialisasi dan pengalaman hidup, merupakan variabel-variabel yang secara sendiri-sendiri atau 
komplementer mempengaruhi perilaku politik seseorang. Pemilih seolah-olah berada dalam ruang dan waktu yang 
kosong, yang keberadaan dan ruang geraknya ditentukan oleh posisi individu dalam lapisan sosialnya. 
4.   Pemberdayaan Masyarakat 
Konsep pemberdayaan masyarakat (empowerment) mulai tampak ke 
permukaan sekitar dekade 1970-an dan terus berkembang sepanjang dekade 
1980-an hingga 1990-an (akhir abad ke-20). Konsep pemberdayaan dapat 
dipandang sebagai bagian atau sejiwa sedarah dengan aliran yang muncul 
pada abad 20 yang lebih dikenal sebagai aliran post modernisme. Aliran ini 
menitik beratkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada jargon 
antisistem, antistruktur dan antideterminisme yang diaplikasikan pada dunia 
kekuasaan. Munculnya konsep pemberdayaan merupakan akibat dari reaksi 
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terhadap pikiran, tata masyarakat dan tata budaya sebelumnya yang 
berkembang di suatu negara (Pranarka  1996 dalam Hikmat, 1996) 
Konsep pemberdayaan menjadi basis utama dalam pembangunan 
masyarakat. Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumberdaya, 
kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan mereka untuk meningkatkan 
kapasitas dalam menentukan masa depan mereka. Konsep utama yang 
terkandung dalam pemberdayaan  adalah bagaimana memberikan kesempatan 
yang luas bagi masyarakat untuk menentukan arah kehidupan sendiri dalam 
komunitasnya (Jim Ife 1995: 178 dalam Suparjan dan Hempri Suyatno, 
2003:37). 
Kata pemberdayaan sebenarnya sangat terkait erat dengan konsep 
pembangunan alternatif yang dikemukakan oleh John Friedman. Konsep ini 
menuntut adanya demokrasi, pertumbuhan ekonomi yang menjamin 
kepentingan rakyat banyak kesamaan gender dan keadilan antar generasi 
(Suparjan dan Hempri Suyatno, 2003:42) 
Pemberdayaan adalah merupakan salah satu prinsip pengembangan 
masyarakat. Konsep pemberdayaan menjadi basis utama dalam pembangunan 
masyarakat. Prinsip pengembangan masyarakat lainnya, yaitu pembangunan  
terpadu dan seimbang, maksudnya bahwa pembangunan masyarakat pada 
dasarnya harus mencakup pembangunan politik, ekonomi, sosial, kultural, 
lingkungan dan personil/ spiritual (Suparjan dan Hempri Suyatno, 2003). 
Pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan politik pada dasarnya 
sudah ada. Pemberdayaan ini mengupayakan agar masyarakat dapat berperan 
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lebih banyak dan mampu mengembangkan masyarakat pemilih dalam 
keterlibatan pembangunan demokrasi dan politik. Artinya bahwa masyarakat 
perlu diperdayakan untuk lebih berperan dalam kontek pendidikan politik 
melalui Pemilu.  
Prinsip lain dalam pengembangan masyarakat yang mempunyai 
peranan penting dengan pemberdayaan adalah partisipasi. Pemberdayaan dan 
partisipasi merupakan hal yang menjadi pusat perhatian dalam proses 
pembangunan.  
Salah satu pilar demokrasi adalah partisipasi. Dalam hubungannya 
dengan pengembangan demokrasi, partisipasi masyarakat sebenarnya tidak 
hanya terbatas dalam proses menentukan pemimpin dan apa yang harus 
dilakukan oleh pemimpin, tetapi menentukan proses demokrasi itu sendiri. 
Dalam proses transisi dan konsolidasi demokrasi misalnya, masyarakat 
mempunyai peranan sangat signifikan dan menentukan percepatan proses 
transisi konsolidasi demokrasi melalui bentuk partisipasi  dan gerakan sosial 
lainnya (Hollifiled dan Jillson (2000:3-20 dalam Muhammad Asfar, 2006:12).  
Salah satu bentuk partisipasi yang sangat penting penting dilakukan 
oleh warga adalah keikutsertaan dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Yang 
dimaksud Pemilu disini adalah Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden termasuk 
Pemilu Kepala Daerah (Muhammad Asfar, 2006: 12-14). 
B. Kerangka Pikir 
Penelitian ini dilakukan dengan didasarkan hasil Pemilu Legislatif 2004 di Kabupaten Nganjuk yang tingkat 
partisipasi politiknya cenderung menurun dibanding dengan Pemilu sebelumnya. Di satu sisi Pemilu Legislatif 2004 
tersebut menggunakan sistem proposional dengan daftar calon terbuka, dan calon legislatif dipilih secara langsung. 
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Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) 
orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang 
dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga 
masyarakat berhak ikut menentukan isi keputusan politik. 
Partisipasi politik dipengaruhi oleh kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah. Kesadaran politik ialah 
kesadaran sebagai warga negara atau perilaku memilih dalam menggunakan hak pilihnya. Perilaku memilih dalam hal 
ini meliputi faktor pendekatan sosiologis yaitu adanya karakteristik sosial seperti jenis pekerjaan, pendidikan dan 
karakteristik sosiologis, seperti agama, jenis kelamin, umur.  Faktor pendekatan psikologis dalam perilaku memilih 
yang meliputi  ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi pada kandidat. Serta faktor pendekatan rasional 
dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian (ekonomi). 
Sedangkan kepercayaan kepada pemerintah, menyangkut persepsi warga negara/ masyarakat terhadap sistem Pemilu 
Legislatif yang digunakan. Persepsi tersebut meliputi persepsi terhadap kemampuan individu untuk mengamati 
stimulus yang menyangkut pengetahuan, sikap dan tanggapan-tanggapan tentang Pemilu. 
























Pemilu Legislatif 2004: 
· Keterlibatan dalam penyelenggaraan 
· Keterlibatan dalam Kampanye 
· Menggunakan hak memilih 























A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, yaitu penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif seperti ucapan, tulisan dan perilaku yang diamati dari subjek itu sendiri. Penelitian ini 
merupakan penelitian expose defacto karena merupakan kejadian yang sudah berlangsung pada Pemilu 2004. Menurut 
Nazir (1983), penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia atau objek, suatu 
kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 
Jenis penelitian ini nantinya akan mampu menangkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi teliti dan penuh 
nuansa, yang lebih berharga daripada sekedar pernyataan jumlah ataupun frekeuensi dalam bentuk angka (Sutopo, 2002). 
Perilaku Memilih : 
· Pendekatan Sosiologis 
(Karakteristik Sosial dan 
Sosiologis) 
· Pendekatan Psikologis 
(Ikatan Emosional, orientasi 
pada calon) 
· Pendekatan Rasional 
(Keuntungan dan Kerugian) 
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Sedangkan menurut Matthew B. Miles dalam Tjetjep Rohendi (1992: 1), data kualitatif, yang lebih merupakan wujud kata-
kata daripada deretan angka-angka, senantiasa menjadi bahan utama bagi ilmu-ilmu sosial tertentu, terutama dibidang 
antropologi, sejarah dan ilmu politik. 
Sedangkan pendekatan induktif menurut Sapari (1983: 28), metode induktif memberikan cara agar manusia dalam 
memecahkan masalah suatu problematik, mulai mencari fakta-fakta yang nyata dan murni dari pengalaman dalam 
masyarakat. Dari fakta-fakta itulah ditarik kesimpulan yang bersifat umum.  
Dari uraian tersebut di atas, maka penelitian ini akan menggunakan suatu metode dengan menggali fakta-fakta yang ada di 
lapangan dan menggambarkannya secara sistematis dan faktual kemudian dari fakta-fakta tersebut diambil suatu 
kesimpulan.  
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di Kabupaten Nganjuk dengan pertimbangan bahwa masyarakatnya mempunyai tanggapan dan 
pandangan terhadap Pemilu 2004 yang lalu, khususnya yang menyangkut persepsi dan perilaku pemilih terhadap partisipasi 
politik dalam Pemilu 2004 tersebut. Di sisi lain setidaknya akan dapat diketahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
Pemilu 2004, terutama yang menyangkut partsipasi politik masyarakat dalam pembangunan politik melalui demokrasi. 
Penelitian telah dilaksanakan di 2 (dua) kecamatan dengan didasarkan pada tingkat partisipasi politiknya paling rendah dan  
paling tinggi dalam menggunakan hak memilih. Kecamatan tersebut adalah Ngronggot dan Kertosono. Adapun tingkat 
partisipasi  kecamatan tersebut adalah sebagai berikut  
a. Kecamatan Ngronggot terdiri atas 13 desa, merupakan daerah dengan karakteristik masyarakat yang agamis. Terletak 
di tenggara dari kota Nganjuk, berbatasan dengan kabupaten Kediri. Di kecamatan ini partisipasi politik yang 
menggunakan hak pilihnya paling rendah di Kabupaten Nganjuk(76,68%), tidak menggunakan hak pillihnya paling 
tinggi (23,32%). Kecamatan Ngronggot masuk dalam wilayah DP III. 
b. Kecamatan Kertosono terdiri atas 14 desa, merupakan kecamatan dengan karakteristik masyarakat yang dinamis. 
Terletak 26 Km ke arah Timur dari kota Nganjuk, dan berbatasan dengan Kabupaten Jombang. Di kecamatan ini 
partisipasi politik dalam menggunakan hak pilih tertinggi di Kabupaten Nganjuk (88,79%), tidak menggunakan hak 
pilihnya 11,21%. Kecamatan Kertosono masuk dalam DP III. 
C. Strategi Penelitian 
Untuk dapat menerapkan metode ilmiah dalam penelitian, maka diperlukan startegi. Pilihan jenis strategi penelitian sangat 
berkaitan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai yang sudah terdeskripsikan  secara tegas dalam pendahuluan, yaitu 
dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian (Sutopo, 2002: 143). 
Tujuan penelitian deskriptif kualitatif ini adalah memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 
mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki. Strategi yang digunakan dalam penelitian 
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ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dasar pertimbangannya adalah penelitian ini merupakan penelitian terapan dan 
penelitian pengembangan.  
Penelitian ini merupakan penelitian  dengan pendekatan fenomenologis yang berusaha untuk memahami makna dari 
berbagai peristiwa dan interaksi manusia di dalam situasi yang khusus. Penelitian dengan cara ini dimulai dengan sikap 
diam dan terbuka tanpa prasangka. Artinya peneliti tidak menganggap dirinya mengetahui makna dari berbagai hal yang 
terjadi dan ada pada orang-orang yang sedang dipelajarinya. Sikap diam dan terbuka ini merupakan usaha untuk bisa 
menangkap segala kemungkinan (dengan pikiran tanpa prasangka dan tidak berpikir prediktif) dari apa yang sedang 
dipelajari (Sutopo, 2002: 25). 
D. Jenis dan Sumber Data 
Menurut Lofland dan Lofland (1984: 47) dalam Moleong (2006: 157) sumber data utama dalam penelitin kualitatif ialah 
kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun dalam penelitian ini merupakan 
data kualitatif, yang  berasal dari jenis data primer dan sekunder.  
1. Data Primer 
Data primer diperoleh melalui sejumlah keterangan atau fakta secara langsung di lapangan. Teknik untuk 
mendapatkan data ini adalah dengan wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan komunikasi secara langsung 
dengan subjek penelitian serta narasumber. Wawancara untuk mendapatkan informasi tentang persepsi dan perilaku 
pemilih terhadap partisipasi politik ini, dilakukan dengan berdasarkan pokok-pokok yang telah ditetapkan 
berdasarkan kerangka pertanyaan yang telah disusun. 
2. Data Sekunder 
Merupakan data keterangan atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung atau dari sumber pendukung lainnya. 
Data sekunder ini sebagai pendukung data primer yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang berkaitan 
dengan masalah yang sedang diteliti. Pada data ini, dititik beratkan untuk memperoleh data pendukung, yang biasanya 
dengan menggali data atau keterangan yang berasal dari dokumen atau arsip Pemilu Legislatif 1999 dan 2004 untuk 
menunjang penelitian ini. 
Sedangkan sumber informasi/ data diperoleh melalui: 
1. Narasumber (informan) yang terdiri dari : 
Masyarakat yang sudah memiliki hak memilih, dengan berdasarkan karakteristik sosial :  
a. Jenis pekerjaan, buruh (tani, bangunan, dagang), pedagang, pelajar/ mahasiswa, PNS (akademisi/guru, birokrat), 
pengusaha/ pegawai swasta    
b. Tingkat pendidikan, SD, SLTP, SLTA dan Sarjana 
c. Agama (Islam, Kristen, Katolik)  
d. Jenis kelamin, laki-laki dan perempuan 
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e. Umur/ usia 
2. Tempat atau lokasi penelitian  yang akan dikunjungi untuk melakukan pencarian informasi, yaitu dengan lokasi yang 
pemilihnya telah menggunakan hak memilihnya paling tinggi, dan paling rendah. 
3. Arsip dan dokumen Pemilu 1999 dan 2004 yang berhubungan dengan data pendukung untuk penelitian. 
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Tabel 3.1 Perumusan Masalah, Ruang Lingkup, Konsep, Aspek dan Indikator 
Perumusan Masalah Ruang Lingkup Konsep Aspek Indikator 
1 2 3 4 5 
Bagaimana persepsi 
pemilih terhadap Pemilu 
Legislatif 2004? 
Persepsi Pemilih Kemampuan individu untuk 
mengamati (mengenal)  
perangsang (stimulus) 
sehingga berkesan menjadi 
pemahaman, 
pengetahuan,sikap dan 












dari setiap individu, 




memilih dalam  
Pemilu 2004? 
 
Perilaku Memilih Sikap seseorang pemilih untuk  
melakukan  atau tidak 
melakukan tindakan politik 








· Ikatan Emosional 
pada suatu partai 
· Orientasi pada 
kandidat 















Partisipasi Politik Keikutsertaan warga negara 
dalam menentukan segala 
keputusan yang menyangkut 
atau mempengaruhi dalam 
proses Pemilu 
· Keterlibatan dalam 
pelaksanaan 
· Keterlibatan dalam 
Kampanye 
· Menggunakan hak 
memilih 
Adanya perubahan  
partisipasi  








E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, meliputi beberapa hal, yaitu : 
1. Wawancara Secara Mendalam (indepth interviewing) 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 
Sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah berupa manusia yang dalam posisi sebagai narasumber 
atau informan.  
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Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini, diperlukan teknik wawancara , yakni dalam bentuk wawancara 
mendalam (in-depth interviewing) yang merupakan wawancara tidak terstruktur, karena peneliti merasa tidak tahu apa yang 
belum diketahuinya. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat “open-ended”, dan mengarah 
pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal terstruktur, guna menggali pandangan 
subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar  bagi penggalian informasinya secara 
lebih jauh dan mendalam (Sutopo, 2002:58). 
Maksud dilakukan wawancara mendalam dalam penelitian ini untuk mengetahui informasi yang lengkap mengenai persepsi 
dan perilaku memilih terhadap partisipasai politik pada Pemilu Legislatif 2004.Teknik wawancara nantinya dengan 
menggunakan pedoman wawancara yang terdiri atas pertanyaan-pertanyaan pokok yang sesuai dengan topik penelitian. 
Dengan demikian dalam pelaksanaannya bahan atau materi wawancara tidak akan keluar dari konteks yang semestinya. 
 Menurut Moleong (2006: 199) persiapan wawancara tak terstruktur dapat diselenggarakan menurut tahap-tahap tertentu. 
Tahap pertama ialah menemukan siapa yang akan diwawancarai. Barangkali pada saat pilihan hanya berkisar di antara 
beberapa orang yang memenuhi persyaratan. Pada dasarnya masalah penelitianlah yang membimbing pewawancara untuk 
menentukan responden yang diwawancarai. 
Langkah kedua ialah mencari tahu bagaimana cara yang sebaiknya untuk mengadakan kontak dengan responden. Karena 
responden adalah orang-orang pilihan, dianjurkan agar jangan membiarkan orang ketiga menghubungi, tetapi peneliti 
sendiri yang melakukannya. Langkah ketiga ialah mengadakan persiapan yang matang untuk pelaksanaan wawancara. 
Kegiatan wawancara peneliti menggunakan alat bantu berupa buku atau perekam untuk mencatat atau merekam keterangan 
yang diperlukan dari responden atau informan. 
2.  Observasi Langsung 
Dalam observasi ini peneliti hanya mendatangi lokasi tetapi sama sekali tidak berperan sebagai apapun selain sebagai 
pengamat pasif, namun hadir dalam konteksnya. Mengamati kondisi benda atau lokasi tertentu, bisa merupakan usaha 
pemantapan makna mengenai pemakaian atau pemanfaatan yang berkaitan dengan peristiwa yang ada hubungannya dengan 
sesuatu tersebut (Sutopo,2002 : 66). 
Observasi langsung ini akan dilakukan tidak hanya sekali baik secara formal dan informal, untuk mengamati berbagai 
kegiatan di lokasi penelitian. Dengan kegiatan  ini peneliti akan dapat melihat langsung situasi dan kondisi yang sebenarnya 
di lapangan. Dengan demikian akan diperoleh informasi yang lebih objektif dan realistis. Sasaran yang akan diobservasi 
adalah calon informan, sekaligus sebagai sumber informasi dalam penelitian ini. 
3. Mengkaji Dokumen dan Arsip  
Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber 
data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan (Moleong (2006: 217).  Dokumen tertulis dan 
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arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif, terutama bila sasaran kajian 
mengarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau yang berkaitan dengan kondisi atau 
peristiwa masa kini yang sedang diteliti (Sutopo,2002: 69).  
Teknik ini akan digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan arsip Pemilu 2004 yang terdapat 
di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, sebagai data pendukung penelitian. 
F. Teknik Cuplikan Data 
Cuplikan (sampling) dalam penelitian kualitatif sering juga dinyatakan  sebagai internal sampling, yang berlawanan dengan 
sifat cuplikan dalam penelitian kuantitatif yang dinyatakan sebagai external sampling (Bogdan dan Biklen,1982 dalam 
Sutopo,2002: 55). Cuplikan yang bersifat internal, cuplikan diambil untuk mewakili informasinya, dengan kelengkapan dan 
kedalamannya yang tidak sangat perlu ditentukan oleh jumlah sumber datanya, karena jumlah informan yang kecil bisa saja 
menjelaskan informasi tertentu secara lebih lengkap dan benar daripada informasi yang diperoleh dari jumlah narasumber 
yang lebih banyak, yang mungkin kurang mengetahui dan memahami informasi yang sebenarnya (Sutopo,2002: 55). 
Penelitian ini menggunakan teknik cuplikan Purposive Sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan tujuan yang 
hendak yang dicapai. Karena pengambilan cuplikan di dasarkan atas pertimbangan tertentu, maka pengertiannya sejajar 
dengan dengan jenis teknik cuplikan yang dikenal  sebagai purposive sampling  dengan kecerendungan peneliti untuk 
memilih informasi yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk 
menjadi sumber data yang mantap. Menurut Nasution (2002: 98), purpose sampling adalah penentuan subjek penelitian 
sesuai dengan kriteria atau ciri-ciri tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.  
G. Validasi Data 
Hasil penelitian dipandang ilmiah bila memenuhi salah satu syarat yaitu validitas data. Validitas data  merupakan usaha 
untuk memperoleh data yang valid. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 
yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan  atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2006: 330). 
Menurut Sutopo (2002: 78), cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif 
adalah trianggulasi.  
Patton (1984) dalam Sutopo (2002: 78) menyatakan ada empat macam teknik trianggulasi, yaitu : 
1. Trianggulasi data  
Cara ini mengarahkan peneliti agar dalam mengumpulkan data, wajib menggunakan beragam sumber data yang 
tersedia. Artinya, data yang sama atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber yang 
berbeda. Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber yang satu, bisa teruji kebenarannya bilamana 
dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda, baik kelompok sumber jenis maupun 
sumber yang berbeda jenisnya. Oleh karena itu teknik trianggulasi data disebut juga sebagai trianggulasi sumber. 
2. Trianggulasi Metode  
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Jenis trianggulasi ini bisa dilakukan oleh seorang peneliti dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan 
menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda. Di sini yang ditekankan adalah penggunaan 
metode pengumpulan data yang berbeda, dan bahkan lebih jelas untuk diusahakan mengarah pada sumber data yang 
sama untuk menguji kemantapan informasinya. 
3. Trianggulasi Peneliti 
Yang dimaksud dengan cara trianggulasi ini adalah hasil penelitian yang baik data ataupun simpulan mengenai bagian 
tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti. Dari pandangan dan tafsir yang dilakukan 
oleh beberapa peneliti terhadap semua infromasi yang berhasil digali dan dikumpulkan berupa catatan, diharapkan 
bisa terjadi pertemuan pendapat yang pada akhirnya bisa lebih memantapkan hasil penelitian. 
4. Trianggulasi Teori 
Trianggulasi ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas 
permasalahan yang dikaji. Dari beberapa perspektif teori tersebut akan diperoleh pandangan yang lebih lengkap, tidak 
hanya sepihak sehingga bisa dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh. Karena setiap 
pandangan teori selalu memiliki kekhususan cara pandang, maka dengan menggunakan beberapa perspektif teori akan 
menghasilkan simpulan yang multidimensi. 
Dari keempat jenis trianggulasi tersebut, peneliti hanya akan menggunakan satu jenis triangulasi, yaitu trianggulasi 
data atau trianggulasi sumber. Trianggulasi data akan mengarahkan peneliti agar dalam mengumpulkan data 
menggunakan beragam data yang tersedia, artinya data yang sama atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila 
digali dari beberapa sumber data yang berbeda. 
Cara trianggulasi sumber yang lain dapat pula dilakukan dengan menggali informasi dari satu nara sumber tertentu, 
dari kondisi lokasinya, dari aktivitas yang menggambarkan perilaku orang atau masyarakat, atau dari sumber yang 
berupa catatan atau arsip dan dokumen yang memuat catatan yang berkaitan dengan data yang dimaksud peneliti. 
Dengan cara menggali dari sumber yang berbeda dan teknik pengumpulan data yang berbeda tersebut bisa teruji 
kemantapan dan kebenarannya 
H. Analisis Data 
Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data. Seperti yang 
disampaikan Sutopo (2002: 86), bahwa dalam penelitian kualitatif proses analisisnya dilakukan sejak awal bersamaan 
dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian proses analisisnya dilakukan terus dan berkelanjutan  selama 
perjalanan penelitiannya. 
Menurut Sutopo (2002: 91) ada 3 (tiga) komponen utama dalam proses analisis, yaitu Reduksi Data, Sajian Data dan 
Penarikan Simpulan dan Verifikasinya. Tiga komponen tersebut saling berinteraksi dan membentuk siklus seperti terlihat 









Gambar 3.1: Siklus Interaksi Komponen Dalam Pengumpulan Data  
Analisis data berlangsung sejak awal dan selama dilakukan penelitian di lapangan, dengan melakukan dialog dan 
wawancara bersama informan. Informan yang dimaksud disini adalah orang yang menjadi sumber informasi untuk 
memperoleh keterangan untuk kemudian dianalisa. Ada 5 (lima) latar belakang kelompok informan yang terdiri jenis 
pekerjaan, pendidikan terakhir, agama, Jenis kelamin dan usia. 
Analisa data meliputi informasi, keterangan dan penjelasan informan terhadap persepsi, perilaku pemilih dan partisipasi 
politik mereka pada Pemilu Legislatif 2004. Analisa data terhadap kelompok yang berlatar belakang jenis pekerjaan 
membutuhkan pengamatan dan kajian yang harus cermat dan teliti, karena menyangkut kehidupan ekonomi mereka. 
Dengan latar belakang pekerjaan yang tidak sama maka secara ekonomi keluarga tidak sama maka kemungkinan yang 
terjadi terhadap persepsi, Perilaku pemilih dan partisipasi politik mereka tentang Pemiulu Legislatif 2004 juga tidak sama.  
Pada kelompok dengan latar belakang pendidikan, melakukan wawancara dan menganalisa hasil wawancara dan 
keterangan yang diberikan oleh informan berpendidikan SD tidak sama dengan yang lulusan sarjana dan seterusnya. 
Demikian juga terhadap, agama, jenis kelamin serta usia informan.  
Perilaku dan sikap yang tidak sama dari informan karena latar belakang yang bersangkutan tidak sama membutuhkan 
teknik analisa data yang berbeda pula. Hal ini menyangkut keterangan yang diperoleh dari mereka yang diberikan kepada 
peneliti akan berpengaruh terhadap analisa datanya.  
Peneliti melakukan reduksi data di dalam dan antar kelompok mereka. Selain itu melakukan sajian data untuk menganalisa 
keterangan data kelompok antar individu dalam kelompok mereka, juga dengan kelompok lain yang berbeda. Tujuannya 
adalah untuk dapat menganalisa data dengan cermat, selengkap mungkin termasuk dilakukan suatu verifikasi data dan pada 
akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan dalam penelitian ini. 
I. Tahapan-Tahapan Penelitian 
Tahapan pelaksanaan penelitian Persepsi, Partisipasi dan Perilaku Pemilih Dalam Pemilu 2004, sebagai berikut : 







a. Seminar proposal penelitian, untuk mendapatkan masukan dan saran dari rekan-rekan mahasiswa dan dosen 
pembimbing; 
b. Melakukan perbaikan proposal, dengan berkonsultasi pada dosen pembimbing. 
2. Persiapan Penelitian, yang meliputi : 
a. Mengurus perijinan penelitian; 
b. Meninjau lokasi (kecamatan) terpilih, sebagai lokasi penelitian untuk secara sepintas mempelajari keadaan, serta 
kemungkinan untuk memilih informan yang tepat, khusunya yang memahami tentang Pemilu. 
c. Menyusun protokol penelitian, pengembangan pedoman pengumpulan data (daftar pertanyaan dan petunjuk 
obeservasi di lapangan), serta menyusun jadwal kegiatan secara terperinci; 
3. Pengumpulan Data 
a. Mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan diskusi 
kelompok; 
b. Melakukan review dan pembahasan beragam data yang telah terkumpul dengan melaksanakan refleksinya; 
c. Mengatur data dalam kelompok untuk kepentingan analisis, dengan memperhatikan semua variabel yang terlibat 
dan tergambar dalam kerangka pikir. 
4. Analisis Data 
a. Melakukan analisis awal, bila data sudah cukup lengkap dan menunjang; 
b. Mengembangkan bentuk sajian data, dengan penyusunan  kode/ tanda (coding) dan matrik untuk kepentingan 
analisis berikutnya; 
c. Melakukan verifikasi, pengayaan dan pendalaman data. Bila dalam persiapan analisis ternyata ditemukan data 
kurang lengkap atau kurang jelas, maka perlu dilakukan pengumpulan data lagi secara lebih terfokus; 
d. Melakukan analisis antar unit penelitian setiap lokasi. Hasil analisis data ini disatukan dan dikembangkan 
struktur sajian datanya; 
5. Merumuskan implikasi kebijakan sebagai bagian dari pengembangan saran dalam laporan penelitian. 
6. Penyusunan Laporan Penelitian 
a. Penyusunan laporan awal; 
b. Review laporan (seminar hasil penelitian), dengan mengundang rekan-rekan mahasiswa dan dihadiri dosen 
pembimbing untuk memperoleh masukan dan saran; 
c. Perbaikan laporan dan disusun sebagai laporan akhir penelitian; 
d. Ujian hasil penelitian (Tesis); 
e. Perbanyak laporan sesuai dengan kebutuhan. 
 
J. Waktu Pelaksanaan 
Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan dan diperkirakan sebagai berikut : 
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1.   Masa Persiapan :  
a. Penyusunan dan seminar proposal : 3  bulan (Pebruari-Juni 2007) 
b. Mengurus perijinan     : 1  bulan (Juli 2007) 
2 Pengumpulan Data   : 2 bulan (Juli - Agustus 2007) 
3 Analisis Data dan Laporan Tesis             :    (Agustus 2007 - September 2008) 
4 Seminar dan Ujian               : 1 bulan (September - Oktober 2008) 
Dengan demikian waktu yang diperlukan dalam penelitian ini diperkirakan berlangsung 5 (lima) bulan, terhitung bulan Juni 
Oktober 2007 (di luar penyusunan proposal penelitian). Dalam kenyataan, penyusunan Tesis mengalami kemunduran 











SAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Wilayah Penelitian 
1. Kondisi Umum Wilayah Kecamatan Ngronggot 
a. Kondisi Geografis 
Kecamatan Ngronggot mempunyai luas wilayah 51,74 Km2 dengan 
batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjunganom, 
Baron dan Kertosono, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan 
Prambon, Kecamatan Papar (Kabupaten Kediri). Sebelah Barat berbatasan 
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Kecamatan Prambon dan Tanjunganom, sedangkan sebelah Timur berbatasan 
dengan Kecamatan Purwoasri dan Papar, Kabupaten Kediri.  
Dilihat dari topografinya Kecamatan Ngronggot berada pada 
ketinggian rata-rata 57 di atas permukaan laut. Luas lahan yang ada seluas 
5.298,5 Ha. Luas lahan ini dikelompokan menjadi dua, yaitu lahan sawah dan 
lahan kering (kering). 
b. Sosial 
Kecamatan Ngronggot terdiri atas 13 desa dengan jumlah pedukuhan 
sebanyak 89, dengan jumlah penduduk pada tahun 2004 berjumlah 72.885 
jiwa. Berbagai pemeluk agama telah berkembang dalam tatanan kehidupan 
yang saling berdampingan. Sebagian besar masyarakat memeluk agama Islam, 
yaitu sebanyak 72.898, Kristen 128 orang dan Katholik 45 Orang (Anonim, 
2006). 
Tingkat pendidikan penduduk usia di atas 7 tahun di Kecamatan 
Ngronggot menurut jenjang adalah sebagai berikut: tidak pernah sekolah 
sebanyak 9.159; SD= 2.5634; SLTP= 16.031;  SLTA= 3074; Diploma= 559; 
S1= 187, S2= 41 ; S3= 2 orang (Anonim, 2006). Sementara untuk Pemilu 
Legislatif 2004 jumlah pemilih 55.672 dengan jumlah Tempat Pemungutan 
Suara (TPS) 198 (KPU Kab. Nganjuk, 2004). 
Dilihat dari mata pencaharian, TNI/ POLRI sebanyak 218; Pegawai 
Negeri= 682 , Swasta= 12.671 ; Jasa/Service= 46 orang ; Petani 27.384 ; 
Pengusaha besar= 26 orang dan status mahasiswa 11.198 orang. 
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Kecamatan Ngronggot pada Pemilu Legislatif 2004 termasuk Daerah 
Pemilihan ( DP) III, yang terdiri atas Kecamatan Kertosono, Baron, 
Ngronggot dan Prambon. DP III kursi DPRD yang tersedia 9 (sembilan) kursi 
dan diperebutkan oleh 23 Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilu.  
2. Kondisi Umum Wilayah Kecamatan Kertosono 
a. Kondisi Geografis 
Kecamatan Kertosono mempunyai luas wilayah 22,68 Km2 dengan 
batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kecaman Patianrowo, sebelah 
Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ngronggot. Sebelah Barat berbatasan 
Baron, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan 
Kabupaten Kediri.  
Dilihat dari topografinya Kecamatan Kertoson berada pada ketinggian 
rata-rata 43 di atas permukaan laut. Luas lahan yang ada seluas 2.267,5 Ha. 
Luas lahan ini dikelompokan menjadi dua, yaitu lahan sawah (1.188,5 Ha) dan 
lahan kering (447,7 Ha). 
c. Sosial 
Kecamatan Kertosono terdiri atas 14 desa, yang kesemuanya dalam 
klasifikasi IDT, dengan jumlah pedukuhan sebanyak 29 pedukuhan.dengan 
jumlah penduduk pada tahun 2004 berjumlah 54.548 jiwa. Berbagai pemeluk 
agama telah berkembang dalam tatanan kehidupan yang saling berdampingan. 
Sebagian besar masyarakat memeluk agama Islam, yaitu sebanyak 32.110, 
Kristen 1.617 orang dan Katholik 50 Orang, Hindu 40 orang dan Budha 104 
orang (Anonim, 2006). 
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Tingkat pendidikan penduduk usia di atas 7 tahun di Kecamatan 
Kertosono menurut jenjang adalah sebagai berikut: tidak pernah sekolah 
sebanyak 1.251; SD= 15.508; SLTP= 12.698;  SLTA= 12.495; Diploma= 957; 
S1= 983, S2= 25 ; S3= 0 orang (Anonim, 2006). Sementara untuk Pemilu 
Legislatif 2004 jumlah pemilih 40.522 dengan jumlah Tempat Pemungutan 
Suara (TPS) 157 (KPU Kab. Nganjuk, 2004). 
Dilihat dari mata pencaharian, TNI/ POLRI sebanyak 378; Pegawai 
Negeri Sipil= 1.893 , Swasta= 4.271 ; Jasa/Service= 14 orang ; Petani 5.286 ; 
TKI LN= 157 dan lain-lain 4.767 orang. 
Kecamatan Kertosono pada Pemilu Legislatif 2004 termasuk Daerah 
Pemilihan ( DP) III, yang terdiri atas Kecamatan Kertosono, Baron, 
Ngronggot dan Prambon. DP III kursi DPRD yang tersedia 9 (sembilan) kursi 
dan diperebutkan oleh 23 Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilu. 
B. Analisis Data Hasil Penelitian 
Dalam melakukan wawancara sebagai informan didasarkan pada jenis 
pekerjaan, pendidikan, agama, jenis kelamin dan umur. Berdasarkan kajian 
analisis selama penelitian di lapangan diperoleh informasi yang beragam dari 
berbagai sumber informasi (informan). Adapun hasil wawancara mendalam dan 
hasil data adalah sebagai berikut : 
1. Persepsi pemilih terhadap Pemilu Legislatif 2004 di Kabupaten Nganjuk 
a. Narasumber (informan) berdasarkan Jenis Pekerjaan 
1) Petani, Buruh 
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Persepsi masyarakat/ pemilih yang mempunyai latar belakang 
pekerjaan sebagai petani memiliki persepsi Pemilu legislatif 2004, dari 
aspek pengetahuan bahwa Pemilu Legislatif untuk memilih wakil rakyat, 
memilih partai dan calon, calon tidak dikenal masyarakat, ada kesan calon 
yang akan dipilih tidak jelas atau latar belakangnya samar-samar, 
tergantung pada calon yang mendekat, dan calon yang dipilih bila terpilih 
lupa dengan pemilihnya, sehingga mengecewakan, calon hanya mencari 
suara terbanyak tetapi tidak mempunyai peranan. Seperti dalam dalam 
pernyataan berikut ini : 
“Pemilu Legislatif itu untuk memilih wakil rakyat mas, dengan 
memilih partai dan calon. Tapi sayangnya calonnya tidak 
dikenal, latar belakangnya tidak jelas”.  
 
Sementara dipihak lain ada yang kurang tahu  sama sekali tentang 
Pemilu, membingungkan dan “ngrepoti”  tahunya aman-aman saja, dan 
sepengetahuan yang bersangkutan bahwa tanpa dikasih DPR gak masalah, 
bubarkan saja, seperti pernyataan berikut ini : 
“Kulo kirang ngertos Pemilu, mergone mbingungaken lan 
damel tiang repot, mboten wonten DPR mboten nopo-nopo, 
bubarke mawon”(saya kurang tahu masalah Pemilu, sebab 
membingungkan dan membuat orang repot. Tidak ada DPR 
tidak masalah, bubarkan saja). 
 
Sedangkan pemahamannya bagi mereka ada yang tidak paham 
sama sekali,  sebagian memahami aturan main dan sebagian lagi tidak 
karena tidak mempelajari, karena rakyat kecil menurut saja aturannya / 
aturan negara, seperti pernyataan berikut ini : 
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“Kulo mboten paham Pemilu sebabe mboten nyinauni, tiang 
alit mung manut mawon kalian aturan negoro”(saya tidak 
paham Pemilu karena tidak mempelajari, sebagai orang kecil 
menurut saja dengan peraturan negara). 
 
Adapula yang memahami sebagian karena yang bersangkutan 
pengurus partai. Pemilih paham untuk memilih calon yang diinginkan 
yang dipandang baik / berwibawa, seperti pernyataan berikut ini : 
“Kulo paham lan ngertos Pemilu sebab keleresan dados 
pengurus partai. Tiang partai purun mboten purun kedah 
sinau masalah Pemilu, sebab niku bagian tugas saking 
partai” (saya paham dan tahu Pemilu karena kebetulan jadi 
pengurus partai. Orang partai mau tidak mau harus belajar 
tentang Pemilu karena itu bagian tuas dari partai). 
 
Di sisi lain ada pemahaman bahwa calon atau partai kurang sportif. 
Dalam forum partai calon harus punya keahlian, jangan hanya karena 
senang/ karena teman. 
Sikap dari pemilih pada prinsipnya setuju terhadap Pemilu 
Legislatif 2004, calon yang memperoleh suara terbanyak mestinya yang 
jadi, bukan karena nomor urut atau ketentuan lain seperti Bilangan 
Pembagi Pemilihan (BPP), seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya setuju mas dengan Pemilu Legislatif 2004 yang lalu, 
cuman mestinya calon yang memperoleh suara terbanyak 
menjadi wakil rakyat, bukan dengan ketentuan lain seperti 
Bilangan Pembagi Pemilihan itu.” 
 Sikap lain adalah bahwa setuju Pemilu karena sudah diatur dalam 
undang-undang, tetapi sikapnya  menyatakan isine wong opo, gak ada 
fungsinya, tidak seperti yang diharapkan,  ibarat nyurung montor mogok, 
begitu motor hidup yang nyurung ditinggal. Tidak setuju terhadap calon 
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yang ada karena tidak sesuai harapan masyarakat, calon harus punya 
keahlian, seperti pernyataan berikut ini : 
“Kulo prinsipe setuju Pemilu, amargo sampun diatur kaleh 
undang-undang. Namung kanyatane isine niku nopo nyatane 
gak ono manfaate, mboten kados sing di karepake. Ibarate 
wong milih koyo nyurung montor mogok, mesine urip sing 
nyurung langsung ditinggal karo sing numpak montor mau. 
Mulane kulo mboten setuju kalian calone sebabe mboten 
sesuai kalian harapane masyarakate” (saya prinsip setuju 
Pemilu sebab sudah diatur dengan undang-undang. Tetapi 
kenyataannya isi Pemilu itu tidak ada manfaat seperti yang 
diharapkan. Ibara orang memilih seperti mendorong motor 
mogok mesin nya hidup yang mendorong langsung 
ditinggalkan. Sebab itu saya tidak setuju dengan calonnya 
karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat). 
 
Tanggapan mereka terhadap Pemilu Legislatif 2004 menyatakan 
diantaranya bahwa Pemilu 2004 rumit coblos gambar / calon, surat suara 
besar, rakyat masih masa bodoh, partisipasi masyarakat kurang, tidak 
peduli dengan calon yang jadi, seperti pernyataan berikut ini : 
“Wah Pemilu 2004 niku rumit, nyoblos gambar partai kalian 
calonipun, ukurane surat suara ageng. Mergo niku sebabe 
masyarakat kathah sing mboten peduli alias mboten nyoblos 
lan mboten peduli kalian calon ingkang dados” (wah Pemilu 
2004 itu rumit, mencoblos tanda gambar dan nama calonnya, 
ukuran surat suara besar. Oleh sebab itu masyarakat banyak 
yang tidak perduli alias tidak memilih dan juga tidak peduli 
dengan calon yang jadi). 
 
Ada pula yang beranggapan Pemilu 2004 berjalan baik, tidak ada 
tekanan, hanya calon tidak sesuai harapan, tidak dapat “sangu” dari calon / 
partai dan calon yang terpilih tidak memperhatikan masyarakat, seperti 
pernyataan berikut ini : 
“Pemilunya berjalan baik mas, tidak ada tekanan hanya calon 
yang ada tidak sesuai dengan harapan, tidak mendapatkan 
sangu dari partai atau calon”  
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Tanggapan lain dari kelompok ini adalah bahwa Pemilu Legislatif 
2004 tidak ada yang positif, tidak bisa menilai karena tidak tahu tentang 
Pemilu. Calon mengandalkan pada partai bukan pada masyarakat, 
harapannya mestinya calon diseleksi di partai untuk mendapatkan yang 
terbaik. 
2) Pedagang/ Swasta 
Pengetahuan pada kelompok ini tentang Pemilu Legislatif 2004, 
banyak partai politik, untuk memilih calon legislatif. Sedikit lebih rumit 
bagi pemilih termasuk banyaknya jenis kertas surat suara. Masyarakat 
merasa ribet (rumit) sehingga aras-arasen/ wegah (tidak semangat) untuk 
memilih, tidak bisa merubah nasib masyarakat. Banyak calon, 
mempengaruhi dalam memilih menyebabkan banyak pertimbangan, 
seperti pernyataan berikut ini : 
“Pemilu 2004 banyak Parpol, lebih rumit bagi pemilih. 
Banyak kertas surat suara, kesulitan bagi orang tua. Banyak 
surat suara tidak sah. Masyarakat merasa ribet sehingga aras-
arasan, wegah memilih”. 
 
Untuk memilih calon dan partai, pendidikan politik masih awam/ 
asing, belum mengetahui banyak. Sosialisasi Pemilu masih kurang 
sehingga banyak yang tidak tahu dan membingungkan, seperti pernyataan 
berikut ini : 
“Kulo rumongso bingung masalah politik, nggih taksih gumun 
mas, sebab dereng nate onten penyuluhan Pemilu, dados 
dereng ngertos kathah masalah wau” (saya merasa bingung 
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masalah politik, asing mas, karena belum pernah ada 
sosialisasi Pemilu, jadi belum tahu banyak masalah itu).  
 
Sedangkan pemahaman mereka tentang Pemilu Legislatif 2004, 
menyatakan memahami untuk memilih calon legislatif, merubah sistem 
yang lama dengan yang baru. Memilih tanda gambar dan calon, sebagian 
memahami sebatas kampanye, cara mencoblos, seperti pernyataan berikut 
ini : 
“Pemilu Legislatif 2004 saya paham, diantaranya karena 
adanya perubahan sistem lama dengan sistem baru, memilih 
langsung salah satu tanda gambar partai dan salah satu nama 
calon” 
 
Ada pula yang memahami aturan lebih banyak karena kebetulan 
sebagai kader partai seperti paham teknis pemilu yang meliputi tentang 
calon, pemungutan dan penghitungan suara.  
Di lain pihak adapula yang tidak paham, kurang mengenal kader/ 
calon dari sisi kepribadiannya, karena acuh tak acuh, sehingga yang 
dipahami terbatas karena tidak mengikuti informasi, sibuk dengan 
pekerjaan/ usahanya, seperti pernyataan berikut ini : 
“Nek kulo kirang paham mas, sebab kulo luweh mboten 
ngurusi Pemilu, kirang ngertos calonipun, mboten ngertos 
masalah informasi sebab repot kalian dengan pedamelan 
kulo piyambak” (kalau saya kurang paham mas, karena acuh 
tidak mengurusi Pemilu, kurang tahu calon dan tidak 
mengerti masalah informasi, sibuk dengan pekerjaan saya 
sendiri). 
 
Tentang sikap pada kelompok ini menyatakan aktif setuju untuk 
menggunakan hak pilih dengan baik sebagai warga negara, setuju perlu 
ada penyempurnaan terhadap aturan, jumlah partai diperkecil/ dikurangi 
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diambil langkah-langkah yang lebih baik terhadap Pemilu Legislatif 2004, 
seperti pernyataan berikut ini : 
“Sebagai warga negara yang baik saya setuju terhadap Pemilu 
Legislatif dengan menggunakan hak pilihnya. Perlu ada perbaikan 
dan penyempurnaan, kalau bisa jumlah partai dikurangi saja biar 
tidak membuat bingung” 
 
Sikap lain adalah biasa saja tidak ada perbedaan, coblos gak coblos 
sama saja, karena bila jadi calon terpilih lupa dengan pemilihnya. 
“Nek kulo niku biasa-biasa mawon mas, maksudipun nyoblos-
mboten nyoblos sami mawon, masalahe calon ingkang dadi 
kepilih kathah lali kalih pemilihipun” (kalau saya biasa-biasa 
saja mas, maksudnya memilih tidak memilih sama saja, 
masalahnya calon yang jadi banyak yang lupa dengan 
pemilihnya). 
 
Tanggapan terhadap Pemilu Legislatif 2004 baik, karena memilih 
langsung calon. Hanya kadang calonnya tidak dikenal dan tidak dipahami 
oleh masyarakat tentang perilakunya, tidak sesuai dengan janjinya ketika 
saat kampanye, yang jadi lupa dengan masyarakat, seperti pernyataan 
berikut ini : 
“Pemilu Legislatif 2004 baik memilih langsung calon, hanya 
yang sering terjadi adalah banyak calon tidak dikenal dan 
dipahami. Mereka itu kurang diketahui perilakunya dan yang 
pasti sering tidak memenuhi janjinya seperti ketika 
berkampanye”. 
 
Ada pula yang mempunyai tanggapan biasa-biasa saja, tetapi rumit 
terutama cara coblos. Masih perlu pengkajian lagi terkait dengan sistem 
Pemilu berikutnya.  
Dari sisi pelaksanaan, petugas panitia Pemilu kurang teliti dan 
cermat seperti pada distribusi kartu pemilih tidak akurat, ada pemilih yang 
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tidak menerima kartu pemilih sehingga tidak menggunakan hak 
memilihnya, seperti pernyataan ini berikut ini : 
“Kulo niku gumun, kados dikucilaken, kenging punapa 
mboten diparingi kartu pemilih. Kulo tangletkaken petugas  mboten 
jelas jawabanipun, kados dipun bedak-bedakaken” (saya itu heran, 
seperti diasingkan, mengapa tidak diberi kartu pemilih. Saya 
tanyakan petugas tidak jelas jawabannya, seperti dibeda-bedakan). 
Ada pula yang mempunyai tanggapan pelaksanaannya cukup 
memenuhi standar tidak ada penyimpangan di lapangan, Pemilu Legislatif 
2004 berjalan cukup baik, tetapi ada beberapa hal yang perlu dibenahi 
seperti peraturan maupun surat suaranya agar tidak membingungkan. 
3) Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru, Akademisi. 
PNS yang menjadi informan termasuk di dalamnya adalah birokrat 
dan guru. Dari hasil penelitian di lapangan, pengetahuan mereka tentang 
Persepsi Pemilu Legislatif 2004 adalah sebagai berikut. 
Pengetahuan terhadap Pemilu Legislatif 2004, mereka mengetahui 
bahwa Pemilu 2004 berbeda, surat suara ada tanda gambar partai dan nama 
calon, memilih wakil rakyat yang transparan dan riil. Jumlah partai peserta 
Pemilu lebih sedikit dibanding Pemilu 1999, masa transisi, belum bisa 
menyentuh kepada masyarakat seperti pernyataan sebagai berikut : 
“Pemilu 2004 berbeda, memilih calon secara langsung, dalam 
surat suara terdapat tanda gambar partai dan nama calon. 
Pemilu ini mwmilih wakil rakyat yang lebih transparan dan 
nyata” 
 
Merupakan langkah baik untuk demokrasi yang demokratis dalam 
pemilihan calon. Memilih wakil rakyat yang dianggap mumpuni, sehingga 
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dapat mewakili suara kebutuhan rakyat. Permasalahannya adalah aturan 
pencalonan dan penetapan terpilih calon yang kurang konsekuen dengan 
peraturan yang ada, seperti pernyataan berikut ini : 
“Kulo niku heran kalian salah satunggalipun partai politik, 
sebab peraturan perundangan-undangan Pemilu sampun 
jelas kok ndamel kesepakatan masalah penetapan calon 
terpillih ingkang benten kalian undang-undang” (saya itu 
heran dengan salah satu partai politik, karena peraturan 
perundang-undangan Pemilu sudah jelas melakukan 
kesepakatan penetapan calon terpilih yang berbeda dengan 
undang-undang) 
 
Dalam hal pemahaman Pemilu Legislatif 2004, secara umum 
memahaminya. Ada pemahaman bahwa demokrasi sejak dulu tidak ada 
perubahan, hanya untuk stabilitas. Terkait dengan aturan main memahami 
dan secara umum sudah berjalan bagus, semua aturan hampir dipahami 
seluruhnya. Pemahaman ini muncul karena secara kebetulan menjadi  
bagian pelaksana Pemilu di lapangan, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya memahami Pemilu Legislatif 2004, demokrasi itu dari 
dulu tidak ada perubahan mas, hanya untuk stabilit. Peraturan 
Pemilu saya pahami karena kebetulan sebagai bagian panitia 
pelaksana” 
 
Sebagian tidak memahami karena tidak tertarik, sebagai PNS yang 
tidak terikat dengan partai politik tertentu dan tidak ada kepentingan 
langsung.  
Adapula yang memiliki pemahaman, bahwa Pemilu Legislatif 2004 
calon bebas dinilai oleh masyarakat di daerah pemilihannya karena daftar 
calon terbuka. Pada kenyataannya pemilih tidak melihat partai tetapi 
melihat calon yang akan dipilih. Pemahaman lainnya, untuk menggunakan 
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hak pilih tanpa memandang partai apapun/ manapun yang penting ada 
keterwakilan, seperti pernyataan berikut ini : 
“Pemilu 2004 itu calon bebas dinilai dan dipilih didaerah 
pemilihannya karena daftar calon terbuka. Saya milih calon 
tidak memandang partai, yang penting ada keterwakilannya” 
 
Sikap pada kelompok ini terhadap Pemilu Legislatif secara umum 
menyatakan aktif mengikuti perkembangan, setuju, namun perlu 
pembenahan. Setuju, perjalanan pemerintahan harus diawali dengan 
memilih legislatif untuk masa depan bangsa, seperti pernyataan di bawah 
ini :  
“Setuju dengan Pemilu 2004, tetapi perlu pembenahan agar 
lebih baik. Perjalanan pemerintah harus diawali dengan 
memilih calon legislatif untuk masa depan lebih baik” 
Tanggapan terhadap Pemilu Legislatif 2004, pelaksanaan baik tidak 
diulang, relatif tidak ada gejolak sesuai harapan, meskipun hasil (calon 
yang terpilih) tidak menjamin atau sama saja, seperti diungkapkan berikut 
ini : 
“Kalau Pemilunya baik mas, sesuai harapan tidak ada gejolak 
tidak diulang. Cuma calon tidak dikenal hanya simpatik pada 
partai maka belum tentu dijamin bisa jadi wakil rakyat”. 
 
Tanggapan lain menyatakan bahwa Pemilu 2004 pada tingkat 
pelaksanaan baik, justru pada pemain/ peserta pemilu yang kurang 
konsekuen, mereka (calon) berburu untuk menjadi tokoh. Ada kurang 
keberhasilan karena kurang menyentuh masyarakat paling bawah terutama 
dalam menggunakan hak pilihnya, seperti pernyataan berikut ini : 
“Pemilu 2004 dalam pelaksanaannya baik, tetapi yang terjadi 
justru pada partai peserta Pemilu yang kurang konsekuen. 
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Para calonnya berebut menjadi tokoh, sehingga kurang 
menyentuh simpati masyarakat bawah” 
4) Anggota DPRD/ Politisi 
Pengetahuan dari anggota DPRD tentang Pemilu Legislatif 2004, 
dinyatakan bahwa Pemilu 2004 untuk memilih anggota Legislatif (DPR, 
DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota) secara langsung. Modelnya 
lebih baik dibanding dengan Pemilu sebelumnya, lebih terbuka, dapat 
memilih calon yang diinginkan, bukan memilih kucing dalam karung, 
seperti pernyataan berikut ini : 
“Pemilu Legislatif 2004 itu untuk memilih anggota DPR, DPD 
dan DPRD provinsi kabupaten/ kota. Model lebih baik dan 
terbuka dan dapat memilih calon yang diinginkan bukan 
seperti memilih kucing dalam karung” 
Sedangkan dalam pemahaman terhadap Pemilu Legislatif, mereka 
menyatakan bahwa karena sebagai kader partai yang menjadi bagian 
peserta Pemilu memahami aturan main yang berlaku, seperti diantaranya 
tentang Daerah Pemilihan (DP). Di satu sisi karena sebagai calon legislatif 
harus aktif mempelajari mekanisme tentang Pemilu Legislatif agar dapat 
memperoleh suara bagi partai dan calon yang bersangkutan seperti 
pernyataan berikut ini : 
“Kulo dados kader partai kedah sinau masalah Pemilu nopo 
malih dadi calon supados paham” (saya jadi kader partai 
harus belajar masalah Pemilu apalagi saya jadi calon agar 
paham)  
 
Sementara informan lain ada pula yang mempunyai pemahaman 
tidak semata tentang model dan teknisnya. Seperti pemahaman bahwa 
pelaksanaan Pemilu Legislatif secara normatif sudah mulai luntur. Pada 
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Pemilu 1999 calon berangkat bukan kehendak dirinya sendiri, tetapi 
berasal dari dorongan masyarakat karena ditokohkan. Partisipasi yang 
muncul karena inisiatif dari masyarakat itu sendiri, sedangkan Pemilu 
Legislatif 2004 yang terjadi sebaliknya. Calon yang berangkat untuk 
menjadi wakil rakyat banyak menanggung beban, banyak biaya yang harus 
ditanggung, seperti pernyataan berikut ini : 
“Pelaksanaan Pemilu Legislatif secara normatif sudah luntur. 
Kalau dulu pada tahun 1999 calon bukan kehendak sendiri 
tetapi dari masyarakat, ditokohkan oleh masyarakat, sekarang 
sebaliknya calon banyak beban, biaya ditanggung sendiri” 
 
Sikap mereka terhadap Pemilu Legislatif 2004 secara umum 
menyatakan setuju, dan agar lebih baik dalam pesta demokrasi dalam 
dekade 5 (lima) tahunan. Sikap lain dinyatakan bahwa tatanan pelaksanaan 
sudah baik dan setuju terhadap penyelenggaraannya dan dengan upaya 
perbaikan pada Pemilu berikutnya, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya terhadap Pemilu 2004 prinsip setuju, sudah baik dalam 
penyelenggaraannya, namun demikian tetap perlu 
pembenahan  pada Pemilu berikutnya” 
 
Pemilu Legislatif 2004 ditanggapi dengan dengan berbagai ragam, 
antar lain, pelaksanaannya baik dan lancar, sesuai harapan, tidak 
menyimpang, tetapi perlu penyempurnaan. Di satu sisi Pemilu berjalan 
baik, tetapi partisipasi menurun, karena cara pandang partisipasi 
masyarakat terhadap calon yang menokohkan diri bukan karena 
ditokohkan oleh masyarakat, seperti pernyataan berikut ini :  
“Pelaksanaan Pemilu sampun sae, lancar lan sesuai kalehan 
angen-angen. Nanging nggih tetep perlu ditata malih 
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supados langkung sempurna. Nanging sayangipun partisipasi 
masyarakat menurun, niki kan eman” (pelaksanaan Pemilu 
sudah berjalan baik lancar seperti yang diharapkan. Tetapi 
tetap perlu diperbaiki agar lebih sempurna. Sayangnya 
partisipasi masyarakat menurun, kan sayang). 
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Tabel 4.1 Persepsi Pemilih Terhadap Pemilu Legislatif Berdasarkan Jenis Pekerjaan 
Persepsi Pemilih No. Jenis 
Pekerjaan 
Pengetahuan Pemahaman Sikap Tanggapan 
1 2 3 4 5 6 
1. Petani, Buruh a. Pemilu untuk memilih 
wakil rakyat dengan cara 
memilih partai dan calon. 
b. Calon tidak dikenal, latar 
belakangnya tidak jelas. 
c. Sebagian ada yang kurang 
tahu tentang Pemilu 
karena membingungkan 
dan “ngrepoti” 
d. Sepengetahuannya tanpa 
dikasih DPR gak masalah, 
bubarkan saja 
a. Sebagian memahami dan 
sebagian tidak 
memahami sama sekali. 
b. Bagi yang memahami 
secara kebetulan sebagai 
pengurus partai dan 
simpatisannya.  
c. Tidak memahami karena 
tidak mempelajari, 
rakyat kecil menurut 
aturannya saja. 
d. Disisi lain ada 
pemahaman calon 
kurang sportif, tidak 
punya keahlian, tetapi 
karena senang dan 
teman. 
a. Pada prinsipnya setuju 
dengan Pemilu Legislatif 
2004. 
b. Calon yang memperoleh 
suara terbanyak mestinya 
yang jadi bukan karena 
nomor urut atau karena 
ketentuan lain seperti karena 
Bilangan Pembagi 
Pemilihan (BPP) 
c. Sikap lain menyatakan 
Pemilu tidak ada fungsinya, 
tidak seperti yang 
diharapkan, ibarat nyurung 
montor mogok, begitu 
mesin hidup yang 
mendorong ditinggal 
d. Tidak setuju terhadap calon 
yang ada karena tidak sesuai 
harapan masyarakat, calon 
harus punyai keahlian. 
a. Pemilu 2004 dengan mencoblos 
tanda gambar dan calon, rumit, 
surat suara besar. 
b. Calon mengandalkan partai 
bukan pada masyarakat 
c. Rakyat masa bodoh, partisipasi 
kurang dan tidak peduli dengan 
calon yang jadi dan sebaliknya 
calon terpilih tidak 
memperhatikan masyarakat 
d. Tanggapan lain, Pemilu 2004 
berjalan baik, tidak ada 
tekanan, hanya calon tidak 









1 2 3 4 5 6 
2. Pedagang, Swasta 
 
a. Untuk memilih calon 
legislatif dan banyak 
partai politik 
b. Sedikit lebih rumit bagi 
pemilih termasuk 
banyaknya jenis kertas 
surat suara 
c. Pendidikan politik masih 
awam/ asing dan belum 
mengerahui banyak 
d. Merasa “ribet” sehingga 
aras-arasen/ wegah untuk 
memilih 
e. Tidak bisa merubah nasib 
masyarakat. 
 
a. Menyatakan memahami 
Pemilu 2004, untuk 
memilih calon legisilatif, 
merubah sistem lama 
dengan yang baru 
b. Tingkat pemahamannya 
beragam mulai hanya 
pada kampanye dan cara 
mencoblos dan ada yang 
memahami lebih banyak 
karena sebagai pengurus 
partai 
c. Sebagian lagi tidak 
memahami karena 
kurang mengenal kader/ 
calon dari sisi 
kepribadiannya, acuh tak 
acuh karena sibuk 




a. Aktif dan setuju untuk 
menggunakan hak 
pilihnya 
b. Perlu adanya 
penyempurnaan terhadap 
aturan, jumlah partai 
dikurangi 
c. Diambil langkah-langkah 
yang lebih baik terhadap 
Pemilu 2004 
d. Sikap lain, biasa saja tidak 
ada perbedaan, coblos gal 
coblos sama saja, karena 
bila jadi calon terpilih lupa 
dengan pemilihnya. 
 
a. Pemilu 2004 baik, karena 
memilih langsung. Hanya 
calonnya terkadang tidak 
dikenal dan tidak dipahami oleh 
masyarakat tentang perilakunya 
b. Tidak sesuai dengan janjinya 
ketika saat kampanye, bila jadi 
terpilih lupa dengan 
masyarakatnya 
c. Tanggapan lain, biasa-biasa 
saja. Hanya masalahnya rumit 
pada permasalahan cara 
mencoblos 
d. Masih perlu perbaikan terkait 
dengan distribusi kartu pemilih 
karena tidak merata, ada yang 
tidak menerima kartu pemilih 






1 2 3 4 5 6 




a. Pemilu 2004 berbeda, 
surat suara ada tanda 
gambar partai dan nama 
calon, memilih wakil 
rakyat yang transparan 
dan riil. 
b. Sebagai masa transisi, 
belum menyentuh kepada 
masyarakat 
c. Merupakan langkah yang 
baik untuk demokrasi 
yang demokratis dalam 
pemilihan calon 
d. Memilih wakil rakyat 
yang dianggap mumpuni 
sehingga dapat mewakili 
suara kebutuhan rakyat 




a. Secara umum 
memahami Pemilu 2004. 
Ada pemahaman bahwa 
sejak dulu tidak ada 
perubahan, hanya untuk 
stabilitas 
b. Terkait peraturan main 
memahami dan secara 
umum sudah berjalan 
bagus 
c. Pemilu 2004, calon 
bebas dinilai oleh 
masyarakat di daerah 
pemilihannya karena 
daftar calon terbuka 
d. Pada kenyataannya 
pemilih tidak melihat 
partai tetapi melihat 
calon yang akan dipilih 
e. Untuk menggunakan hak 
pilih, tanpa memandang 
partai apapun/ manapun 
yang penting ada 
keterwakilan. 
 
a. Secara umum menyatakan 
aktif mengikuti 
perkembangan, setuju 
dengan Pemilu 2004 tetapi 
perlu pembenahan 
b. Setuju, perjalanan 
pemerintahan harus 
diawali dengan memilih 
calon legislatif untuk masa 
depan bangsa. 
 
a. Pelaksanaan baik tidak diulang, 
relatif tidak ada gejolak sesuai 
dengan harapan meskipun hasil 
(calon yang terpilih) tidak 
menjamin atau sama saja 
b. Tingkat pelaksanaan baik, 
justru pada pemain/ peserta 
Pemilu yang kurang konsekuen, 
mereka (calon) berburu untuk 
menjadi tokoh 
c. Pemilu 2004 ada 
kekurangannya karena kurang 
menyentuh masyarakat paling 
bawah 
d. Kurang ada kesadaran 
masyarakat dalam 
menggunakan hak pilihnya. 
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1 2 3 4 5 6 
4. Anggota DPRD/ 
Politisi 
 
a. Pemilu 2004 untuk 
memilih anggota 
Legislatif (DPR, DPD, 
DPRD Provinsi / 
Kabupaten/ Kota) secara 
langsung 
b. Modelnya lebih baik 
dibanding Pemilu 
sebelumnya, lebih terbuka 
c. Dapat memilih calon yang 
diinginkan, bukan seperti 




a. Sebagai kader partai 
yang menjadi bagian 
peserta Pemilu 
memahami aturan main 
yang berlaku 
b. Sebagai salah satu calon 
harus aktif untuk 
mempelajari mekanisme 
tentang Pemilu 
Legislatif agar dapat 
memperoleh suara bagi 
partai maupun untuk 
calon 
c. Pemahaman lain, 
pelaksanaan Pemilu 
Legislatif secara 
normatif sudah mulai 
luntur.  
d. Pemilu 1999 calon 
berangkat bukan 
kehendak dirinya 




yang muncul karena 
inisiatif dari masyarakat 
itu sendiri, Pemilu 2004 
yang terjadi sebaliknya. 
 
a. Menyatakan setuju dan 
agar lebih baik terhadap 
pesta demokrasi dalam 
dekade 5 (lima) tahunan 
b. Tatanan pelaksanaan 
sudah baik dan setuju 
terhadap 
penyelenggaraannya dan 
dengan upaya perbaikan 
pada Pemilu berikutnya. 
 
a. Pelaksanaan baik dan lancar, 
sesuai harapan, tidak 
menyimpang tetapi perlu 
penyempurnaan 
b. Pemilu berjalan baik tetapi 
partisipasi menurun  
c. Calon yang menokohkan diri 
bukan karena ditokohkan oleh 
masyarakat sebaiknya untuk 
dihindari agar masyarakat lebih 
simpati dan mau berpartisipasi. 
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b. Narasumber (informan) Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
1) Sekolah Dasar (SD) - Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Pengetahuan pada kelompok ini secara umum mengatakan kurang 
begitu tahu tentang Pemilu Legislatif 2004, yang diketahui hanya sebatas  
untuk memilih wakil rakyat. Mereka sebatas ikut-ikutan saja tanpa 
mengerti apa maksud Pemilu, karena tidak merasakan manfaatnya. Pemilu 
Legislatif bagi mereka justru sangat membingungkan dan merepotkan 
ketika melakukan coblosan, seperti pernyataan berikut ini : 
“Kulo ngertos nek Pemilu kangge milih wakil rakyat, kulo 
mung melu-melu mawon sing sejatine mboten ngrasaaken 
manfaate. Kadang malah bingung pas nyoblos margo saking 
akehe partainipun” (saya tahu kalau Pemilu itu untuk 
memilih wakil rakyat, saya hanya ikut-ikutan saja yang 
sesungguhnya tidak merasakan manfaatnya. Kadang malah 
membingungkan ketika mencoblos karena banyaknya partai) 
 
Sementara itu pemahaman mereka tentang Pemilu Legislatif 2004 
adalah untuk memilih calon yang diinginkan yang dipandang baik maupun 
berwibawa, tentang aturan main kurang memahami karena ruwet, karena 
banyak partai, surat suara besar dan membingungkan. Ada yang 
memahami lebih banyak tentang aturan main, karena yang bersangkutan 
kebetulan sebagai pengurus partai, seperti pernyataan berikut ini : 
“Pemilu Legislatif 2004 niku kangge milih calon ingkang 
disenengi pak, dianggep sae lan wibawa. Kulo radi paham 
kathah margo kulo dados pengurus partai” (Pemilu 
Legislatif itu untuk memilih calon yang dianngap baik dan 




Tentang sikap, secara umum biasa saja, karena mereka 
beranggapan tidak ada manfaatnya secara langsung bagi mereka. Kalau 
Pemilu diantara mereka yang bersikap setuju untuk tetap ada, karena 
coblosan wakil rakyat 5 (lima) tahun sekali. Pernyataan lain mengatakan 
tidak setuju terhadap cara penentuan calon terpilih karena hanya 
berdasarkan nomor urut, bukan hasil suara terbanyak, seperti pernyataan 
berikut ini : 
“Saya bersikap biasa dan setuju terhadap Pemilu karena 
untuk memilih wakil rakyat. Cuma saya anggap bahwa 
Pemilu belum ada menfaatnya secara langsung bagi 
masyarakat. Saya kurang setuju terhadap cara penentuan 
calon jadi karena masih mengarah pada nomor urut bukan 
suara terbanyak” 
 
Tanggapan kelompok ini terhadap Pemilu Legislatif 2004, Pemilu 
baik, tidak ada tekanan, tetapi calonnya tidak pas, tidak seperti yang 
diharapkan. Sebagian beranggapan mestinya dapat uang dari para calon 
seperti pada Pemilihan Kepala Desa. 
“Pemilune sae mas, lancar mboten wonten kerusuhan, 
sayange calone kurang sreg, lan ora oleh duwit kaya 
Pilkades” (Pemilunya baik mas, lancaar tidak ada kerusuhan, 
sayangnya calon kurang paas dan tidak dapat uang seperti 
ketika Pilkades)  
 
Ada yang beranggapan, Pemilunya rumit, karena harus nyoblos dua 
kali dalam surat suara sehingga bingung, membuka dan melipatnya susah, 
sehingga coblosannya salah dan tidak sah. Tanggapan lain tidak bisa 
menanggapi karena tidak tahu tentang Pemilu Legislatif 2004, tidak ada 
yang positif, lebih mementingkan untuk mencukupi kebutuhan anak istri, 
seperti pernyataan berikut ini : 
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“Kulom mboten ngertos masalah Pemilu, mboten saged 
mbiji. Sing penting nyambut damel kangge nyukupi kebut 
anak bojo” ( saya tidak tahu masalah Pemilu, tidak bisa 
menilai. Yang penting bekerja untuk mencukupi anak dan 
istri). 
2) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)  
Pengetahuan pada kelompok ini, memandang bahwa Pemilu 
Legislatif 2004 lebih terbuka, bisa memilih calon yang diinginkan.Yang 
diketahui dari mereka bahwa intinya untuk memilih calon yang akan 
duduk di DPR, DPRD Provinsi atau Kabupaten/ Kota, hanya masalahnya 
sebagian calon tidak dikenal masyarakat. Di dalam pemikiran mereka 
dikatakan bahwa peranan wakil rakyat tidak berfungsi dengan baik ketika 
duduk menjadi wakil rakyat, bahkan sama sekali lupa dengan yang 
memilihnya, seperti pernyataan berikut ini : 
“Pemili 2004 untuk memilih calon anggota DPR. DPD dan 
DPRD provinsi dan kabupaten/ kota,lebih baik dibanding 
yang lalu, terbuka, bisa memilih calon yang diinginkan,. 
Hanya belum merata terhadap sosialisasinya, sehingga 
partisipasi kurang tinggi, dan peranan wakil rakyat tidak 
dapat berfungsi sebagai wakil rakyat dengan baik”. 
 
 Di sisi lain pada tingkat pendidikan yang sama, ada yang tidak 
mengetahui sama sekali tentang Pemilu Legislatif 2004, karena acuh tidak 
peduli. Pemilu Legislatif tidak merubah nasib masyarakat. Tidak senang 
dan berpikir untuk masalah politik, seperti pernyataan berikut ini : 
“Kulo mboten ngertos mas nek wonten Pemilu, terus terang 
kulo acuh mawon margo menurut kulo Pemilu niku mboten 
saged ngrubah nasin rakyat lan kulo piyambak mboten 
seneng politik”( saya tidak tahu mas kalau ada Pemilu, terus 
terang saya acuh saja sebeb Pemilu itu tidak bisa merubah 
nasib rakyat dan saya tidak senang politik) 
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Pemahaman dalam kelompok ini tentang Pemilu Legislatif 2004 
sebagian memahami terhadap aturan yang ada meski tidak semuanya. 
“Saya memahami Pemilu Legislatif 2004, ya sebagaian besar 
saya pelajari. Kebetulan saya adalah kader partai, sehingga 
dituntut untuk belajar” 
 
 Sebagian lain tidak memahami, acuh tak acuh karena tidak 
berkepentingan langsung. Mereka hanya ikutan saja karena merupakan 
aturan negara. Sebagian karena sibuk dengan pekerjaan dan usahanya 
sehingga tidak mengikuti perkembangan tentang Pemilu Legislatif 2004. 
Sikap mereka pada kelompok ini secara umum menyatakan setuju 
terhadap Pemilu Legislatif 2004, meski dengan catatan agar lebih baik 
pada Pemilu berikutnya, seperti pernyataan berikut ini : 
“Kalau saya setuju, Pemilu tetap berjalan terus, hanya perlu 
ada penyempurnaan yang lebih baik” 
 
 Sebagian ada sikap yang menyatakan bahwa antara menggunakan 
hak pilih atau tidak menggunakan hak pilih tidak ada pengaruh terhadap 
rakyatnya.  
Tanggapan pada kelompok ini tentang Pemilu Legislatif 2004, 
menyatakan tanggapan bahwa secara umum baik dan berjalan normal, 
sesuai harapan. Sebagaian menyatakan belum sesuai harapan terhadap 
calon yang jadi karena dalam kenyataannya belum memperhatikan nasib 
rakyat/ pemilih yang memilihnya. Calon yang terpilih kebanyakan tidak 
memenuhi janjinya seperti ketika kampanye. Hal tersebut seperti 
terungkap dalam peryataan berikut ini : 
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“Pemilunipun mlampah sae cocok kaleh ingkang dipun 
karepaaken, namung jago ingkang dados kesupen kalian 
masyarakat pendukungipun (Pemilu berjalan bagus, sesuai 
harapan, cuma jago yang jadi lupa dengan masyarakat atau 
konstituennya)”. 
 
Terhadap penyelenggaraan masih ada kekurangan dalam pelayanan 
terhadap masyarakat yang punya hak memilih, karena ada pemilih yang 
tidak menerima kartu pemilih meskipun yang bersangkutan punya hak 
memilih.  
3) Pendidikan Tinggi 
Pengetahuan pada kelompok masyarakat yang memiliki pendidikan 
tinggi ternyata bervariasi. Secara umum mengetahui apa itu Pemilu 
Legislatif 2004, yaitu memilih wakil rakyat secara langsung, berbeda 
dengan Pemilu sebelumnya. Merupakan pemilihan wakil rakyat yang 
terbuka. Memilih calon anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan 
Kabupaten/ Kota. Pengetahuan mereka terhadap calon sangat sedikit 
karena banyak calon, latar belakang calon tidak jelas, seperti pernyataan 
berikut ini : 
“Pemilu Legislatif untuk memilih calon anggota DPR, DPD 
dan DPRD yang terbuka. Calon tidak jelas asal-usulnya mas, 
yang mau dipilih tidak jelas latar belakangnya samar-samar. 
Ini semua tergantung yang mendekati, dan tidak tahu mana 
yang baik. Susahnya bila sudah dipilih lupa, akibatnya 
pemilih kecewa”. 
 
Terdapat pula informan yang menyatakan pendidikan politik masih 
asing, sehingga belum tahu banyak, secara detail. Pemilu Legislatif hanya 
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untuk kepentingan partai dan calon bukan rakyat, belum memperhatikan 
kepentingan masyarakat. Calon jadi lupa dengan pendukung atau 
pemilihnya. 
Pemahaman tentang Pemilu Legislatif 2004, yang kebetulan 
sebagai pengurus partai memahaminya karena sebagai peserta Pemilu, 
termasuk mereka yang menjadi calon legislatif, seperti pernyataan berikut 
ini : 
“Saya memahami Pemilu itu mas, karena sebagai pengurus 
partai dan menjadi salah satu bakal calon” 
 
Sebagian ada yang tidak paham karena memang tidak mempelajari 
tentang aturan main, sebatas hanya menggunakan hak pilihnya. Dari 
kelompok ini tidak memahami karena mereka tidak tertarik tentang politik 
dan merasa tidak ada kepentingan langsung, diantaranya seperti 
pernyataan berikut ini : 
Nek kulo niku aturan masalah Pemilu tidak paham, prinsip 
tetep menggunakan hak pilih, nyoblos. Masalahe rumangsa 
mboten wonten kepentingan langsung” (kalau saya itu 
peraturan masalah Pemilu tidak memahami, prinsinya tetap 
menggunakan hak pilih. Masalahnya karena merasa tidak 
mempunyai kepentingan langsung) 
 
Sikap terhadap Pemilu Legislatif 2004, menyatakan setuju, ada 
yang bersikap aktif dan biasa-biasa saja. Mereka mengharapkan adanya 
perubahan pada Pemilu di masa mendatang agar calon yang terpilih 
berdasarkan  suara terbanyak, bukan nomor urut, seperti pernyataan 
berikut ini : 
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“Setuju dengan Pemilu, tetapi saya mengharapkan harus ada 
perubahan untuk Pemilu mendatang, agar calon terpilih 
berdasarkan suara terbanyak bukan berdasarkan nomor urut” 
 
Sikap lain, setuju dengan Pemilu Legislatif 2004, hanya perlu 
penyempurnaan. Partai peserta Pemilu jangan terlalu banyak agar tidak 
rumit. Secara umum sudah bagus karena tidak muncul kekerasan dan 
kekacauan. 
Tanggapan terhadap Pemilu Legislatif 2004, dalam pelaksanaan 
sudah berjalan cukup bagus. Pelaksanaan sudah sesuai dengan peraturan 
yang ada. Disatu sisi partisipasi masih kurang, karena punya anggapan 
terlalu rumit, dan membingungkan. Ukuran surat suara terlalu besar agar 
di perkecil dan disederhanakan, seperti yang diungkapkan berikut ini : 
“Pemilu 2004 sudah berjalan baik dan bagus, hanya partisipasi 
masih kurang, prosesnya rumit dan membuat bingung karena 
ukuran surat suara yang besar dan sebagainya” 
 
Selain itu ada tanggapan bahwa mereka bersikap tidak peduli, 
karena hasil Pemilu tidak bisa menjamin. Kurang ada kesadaran 
masyarakat dalam menggunakan hak memilih karena partai dan calon 
kurang konsekuen, seperti pernyataan berikut ini : 
“Partai kaleh calon niku kadang kebablasan janjine, nyatane 
gak iso mbuktikne sakwise dipilih, sami mboten konsekuen 
(Partai dan calon itu terkadang mengumbar janji tetapi 






Tabel 4.2 Persepsi Pemilih Terhadap Pemilu Legislatif Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Persepsi Pemilih No. Pendidikan 
Terakhir 
Pengetahuan Pemahaman Sikap Tanggapan 
1 2 3 4 5 6 
1. SD - SMP 
 
a. Mengetahui sebatas untuk 
memilih wakil rakyat 
b. Sebatas ikut-ikutan saja 
tanpa mengerti apa 
maksud Pemilu,  karena 
tidak merasakan 
manfaatnya 





a. Memilih calon yang 
diinginkan yang 
dipandang baik maupun 
berwibawa 
b. Secara umum aturan 
mainnya kurang 
memahami karena 
ruwet, banyak partai, 
surat suara besar dan 
membingungkan 
c. Hanya sebagian kecil 
yang memahami lebih 
banyal tentang aturan 
main karena yang 
bersangkutan sebagai  
pengurus partai. 
 
a. Secara umum biasa, 
karena mereka 
beranggapan tidak ada 
manfaatnya secara 
langsung 
b. Diantara mereka ada yang 
bersikap setuju untuk tetap 
ada Pemilu karena 
coblosan wakil rakyat 5 
(lima) tahun sekali 
c. Pernyataan lain 
menyatakan tidak setuju 
terhadap cara penentuan 
calon terpilih karena 
hanya berdasarkan nomor 
urut bukan suara 
terbanyak. 
 
a. Pemilu berjalan baik, tidak ada 
tekanan, hanya calon tidak pas 
seperti yang diharapkan 
b. Mestinya dapat uang dari para 
calon seperti pada Pemilihan 
Kepala Desa 
c. Pemilunya rumit karena harus 
nyoblos dua kali dalam surat 
suara sehingga bingung 
d. Membuka dan melipat kembali 
susah, berakibat coblosannya 
bisa salah dan tidak sah 
e. Sebagian lain menyatakan tidak 
tahu, tidak ada yang positif 
f. Lebih  mementingkan untuk 







1 2 3 4 5 6 
2. S L T A 
 
a. Pemilu 2004 lebih 
terbuka, bisa memilih 
calon yang diinginkan 
b. Intinya memilih calon 
yang akan duduk di DPR, 
DPD, dan DPRD Provinsi/ 
Kabupaten/ Kota 
c. Peranan wakil rakyat tidak 
berfungsi dengan baik 
ketika duduk menjadi 
wakil rakyat 
d. Sebagian tidak 
mengetahui  tentang 
Pemilu karena acuh tak 
acuh/ tidak peduli 
e. Pemilu tidak merubah 
nasib masyarakat. 
 
a. Sebagian memahami 
terhadap aturan yang ada 
b. Sebagian lain tidak 
karena merasa tidak 
berkepentingan langsung 
c. Mereka hanya ikutan 
saja karena merupakan 
aturan negara 
d. Sebagian karena sibuk 
dengan pekerjaan dan 





a. Setuju terhadap Pemilu 
2004, meski dengan 
catatan agar bisa 
diperbaiki untuk Pemilu 
berikutnya 
b. Sebagian tidak setuju pada 
Pemilu, perlu ada 
perbaikan model 
c. Antara menggunakan hak 
pilih atau tidak 
menggunakan hak pilih 
tidak ada pengaruh 
terhadap rakyatnya. 
 
a. Secara umum berjalan baik dan 
normal sesuai harapan 
b. Sebagian menyatakan belum 
baik atau sesuai harapan 
c. Calon yang jadi dalam 
kenyataannya belum 
memperhatikan nasib rakyat 
atau pemilih yang memilihnya 
d. Calon yang terpilih kebanyakan 
tidak memenuhi janjinya seperti 
ketika kampanye 
e. Terhadap penyelenggaraan, 
masih ada kekurangan dalam 
pelayanan terhadap masyarakat 
terutama yang mempunyai hak 
pilih 
f. Banyak pemilih yang tidak 
menerima kartu pemilih 












a. Secara umum mengetahui, 
yaitu untuk memilih wakil 
rakyat secara langsung, 
berbeda dengan Pemilu 
sebelumnya 
b. Merupakan pemilihan 
wakil rakyat yang terbuka 
c. Memilih calon anggota 
DPR, DPD, dan DPRD 
Provinsi/ Kabupaten/ Kota 
d. Pengetahuan terhadap 
calon sangat sedikit, calon 
dengan latar belakangnya 
tidak jelas 
e. Pendidikan politik masih 
asing, belum tahu secara 
menyeluruh dan detail 
terhadap aturan yang ada 
f. Pemilu hanya untuk 
kepentingan partai dan 





a. Sebagian memahami 
tentang Pemilu 2004 
karena sebagai calon dan 
pengurus partai peserta 
Pemilu  
b. Sebagian kurang 
memahami karena t idak 
mempelajari secara 




c. Ada sebagain lagi tidak 
memahami karena tidak 
tertarik tentang politik 




a. Secara umum menyatakan 
setuju terhadap Pemilu 
2004, ada yang bersikap 
aktif dan biasa-biasa saja 
b. Perlu penyempurnaan 
untuk Pemilu ke depan  
c. Calon  terpilih ditentuksn 
berdasarkan perolehan 
suara terbanyak bukan 
berdasarkan nomor urut 
d. Partai peserta Pemilu 





a. Pemilu sudah berjalan bagus 
karena tidak timbul tindakan 
kekerasan dan kekacauanng ada 
b. Pelaksanaan sudah sesuai 
dengan peraturan yang ada 
c. Partisipasi masyarakat masih 
kurang, karena ada anggapan 
terlalu rumit dan  
membingungkan 
d. Tanggapan lain, ada sebagian 
yang kurang peduli karena hasil 
Pemilu tidak bisa menjamin 
e. Kurang ada kesadaran 
masyarakat dalam 
menggunakan hak memilih 






c. Narasumber (informan) berdasarkan Agama 
1) Berdasarkan Agama Kristen 
Pengetahuan pada kelompok ini kurang begitu tahu, tidak tertarik 
terhadap politik. Bagi mereka yang penting aman dan bisa bekerja. 
Pendidikan politik masih kurang dan belum banyak mengetahui. Yang 
diketahui oleh kelompok ini bahwa Pemilu Legislatif 2004 memilih calon 
dan partai, seperti pernyataan berikut ini : 
 “Saya belum tahu Pemilu, kurang tertarik, yang penting aman 
dan dapat bekerja. Pendidikan politik masih awam, ya 
tahunya memilih partai, calon dan cara mencoblosnya. Masih 
perlu pengkajian lagi terkait dengan sistem Pemilu”. 
 
Sedangkan pemahamannya tentang Pemilu Legislatif 2004,  
mereka mengatakan memahami sebatas cara mencoblos. Untuk memilih 
wakil rakyat yang baik dan berwibawa. Sedangkan masalah peraturan 
lainnya tidak memahami karena bukan urusannya, seperti pernyataan 
berikut ini : 
“Pahame kulo Pemilu nggih mung milih wakil rakyat sing sae 
lan gadhah wibawa, carane nggih nyoblos niku. Lewihe niku 
kulo kurang paham” (Paham saya, Pemilu yan untuk memilih 
wakil rakyat yang baik dan punya wibawa. Selebihnya saya 
kurang paham) 
 
Sikap dari kelompok ini adalah pada prinsipnya setuju dengan 
Pemilunya. Tetapi pada kenyataan, hasil Pemilu dan wakil-wakil rakyat 
yang terpilih tidak seperti yang diharapkan oleh pemilih. Oleh karena itu 
mereka pada kenyataannya dalam menentukan pilihannya tidak begitu 
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melihat latar belakang agama calon, yang penting mau memperhatikan 
nasib rakyatnya, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya setuju dengan Pemilu Legsislatif 2004, cuma wakil 
rakyat  yang terpilih mengecewakan, tidak seperti yang 
diharapkan. Terus terang saya dulu ketika memilih tanpa 
pertimbangan latar belakang agama calon. Mestinya calon 
harus mau memperhatikan nasib rakyatnya” 
 
Tanggapan pada kelompok ini menyatakan bahwa Pemilu 
Legislatif baik, berjalan lancar, hanya calon belum sesuai dengan harapan, 
calon tidak pas. Oleh karena itu masih perlu perbaikan dan 
penyempurnaan untuk Pemilu Legislatif berikutnya, seperti yang 
disampaikan berikut ini : 
“Pemilunya berjalan baik tidak ada tekanan, berjalan lancar, 
tetapi calonnya tidak pas. Makanya menurut saya harus ada 
perbaikan untuk Pemilu berikutnya” 
 
2) Berdasarkan Agama Islam 
Pengetahuan pada kelompok ini terhadap Pemilu Legislatif 2004 
adalah asal usul calon tidak jelas. Mengetahui bahwa Pemilu Legislatif 
untuk memilih wakil rakyat, tetapi belum tahu secara persis bagaimana 
calon yang baik. Sementara terkait dengan hal ini,ada yang menyampaikan 
bahwa Pemilu lagislatif lebih terbuka, dan lebih baik dibandingkan dengan 
Pemilu 1999, seperti pernyataan berikut ini : 
“Pemilu 2004 itu adalah untuk memilih wakil rakyat mas, tapi 
calonnya belum dikenal dengan baik. Pemilunya lebih 
terbuka dan lebih baik dibandingkan Pemilu 1999 yang lalu” 
 
Pemahaman terhadap Pemilu Legislatif 2004, paham sebagian saja 
karena tidak mempelajari secara menyeluruh. Memahami sebatas yang 
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penting seperti bagaimana cara mencoblos yang benar, termasuk 
bagaimana calon yang diajukan, seperti pernyataan berikut ini : 
“Kulo mung paham sebagian sebab mboten nyinauni, sing 
dipahami nggih masalah nyoblos, masalah calon. Aturane 
kathah lan njlimet mbingungaken” (saya hanya paham 
sebagian sebab tidak mempelajari, yang dipahami ya masalah 
mencoblos, masalah calon. Aturannya banyak dan rumit) 
 
 Sedangkan mengenai peraturan lain tidak begitu memahami karena 
terlalu rumit. Sebagaian dari kelompok ini ada yang memahami peraturan 
yang ada karena sebagai pelaksana Pemilu di kecamatan. Secara umum 
memahami karena sebagai pelaksana sudah mempelajari tentang Pemilu 
Legislatif 2004. 
Sikap yang dikemukakan dari kelompok ini adalah setuju terhadap 
Pemilu Legislatif 2004. Pemilu sudah diatur penyelenggaraannya dalam 
undang-undang, yang penting perlu pembenahan untuk Pemilu berikutnya. 
Pemilih akan mendukung partai dan calon yang memperhatikan aspirasi 
masyarakat yang memilih, seperti diantaranya pernyataan berikut ini : 
“Kulo niku setuju mawon kalih Pemilu DPR, DPRD 2004 
sebab sampun diatur wonten penyelenggaraan Pemilu. 
Ingkang penting mbutuhaken pembenahan kangge Pemilu 
saklajengipun”(saya itu setuju saja dengan Pemilu DPR, 
DPRD 2004 sebab sudah diatur di penyelenggaraan Pemilu. 
Yang penting membutuhkan perbaikan untuk Pemilu 
selanjutnya) 
 
Tanggapan terhadap Pemilu Legislatif, penyelenggaraan sudah 
cukup baik, berjalan lancar. Hanya saja hasilnya ternyata tidak menjamin 
untuk kesejahteraan rakyatnya. Perlu perbaikan sistem Pemilunya, 
terutama terhadap calon yang terpilih mendapatkan dukungan nyata dari 
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pemilih, tidak semata-mata karena nomor urut calon, seperti pernyataan 
berikut ini : 
“Kalau menurut saya penyelenggaraan Pemilu 2004 sudah 
berjalan baik, berjalan lancar, hanya ternyata hasilnya tidak 
menjamin untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu 
dibenahi termasuk sistemnya, termasuk dalam penentuan 










Tabel 4.3 Persepsi Pemilih Terhadap Pemilu Legislatif Berdasarkan Agama 
Persepsi Pemilih No. Agama 
Pengetahuan Pemahaman Sikap Tanggapan 





a. Kurang mengetahui 
tentang Pemilu secara 
menyeluruh 
b. Pemilu untuk memilih 
partai dan calon 
c. Pemilu yang penting aman 
dan bisa bekerja seperti 
biasa 
d. Pendidikan politik masih 




a. Memahami sebatas cara 
mencoblos 
b. Untuk memilih wakil 
rakyat yang berwibawa 
c. Masalah peraturan  
Pemilu dan lainnya 
kurang memahami 
karena bukan urusannya 
 
a. Pada prinsipnya setuju 
dengan Pemilu 
b. Hasil Pemilu 
mengecewakan dan wakil-
wakil rakyat yang terpilih 
tidak seperti yang 
diharapkan oleh Pemilih 
c. Sikap dalam memilih 
tidak melihat latar 
belakang calon termasuk 
masalah agama calon 




a. Pemilu 2004 lebih baik, 
berjalan lancar, hanya calon 
belum sesuai harapan, calon 
tidak pas 






1 2 3 4 5 6 
2. Islam 
 
a. Pemilu Legislatif untuk 
memilih wakil rakyat 
b. Belum tahu secara persis 
bagaimana calon yang 
baik 
c. Pemilu lebih terbuka dan 
lebih baik dibandingkan 
dengan Pemilu 1999. 
 
a. Bagi masyarakat umum,  
memahami sebagaian 
saja karena tidak 
mempelajari secara 
menyeluruh 
b. Memahami sebatas yang 
penting, seperti 
bagaimana cara 
mencoblos yang benar, 
termasuk bagaimana 
calon yang diajukan/ 
akan dipilih 
c. Peraturan lain tidak 
memahami karena 
terlalu rumit 




aturan yang ada dan 





a. Secara umum menyatakan 
setuju terhadap Pemilu 
Legislatif 2004 
b. Pemilu sudah diatur dalam 
penyelenggaraannya 
dalam undang-undang 
c. Terpenting adalah perlu 
pembenahan untuk Pemilu 
berikutnya 
d. Akan mendukung partai 




a. Penyelenggaraan sudah cukup 
baik, berjalan lancar 
b. Hanya saja hasilnya ternyata 
tidak menjamin untuk 
kesejahteraan rakyatnya 
c. Perlu perbaikan sistem 
Pemilunya, terutama terhadap 
calon yang terpilih 
mendapatkan dukungan nyata 
dari pemilih 
d. Calon jadi tidak semata-mata 
karena nomor urut calon. 
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d. Narasumber (informan) berdasarkan Jenis Kelamin  
1) Berdasarkan Jenis Kelamin Perempuan 
Pengetahuan mereka tentang Pemilu Legislatif 2004, untuk 
memilih wakil rakyat yang mampu jadi wakil rakyat. Memilih partai dan 
calon yang diinginkan, bukan seperti memilih kucing dalam karung, 
terbuka tapi rumit. Hanya ternyata para calon yang terpilih kurang 
memperhatikan aspirasi pemilihnya. Sementara dari calon terpilih dari 
unsur perempuan menyatakan Pemilu 2004 lebih baik daripada Pemilu 
sebelumnya. Hanya saja pengetahuan mereka terhadap Pemilu masih 
kurang karena sosialisasi masih sedikit, seperti pernyataan berikut ini : 
“Sak ngertos kulo Pemilu Legislatif niku kangge milih wakil 
rakyat sing saged dados wakil rakyat. Milih calon sing 
dikepinginaken, mboten kados milih kucing wonten njero 
karung. Nanging kanyataane calon kurang nggateaken 
aspirasi pemilihipun”(setahu saya Pemilu Legislatif itu untuk 
memilih wakil rakyat yang bisa jadi wakil rakyat. Memilih 
calon yang diinginkan tidak seperti memilih kucing dalalm 
karung. Tetapi kenyataannya kurang memperhatikan aspirasi 
pemilihnya) 
 
Pemahaman mereka sehubungan dengan Pemilu 2004, unsur 
perempuan yang kebetulan jadi calon terpilih menyatakan memahami 
tentang peraturan-peraturan yang digunakan, seperti tentang Daerah 
Pemilihan (DP). Sedangkan kaum perempuan yang terlibat sebagai 
pelaksana Pemilu menyatakan secara umum memahami. Perempuan secara 
umum dalam kelompok ini menyatakan hanya memahami sedikit saja, 
karena selain sosialisasi masih kurang karena tidak begitu tertarik dengan 
masalah politik. Pemahaman sebatas bagaimana cara memilih yang benar, 
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sehingga hak suaranya tidak hilang percuma, seperti pernyataan di bawah  
ini : 
“Kulo paham mung sakedik kemawon mas, sebab 
sosialisasinipun kurang, kejawi niku kulo kirang tertarik kalian 
masalah politik. Ngertos kulo sebatas kepripun milih sing bener 
dados pilihannya mboten sia-sia”(saya paham hanya sedikit saja 
mas, karena sosialisasinya kurang, selain itu kurang tertarik dengan 
politik. Paham saya hanya pada cara memilih yang benar agar 
pilihannya tidak sia-sia) 
 
Sikap dari unsur perempuan terhadap Pemilu Legislatif 2004 
menyatakan bahwa mereka setuju terhadap Pemilu tersebut. Harapannya 
Pemilu berikutnya lebih baik termasuk kepada partai maupun calon yang 
akan dipilih, seperti terungkap dalam pernyataan berikut ini : 
“Kulo nggih setuju mawon kalian Pemilu 2004 niku, harapan 
kulo Pemilu seterusipun langkung sae termasuk partai lan 
calonipun. Calon perempuan langkung kathah”(saya ya 
setuju saja dengan Pemilu 2004, harapan saya Pemilu 
selanjutnya lebih baik termasuk partai dan calonnya. Calon 
perempuan lebih banyak) 
 
Tanggapan dari kelompok ini menyatakan pelaksanaan secara 
umum baik, lancar karena tidak ada pemilu ulang. Hanya masalah calon 
yang terpilih ternyata tidak menjamin keterwakilan rakyat yang 
memilihnya. Sebagai kaum perempuan ada suatu gambaran bahwa pemilih 
semestinya dapat uang karena seperti ketika memilih seorang kepala desa, 
seperti pernyataan berikut ini : 
“Pemilune secara umum lancar, mboten wonten 
permasalahan, mboten diulang. Calon ingkang terpilih 
mboten menjamin keterwakilanipu.Mboten angsal sangu 
kados pemilihan kepala desa” (Pemilunya secara umum 
lancar, baik tidak ada permasalahan, tidak diulang. Calon 
yang telah dipilih tidak menjamin keterwakilan, dan tidak 
dapat uang seperti pemilihan kepala desa) 
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 Bagi unsur perempuan yang menjadi calon  mempunyai 
tanggapan, bahwa Pemilu sudah berjalan lancar, baik dan normal sesuai 
dengan harapan. Dua tanggapan ini berbeda karena berangkat dari latar 
belakang yang berbeda. 
2) Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-Laki 
Pengetahuan tentang Pemilu Legislatif 2004 untuk memilih wakil 
rakyat yang akan duduk DPR, DPD dan DPRD Provinsi / Kabupaten-Kota. 
Pemilu yang diikuti oleh banyak Parpol, sedikit lebih rumit dan tidak 
efisien. Merupakan masa transisi, karena ada perubahan dapat memilih 
langsung nama-nama calon, yang pada pemilu sebelumnya tidak ada, 
seperti pernyataan berikut ini : 
“Pemilu Legislatif itu untuk memilih wakil rakyat calon 
anggota DPR, DPD dan DPRD yang dipilih langsung nama-
nama calon tersebut, diikuti oleh banyak partai, makanya 
menjadi rumit dan tidak efisien”  
 
Sementara ada pula pada kelompok ini yang tidak mengetahui 
sama sekali, karena yang bersangkutan tidak mau tahu, tidak senang 
politik, seperti pernyataan berikut ini : 
“Kulo mboten ngertos mas, cuek mawon, mboten seneng 
politik” (saya tidak tahu mas, acuh saja, tidak senang politik) 
 
Pemahaman dari kelompok ini secara umum memahami cara 
mencoblos. Sebagian ada yang kurang memahami dan membingungkan  
karena surat suara berukuran besar, banyak tanda gambar dan calon 
anggota. Ada pemahaman yang menyatakan bahwa yang penting 
masyarakat punya wakil yang bisa dipercaya tanpa mempertimbangkan 
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parpol yang mencalonkan. Informan lain mempunyai pemahaman yang 
lebih lengkap tentang Pemilu ini karena memang ada keterlibatan dalam 
pelaksanaannya, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya paham Pemilu hanya sebatas cara mencoblos mas, 
karena yang menyangkut pemilih langsung” 
Pernyataan lain : 
“Saya memahami tentang Pemilu Legislatif 2004 karena ketika 
itu sebagai panitia yang terlibat di dalamnya” 
 
Dalam menyikapi tentang Pemilu Legislatif 2004, mereka setuju 
untuk tetap berlangsung. Pemilu sebagai pesta demokrasi untuk memilih 
wakil rakyat secara langsung yang dilakukan setiap lima tahun sekali, 
seperti pernyataan berikut ini : 
“Pemilu 2004 setuju, karena sebagai bagian pesta demokrasi 
untuk memilih wakil rakyat secara langsung lima tahun 
sekali” 
 
 Pelaksanaan agar dilakukan evaluasi untuk perbaikan Pemilu 
berikutnya,  karena masih banyak kelemahan dan rumit. Jumlah Parpol 
untuk bisa dikurang karena terlalu banyak. Ada pula yang menyampaikan 
sikap bahwa setuju terhadap Pemilu, tapi tidak menggunakan hak 
memilihnya karena sama saja tidak ada pengaruhnya, seperti pernyataan 
berikut ini : 
“Setuju dengan Pemilu 2004, hanya perlu dievaluasi karena 
terlalu rumit banyak partai membuat bingung pemilih” 
Pernyataan lain : 
“Saya setuju dengan Pemilu 2004, tapi saya tidak 
menggunakan hak pilihnya karena sama saja tidak ada 
pengaruhnya” 
 
Tanggapannya terhadap Pemilu Legislatif 2004 adalah bahwa ada 
kurang keberhasilan dalam pelaksanaan. Karena kurang menyentuh 
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terutama partisipasi masyarakat di tingkat bawah. Akibat dari ini tingkat 
partisipasi rendah, seperti pernyataan berikut ini : 
“Pelaksanaan kurang berhasil terutama pada masyarakat di 
bawah, akibatnya partisipasi masih rendah”  
 
Tanggapan lain, Pemilu Legislatif 2004 baik, bisa memilih 
langsung, tetapi tidak diimbangi dengan kualitas calon yang ada, tingkat 
pendidikan belum sarjana, termasuk kurang dikenal oleh masyarakat, 
seperti terungkap dalam pernyataan berikut ini : 
“Pemilu sampun sae, lancar, aman, warga sadar kalian hak 
pilih ingkang wonten. Namung perlu ditata malih kalian 
masalah calonipun, inggih punika tingkat pendidikan sak 
mbotene nggih sarjana S1, calon kedah seneng srawung 
kalih masyrakat supados langkung dikenal” (Pemilu sudah 
baik, lancar, aman, warga sudah sadar dengan hak pilihnya. 
Tetapi perlu dibenahi lagidengan masalah calon, yaitu 
tingkat pendidikan setidaknya sarjana S1, calon harus suka 
berkumpul berkenalan dengan masyarakat agar lebih 
dikenal.  
 
Pelaksanaan sudah cukup baik, berjalan lancar tidak terjadi konflik, 
dan hasilnya dapat dipercaya karena dilaksanakan oleh lembaga 
independen. Hanya perlu ada pengkajian dan pembenahan model 
penetapan calon terpilih, tidak berdasarkan nomor urut, tapi berdasarkan 





Tabel 4.4 Persepsi Pemilih Terhadap Pemilu Legislatif Berdasarkan Jenis Kelamin 
Persepsi Pemilih No. Jenis Kelamin 
Pengetahuan Pemahaman Sikap Tanggapan 
1 2 3 4 5 6 
1. Perempuan 
 
a. Pengetahuan mereka 
tentang Pemilu Legislatif 
2004, untuk memilih 
wakil rakyat yang mampu 
jadi wakil rakyat 
b. Memilih partai dan calon 
yang diinginkan, bukan 
memilih seperti memilih 
kucing dalam karung 
c. Pemilu 2004 terbuka 
tetapi rumit 
d. Para calon yang terpilih 
kurang memperhatikan 
aspirasi pemilih 
e. Calon terpilih dari unsur 
perempuan menyatakan 
Pemilu 2004 lebih baik 
dari Pemilu sebelumnya 
f. Pengetahuan Pemilu 
masih terbatas karena 
kurang sosialisasi. 
 
a. Unsur perempuan yang 
terlibat dalam 
pelaksanaan dan yang  
menjadi calon terpilih 
memahami tentang 
peraturan Pemilu 
b. Sementara  kaum 
perempuan secara umum 
hanya sedikit memahami 
peraturan Pemilu 
c. Sosialisasi masih kurang 
karena kurang tertarik 
dengan masalah Politik 
d. Pemahaman secara 
umum dari kaum 
perempuan sebatas 
bagaimana cara memilih 
yang benar sehingga hak 
suaranya tidak hilang 
percuma. 
 
a. Sikap dari unsur 
perempuan terhadap 
Pemilu Legislatif 2004 
menyatakan setuju 
b. Harapannya agar Pemilu 
berikutnya lebih baik 
termasuk kepada partai 




a. Pemilu secara umum baik, 
lancar karena tidak ada 
permasalahan termasuk Pemilu 
ulang 
b. Masalah calon yang terpilih 
ternyata tidak menjamin 
keterwakilan rakyat yang 
memilihnya 
c. Mestinya ada suatu gambaran 
akan dapat uang seperti ketika 
pemilihan kepala desa 
d. Tanggapan bagi yang terpilih 
menjadi calon dari unsur ini 
mempunyai tanggapan bahwa 





1 2 3 4 5 6 
2. Laki-Laki 
 
a. Pemilu Legislatif 2004 
untuk memilih wakil 
rakyat yang akan duduk di 
DPR, DPD dan DPRD 
Provinsi/ Kabupaten/ Kota 
b. Pemilu yang diikuti oleh 
banyak partai, sedikit 
lebih rumit dan tidak 
efisien 
c. Merupakan masa transisi 
karena ada perubahan 
dapat memilih langsung 
nama-nama calon, pada 
pemilu sebelumnya tidak 
ada 
d. Ada sebagaian dalam 
kelompok ini tidak 
mengetahui Pemilu sama 
sekali karena tidak mau 
tahu dan tidak senang 
dengan politik. 
 
a. Pemahaman dari 
kelompok ini secara 
umum memahami 
sebatas cara mencoblos 
b. Sebagian kurang 
memahami dan bingung 
karena surat suara 
berukuran besar, banyak 
tanda gambar partai dan 
nama-nama calon 
c. Sementara yang terlibat 
dalam penyelenggaraan 
Pemilu memahami lebih 
banyak karena terkait 
dengan tugas-tugasnya. 
 
a. Dalam menyikapi tentang 
Pemilu pada prinsipnya 
setuju untuk tetap 
berlangsung 
b. Pemilu sebagai pesta 
demokrasi untuk memilih 
wakil rakyat secara 
langsung yang dilakukan 
setiap 5 (lima) tahun 
sekali 
c. Pelaksanaannya agar 
dievaluasi untuk perbaikan 
Pemilu berikutnya karena 
masih banyak kelemahan 
dan rumit 
d. Sikap lain, setuju dengan 
Pemilu tetapi tidak 
menggunakan hak 
pilihnya karena sama saja 
dan tidak ada 
pengaruhnya. 
 
a. Tanggapan terhadap Pemilu 
Legislatif 2004 ada kurang 
keberhasilan dalam pelaksanaan 
b. Partisipasi kurang menyentuh 
terutama di tingkat masyarakat 
lapisan bawah, partisipasi 
menggunakan hak pilihnya 
c. Tanggapan lain, Pemilu baik 
bisa memilih langsung, tetapi 
tidak diimbangi dengan kualitas 
pendidikan calon yang ada 
termasuk kurang dikenal 
masyarakat 
d. Pelaksanaan sudah cukup baik 
berjalan lancar dan tidak 
terjaadi konflik 
e. Hasilnya dapat dipercaya 
karena dilaksanakan oleh 
lembaga independen 
f. Perlu ada pengkajian dan 
pembenahan model penetapan 
calon terpilih, agar tidak 
berdasarkan nomor urut tetapi 





e. Narasumber (informan) berdasarkan Usia    
1) Usia Sampai 30 Tahun (Muda) 
Pengetahuan pada kelompok usia ini secara umum mengetahui 
tentang Pemilu Legislatif 2004, untuk memilih calon wakil rakyat. Banyak 
partai dan calon yang ditawarkan, membuat bingung dalam menentukan 
pilihan, seperti pernyataan berikut ini : 
“Kalau secara umum saya tahu mas, Pemilu Legislatif itu 
untuk memilih calon wakil rakyat, intinya ya untuk itu. Cuma 
kemarin tahun 2004 itu partai dan calonnya banyak sehingga 
membuat masyarakat bingung” 
 
 Ada pula yang tidak mengetahui karena acuh dan tidak senang 
dengan masalah politik. Pernyataan lain adalah bahwa Pemilu Legislatif 
2004 rumit karena cara pencoblosannya membingungkan. Tidak efisien 
karena ukuran surat suara terlalu besar. Pemilihan lebih terbuka karena 
dapat memilih langsung nama calon yang diinginkan. 
Pemahaman pada kelompok usia ini secara umum memahami 
tentang Pemilu Legislatif. Pemahaman yang diterima seperti tentang 
kampanye, bagaimana cara mencoblos yang benar. Dipahami pula tentang 
digunakan model Pemilu baru, nama partai dan calon tercetak dalam surat 
suara. Pemilih dapat bebas menilai partai dan calon. Tentang aturan main 
belum bisa memahami secara menyeluruh, diantaranya seperti terungkap 
dalam pernyataan berikut ini : 
“Secara umum saya memahami Pemilu 2004 seperti tentang 
masalah tentang sistem Pemilu, kampanye, cara 
pencoblosan. Saya memahami karena kebetulan sebagai 
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salah satu petugas pemantau Pemilu, yaitu dari pembekalan 
materi”. 
 
 Sementara sebagian kurang paham karena acuh tak acuh. Lebih 
berpikir kepada kepentingan mencari nafkah daripada untuk memahami 
tentang calon wakil rakyatnya, seperti terungkap dalam pernyataan berikut 
ini : 
“Kulo kirang paham masalah Pemilu mas, nopo malih 
ngertosi kalian calonipun. Calon kirang dikenal wargane 
lan inkang sampun-sampun wakil rakyat nek kepilih lali 
kalian rakyate. Milo kula lewih becik lueh mawon mboten 
pedulil mas” (saya kurang memahami masalah Pemilu, 
apalagi mengetahui dengan calonnya. Calon kurang dikenal 
warganya dan yang sudah-sudah wakil rakyat bila terpilih 
lupa dengan rakyatnya. Makanya saya lebih baik acuh saja 
tidak peduli). 
 
Sikap yang dinyatakan dalam kelompok ini beragam, ada yang 
biasa, netral antara setuju dan tidak terhadap Pemilu.  Sikap seperti ini 
ditunjukan karena adanya kekecewaan terhadap panitia pelaksana di 
lapangan. Selain itu kecewa terhadap calon karena ternyata setelah terpilih 
tidak ingat para pendukungnya, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya tidak setuju terhadap Pemilu, karena calon yang terpilih 
kebanyakan lupa dengan para pendukungnya” 
 
 Sebagian mendukung dan aktif, setuju terhadap Pemilu Legislatif 
dan lebih senang karena dapat memilih langsung partai dan calon yang 
diinginkan, terutama calon DPRD Kabupaten Nganjuk, seperti pernyataan 
berikut ini : 
“Saya setuju saja, karena lebih senang dapat memilih langsung 
partai dan calon yang diinginkan, terutama calon DPRD 
Kabupaten Nganjuk” 
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Tanggapan mereka terhadap Pemilu Legislatif 2004 ada yang 
menyatakan belum baik karena ternyata banyak yang tidak menerima kartu 
pemilih, undangan surat panggilan untuk mencoblos, seperti pernyataan 
berikut ini : 
“Pemilune kirang sae, sebab kulo mboten nompo kartu pemilih 
termasuk undangan nyoblos, dados mboten saged nyoblos” 
(Pemilunya kurang baik, sebab saya tidak menerima kartu 
pemilih, jadi tidak bisa nyoblos) 
 
 Tanggapan lain dalam kelompok ini menyatakan bagus dan calon 
yang dipilih sesuai pilihan. Pernyataan tersebut berasal dari simpatisan 
partai politik yang kebetulan menjadi pendukung partai maupun calon, 
seperti pernyataan beriktu ini : 
“Saya selaku kader partai menganggap Pemilu sudah bagus, 
karena dapat memilih calon yang diinginkan dan sesuai 
dengan pilihan” 
 
Bagi pemilih yang biasa saja menyatakan baik, hanya secara umum 
calon belum dekat dan begitu terpilih cenderung melupakan 
pendukungnya. 
2) Umur 31 - 50 Tahun (Dewasa) 
Pengetahuan dari kelompok usia ini ada yang menyatakan bahwa 
Pemilu Legislatif 2004 untuk memilih partai dan calon wakil rakyat (DPR, 
DPD dan DPRD) yang bisa memperhatikan aspirasi masyarakat, seperti 
pernyataan berikut ini : 
“Pemilu Legislatif 2004 untuk memilih partai dan calon wakil 
rakyat (DPR, DPD dan DPRD yang bisa memperhatikan 
aspirasi masyrakat” 
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 Ada pula yang menyatakan bahwa Pemilu 2004 karena banyak 
partai membuat bingung dalam memilih dan merepotkan. Calon yang 
diberangkatkan partai tidak jelas asal usulnya.  
Pengetahuan lain dari kelompok ini adalah selama ini dalam kurun 
waktu Pemilu yang sudah berjalan tidak merubah perbaikan bagi 
masyarakat. Perbaikan nasib hanya pada calon dan pengurus partai politik 
yang mengusungnya, seperti : 
“Sepengetahuan saya mas, Pemilu selama ini sudah berjalan 
tetapi tidak ada perubahan yang lebih baik bagi masyarakat. 
Perubahan nasib hanya terjadi pada calon dan pengurus partai 
politik” 
 
Sementara pengetahuan dari sebagian kelompok ini yang berangkat 
menjadi calon menyatakan, Pemilu Legislatif lebih terbuka dan bisa 
memilih langsung calon yang diinginkan. 
Pemahaman pada kelompok ini terhadap Pemilu Legislatif 2004 
secara umum memahami, diantaranya tata cara mencoblos,  memahami 
sebagian tentang partai dan calon itu pun sebatas pada calon yang ada di 
daerah (Kabupaten Nganjuk). Untuk calon di provinsi maupun pusat tidak  
kenal, apalagi memahaminya, seperti pernyataan berikut ini : 
“Kalau saya pemahaman Pemilu 2004 ketika itu, memahami 
diantaranya masalah mencoblos, tentang partai dan calon 
yang khususnya di Nganjuk itupun sebagian saja. Kalau calon 
di luar Nganjuk tidak kenal dan paham mas” 
 
Sementara itu ada yang tidak paham sama sekali, karena memang 
acuh, lebih mementingkan untuk bekerja. Hal ini diantaranya karena 
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mementingkan faktor ekonomis/ untung rugi, juga oleh karena tingkat 
pendidikan dan ekonomi yang terbatas. 
Sikap yang ditunjukan terhadap Pemilu Legislatif 2004, dinyatakan 
secara umum menyatakan setuju, sudah lebih baik. Sikap lain menyatakan 
Pemilu setuju tetapi perlu penyempurnaan. Seperti penentuan calon yang 
yang terpilih tidak karena nomor urut tetapi karena dukungan suara 
terbanyak, penentuan pendidikan terakhir, seperti pernyataan berikut ini: 
“Saya setuju dengan Pemilu 2004, sudh lebih baik, hanya 
perlu penyempurnaan seperti masalah penetapan calon 
terpilih mas, mestinya dirubah berdasarkan perolehan suara 
terbanyak” 
 
Ada yang menyikapi secara data/ biasa, karena punya penilaian 
bahwa hasil Pemilu tidak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh 
masyarakat, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya pikir biasa saja, meskipun akhirnya saya tetap 
menggunakan hak pilihnya. Saya belum merasakan 
manfaatnya secara langsung, maupun manfaat bagi 
masyarakat lainnya” 
 
 Tanggapan terhadap Pemilu Legislatif 2004, berjalan baik dan 
lancar, tidak timbul kerusuhan yang berarti.  Hanya hasilnya yang ternyata 
menunjukan tidak seperti yang diharapkan. Calon terpilih tidak tahu dan 
bahkan lupa akan pemilih yang telah mendukungnya, seperti pernyataan 
berikut ini : 
“Pemilunya berjalan baik, lancar dan tidak ada kerusuhan 
yang berarti, hanya sayang hasilnya terutama calon terpilih 
tidak seperti yang diharapkan, tidak tahu dan kurang dikenal 
bahkan lupa dengan pemilihnya” 
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Sebagai model baru pertama dilakukan, Pemilu Legislatif 2004 
membingungkan, rumit dan boros anggaran. Banyak suara pemilih yang 
tidak sah karena pemilih bingung ketika akan coblos. Seperti yang 
diterungkap dalam pernyataan berikut ini : 
“Pemilu 2004 niku njlimet, partaine kathah,calone kathah 
kulo dadi bingung. Kepripun mboten bingung, saking 
gedhene surat suarane, isini gambar akeh, bade milih nggih 
bingung, akhire milihe nggih sak nyandake” (Pemilu 2004 
itu rumit, partainya banyak, calonnya banyak, saya jadi 
bingung. Bagaimana tidak bingung, terlalu besarnya surat 
suara, isi gambar banyak, akan memilih bingung, akhire 
milih sebisanya). 
 
Sementara yang bersikap acuh dan cuek menyatakan sikapnya 
silahkan Pemilu jalan terus, sementara yang bersangkutan bersikap pasif 
karena tidak merasakan manfaatnya Pemilu. Tanggapan lain menyatakan 
karena kesadaran masih rendah dan kebingungan, banyak masyarakat tidak 
menggunakan hak memilihnya, partisipasi juga rendah. 
3) Umur 51 ke atas (Tua) 
Pengetahuan terhadap Pemilu Legislatif 2004 pada kelompok ini 
dinyatakan bahwa Pemilu ini untuk memilih partai dan calon wakil rakyat. 
Pemilihan dilakukan dengan coblos tanda gambar partai dan salah satu 
calon yang dinginkan. Pengetahuan ini dinyatakan oleh informan yang 
terlibat langsung dalam pelaksaan Pemilu, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya tahu tentang Pemilu, karena sebagai panitia (PPK). 
Pemilu untu memilih partai dan wakil rakyat, dengan cara 
mencoblos salah satu tanda gambar partai dan nama calon” 
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Sementara di pihak lain, menyatakan pengetahuannya bahwa 
Pemilu Legislatif adalah pemilihan calon anggota DPR. Secara terinci 
tidak bisa menjelaskan, karena merasa asing dengan urusan politik, seperti 
pernyataan berikut ini : 
“Kalau saya tahu pemilu 2004, untuk memilih calon anggota 
DPR, tapi tidak tahu secara lebih jauh karena merasa asing 
dengan masalah politik” 
 
Pemahaman terhadap Pemilu Legislatif 2004, memahami sebagian 
terutama tentang cara mencoblos pada surat suara. Tentang peraturan 
lainnya membingungkan, karena rumit. Pada informan lain diperoleh 
penjelasan tentang pemahamannya, yaitu calon dipilih oleh rakyat dan 
harus memperjuangkan nasib rakyatnya. Tetapi ternyata yang terjadi pada 
wakil rakyat sebagian besar bertindak sebaliknya.  
Ada pemahaman yang menyatakan bahwa calon kurang sportif, 
karena sebagai calon wakil rakyat tidak mempunyai keahlian. Keberadaan 
yang bersangkutan sebatas hanya karena dekat dengan pengurus partai dan 
unsur senang dan tidak senang, diantaranya seperti  pernyataan berikut ini : 
“Menawi Pemilu-ne sae, namung calon-ne niku kirang 
sportif, mboten cedak kalih rakyat-e namung ngendelaken 
dados anggota partai lan cedak kalih pengurus partai. Sing 
mrihatinke malih calon mboten gadah kemampuan utawi 
keahlian, dicalonaken nggih amargo pengaruh seneng lan 
ora seneng kalian penguruse”( Pemilunya baik, tetapi 
calonnya itu kurang sportif, tidak dekat dengan rakyat tetapi 
mengandalkan karena jadi anggota partai dan dekat dengan 
pengurusnya. Yang memprihatinkan lagi calon tidak 
mempunyai kemampuan atau keahlian, dicalonkan karena 
pengaruh suka dan tidak suka dengan pengurusnya). 
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Sikap pada kelompok ini menyatakan setuju terhadap Pemilu 
Legislatif, ini ditunjukkan dengan pernyataan yang bersangkutan 
menggunakan hak memilihnya. Yang terjadi adalah adanya keinginan 
untuk diperbaiki sistemnya, seperti mengusung calon harus yang memiliki 
keampuan atau keahlian.  
Penentuan calon yang terpilih harus berasal dari dukungan suara 
terbanyak. Terpenting lagi bagi calon adalah agar mau dan mampu 
memperhatikan aspirasi rakyat yang telah memilihnya, seperti terungkap 
dalam pernyataan berikut ini : 
‘‘Pemilu saya setuju dan telah mencoblos. Mestinya calon 
jadi ya yang mendapatkan dukungan suara terbanyak, 
jangan karena nomor urut. Kalau berdasarkan nomor urut 
itu artinya yang menentukan pilihan pengurus partai bukan 
oleh rakyat, itu artinya Pemilunya sia-sia. Akibatnya calon 
lebih mementingkan pengurus daripada rakyat yang 
mendukungnya”. 
  
Sistem Pemilu kalau bisa disederhanakan, terlalu “njlimet” 
membuat orang yang sudah tua kesulitan untuk memilih karena surat suara 
terlalu besar. 
Tanggapan dalam kelompok ini dinyatakan bahwa Pemilu sudah 
berlangsung cukup baik, lancar. Terhadap sistem Pemilu perlu 
pembenahan, kalau bisa lebih disederhanakan, sehingga tidak membuat 
pusing pada kelompok usia tua, banyak sekali pencoblosannya. Calon 
wakil rakyat oleh partai semestinya harus diseleksi ketat, agar dapat 
menghasilkan kader wakil rakyat yang terbaik. KPU sebagai 
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penyelenggara harus jeli dalam menyeleksi calon wakil rakyat yang 
diusung partai, seperti pernyataan berikut ini : 
“Pemilu sudah baik berjalan lancar, untuk sistem Pemilu perlu 
pembenahan dan kalau bisa disederhanakan sehingga bagi 
saya yang sudah tua menjadi pusing dan bingung karena 
mencoblosnya banyak” 
Pernyataan lain : 
“KPU itu sebagai penyelenggara mestinya bisa ikut 
menyeleksi calon wakil rakyat yang diusung partai agar 








Tabel 4.5 Persepsi Pemilih Terhadap Pemilu Legislatif Berdasarkan Usia 
Persepsi Pemilih No. Usia 
Pengetahuan Pemahaman Sikap Tanggapan 
1 2 3 4 5 6 
1. Sampai 30 Tahun 
 
a. Secara umum mengetahui 
tentang Pemilu Legislatif 
2004, untuk memilih calon 
wakil rakyat 
b. Pemilihan terbuka karena 
dapat memilih langsung 
terhadap calon yang 
diinginkan 
c. Banyak partai dan calon 
yang ditawarkan membuat 
bingung dalam 
menentukan pilihan 
d. Sebagian tidak 
mengetahui karena 
cenderung acuh dan tidak 
senang dengan politik 




f. Tidak efisien karena 
ukuran surat suara besar. 
 
 




mencoblos yang benar 
b. Pemilu dengan model 
dan sistem baru, tanda 
gambar partai dan nama 
calon tercetak dalam 
surat suara 
c. Sebagian belum bisa 
memahami peraturan 
secara menyeluruh 
karena acuh dan kurang 
peduli 
d. Lebih mementingkan 
untuk  mencari nafkah 
daripada untuk 
memahami tentang calon 
wakil rakyatnya. 
 
a. Sikap yang dinyatakan 
beragam, ada yang 
bersikap biasa, netral 
antara setuju dan tidak 
setuju terhadap Pemilu 
2004 
b. Sikap tersebut 
dikarenakan karena 
adanya kekecewaan 
terhadap panitia pelaksana 
di lapangan 
c. Alasan lain kecewa 
terhadap calon karena 
ternyata setelah terpilih 
tidak peduli terhadap para 
pendukungnya 
d. Sementara yang bersikap 
setuju karena mempunyai 
alasan karena lebih senang 
dan dapat memilih 
langsung partai dan calon 
yang diinginkan, terutama 
untuk calon DPRD 
Kabupaten Nganjuk. 
 
a. Sebagaian ada menyatakan 
belum baik karena ternyata 
banyak pemilih yang tidak 
menerima kartu pemilih 
termasuk surat panggilan untuk 
mencoblos di TPS 
b. Sementara yang lain 
menyatakan bagus dan calon 
yang dipilih sesuai dengan 
pilihannya. Pernyataan ini 
sebagian berasal dari simpatisan 
partai politik yang kebetulan 
menjadi pendukung partai 
maupun calon  
c. Bagi pemilih yang biasa saja 
menyatakan Pemilu 2004 baik, 
hanya secara umum calon 
belum dekat dan dikenal begitu 




1 2 3 4 5 6 
2. 31 - 50 Tahun 
 
a. Pemilu untuk memilih 
partai dan calon wakil 
rakyat (DPR, DPD dan 
DPRD) yang bisa 
memperhatikan aspirasi 
rakyat 
b. Pemilu yang 
membingungkan, 
merepotkan dalam 
memilih karena banyak 
partai dan calon  
c. Calon yang 
diberangkatkan partai 
tidak jelas, belum dikenal 
d. Pengetahuan lain tentang 
Pemilu dinyatakan bahwa 
selama ini dalam kurung 
waktu Pemilu yang sudah 
berjalan tidak merubah 
perbaikan bagi rakyat 
e. Perbaikan nasib terjadi 
hanyapada calon dan 
pengurus partai yang 
mengusungnya. 
f. Sementara pengetahuan 
dari calon  menyatakan  
lebih terbuka dan pemilih 
bisa memilih langsung . 
 
a. Secara umum 
memahami, seperti tata 
cara mencoblos, partai 
dan calon (sebatas pada 
calon yang ada di 
Kabupaten Nganjuk), 
sementara calon 
ditingkat provinsi dan 
pusat tidak dikenal 
b. Sebagian tidak 
memahami sama sekali 
karena acuh dan tidak 
mau tahu tentang Pemilu 
c. Masyarakat kelompok 
ini sebagian lebih 
cenderung 
mementingkan faktor 
ekonomis / untung rugi. 
 
 
a. Secara umum setuju 
terhadap Pemilu 2004, 
sudah lebih baik tetapi 
perlu penyempurnaan 
b. Sebagian menyikapi 
secara biasa, karena 
mempunyai penilaian 
bahwa hasil Pemilu tidak 





a. Pemiilu sudah berjalan baik, 
lancar tidak muncul kerusuhan 
yang berarti 
b. Hasil Pemilu belum 
menunjukkan seperti yang 
diharapkan 
c. Calon terpilih tidak tahu dan 
bahkan melupakan pemilih 
yang telah mendukungnya 
d. Sebagai model baru yang 
pertama dilakukan, Pemilu 
2004 membingungkan, rumit 
dan boros anggaran 
e. Karena membingungkan ketika 
mencoblos banyak surat suara 
yang tidak sah  
f. Kesadaran masyarakat masih 
rendah dan membingungkan, 
akibatnya banyak yang tidak 
menggunakan hak pililhnya. 
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1 2 3 4 5 6 
3. 51 Tahun ke atas 
 
a. Pemilu untuk memilih 
partai dan calon wakil 
rakyat 
b. Pemilihan dilakukan 
dengan coblos tanda 
gambar partai dan salah 
satu calon yang diinginkan 
c. Pengetahuan lain 
disampaikan, Pemilu 
untuk memilih calon 
anggota DPR 
d. Secara rinci tidak bisa 
menjelaskan karena 
merasa asing dengan 
urusan politik.  
 
a. Memahami sebagian, 
terutama tentang cara 
mencoblos pada surat 
suara 
b. Tentang peraturan lain 
membingungkan karena 
terlalu rumit 
c. Calon dipillih oleh 
rakyat dan harus 
memperjuangkan nasib 
rakyatnya, ternyata yang 
terjadi sebaliknya 
d. Calon kurang sportif 
karena sebagai wakil 
rakyat tidak mempunyai 
keahlian 
e. Keberadaan dan 
kedudukannya sebatas 
hanya karena dekat 
dengan pengurus partai 
serta unsur suka dan 
tidak suka 
 
a. Sikap kelompok ini 
menyatakan setuju 
terhadap Pemilu Legislatif 




c. Keinginan pemilih adalah 
untuk diperbaiki 
sistemnya, seperti calon 
yang diusung harus 
mempunyai kemampuan 
dan keahlian 
d. Calon agar mau dan 
mampu memperhatikan 
aspirasi rakyat yang telah 
memilihnya 
e. Sistem Pemilu untuk 
disederhanakan, terlalu 
njlimet membuat orang 
yang sudah tua kesulitan 
untuk memilih karena 
surat suara terlalu besar. 
 
 
a. Pemilu sudah berjalan cukup 
baik, lancar 
b. Terhadap sistem Pemilu perlu 
pembenahan, kalau bisa lebih 
disederhanakan, sehingga tidak 
membuat pusing khususnya 
pada kelompok usia tua 
c. Calon wakil rakyat semestinya 
harus diseleksi ketat agar 
diperoleh kader terbaik 
d. KPU sebagai penyelenggara 
harus jeli dalam menyeleksi 





2.  Perilaku Pemilih Terhadap Pemilu Legislatif 2004 di Kabupaten Nganjuk 
a. Narasumber (informan) berdasarkan Jenis Pekerjaan 
1) Petani, Buruh 
Sikap dan Alasan Dalam Menggunakan Hak Memilih  
Sikap dalam menggunakan hak memilih, mereka menggunakan hak 
pilihnya. Ada pula sebagian orang tidak menggunakan hak pilihnya. Bagi 
yang menggunakan hak memilih mereka mempunyai alasan diantaranya 
sebagai warga negara Indonesia, untuk mendukung pemerintahan yang ada 
berpartisipasi lewat Pemilu. Cari pemimpin yang baik dan menginginkan 
ada perubahan ekonomi/ politik. Rakyat harus mempunyai wakil yang baik 
dan bisa dipercaya. Sebagai bentuk cinta kepada negara, karena cinta 
negara sebagian dari iman, diantara seperti yang terungkap berikut ini : 
“Saya telah menggunakan hak pilih karena sebagai warga 
negara untuk pemerintahan yang ada dan ingin 
berpartisipasi lewat Pemilu”. 
 
Sementara bagi yang simpatisan atau pengurus partai tertentu 
mempunyai alasan lebih khusus. Selain sebagai warga negara yang baik, 
juga karena ada ikatan emosional untuk mendukung partai dan calon di 
lingkungan partainya. 
Sikap lain dalam kelompok ini adalah ada warga yang tidak 
menggunakan hak memilih. Faktor utama karena tidak diberitahu sehingga 
tidak tahu dan  tidak paham akan manfaat dari Pemilu tersebut. Lebih 
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mengutamakan pada usaha mencari nafkah untuk kepentingan anak dan 
istri, diantaranya seperti pernyataan berikut ini : 
“Kulo mboten milih, sebabe mboten ngertos, mboten paham 
babar blas. Kulo milih nyambut damel pados arto kangge 
keluarga” (saya tidak memilih sebab tidak mengerti, tidak 
paham sama sekali. Saya memilih bekerja mencari uang 
untuk keluarga). 
 
Sikap dan Alasan Dalam Memilih Partai dan Calon 
Alasan memilih partai dan calon tertentu beragam alasan, 
diantaranya karena adanya ikatan emosional dalam organisasi Nahdatul 
Ulama (NU), partai yang dapat mengembangkan syariat Islam, ikatan 
keluarga dan ide partai yang mesti belum tentu semua sama. Cocok dan 
senang sesuai dengan hatinya, ada perubahan baru dalam partai tersebut, 
diantaranya seperti yang diungkapkan berikut ini : 
“Saya memilih partai, karena ada ikatan dengan partai, 
demikian juga dengan calon, karena ada ikatan pribadi 
dengan yang bersangkutan”. 
 
 Sedangkan bagi pemilih yang tidak menggunakan hak memilihnya 
karena tidak diberi tahu sehingga tidak memahaminya, baik mengenai 
partai maupun pada calon yang akan dipilihnya. 
Sedangkan terhadap calon karena calon berjuang sesuai dengan apa 
yang ada dan diharapkan/ dikehendaki. Domisili calon berasal dari daerah 
yang sama dengan pemilih, ada hubungan ikatan pribadi dan dikenal. Cari 
pemimpin nasional yang mau dan mampu memimpin tanpa 
mempertimbangkan latar belakang agama atau faktor lain. 
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2) Pedagang/ Swasta 
Sikap dan Alasan dalam Menggunakan Hak Memilih 
Sikap dalam menggunakan hak memilih, prinsipnya setuju disikapi 
dengan menggunakan hak pilihnya. Alasannya menggunakan hak memilih 
karena sebagai warga negara, tahu dan kenal dengan calon, kesempatan 
untuk menyalurkan apsirasi dalam pelaksanaan pemerintahan, kepatuhan 
warga untuk menggunakan hak pilihnya. Pendapat lain, agar terjadi 
perubahan yang lebih baik dengan menyalurkan keinginan untuk memilih 
wakil rakyat yang lebih baik, diantaranya seperti yang terungkap berikut 
ini : 
“Saya telah menggunakan hak pilih karena mempunyai hak 
pilih, kesempatan menyalurkan aspirasi dalam pelaksanaan 
pemerintah, dan kepatuhan sebagai warga negara”.  
 
Sementara sikap yang ditunjukan salah satu informan, menyatakan 
bahwa tidak menggunakan hak memilihnya atau mencoblos. Perilaku ini 
dilakukan dengan tetap mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 
tetapi tidak menggunakan hak memilihnya. Ini dilakukan semata-mata 
karena ada pandangan, bahwa calon lupa dengan yang memilih, cenderung 
memperkaya diri, disamping memang tidak senang dengan masalah politik 
ingin netral, seperti yang terungkap berikut ini : 
“Kulo gadah kartu pemilih, dugi ke TPS, namung mboten 
nyoblos partai utawi calon. Punika kulo tandangi amargi 
mboten seneng kalian partai, calon kesupen kalih pemilih, 
nyugihi awake piyambak, lan kulo kepingin bebas” (Saya 
punya kartu pemilih, datang ke Tempat Pemungutan Suara 
(TPS), tetapi tidak menggunakan hak pilih baik mencoblos 
partai atau calon. Ini saya lakukan karena tidak senang 
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dengan partai, calon lupa dengan pemilih, memperkaya diri 
sendiri dan ingin netral) 
 
Alasan lain pada orang yang tidak menggunakan hak memilih, 
karena tidak menerima kartu pemilih dari panitia pelaksana (KPPS). Lebih 
cenderung pasif karena mau menggunakan identitas lain untuk mencoblos 
ada rasa gengsi. Penyebab lain diduga adanya kepentingan politis dari 
unsur pelaksana di lapangan karena ada kepentingan ke salah satu partai 
tertentu, netralitas kurang. Di sini cenderung lebih mementingkan 
pekerjaan, karena mencoblos tidak memperoleh apa-apa, kenapa harus 
“ngoyo” untuk memilih. 
Sikap dan Alasan Dalam Memilih Partai dan Calon 
Memilih partai tertentu di samping aturan, karena platform partai, 
kultur/ budaya, ada ikatan emosional, seperti pendiri partai ada 
keterlibatan tokoh agama yang sebagai panutan kaum santri. Selain itu 
karena cocok dengan partai yang dipilihnya, diantaranya seperti 
disampaikan berikut ini : 
“Kulo milih partai sebab wonten ikatan emosional, cocok 
kalian program, pengurus partai dados contoh santrine. 
Kangge calon kulo milih amargi kenal, tumut ngurus proses 
pencalonanipun” (saya memilih partai sebab ada ikatan 
emosional, sesuai dengan program, pengurus partainya jadi 
panutan santrinya. Untuk calon saya memilih karena kenal, 
ikut memproses pencalonannya. 
 
Sedangkan alasan lain mengapa memilih calon, karena bila hanya 
memilih partai saja tidak tahu wakil yang mewakili, hanya ditentukan 
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nomor urut jadi bukan pilihan masyarakat. Selain itu karena pemerintahan 
lama harus segera diperbaiki dan ditata. Dalam suatu partai, sesuatu yang 
diputuskan partai harus dijalankan bersama-sama. Hal ini juga yang 
mendasari terhadap perilaku pemilih yang khususnya dari kalangan 
partisipan partai tertentu, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya memilih calon karena ingin memilih calon yang dikenal 
dan bisa mewakili. Kalau saya tidak memilih calon berarti 
calon akan ditentukan oleh nomor urut yang ditentukan 
partai” 
3) Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru, Akademisi.  
Sikap dan Alasan Dalam Menggunakan Hak Memilih 
Sikap terhadap Pemilu Legislatif 2004 setuju, dan menggunakan 
hak memilihnya sesuai dengan hati nurani. Memilih dengan dilandasi 
kesadaran sesuai dengan yang dikehendaki. Alasan yang dikemukakan 
terhadap ini diantaranya, karena sadar sebagai (PNS), untuk mendukung 
pemerintah agar dapat tetap berjalan baik, sebagai warga negara untuk 
menggunakan hak pilihnya, seperti yang diungkapkan sebagai berikut : 
“Saya telah menggunakan hak pilih karena kebetulan sebagai 
PNS, ingin mendukung program pemerintah, memberi 
contoh yang baik kepada lingkungan sekitarnya. Selain itu 
saya kebetulan sebagai bagian perangkat pelaksana 
Pemilu”. 
 
Ada juga karena sebagai tokoh harus memberi contoh yang baik 
kepada masyarakat. Pemilu merupakan program pemerintah/ negara yang 
harus disukseskan. Selain itu karena tertarik dengan program yang 
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ditawarkan oleh partai dan calon. Hak pilih adalah milik pemilih yang 
sebaiknya digunakan haknya.  
Pandangan lain karena dengan memilih berarti ikut menyampaikan 
aspirasi politik pribadi. Untuk memberi dukungan pada teman untuk jadi 
dan diharapkan calon yang bersangkutan bisa menjadi kepanjangan lidah 
rakyat dan dapat membawa aspirasi pendukungnya, seperti pernyataan 
berikut ini : 
“Saya memilih karena ingin menyampaikan aspirasi politik 
dan ingin memberikan dukungan pada teman. Bila yang 
bersangkutan terpilih harapannya bisa membawa aspirasi 
masyarakat” 
Sikap dan Alasan Dalam Memilih Partai dan Calon 
Sikap dan alasan dalam memilih partai dan calon ini dilakukan 
karena partai dipandang mampu melaksanakan program yang bisa 
mengangkat kemajuan bangsa dan menurunkan angka kemiskinan. 
Kesesuaian program dari partai, seperti pernyataan berikut ini : 
“Kalau saya memilih suatu partai dengan pertimbangan dan 
alasan partai dipandang mampu melaksanakan program yang 
bisa mengangkat kemajuan bangsa dan bisa menurunkan 
angka kemiskinan serta kesesuaian program” 
 
Disatu sisi karena calon yang disenangi duduk di partai tersebut 
dipandang baik dan partai mempunyai nilai lebih. Faktor lain karena ada 
unsur kedekatan secara organisatoris, kedekatan pada profil calon dan 
bukan semata karena dari partai. 
Sikap dan alasan memillih calon ada beberapa pendapat dari 
pemilih dalam kelompok ini. Diantaranya, calon dianggap mampu 
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melaksanakan program dalam kampanyenya, meskipun sering tidak 
terbukti. Calon sudah dikenal, karena pendekatan personal, tanpa 
pertimbangan adanya hubungan kekeluargaan, dan berpotensi, secara 
kemampuan bisa dipercaya sebagai wakil rakyat. Ibarat kendaraan 
dibutuhkan seorang “sopir” yang mumpuni agar kendaraam tersebut dapat 
berjalan lancar, seperti terungkap dalam pernyataan berikut ini : 
“Saya memilih calon karena secara kualitatif sesuai harapan, 
sudah mengenal, tidak ada hubungan kekeluargaan. Ibarat 
kendaraan, partai membutuhkan pengemudi (sopir) yang 
mumpuni (sopir = calon, partai = mobil)”. 
B 
4) Anggota DPRD/ Politisi  
Sikap dan Alasan DalamMenggunakah Hak Memilih 
Pada kelompok ini sikap yang ditunjukkan dari informan secara 
keseluruhan menyatakan telah menggunakan hak memilihnya. Alasannya, 
sebagai warga negara Indonesia yang sadar untuk menggunakaan hak 
memilihnya. Punya prinsip memilih sesuai dengan keyakinan masing-
masing. Selain itu karena yang bersangkutan sebagai salah satu calon yang 
diusulkan oleh partainya, seperti terungkap dalam pernyataan sebagai 
berikut : 
“Saya telah menggunakan hak pilih sesuai pilihan, memilih 
sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kebetulan saya 
kan salah satu seorang calon, dan sebagai warga negara”. 
 
 Alasan selain tersebut, karena memilih merupakan sebagian dari 
perjuangan dan merupakan tanggung jawab sebagai warga negara. Di 
samping itu karena sebagai kader partai harus memberikan motivasi dan 
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contoh yang baik untuk pembelajaran politik kepada para simpatisan 
partainya. 
Sikap dan Alasan Dalam Memilih Partai dan Calon 
Sikap dan alasan dalam memilih partai tertentu, platform / arah dan 
tujuan partai sesuai dengan keinginnannya  diawali dengan organisasi 
pendukung (NU). Alasan lain karena partai yang dipilihnya sudah matang 
dan mapan. Selain itu karena adanya hubungan persahabatan dan unsur 
kekeluargaan, diantaranya seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya memilih partai tertentu karena partai sudah mapan, 
platformnya sudah jelas, dan saya sebagai calon yang 
diberangkatkan dari partai tersebut. Selain itu karena ada 
ikatan organisasi pendukung yang searah (NU)”.  
 
Sedangkan terhadap pemililhan calon, sikap dan alasan ini 
disebabkan calon yang mewakili di dalam partai sudah dikenal, baik yang 
menyangkut sifat maupun perilaku calon. Alasan lain dalam menentukan 
pilihannya karena ada sikap yang menyatakan yang penting mempunyai 
wakil. Pada partai dan di wilayah tertentu pandangan ini sangat kuat 
bagaimana mempunyai wakil, masalah siapa yang mewakili merupakan 
pertimbangan berikutnya. Dengan demikian siapa yang dipilih untuk 
duduk di legislatif tidak menjadikan faktor utama. Pernyataan menarik 
tentang memilih calon terungkap sebagai berikut : 
“Pandangan saya partai mendapatkan suara dan kursi harus 
ada calon yang duduk di kursi dewan, yang penting ada 
calon. Di daerah saya (Ngronggot) partai diusahakan 
memang dikondisikan demikian yang penting punya wakil”. 
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Tabel 4.6 Perilaku Pemilih Terhadap Pemilu Legislatif Berdasarkan Pekerjaan 
Sikap dan Alasan No. Pekerjaan 
Menggunakan Hak Pilih Memilih Partai dan Calon 
1 2 3 4 
1. Petani, Buruh 
 
Menggunakan Hak Pilih : 
Sebagian besar telah menggunakan hak pilihnya dengan  
alasan, diantaranya : 
a. Sebagai warga negara Indonesia, untuk mendukung 
pemerintahan yng ada dengan berpartisipasi lewat Pemilu 
b. Mencari pemimpin yang baik dan menginginkan ada 
perubahan ekonomi/ politik 
c. Rakyat harus mempunyai wakil yang baik dan bisa 
dipercaya 
d. Sebagai bentuk cinta kepada negara, karena cinta negara 
sebagian dari iman 
e. Bagi simpatisan partai politik tertentu mempunyai alasan 
lebih khusus, yaitu adanya ikatan emosional untuk 
mendukung partai dan calon dilingkungan partainya 
 
Sikap lain ada sebagian kecil yang tidak menggunakan hak 
pilih : 
a. Faktor utama karena tidak diberi tahu sehingga tidak tahu 
dan tidak memahami manfaat dari Pemilu.  
b. Selain itu karena lebih mengutamakan pada usaha mencari 
nafkah untuk anak istri/ keluarga. 
 
 
Memilih Partai : 
a. Adanya ikatan emosional dalam suatu organisasi keagamaan 
seperti Nahdatul Ulama (NU), sehingga ada keinginan 
mendukung partai yang dapat mengembangkan syariat 
Islam, ikatan keluarga 
b. Cocok dan senang sesuai dengan hatinya, ada perubahan 
baru pada partai tersebut 
c. Bagi yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak 
diberi tahu dan bersikap acuh terhadap partai maupun 
calonnya 
 
Memilih Calon : 
a. Calon berjuang sesuai dengan apa yang ada dan diharapkan. 
b. Domisili calon berasal dari daerah yang sama dengan 
pemilih, ada hubungan ikatan pribadi dan dikenal 
c. Mencari pemimpin nasional yang mau dan mampu 
memimpin tanpa mempertimbangkan latar belakang agama 




1 2 3 4 
2. Pedagang, Swasta 
 
Menggunakan Hak Pilih : 
a. Sebagai warga negara, tahu / kenal calon, kesempatan 
untuk menyalurkan aspirasi dalam pelaksanaan 
pemerintahan  
b. Kepatuhan warga untuk menggunakan hak pilihnya 
c. Agar terjadi perubahan yang baik dengan menyalurkan 
keinginan untuk memilihwakil rakyat yang lebih baik 
 
Sebagian kecil ada yang tidak menggunakan hak pilihnya :  
a. Perilaku ini dilakukan dengan cara tetap mendatangi 
Tempat Pemungutan Suara (TPS) tetapi tidak 
menggunakan hak pilihnya 
b. Dilakukan semata-mata karena calon lupa dengan pemilih, 
cenderung memperkaya diri sendiri, selain karena 
memang tidak senang dengan masalah politik dan ingin 
netral.  
c. Alasan lain tidak menggunakan hak pilih karena tidak 
menerima kartu pemilih dari Kelompok Penyelenggara 
Pemungutan Suara (KPPS) 
d. Lebih cenderung pasif karena akan menggunakan kartu 
identitas lain ada rasa gengsi 
e. Lebih mementingkan pekerjaan, mencoblos tidak 




Memilih Partai : 
a. Selain aturan yang berlaku dalam Pemilu karena platform 
partai, kultur/ budaya 
b. Partai yang dipilih cocok dan sesuai  
c. Ada ikatan emosional seperti pendiri partai ada keterlibatan 
tokoh agama yang sebagai panutan kaum santri 
 
Memilih Calon : 
a. Bila hanya memilih calon saja tidak mengetahui calon yang 
mewakili karena hanya ditentukan oleh nomor urut, bukan 
pilihan masyarakat 
b. Pemerintahan lama harus diperbaiki dan ditata, maka perlu 
memilih calon wakil rakyat yang baik dengan mencoblos 
calon yang diinginkan 
c. Dalam suatu partai, sesuatu kesepakatan yang sudah 
diputuskan partai harus dijalankan bersama-sama 
d. Hal tersebut yang sebagian mendasari terhadap perilaku 






1 2 3 4 




Menggunakan Hak Pilih, dengan alasan : 
a. Sebagai warga negara untuk menggunakan hak pilihnya 
b. Setuju, menggunakan hak pilih sesuai hati nurani 
c. Memilih sesuai dengan kesadaran yang dikehendaki 
d. Salah satunya kesadaran sebagai PNS untuk mendukung 
pemerintah agar dapat berjalan baik 
e. Sebagai tokoh, ingin membrikan contoh yang baik 
f. Program pemerintah yang harus disukseskan 
g. Tertarik dengan program yang ditawarkan partai dan calon 
h. Ikut memilih berarti ikut menyampaikan aspirasi politik 
pribadi 
i. Mendukung teman yang mencalonkan, diharapkan bila 
jadi bisa menyampaikan aspirasinya. 
 
Tidak menggunakan hak pilihnya : - 
 
 
Memilih Partai : 
a. Partai dipandang mampu melaksanakan program yang bisa 
mengangkat kemajuan bangsa dan mengurangi kemiskinan 
b. Kesesuaian program dengan partai 
c. Calon yang disenangi  mempunyai nilai lebih dicalonkan 
/duduk di partai tersebut 
d. Adanya unsur kedekatan organisatoris, profil calon dan 
bukansemata karena partai. 
 
Memilih Calon : 
a. Calon dianggap mampu melaksanakan program dalam 
kampanye (meskipun sering tidak terbukti) 
b. Calon sudah dikenal, berpotensi, secara kemampuan bisa 
dipercaya sebagai wakil rakyat  
c. Ibarat kendaraan membutuhkan sopir yang mumpuni agar 
kendaraan dapat berjalan lancar 










1 2 3 4 
4. Anggota DPRD/ 
Politisi 
 
Menggunakan Hak Pilih : 
a. Sebagai warga negara Indonesia yang sadar untuk 
menggunakan hak pilihnya 
b. Mempunyai prinsip sesuai dengan keinginan masing-
masing 
c. Yang bersangkutan sebagai calon yang diusulkan oleh 
masing-masing partainya 
d. Memilih merupakan sebagian perjuangan dan merupakan 
tanggung jawab sebagai warga negara 
e. Sebagai kader partai harus memberikan motivasi dan 
contoh yang baik untuk pembelajaran politik kepada 
simpatisan partainya. 
 
Tidak Menggunakan Hak Pilihnya : - 
 
 
Memilih Partai : 
a. Partai sudah memiliki platform arah dan tujuan yang sesuai 
dengan keinginan pemilih 
b. Partai yang dipilihnya mapan 
c. Adanya hubungan persahabatan dan unsur kekeluargaan 
antara pengurus partai. 
 
Memilih Calon : 
a. Calon yang mewakili di dalam partai sudah dikenal, baik 
yang menyangkut sifat maupun perilaku calon 
b. Terpenting mempunyai wakil. Pada wilayah tertentu, 
pandangan ini sangat kuat, masalah siapa yang mewakili 
merupakan pertimbangan berikkutnya 
c. Dengan demikian, siapa yang dipilih/ terpilih untuk duduk 






       b. Narasumber (informan) Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
1) Sekolah Dasar (SD) - Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Sikap dan Alasan Dalam Menggunakan Hak Memilih 
Sikap dalam menggunakan hak memilih, kelompok ini setuju 
dengan Pemilu dan menggunakan hak memilihnya. Dalam menggunakan 
hak memilihnya mendukung partai dan calon. Adapun alasan mengapa 
menggunakan hak memilihnya dari beberapa informan diperoleh 
keterangan, karena untuk mencari wakil/ pemimpin yang baik, 
menginginkan adanya perubahan ekonomi maupun politik, diantaranya 
seperti pernyataan berikut ini : 
“Kulo rumiyin nggih nyoblos, kepengine kangge madosi 
pimpinan ingkang sae, saged wonten perubahan ekonomi 
lan politik ingkang sae. Kulo milih partai niku arahe nggih 
saged wonten perubahan enggal, namung kenyataane 
mboten” (saya dulu nggih nyoblos, inginnya mencari 
pimpinan yang baik bisa ada perubahan ekonomi dan politik 
yang baik. Saya memilih partai itu tujuannya ada perubahan 
baru, tetapi nyatanya tidak ada. 
 
 Alasan lain, sebagai warga negara untuk menggunakan hak memilihnya, 
selain itu  juga karena adanya ikatan emosional dengan partai. 
Sementara ada pula dalam kelompok ini yang tidak menggunakan 
hak memilihnya. Alasan dari sebagian informan tersebut karena tidak 
diberi tahu, ketidak tahuannya, tidak memahami tentang Pemilu. Juga ada 
kecenderungan lebih mengutamakan mencari nafkah, seperti pernyataan 
berikut ini : 
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“Kulo mboten milih mas, mboten ngertos, mboten mudheng 
babar blas sebab ngurusi pados arto kangge kebutuhan 
aben dinane” (saya tidak memilih, tidak tahu, tidak paham 
sama sekali karena lebih mementingkan mencari uang untuk 
kebutuhan setiap harinya. 
Sikap dan Alasan Dalam Memilih Partai dan Calon 
Sikap dan alasan kelompok ini yang menggunakan hak memilihnya 
terhadap partai karena menginginkan adanya perubahan baru yang lebih 
baik yang diperjuangkan partai. Adapula karena terikat dengan hubungan 
partai. Sedangkan terhadap pemilihan pada calon karena ada hubungan 
pribadi, kenal dengan calon tersebut. Selain itu beralasan untuk mencari 
wakil rakyat/ pemimpin yang lebih baik tanpa mempertimbangkan asal 
usul agama dari calon, diantaranya seperti pernyataan berikut ini : 
“Kulo milih calon niku pingin nggolek pemimpin nasional, 
ingkang penting saged memimpin, sae, mboten ningali latar 
kawontenan calon kados, agama, utawi sanesipun” (saya 
memilih calon itu ingin mencari pemimpin nasional, yang 
penting dapat memimpin, baik tanpa melihat latar belakang 
agama atau lainnya. 
 
Bagi yang tidak menggunakan hak memilihnya beralasan karena 
tidak memahami terhadap Pemilu itu sendiri apalagi terhadap partai 
maupun calonnya, lebih baik bekerja mencari nafkah, seperti pernyataan 
berikut ini : 
“Kulo mboten milih mas, mergo mboten paham nopo malih 
kalian calonipun, nggih lewih apik naymbut damel pados 
arto” (saya tidak memilih/ mencoblos mas, sebab tidak 
memahami, apalagi dengan calonnya, lebih baik bekerja 
mencari nafkah) 
 
2) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 
 123 
Sikap dan Alasan Dalam Menggunakan Hak Memilih 
Sikap informan dalam kelompok ini menyatakan setuju terhadap 
Pemilu Legislatif 2004 telah menggunakan hak memilihnya. 
Menggunakan hak memilihnya dengan latar belakang karena sebagai 
warga Indonesia yang baik dan sadar akan hak dan kewajibannya. 
Mempunyai tanggung jawab moral untuk kesuksesan Pemilu dan untuk 
keberlangsungan proses pendidikan demokrasi. Adanya kesempatan 
menggunakan hak untuk digunakan, dengan memilih wakil rakyat sesuai 
dengan keyakinan dan kemantapan pribadi, seperti terungkap dalam 
pernyataan berikut ini : 
“Saya telah menggunakan hak pilih saya karena sebagai 
warga negara yang baik. Saya merasa ada tanggung jawab 
moral untuk Pemilu agar dapat berjalan lancar dan sukses 
demi keberlangsungan proses pendidikan demokrasi”. 
 
Sementara ada pula yang tidak setuju dan tidak menggunakan hak 
memilihnya. Alasannya yang diperoleh dari kelompok ini karena calon 
anggota dewan sebagai wakil rakyat lupa dengan yang memilihnya. Lebih 
cenderung setelah jadi calon mementingkan pribadi. Ingin tidak terlibat 
dengan masalah politik.  
Ada perilaku pemilih yang menarik, yaitu adanya pemilih yang 
meskipun dapat kartu pemilih dan datang ke Tempat Pemungutan Suara 
(TPS), dalam TPS tidak mencoblos. Perilaku ini mencerminkan adanya 
kekecewaan yang mendalam terhadap para calon dewan yang akan 
dipilihnya, seperti pernyataan berikut ini : 
 124 
“Saya memang masuk ke TPS pak, tapi di dalam TPS itu saya 
tidak mencoblos. Terus terang saya kecewa dengan para 
calon dewan yang sudah jadi lupa dengan amanatnya sebagai 
wakil rakyat, makanya saya melakukan seperti itu” 
Sikap dan Alasan Memilih Partai dan Calon 
Pemilihan terhadap partai tertentu oleh pemilih, karena mempunyai 
pandangan partai sudah dikenal, matang dan cocok, seperti pernyataan 
berikut ini : 
“Saya memilih partai tertentu karena sudah kenal, 
programnya matang dan sudah mapan, dan yang jelas sudah 
sesuai keinginan. Dan untuk calon, kebetulan sudah 
mengenal dan faktor kedekatan saja”. 
 
 Faktor lain ternyata karena ada ikatan psikologis, hubungan 
kedekatan dan kekerabatan, seperti pernyataan berikut ini :  
“Saya memilih calon karena ada ikatan psikologis, kedekatan 
dan kekerabatan dengan yang bersangkutan” 
 
Tetapi ada pula yang karena bimbang dan bingung dan tanpa 
pertimbangan matang. Sedangkan terhadap pemilihan terhadap calon, pada 
kelompok pemilih ini menyatakan memilihnya karena faktor kedekatan 
dan sudah kenal.  
Ada sebagian perilaku pemilih pada kelompok ini karena ada 
keraguan, tidak mengenal serta tidak cocok terhadap calon, akhirnya hanya 
memilih tanda gambar partai saja tanpa memilih calonnya, seperti 
pernyataan berikut ini : 
“Kulo mboten milih calon, mung milih partai mawon sebab 
mboten kenal, bingung lan mboten jelas” (saya tidak 
memilih calon tetapi hanya memilih partai karena tidak 
kenal, bingung dan tidak jelas) 
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3) Pendidikan Tinggi 
Sikap dan Alasan Dalam Menggunakan Hak Memilih 
Sikap pemilih dalam kelompok ini secara umum menyatakan 
mendukung dan setuju terhadap Pemilu Legislatif 2004. Mereka 
menggunakan hak memilihnya dengan berbagai alasan. Diantaranya, 
sebagai warga negara yang baik untuk ikut mendukung pemerintahan yang 
ada, menggunakan hak pilihnya. Tertarik dengan program yang 
disampaikan oleh partai dan calon. Merupakan kesempatan yang baik 
untuk menyalurkan aspirasi dalam pelaksanaan pemerintahan. Kepatuhan 
sebagai sebagai warga negara, seperti pernyataan berikut ini: 
“Saya setuju dan telah menggunakan hak pilih. Alasannya saya 
sebagai warga negara yang baik, tertarik dengan program 
yang disampaikan partai dan calon dan ingin menyaurkan 
aspirasi melalui Pemilu” 
 
Alasan lain, sebagai tokoh masyarakat, memberi contoh yang baik 
kepada masyarakat, khususnya dalam menggunakan hak memilihnya. 
Menggunakan hak memilih sebagai bentuk perjuangan, juga sebagai 
tanggung jawab sebagai warga negara, seperti pernyataan berikut ini : 
“Memilih itu merupakan perjuangan, itu dulu ketika Pemilu 
1999. Tetapi Pemilu 2004, selain sebagai bentuk perjuangan 
juga karena sebagai bentuk tanggung jawab warga negara. 
Alasan itulah mengapa saya menggunakan hak pilih” 
 
Selain itu ada pula pertimbangan karena ingin adanya perubahan 
yang lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat. Menitipkan aspirasi 
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suara rakyat melalui calon wakilnya agar dapat memperjuangkan nasib 
rakyat. 
Sikap dan Alasan Memilih Partai dan Calon 
Pada kelompok ini  terhadap sikap dan alasan memilih partai 
terungkap bahwa alasan diantara mereka adalah adanya ikatan emosional 
partai, ikatan keluarga, kultur masyarakat. Ingin adanya perubahan secara 
jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti yang ditawarkan partai. 
Kesesuaian program antara masyarakat pemilih dengan partai atau cocok 
dengan partai tersebut, kendekatan secara organisatoris. Selain itu karena 
juga mempertimbangkan calon-calon yang ditawarkan oleh partai, 
diantaranya pernyataannya sebagai berikut : 
“Saya memilih partai (tertentu) karena ada hubungan ikatan 
emosional, sudah kenal, ikatan keluarga dan kultur 
masyarakat sekitar saya”.  
 
Sedangkan alasan pemilih memilih calon, diperoleh beberapa 
alasan sebagai berikut, diantaranya calon dikenal dan tahu latar belakang 
dan kemampuannya, hubungan keluarga, teman dan kedekatan emosional 
pribadi. Alasan lain, memilih calon dengan hati nurani, memilih yang 
terbaik, calon mempunyai kepribadian yang kuat, seperti pernyataan 
berikut ini : 
“Terus terang saya memilih calon itu berusaha memilih 
karena tahu latar belakang, kemampuan, kepribadian yang 
kuat, dan cocok dengan hati nurani”.  
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 Adapula yang memilih wakil rakyat tanpa mempertimbangkan 
calon, tetapi pemahamannya yang terpenting mempunyai wakil, seperti 
terungkap dalam pernyataan ini : 
“Menurut saya memilih calon tanpa pertimbangan yang 
mendetail, yang penting punya wakil rakyat. Harapannya 





Tabel 4.7 Perilaku Pemilih Terhadap Pemilu Legislatif Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Sikap dan Alasan No. Pendidikan 
Menggunakan Hak Pilih Memilih Partai dan Calon 
1 2 3 4 
1. SD - SMP 
 
Menggunakan Hak Pilih : 
a. Setuju dengan Pemilu dan telah menggunakan hak 
pilihnya 
b. Sebagai warga negara mendukung partai dan calon 
c. Untuk mencari wakil/ pemimpinyang baik 
d. Menginginkan adanya perubahan ekonomi maupun politik 
e. Adanya ikatan emosional dengan partai. 
 
Tidak Menggunakan Hak Pilih : 
a. Karena tidak diberi tahu, ketidak tahuannya 
b. Tidak memahami tentang Pemilu 
c. Tidak memahami partai dan calonnya 






Memilih Partai : 
a. Menginginkan adanya perubahan lebih baik yang 
diperjuangkan partai 
b. Adanya hubungan dan ikatan dengan Partai. 
 
Memilih Calon : 
a. Ada hubungan pribadi, kenal dengan calon tersebut 
b. Mencari wakil rakyat/ pemimpin yang lebih baik tanpa 






1 2 3 4 





Menggunakan Hak Pilih : 
a. Setuju, Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan 
sadar akan hak dan kewajibannya 
b. Mempunyai tanggung jawab moral untuk kesuksesan 
Pemilu dan keberlangsungan pendidikan demokrasi 
c. Kesempatan menggunakan hak untuk digunakan 
d. Memilih wakil rakyat sesuai dengan keyakinan dan 
kemantapan pribadi. 
 
Tidak menggunakan Hak Pilih : 
a. Tidak setuju dan tidak menggunakan hak pilih, calon 
anggota dewan sebagai wakil rakyat lupa dengan yang 
memilih 
b. Lebih cenderung mementingkan pribadi 
c. Ingin tidak terlibat dalam masalah politik 
d. Adanya kekecewaan masyarakat yang mendalam terhadap 
para calon dewan yang akan dipilih. 
 
 
Memilih Partai : 
1. Mempunyai pandangan partai sudah dikenal, matang dan 
cocok 
2. Ada ikatan psikologis, hubungan kedekatan dan kekerabatan 
3. Kebimbangan dan bingung, memilih partai tanpa 
pertimbangan yang matang. 
 
Memilih Calon :  
a. Faktor kedekatan dan sudah mengenal 
b. Sebagian kecil pemilih karena ada keraguan, tidak mengenal 
serta tidak cocok terhadap calon akhirnya hanya memilih 








1 2 3 4 
3. Pendidikan Tinggi 
 
Menggunakan Hak Pilih : 
a. Setuju dan mendukung terhadap Pemilu Legislatif  2004 
b. Sebagai warga negara yang baik, mendukung 
pemerintahan yang ada 
c. Tertarik dengan program yang disampaikan oleh partai 
dan calon 
d. Kepatuhan sebagai warga negara 
e. Memberi contoh yang baik kepada masyarakat dalam 
menggunakan hak pilih 
f. Sebagai bentuk perjuangan dan tanggung jawab sebagai 
warga negara 
g. Ingin ada perubahan yang lebih baik sesuai dengan 
harapan masyarakat 
h. Menitipkan aspirasi suara rakyat melalui calon untuk 
memperjuangkan nasib rakyat. 
 




Memilih Partai : 
a. Ikatan emosional partai, ikatan keluarga dan kultur 
masyarakat 
b. Ingin adanya perubahan secara jelas dalam pemerintahan 
c. Ada kesesuaian program antara masyarakat pemilih dengan 
partai tersebut cocok. 
 
Memilih Calon : 
a. Calon dikenbal dan tahu latar belakang dan kemampuannya 
b. Hubungan keluarga, teman dan kedekatan emosional pribadi 
c. Memilih calon dengan hati nurani, memilih yang terbaik, 
mempunyai pribadi yang kuat 
d. Sebagian memilih  wakil rakyat tanpa mempertimbangkan 







        c. Narasumber (informan) berdasarkan Agama 
1) Berdasarkan Agama Kristen 
Sikap dan Alasan DalamMenggunakan Hak Memilih 
Sikap dalam menggunakan hak pilih, kelompok yang mewakili ini 
menyatakan menggunakan hak memilihnya. Sebagai alasan dalam 
menggunakan hak pilihnya, warga negara yang baik, mencari pemimpin 
yang baik, menginginkan ada perubahan yang lebih maju dalam segala 
bidang. Ingin ikut serta dan berpartisipasi dalam Pemilu dengan 
menggunakan hak memilihnya, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya ikut Pemilu dengan mencoblos karena selaku warga 
negara yang baik, mencari pemimpin yang baik dan ingin 
ada perubahan yang lebih maju”. 
 
Sikap dan Alasan dalam Memilih Partai dan Calon 
Sikap dan alasan dalam memilih partai, dengan memilih partai 
sebagai pengusung calon, mengharapkan ada perubahan. Partai sudah 
dikenal dan dapat meyakinkan pemilih. Ada unsur kedekatan dengan 
pengurus partai, partai sudah dikenal, seperti diungkapkan berikut ini : 
“Memilih partai karena sebagai pengusung calon, program 
perubahan sudah jelas seperti yang diharapkan dan mampu 
meyakinkan saya. Sedangkan saya mengapa memilih calon, 
harapan mau dan mampu menjadi wakil rakyat yang baik”. 
 
Sementara untuk memilih calon legislatif, ada beberapa alasan, 
antara lain calon mau dan mampu menjadi wakil rakyat yang baik, 
termasuk memperhatikan aspirasinya. Mencari calon pemimpin yang mau 
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memimpin tanpa mempertimbangkan unsur SARA. Selain itu ada alasan 
lain seperti karena ada ikatan emosional kedekatan calon dengan pemilih, 
ada persahabatan. Oleh karena dalam kelompok ini secara umum dalam 
menggunakan hak memilihnya, memilih atau mencoblos tanda gambar 
partai dan nama calon, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya memilih calon tanpa memandang unsur latar belakang 
SARA, tetapi semata karena kemauan dan kemampuan calon 
tersebut, juga karena adanya persahabatan yang kuat” 
 
2) Berdasarkan Agama Islam 
Sikap dan Alasan Dalam Menggunakan Hak Memilih 
Sikap kelompok ini menyatakan telah menggunakan hak 
memilihnya. Adapun alasannya, antara lain sebagai warga negara ikut 
mendukung pemerintahan yang ada dengan menggunakan hak memilih, 
sebagai wujud partisipasi dalam Pemilu, seperti  pernyataan berikut ini : 
“Saya telah menggunakan  hak pilih, dengan pertimbangan 
karena saya sebagai warga ingin ikut berpartisipasi 
mendukung program pemerintahan yang ada”. 
 
Karena mempunyai prinsip untuk memilih sesuai dengan pilihan 
dan keyakinannya, dan ada pula pemilih sebagi calon Legislatif dirinya 
sendiri dengan partai pengusungnya. 
Sikap dan Alasan Dalam Memilih Partai dan Calon 
Sikap dan Alasan memilih partai, beberapa alasan yang dapat 
diperoleh keterangannya adalah, karena ada ikatan emosional dengan 
organisasi keagamaan (NU), ikatan keluarga dengan pengurus partai. 
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Program partai sesudah mapan dan bisa diharapkan untuk menyalurkan 
aspirasinya, cocok, sesuai dan karena senang, seperti pernyataan berikut 
ini : 
“Kulo niku melu nyoblos mergo wonten ikatan partai lan 
organisasi keagamaan NU, ikatan keluarga kalian pengurus 
partai, partai mapan, cocok ugo seneng kalih partainya” 
(saya itu ikut memilih karena ikatan partai dan organisasi 
keagamaan NU, ikatan keluarga dengan pengurus partai, 
partai siap, sesuai dan senang)  
 
Sedangkan dalam memilih calon legislatif didasarkan karena calon 
tersebut akan berjuang dengan apa yang sudah direncanakan dan sesuai 
dengan yang dikehendaki masyarakat, calon akan mampu menjalankan 
program. Calon sudah dikenal, mengetahui karakteristik calon. Calon satu 
daerah dengan pemilih, ada ikatan kedaerahan satu tempat tinggal, seperti 
pernyataan berikut ini :  
“Saya memilih calon karena sudah kenal, satu daerah 







Tabel 4.8 Perilaku Pemilih Terhadap Pemilu Legislatif Berdasarkan Agama  
Sikap dan Alasan No. Agama 
Menggunakan Hak Pilih Memilih Partai dan Calon 





Menggunakan Hak Pilih : 
a. Sebagai warga negara yang baik, mencari pemimpin yang 
baik 
b. Menginginkan adanya perubahan yang lebih maju dalam 
segala bidang 
c. Ingin ikut berpartisipasi dalam Pemilu dengan 
menggunakan hak pilihnya. 
  
Tidak Menggunakan Hak Pilih : - 
 
 
Memilih Partai : 
a. Mengharapkan ada perubahan 
b. Partai sudah dikenal dan dapat meyakinkan Pemilih 
c. Ada unsur kedekatan dengan pengurus partai. 
 
Memilih Calon : 
a. Calon mau dan mampu menjadi wakil rakyat yang baik 
b. Memperhatikan aspirasi masyarakat/ pemilih 
c. Mencari calon pemimpin yang mau memimpin tanpa 
mempertimbangkan unsur SARA 
d. Ada ikatan emosional kedekatan calon dengan pemilih 








1 2 3 4 
2. Islam 
 
Menggunakan Hak Pilih : 
a. Sebagai warga negara ikut mendukung pemerintahan yang 
ada 
b. Sebagai wujud partisipasi dalam Pemilu 
c. Ingin memilih sesuai pilihan,  prinsip dan keyakinannya 
d. Karena mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. 
 
Tidak Menggunakan Hak Pilih :  
a. Lebih mengutamakan kepentingan mencari nafkah 
b. Sudah kurang percaya lagi dengan partai dan calon, serta 
tidak ingin terlibat politik. 
 
Memilih Partai : 
a. Ada ikatan emosional dengan organisasi keagamaan 
tertentu, ikatan keluarga dengan pengurus partai 
b. Programnya sudah mapan dan bisa diharapkan untuk 
menyalurkan aspirasinya, cocok, sesuai dan senang. 
  
Memilih Calon : 
a. Memperjuangkan dengan apa yang sudah direncanakan dan 
sesuai dengan yang dikehendaki maasyarakat 
b. Calon akan mampu menjalankan program 
c. Sudah dikenal, sudah  ketahui karakteristiknya 
d. Satu daerah pemilihan dengan pemilih dan ada ikatan 







d. Narasumber (informan) berdasarkan Jenis Kelamin 
1) Berdasarkan Jenis Kelamin Perempuan 
Sikap dan Alasan Dalam Menggunakan Hak Memilih 
Sikap pada kelompok ini secara keseluruhan menyatakan 
menggunakan hak memilihnya. Alasan mereka menggunakan hak memilih 
diantaranya, untuk menyampaikan aspirasi, menggunakan hak memilih, 
sebagai warga negara Indonesia yang sadar. Selain itu karena yang salah 
satu diantara mereka ada yang sebagai salah satu calon legislatif. Ingin 
memilih wakil dari unsur perempuan, diantaranya seperti pernyataan 
berikut ini : 
“Kulo dados warga negara ingkang sadar kalian hak pilih, 
nderek nyoblos kepingin milih partai sing wonten calon 
wakile perempuan, kajenge saged nggatekaken perempuan” 
(saya jadi warga negara yang sadar hak pilihnya, ikut 
memilih ingin partai yang ada calon perempuan agar bisa 
memperhatikan perempuan. 
 
Alasan lain dari unsur perempuan ini karena menginginkan ada 
perubahan yang sesuai harapan masyarakat khususnya kaum perempuan. 
 
Sikap dan Alasan Memilih Partai dan Calon 
Sikap dan alasan memilih partai pada kelompok ini, ditunjukkan 
oleh mereka yang menyatakan adanya pandangan terhadap partai yang 
mempunyai nilai lebih (baik), sudah dikenal dan organisasi partai yang 
sehat, karena senang dan cocok. Adanya hubungan ikatan emosional 
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dengan partai dan persahabatan dengan pengurus partai yang sudah terjalin 
baik, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya memilih partai atau calon karena dipandang mempunyai 
nilai baik dan sudah dikenal, organisasi partai sehat, senang, 
sesuai dan ada ikatan emosional  dengan partai” 
 
Ada sebagaian alasan lain memilih calon, mereka beralasan calon 
dipilih karena sesuai dengan nurani dan cocok meski tanpa memandang 
unsur perempuan, yang penting mampu dan telah dikenal, perilaku sudah 
diketahui, seperti ungkapan berikut ini :  
“Nek kulo milih calon mboten mergo sami wedhoke nanging 
mergo kemampuan calon, sampun dikenal tindak 
tandukipun kalih masyarakat, purun berjuang kangge 
rakyat” (Kalau saya milih calon bukan karena perempuan 
tetapi karena kemampuan calon, sudah dikenal perilakunya 
oleh masyarakat, mau berjuang untuk rakyat. 
 
2) Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-Laki 
Sikap dan Alasan Dalam Menggunakan Hak Memilih 
Sikap kelompok ini sebagian besar menggunakan hak memilihnya. 
Alasan yang dikemukakan secara umum dijelaskan karena sebagai 
masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan haknya. 
Sebagai warga masyarakat untuk memberi contoh yang baik bagi warga 
sekitarnya, diantaranya seperti pernyataan berikut ini : 
“Kulo niku milih mergo dados masyarakat ingkang gadhah 
hak memilih, kepingin maringi contoh wonten lingkungan 
masyarakat mriki”(saya menggunakan hak pilih karena 
sebagai masyarakat yang punya hak pilih, ingin memberi 
contoh yang baik ke masyarakat sekitarnya) 
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 Sebagai kesempatan untuk melakukan perubahan melalui Pemilu 
dengan memilih langsung wakil-wakilnya. Ingin mensukseskan Pemilu, 
dengan partisipasi menggunakan hak memilih.  
Sedangkan ada sebagian kecil dengan sikap tidak menggunakan 
hak memilihnya. Adapun alasan yang diungkapkan karena Pemilu tidak 
memberikan perubahan langsung pada rakyat yang memilihnya. Calon 
melupakan pemilihnya ketika mereka terpilih menjadi anggota DPRD. 
Pandangan ekstrim, diungkapkan bahwa calon cenderung mengutamakan 
kepentingan kelompoknya atau dirinya sendiri bahkan untuk memperkaya 
diri, diantaranya seperti diungkapkan pernyataan berikut ini : 
“Kulo mboten milih, calone niku nek kepilih luwih mentingke 
kelompoke lan dheweke, golek sugihe awake dhewe” (saya 
tidak milih, calonnya lebih mementingkan kelompok dan 
dirinya sendiri, mencari kekayaan dirinya sendiri. 
 
Sebagian alasan lain, tidak memperdulikan atau tidak senang 
terhadap politik, ingin netral tanpa ada kepentingan ke salah satu partai 
tertentu. 
Sikap dan Alasan Memilih Partai dan Calon 
Sikap dalam memilih partai dalam kelompok ini berbagai alasan 
diungkapkan, diantaranya memilih partai karena calon yang ditawarkan. 
Semata-mata karena calonnya tetapi bukan karena partainya. Ada alasan 
lain yang justru melihat program partai yang ditawarkan ke masyarakat 
untuk memajukan bangsa. Karena ikatan emosional keagamaan, pribadi 
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dan mengenal pengurus partai, program sesuai dengan yang diharapkan, 
seperti yang terungkap berikut ini : 
“Saya memilih partai itu dengan pertimbangan ada ikatan 
emosional keagamaan, dengan pribadi dengan pengurus 
partai dan programnya sudah jelas dan lebih mapan seperti 
yang diharapkan”. 
 
Sedangkan terhadap alasan untuk memilih calon, diantaranya  
calon karena sudah dikenal, umumnya untuk calon anggota DPRD 
Kabupaten/ Kota, seperti disampaikan pernyataan berikut ini: 
“Kulo niku milih calon amargo kenal calon sing keleresan 
calon DPRD Kabupaten Nganjuk. Calon kangge DPR, 
DPD lan DPRD Provinsi calon sing dipililh niku segeleme 
kulo, sing penting dicoblos, sebeb mboten kenal” (saya itu 
memilih calon sebeb mengenal yang kebetulan calon 
anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. Calon DPR, DPD dan 
DPRD Provinsi yang dipilih semau saya, yang penting 
dicoblos. 
  
Calon mempunyai kemampuan dan komitmen serta telah dipercaya 
oleh pengurus partainya. Adapula memilih calon asal mencoblos nama 
calon agar sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum karena 
calon dalam kampanye telah menyampaikan program yang baik dan 
dipandang mampu menjalankannya. Alasan lain yang menarik karena 
adanya pengaruh dari teman dekat dan pengaruh keluarga tanpa 
pertimbangan pribadi yang matang dan mantap, yang penting mencoblos 




Tabel 4.9 Perilaku Pemilih Terhadap Pemilu Legislatif Berdasarkan Jenis Kelamin 
Sikap dan Alasan No. Jenis Kelamin 
Menggunakan Hak Pilih Memilih Partai dan Calon 
1 2 3 4 
1. Perempuan 
 
Menggunakan Hak Pilih : 
a. Sebagai warga negara Indonesia yang sadar akan hak 
pilihnya 
b. Ingin menyampaikan aspirasi politiknya 
c. Sebagai salah satu calon legislatif 
d. Ingin mewakili unsur perempuan 
e. Menginginkan  ada perubahan yang sesuai harapan 
masyarakat, khususnya kaum perempuan 
 
Tidak Menggunakan Hak Pilih : - 
 
Memilih Partai : 
a. Adanya pandangan terhadap partai yang lebih baik 
(mempunyai nilai lebih) 
b. Sudah dikenal dan organisasi yang sehat, senang dan cocok 
c. Adanya hubungan ikatan emosional dengan partai, 
pershabatan yang sudah terjalin baik. 
 
Memilih Calon : 
a. Calon dipilih sesuai dengan hati nurani, cocok meski tanpa 
memandang unsur perempuannya 







1 2 3 4 
2. Laki-Laki 
 
Menggunakan Hak Pilih : 
a. Masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk 
menggunakan hak pilihnya 
b. Memberi contoh yang baik terhadap warga sekitarnya 
c. Kesempatan untuk melakukan perubahan melalui Pemilu 
dengan memilih langsung wakil-wakilnya 
d. Ingin mensukseskan Pemilu, dengan partisipasi 
menggunakan hak pilih. 
 
Tidak Menggunakan Hak Pilih :  
a. Pemilu tidak memberikan perubahan langsung pada rakyat 
yang memilihnya 
b. Calon melupakan pemilihnya ketika mereka terpilih 
menjadi anggota DPRD 
c. Calon cenderung mengutamakan kepentingan kelompok 
atau dirinya sendiri bahkan untuk memperkaya diri 
d. Tidak memperdulikan atau tidak senang terhadap politik 




Memilih Partai : 
a. Melihat program partai yang ditawarkan maasyarakat untuk 
memajukan bangsa 
b. Mempertimbangkan dengan calon yang ditawarkan 
c. Semata-mata karena calon, bukan partainya 
d. Ikatan emosional keagamaan, pribadi ,dan mengenal  
pengurus partai 
e. Program sesuai dengan harapan. 
 
Memilih Calon : 
a. Calon sudah dikenal, khususnya untuk anggota DPRD 
Kabupaten / Kota 
b. Mempunyai komitmen dan kemampuan serta telah telah 
dipercaya pengurus partai 
c. Memilih calon tanpa pertimbangan lain, asal mencoblos 
salah satu nama, yang penting sah sesuai dengan peraturan 
yang berlaku 
d. Tertarik dengan program yang ditawarkan melalui 
kampanye dan dipandang mampu menjalankan program 
tersebut 
e. Pengaruh teman dekat dan keluarga, tanpa 
mempertimbangkan pribadi yang mantap 




e. Narasumber (informan) berdasarkan Usia  
1) Usia Sampai 30 Tahun (Muda)  
Sikap dan Alasan Dalam Menggunakan Hak Memilih 
Sikap yang ditunjukkan dan disampaikan tentang Pemilu pada 
kelompok ini, sebagian besar menyatakan telah menggunakan hak 
memilihnya dan sebagian keci tidak menggunakan hak memilihnya. Bagi 
yang menggunakan hak memilihnya memiliki alasan diantaranya, sebagai 
bentuk kepatuhan seorang warga negara,  karena tahu dan kenal calon 
termasuk dengan partainya dan diharapkan akan dapat mempengaruhi 
kehidupan lebih baik. Ingin menyalurkan aspirasi yang sesuai dengan 
pilihannya, seperti diungkapkan berikut ini : 
“Saya kan sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai 
hak pilih, maka saya gunakan hak pilihnya. Saya ingin 
berpartisipasi, kebetulan saya tahu partai dan calon yang 
saya inginkan.  Harapan saya ketika itu bisa mempengaruhi 
kehidupan yang lebih baik”. 
 
Pemilu dengan sistem baru ingin menggunakan hak memilihnya 
dengan baik dan benar. Mendukung pada kerabat dan teman yang 
mencalonkan diri, dengan harapan mampu meneruskan aspirasi 
masyarakat dan sebagai wakil rakyat yang tahu pendukungnya. 
Sedangkan sebagaian warga tidak menggunakan hak memilihnya, 
mereka mempunyai beberapa alasan. Salah satu sebab karena pelayanan 
dalam penyelenggaraan ada kurang teliti. Tidak terdaftar sebagai pemilih, 
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padahal mempunyai hak memilih. Karena tidak terdaftar, tidak bisa 
menggunakan hak memilih, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya tidak menggunakan hak pilih karena kurang teliti dan 
cermatnya panitia/ petugas, seperti tidak terdaftar sebagai 
pemilih, termasuk tidak menerima kartu pemilih. Akan 
menggunakan hak yang bagaimana, terdaftar saja tidak” 
 
Adapula lebih mementingkan untuk mencari nafkah, karena secara 
ekonomis tidak menguntungkan. Wakil rakyat yang terpilih secara 
mayoritas lupa akan pemilih yang mendukungnya, oleh karena itu tidak 
harus memaksakan diri untuk memilih, apa lagi tidak mendapatkan uang 
pengganti upah kerja, seperti diungkapkan seperti berikut ini : 
“Saya lebih mementingkan pekerjaan, karena secara umum 
calon yang terpilih lupa dengan pendukungnya. Mencoblos 
tidak mendapatkan apa-apa, seperti itu-itu saja, kenapa 
harus ngoyo” 
  
Sikap dan Alasan Memilih Partai dan Calon 
Sikap dan alasan memilih partai pada kelompok ini, khususnya 
yang menggunakan hak memilih, ada beberapa alasan. Partai politik 
dikenal, termasuk dengan pengurus dan calonnya. Ini terjadi terhadap 
kepengurusan terutama di tingkat kabupaten (Nganjuk). Senang dan cocok 
terhadap partai yang dipilihnya, partai mapan dalam program. Figur calon 
juga dikenal dengan baik dan tidak meragukan, seperti pernyataan berikut 
ini : 
“Kalau saya prinsip setuju, saya memilih karena partai politik 
mapan, sudah dikenal, termasuk pengurus dan calon, 
terutama di tingkat kabupaten Nganjuk” 
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Faktor lain karena kedekatan organisasi yang berdekatan dengan 
partai politik, profil calon. Ada sebagaian memilih partai justru karena 
tertarik dengan calon yang ada, sedangkan partainya mengikutinya, seperti  
pernyataan berikut ini:  
“Saya memilih partai tertentu karen melihat calon yang 
diajukan partai itu mas, bagaimana calonnya baik dan 
mumpuni atau tidak”. 
 
Tetapi secara umum pada kelompok ini, karena sebagian pemilih 
pemula, terbawa emosional pada partai yang lebih dinamis, tanpa 
mempertimbangkan secara rasonal terhadap calon yang diusung. 
2) Umur 31 - 50 Tahun (Dewasa) 
Sikap dan Alasan Dalam Menggunakan Hak Memilih 
Sikap kelompok ini dalam menyikapi Pemilu Legislatif sebagian 
besar telah menggunakan hak memilihnya, ada sebagian kecil tidak. 
Alasan yang  muncul mereka menyatakan untuk ikut berpartisipasi dalam 
Pemilu, karena menggunakan haknya untuk memilih. Ada karena sebagai 
pengurus partai sehingga ada ikatan emosional dengan partai dan calon, 
seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya telah menggunakan hak pilihnya dan setuju. Alasan saya 
ingin ikut berpartisipasi, dan kebetulan saya sebagai pengurus 
partai. Otomatis ada ikatan emosional dengan partai dan 
calon saya” 
 
 Alasan lain, karena faktor lingkungan, sebagai beban moral untuk 
ikut mensukseskan Pemilu itu sendiri. Sebagai hak politik yang harus 
dimanfaatkan demi keberlangsungan demokrasi. Ingin adanya perubahan 
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dan pembaruan terhadap wakil rakyat, agar wakil rakyat lebih aspiratif 
terhadap rakyatnya, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya mendukung Pemilu 2004 dengan wujud menggunakan 
hak pilih. Saya mempunyai pertimbangan, Pemilu penting 
karena kesempatan  untuk menuju perubahan dan 
pembaruan ke arah lebih baik, wakil rakyat lebih aspiratif 
terhadap rakyat.” 
 
Sementara terhadap sebagian kecil kelompok ini yang tidak 
menggunakan hak memilihnya, diperoleh keterangan karena adanya 
kekecewaan dan ketidak percayaan pada wakil rakyat yang sudah ada. 
Sedangkan sebagian lagi karena faktor tidak tahu dan tidak mengerti 
tentang Pemliu, tekanan ekonomi, cenderung lebih pada pekerjaan rutinitas 
yang dapat menghasilkan uang daripada untuk ikut memilih, seperti 
pernyataan berikut ini : 
“Kulo mboten paham Pemilu, mulane kados biasane tetep 
nyambut damel pados arto kangge kebutuhan keluarga” 
(saya tidak memahami Pemilu, makanya seperti biasanya 
tetap bekerja mencari uang untuk kebutuhan keluarga.  
 
Sikap dan Alasan Memilih Partai dan Calon 
 
Sikap dan alasan memilih terhadap partai dalam kelompok ini 
diperoleh keterangan diantaranya, karena partai sebagai pengusung calon. 
Karena dalam tata aturan, tanpa mencoblos partai tapi hanya mencoblos 
nama calon suara tidak sah. Sedangkan kenapa memilih partai tertentu 
karena partai tersebut dipandang mampu dan mapan, serta ada hubungan 
kedekatan, seperti pernyaan berikut ini : 
“Saya memilih partai sesuai dengan keinginan, karena 
menurut saya partai mempunyai program jelas, mampu dan 
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mapan. Selain itu karena ada hubungan kedekatan dengan 
pengurusnya, dan cocok”.   
 
Tetapi juga adanya alasan, karena pengaruh lingkungan keluarga 
dan persahabatan, serta karena tertarik dan simpatik pada partai tersebut. 
Faktor pribadi dari para pemilih dalam kelompok ini cenderung lebih 
dominan karena pertimbangan rasional. 
Sedangkan alasan dan latar belakang memilih calon lebih mengarah 
karena bersifat individu calon, seperti karena sudah mengenal. Ada juga 
karena dalam bilik suara mengalami kebingungan sehingga memilih calon 
hanya tertuju pada nomor urut yang teratas, seperti pernyataan berikut ini : 
“Kulo wekdal niku milih calon bingung mas, mulane saking 
kathahe calon, mboten kenal, kulo milih calon nomor sing 
nduwur dhewe, golek gampange” (saya ketika itu memilih 
calon bingung mas, makanya karena banyaknya calon, tidak 
kenal, saya memilih calon nomor paling atas sendiri, cari 
mudahnya. 
 
Faktor lain, pemilih cenderung kepada karena ikatan hubungan 
kekerabatan, persamaan asal usul tempat tinggal, pekerjaan dan ikatan 
emosional seperti adanya persamaan organisasi tertentu. Ini cenderung 
lebih banyak terjadi karena lingkungan di sini lebih berpengaruh.  
3) Umur 51 ke atas  (Tua) 
Sikap dan Alasan Dalam Menggunakan Hak Memilih 
Sikap dan perilaku pemilih dalam Pemilu Legislatif 2004 pada 
kelompok ini setuju dan telah menggunakan hak memilihnya. Alasan yang 
disampaikan diantaranya, sebagai warga negara untuk menggunakan hak 
memilihnya agar memiliki wakil rakyat seperti yang dikehendaki. Ikut 
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serta mensukseskan pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih wakil 
rakyat, diantaranya seperti pernyataan berikut ini : 
“Aku setuju lan ndukung Pemilu kanggo milih wakil rakyat. 
Rakyat kudu nduwe wakil neng DPRD, nek iso yo nduwe 
wakil sing apik” (saya setuju dan mendukung Pemilu untuk 
memilih wakil rakyat. Rakyat harus memilliki wakil di 
DPRD, kalau bisa memiliki wakil yang bagus). 
 
Alasan lain, adanya program yang ditawarkan partai dan calon 
menarik, terdaftar sebagai pemilih dan sadar untuk menggunakan hak 
pilih. Pengaruh lingkungan sekitar tempat tinggal juga menjadi salah satu 
alasan dalam berpartisipasi ini, seperti pernyataan berikut ini :  
“Kulo manfaatake hak pilih mergo nggih terdaftar dados 
pemilih, lan sadar kangge nggunakaken hak pilihipun. Kulo 
nggih sungkan kalian lingkungan  nek mboten nyoblos” (saya 
mememanfaatkan hak pilih karena terdaftar sebagai pemilih 
dan sadar untuk menggunakahj hak pilihnya. Saya juga 
merasa tidak enak dengan lingkungan kalau tidak mencoblos) 
Sikap dan Alasan Memilih Partai dan Calon 
Sikap dan perilaku dalam memilih partai pada kelompok ini, secara 
umum karena mengenal partai, sepaham, seagama dan sealiran dengan 
partai, diantaranya seperti pernyataan berikut ini : 
“Kulo niku milih partai sing sepaham lan saged 
ngembangaken syariat Islam, sebab asal usul kulo tiang 
Islam” (saya itu memilih partai yang sepaham dan bisa 
mengembangkan syariat Islam, karena latar belakang saya 
orang Islam). 
 
Ada pula beralasan memilih partai karena bingung dan memilih 
secara spontanitas untuk mengikuti aturan yang ada. Selain itu karena ada 
kesesuaian program dengan partai yang ada. Ingin ada perubahan dengan 
 148 
mempercayakan pada partai yang lebih baik programnya dan lebih dapat 
dipercaya, seperti pernyataan berikut ini : 
“Kulo milih bingung, dados mung spontan nderek tatanan 
ingkang berlaku. Sanese, kulo kepingin perubahan iangkang 
luwih apik lan percaya kalih partai sing apik programipun” 
 
Sedangkan alasan terhadap memilih calon, karena berbagai alasan, 
antara lain keterpaksaan adanya calon terbatas, seperti pernyataan berikut 
ini : 
“Saya memilih calon tertentu (dia), karena kenal, satu 
keyakinan, mengenal betul calon tersebut, dan 
menginginkan dia akan terpilih”. 
 
Ada juga pertimbangan memilih calon karena sudah kenal dan tahu 
program yang ditawarkan, calon dipandang mampu dan cakap, seperti 
pernyataan berikut ini :  
“Saya memilih calon tertentu (dia), karena kenal, satu 
keyakinan, mengenal betul calon tersebut, dan 
menginginkan dia akan terpilih”. 
 
Pertimbangan dan alasan lain memilih calon, karena berdasarkan 
nomor urut calon paling atas, praktis dan mudah dicoblos tanpa berpikir 




Tabel 4.10 Perilaku Pemilih Terhadap Pemilu Legislatif Berdasarkan Usia 
Sikap dan Alasan No. Usia 
Menggunakan Hak Pilih Memilih Partai dan Calon 
1 2 3 4 
1. Sampai 30 Tahun 
 
Menggunakan Hak Pilih : 
a. Setuju dan sebagian besar menyatakan telah  
menggunakan hak pilihnya 
b. Sebagai bentuk kepatuhan sebagai warga negara 
c. Karena tahu dan kenal calon,  termasuk dengan partainya 
d. Diharapkan akan dapat mempengaruhi kehidupan lebih 
baik 
e. Ingin menyalurkan aspirasi yang sesuai dengan pilihannya 
f. Pemilu dengan sistem baru 
g. Mendukung kerabat dan teman yang mencalonkan diri. 
 
Tidak Menggunakan Hak Pilih : 
a. Penyelenggaraan dan pelayanannya kurang teliti, tidak 
terdaftar sebagai pemilih 
b. Lebih mementingkan untuk mencari nafkah, karena secara 
ekonomis tidak menguntungkan 
c. Wakil rakyat terpilih secara mayoritas lupa pemilih yang 
telah mendukungnya 
d. Tidak mendapatkan uang pengganti upah kerja  





Memilih Partai : 
a. Partai politik dikenal, termasuk pengurus dan calonnya 
b. Senang dan cocok terhadap program partai yang dipilihnya 
c. Figur yann dicalonkan dikenal baik dan tidak meragukan 
d. Kedekatan organisasi kemasyarakatan dengan partai 
e. Tertarik dengan calon yang ada, partai dikesampingkan. 
 
Memilih Calon : 
a. Sudah dikenal, tertarik dengan program calon 
b. Ada perilaku menarik pada kelompok ini, karena banyak 
pemilih pemula terbawa emosional pada partai yang lebih 
dinamis tanpa mempertimbangkan secara rasional terhadap 




1 2 3 4 
2. 31 - 50 Tahun 
 
Menggunakan Hak Pilih : 
a. Sebagain besar  telah menggunakan hak pilih 
b. Menggunakan hak pilih untuk memilih 
c. Sebagai pengurus partai sehingga ada ikatan emosional 
dengan partai dan calon 
d. Faktor lingkungan, beban moral untuk ikut mensukseskan 
Pemilu 
e. Sebagai hak politik yang harus dimanfaatkan demi 
keberlangsungan demokrasi 
f. Ingin adanya pembaharuan terhadap wakil rakyat, agar 
lebih aspiratif  terhadap rakyat yang diwakilinya. 
 
Tidak Menggunakan Hak Pilih :  
a. Kekecewaan dan ketidak percayaan pada wakil rakyat 
yang sudah ada 
b. Faktor ekonomi, lebih mementingkan pekerjaan rutinitas 
yang dapat menghasilkan daripada untuk memilih. 
 
 
Memilih Partai : 
a. Partai sebagai pengusung calon dan peraturan yang berlaku 
b. Memilih partai tertentu karena dipandang mampu dan ada 
unsur kedekatan / hubungan 
c. Lingkungan keluarga dan persahabatan, simpatirk pada 
partai tersebut 
d. Faktor pribadi dalam kelompok ini lebih cenderung 
dominan karena pertimbangan rasional. 
 
 
Memilih Calon : 
a. Lebih mengarah bersifat individu, sudah mengenal 
b. Kebingungan, sehingga memilih yang mudah terjangkau 
nomor urut paling atas 
c. Ikatan hubungan kekerabatan, persamaan asal usul tempat 
tinggal, pekerjaan  







1 2 3 4 
3. 51 Tahun ke atas 
 
Menggunakan Hak Pilih : 
a. Setuju terhadap Pemilu 2004 dan telah menggunakan hak 
pilih 
b. Sebagai warga negara, sadar untuk ikut serta 
mensukseskan pesta demokrasi 
c. Program yang ditawarkan partai dan calon menarik 
d. Terdaftar sebagai pemilih  
e. Faktor lingkungan sekitar tempat tinggal. 
 
Tidak menggunakan Hak Pilih : - 
 
Memilih Partai : 
a. Mengenal partai, sepaham, seagama dan sealiran 
b. Kesesuaian program dengan partai 
c. Karena bingung, spontanitas tanpa pertimbangan matang 
d. Ingin ada perubahan dengan mempercayakan pada partai 
yang lebih baik programnya dan dapat dipercaya. 
 
Memilih Calon : 
a. Terpaksa, calon terbatas 
b. Sebaliknya, ada pula alasan calon sudah dikenal dan tahu 
program yang ditawarkan 
c. Calon dipandang mampu dan cakap 






3. Partisipasi Politik Pemilih Dalam Pemilu Legislatif 2004 
a. Narasumber (informan) berdasarkan Jenis Pekerjaan 
1) Petani, Buruh 
Keterlibatan dalam Penyelenggaraan, kelompok ini secara umum 
tidak terlibat dalam penyelenggaraan, cenderung memilih bebas, netral dan 
cenderung pasif. Mereka lebih memilih untuk bekerja mencari nafkah / 
usaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sementara ada pula tidak 
terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu karena sebagai simpatisan atau 
anggota partai politik tertentu, seperti pernyataan berikut ini : 
“Kulo mboten nderek dados panitia Pemilu mas, mergo 
kepingin bebas, netral. Lewih sae nyambut damel mawon 
kangge nyukupi kebutuhan saben dintene” (saya tidak ikut 
panitia Pemilu mas, sebab ingin  bebas dan netral. Lebih baik 
bekerja untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya) 
Pernyataan lain : 
“Saya tidak ikut jadi panitia karena sebagai simpatisan 
partai politik” 
 
Keterlibatan dan partisipasi dalam kampanye dilatar belakangi oleh 
beberapa faktor. Antara lain, partisipasi diwujudkan diantaranya dengan 
mendatangi kampanye karena ingin tahu program yang ditawarkan. 
Mengikuti kampanye juga karena adanya ikatan emosional dengan partai 
politik, organisasi keagamaan yang bersentuhan dengan partai tertentu. 
Namun di pihak lain partisipasi kampanye ini tidak akan dilakukan bila 
tidak difasilitasi oleh tim kampanye tersebut (dijemput ke tempat 
kampanye), seperti pernyataan berikut ini : 
“Kulo nderek dugi teng kampanye mergo kepingin ningali 
programe partai, kepingin weruh kampanye. Kulo nggih 
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seneng kalian partai sing kampanye, nanging kulo purun 
dugi kampanye nek dibantu partai” (saya ikut kampanye 
karena ingin melihat program partai, ingin tahu kampanye. 
Saya senang dengan partai yang kampanye, tapi saya mau 
datang kampanye kalau difasilitasi partai) 
 
Dalam partisipasi menggunakan hak pilih, secara umum telah 
menggunakan hak memilihnya dengan mendatangi TPS untuk melakukan 
coblosan.  Berbagai alasan untuk menggunakan hak memilihnya, seperti 
karena sebagai warga negara yang baik, menggunakan hak pilih untuk 
mendukung keberlangsungan pemerintahan yang ada, kenal program partai 
dan calon atau sebatas karena pengaruh lingkungan, seperti pernyataan 
berikut ini : 
“Saya menggunakan hak pilih karena sebagai warga negara 
yang baik, mengenal program partai dan calonnya serta 
karena faktor lingkungan”  
 
Partisipasi politik yang lain, pada kelompok ini secara umum 
tertarik ketika proses penghitungan suara. Umumnya mereka mendatangi 
TPS ingin mengetahui perolehan suara dan kemenangan suatu partai atau 
calon yang dipilihnya, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya mengikuti penghitungan mas, karena ingin mengaetahui 
perolehan partai dan calon yang saya dukung” 
2) Pedagang/ Swasta 
Partisipasi masyarakat kelompok ini terhadap penyelenggaraan 
Pemilu 2004 ada yang terlibat dan ada pula yang tidak terlibat. Keterlibatan 
ini dilandasi karena ingin membantu agar Pemilu berjalan lancar, sukses dan 
ingin menyumbangkan gagasan, ide dan pikirannya terhadap pelaksanaan 
Pemilu, seperti pernyataan berikut ini : 
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“Kulo nderek panitia sebab kepingin Pemilu mlampah sae, 
lancar kanti sukses lan kepingin nyumbangkan pikiran, 
gagasan wonten pelaksanaan Pemilu” (saya ikut panitia 
karena ingin Pemilu berjalan lancar, sukses dan ingin 
menyumbangkan pikiran, gagasan dalam pelaksanaan 
Pemilu) 
 
Sementara bagi yang tidak terlibat karena lebih cenderung pada 
kesibukan kerja atau mencari nafkah, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya tidak terlibat dalam kepanitiaan Pemilu mas, karena 
lebih memilih untuk bekerja mencari nafkah” 
 
Selain itu karena ada pula sebagai simpatisan, anggota atau 
pengurus partai politik tertentu. Sisi lain bagi yang berafiliasi ke dalam 
partai politik tertentu berpartisipasi terhadap penyelenggaraan Pemilu untuk 
partainya, seperti sebagai tim atau penyelenggara kampanye maupun 
sebagai saksi. 
Partisipasi dalam kampanye pada kelompok ini terjadi hanya pada 
sebagian masyarakat yang memang bergabung dalam partai politik, 
sekaligus sebagai tim kampanye, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya memilih bergabung dalam kampanye karena sebagai 
kader partai dan menjadi tim sukses partai” 
 
Sedangkan bagi sebagian lainnya tidak terlibat, cenderung pasif 
dan bersikap netral, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya tidak bergabung dalam kampanye karena ingin netral 
dan bebas” 
 
Dalam menggunakan hak pilihnya, sebagian besar telah 
menggunakan haknya dan sebagian kecil tidak. Alasan bagi yang 
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menggunakan hak pilihnya diantaranya karena sebagai warga negara yang 
baik, ingin ikut berpartisipasi dalam pemilu, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya menggunakan hak pilih dan mencoblos karena ingin 
berpartisipasi dalam Pemilu” 
 
Sedangkan bagi yang tidak menggunakan haknya karena lebih 
mementingkan kebutuhan pribadi untuk mencari nafkah, karena ketidak 
tahuannya dan memang karena juga tidak terdaftar sebagai pemilih, seperti 
pernyataan berikut ini : 
“Saya tidak menggunakan hak pilih karena lebih 
mementingkan kebutuhan pribadi untuk mencari nafkah dan 
kebetulan kok tidak terdaftar sebagai pemilih” 
 
Sedangkan partisipasi dalam mengikuti penghitungan suara setelah 
“pencoblosan”  pada kelompok ini beragam alasan. Bagi yang mendatangi 
atau mengikutinya memberi alasan karena ingin mengetahui hasil. 
Sebaliknya bagi yang tidak menggunakan hak pilihnya tetap acuh lebih 
mengarah untuk kegiatan yang bersangkutan, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya mengikuti penghitungan suara karena ingin mengetahui 
hasil Pemilu dari Partai yang saya dukung” 
Pernyataan lain : 
“Kalau saya gak mengikuti mas, memilih saja tidak, lebih baik  
memikirkan kepentingan pribadi saya” 
 
3) Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru, Akademisi.  
Partisipasi kelompok ini dalam penyelenggaraan Pemilu secara 
umum cukup banyak. Bentuk partisipasinya diantaranya sebagai anggota 
KPPS, anggota PPK, sekretariat PPK. Alasan yang disampaikan terkait 
dengan keterlibatannya karena untuk membantu kelancaran Pemilu karena 
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tenaga yang terbatas muncul inisiatif untuk membantu. Kesadaran sebagai 
warga negara merasa terpanggil, permintaan  dari Kepala Desa/ Lurah, ketua 
RW dan RT. Alasan lain karena waktu luang dan untuk membantu 
kesuksesan dalam pesta demokrasi rakyat, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya terlibat sebagai PPS mas, alasan saya karena saya di 
minta kepala desa untuk membantu kelancaran Pemilu di 
desa. Kebetulan saya sendiri ada waktu dan keinginan 
membantu, saya ya mau” 
 
Sementara sebagian lagi tidak terlibat dalam penyelenggaraan 
karena adanya kesibukan dengan pekerjaan sehari-hari, lebih mementingkan 
keluarga. Lebih bersifat pasif dan hanya mengikuti prosesnya saja tanpa 
keterlibatan di dalamnya, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya sibuk, gak bisa menjadi panitia karena banyaknya 
pekerjaan saya di tempat kerja. Terus terang lebih 
mementingkan pekerjaan dan keluarga saya” 
 
Partisipasi dalam kampanye pada kelompok ini secara umum tidak 
terlibat. Dari hasil informasi dan wawancara diperoleh keterangan karena 
sebagai PNS, guru atau pun dosen lebih mencari sikap aman tidak terlibat 
dalam kampanye. Daripada terlibat dalam kampanye lebih baik terlibat 
dalam penyelenggaraan karena posisi netral. Alasan yang disampaikan 
hampir semuanya memberi keterangan hampir sama. Alasan lainnya karena 
lebih mengutamakan tugas dan pekerjaan pokoknya, seperti pernyataan 
berikut ini : 
“Kulo mboten tumut kampanye, milih netral mergo sebagai 
pegawai negeri mas” (saya tidak ikut kampanye, memilih 
netral sebab sebagai pegawai negeri mas) 
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Partisipasi dalam menggunakan hak pilih, kelompok ini secara 
menyeluruh telah menggunakan hak pilihnya. Adapun alasannya bermacam-
macam seperti sebagai warga negara yang baik, ketertarikan dengan 
program yang ditawarkan oleh partai maupun calon. Selain itu karena ingin 
menyalurkan aspirasi melalui Pemilu dan menggunakan hak pilihnya, 
seperti pernyataan berikut ini : 
“Kulo menggunakan hak pilih karena sebagai warga negara 
yang baik ingin menyalurkan aspirasi politik melalui Pemilu, 
tertarik dengan program partai dan calon” 
 
Partisipasi kehadiran dalam penghitungan suara di tingkat TPS, 
ternyata tidak semuanya ikut terlibat maupun hadir. Informan cenderung 
lebih bersifat pasif seperti hanya menunggu informasi melalui teman atau 
tetangga atau melalui media baik cetak maupun elektronik, seperti 
pernyataan berikut ini : 
“Saya tidak mengikuti penghitungan suara, begitu selesai 
nyoblos ya pulang, kan banyak kegiatan yang saya kerjakan. 
Kalau ingin tahu mencari informasi melalui teman atau radio 
saja” 
Sementara yang terlibat dalam kepanitiaan secara otomatis 
mengikuti proses penghitungan ini sampai selesai karena sebagai pelaksana, 
seperti pernyataan berikut ini : 
“Kulo dados panitia PPS nggih nderek mantau proses 
penghitungan suara, mergo kanbagian panitia sampun bagian 
tugase” 
 
Dilain pihak meski tidak sebagai panitia sebagian ingin 
menyaksikan proses ini karena ingin mengetahui perolehan hasil akhir 
proses pemungutan suara di TPS. 
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4) Anggota DPRD/ Politisi 
Partisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu pada kelompok ini tidak 
ditemukan atau tidak ada. Tidak adanya partisipasi tersebut karena secara 
umum mereka sebagai pengurus, anggota atau simpatisan partai politik 
tertentu. Sesuai dengan peraturan yang ada bahwa penyelenggara harus 
netral dan bukan pengurus, anggota atau simpatisan partai politik, seperti 
pernyataan berikut ini : 
“Saya sebagai anggota partai politik gak ikut jadi panitia, mas 
karena memang aturan demikian. Yang terlibat jadi panitia 
mereka yang netral bukan anggota partai” 
 
Sebaliknya dalam partisipasi  kampanye kelompok ini terlibat aktif 
sebagai juru kampanye, tim kampanye karena selain sebagai pengurus, 
anggota atau simpatisan juga sebagian besar merupakan calon legislatif 
yang mengikuti Pemilu. Mereka berusaha untuk membesarkan partai dan 
memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya dari konstituen. Tujuannya 
tidak lain agar partainya dapat memperoleh kursi dan dirinya dapat 
mewakili partai tersebut, seperti pernyataan berikut ini : 
“Sebagai kader partai dan calon saya aktif ikut kampanye, dan 
kebetulan tim kampanye. Saya terlibat kampanye karena 
ingin partai saya menang dan saya sebagai calon bisa menjadi 
terpilih menjadi wakil rakyat” 
 
Sementara partisipasi dalam menggunakan hak pilih, secara 
keseluruhan telah menggunakan haknya. Alasannya karena sebagai warga 
negara yang baik dan menggunakan hak pilihnya, setidaknya untuk memilih 
partai yang memberangkatkan dirinya sebagai calon legislatif. Sebagai 
seorang calon, yang bersangkutan melakukan pemungutan suara dengan 
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cara memilih partai dan salah satu calon yang diinginkan, seperti pernyataan 
berikut ini : 
“Sebagai warga negara yang baik dan sebagai calon maka saya 
ya menggunakan hak pilih untuk mencoblos” 
 
Partisipasi lain adalah mengikuti proses penghitungan suara. 
Karena sebagian besar merupakan calon, pada kelompok ini mengikuti aktif 
pada saat penghitungan. Pertimbangannya karena ingin mengetahui 
perolehan suara terhadap partai maupun perolehan suara pada dirinya, 
seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya mengikuti proses penghitungan suara, karena sebagai 
tim kampanye ingin mengetahui perolehan suara partai dan 
















Tabel 4.11 Partisipasi Politik Dalam Pemilu Legislatif Berdasarkan Pekerjaan 
 






Kampanye Hak Pilih Penghitungan Suara 
1 2 3 4 5 6 
1. Petani, Buruh 
 
a. Secara umum tidak 
terlibat dalam 
Penyelenggaraan 
b. Cenderung memilih 
bebas, netral dan 
cenderung pasif 
c. Lebih memilih untuk 
tetap bekerja mencari 
nafkah 
d. Tidak terlibat dalam 
penyelenggaraan 






ingin tahu program 
yang ditawarkan 










pasif, artinya akan 
datang kampanye 
bila difasilitasi oleh 
tim kampanye. 
 
a. Secara umum telah 
menggunakan hak 




b. Sebagai warga 
negara yang baik 
c. Mengenal partai 
dan programnya 
d. Pengaruh 
lingkungan sekitar  
 
 
a. Mendatangi TPS untuk 
mengikuti penghitungan suara 
b. Ingin mengetahui perolehan 
suara dan kemenangan suatu 




1 2 3 4 5 6 
2. Pedagang/ Swasta 
 
a. Ada terlibat  dalam 
penyelenggaraan dan 
sebagian tidak  
b. Keterlibatan tersebut 
dilandasi karena 





gagasan, ide dan 
pikirannya terhadap 
Pemilu 
d. Sementara yang tidak 
terlibat mempunyai 
alasan sibuk dengan 
pekerjaan atau 
mencari nafkah 





seperti tim kampanye 
maupun saksi. 
 








b. Ujudnya adalah 
sebagai tim 
kampanye dari 
salah satu partai 
c. Sebagian lainnya 
tidak terlibat dalam 
kampanye, 
cenderung bersikap 
pasif dan netral. 
 








b. Alasanya, sebagai 
warga negara yang 
baik 
c. Ingin ikut 
berpartisipasi 
dalam Pemilu 
d. Sebagian ada yang  
tidak menggunakan 
hak pilihnya 





f. Karena ketidak 
tahuannnya dan 
juga tidak terdaftar 
sebagai pemilih. 
 
a. Partisipasi dalam 
penghitungan suara, secara 
umum telah mengikuti 
prosesnya. 
b. Alasannya, karena ingin 
mengetahui hasil nya 
c. Sementara sebagai kecil yang 
tidak menggunakan hak 
pilihnya tetap acuh tak acuh, 




1 2 3 4 5 6 











c. Alasan  ingin 
membantu 
kelancaran Pemilu 




e. Kesadaran sebagai 
warga negara dan 
merasa terpanggil 
f. Ada permintaan dan 
permintaan kepala 
desa/ lurah/ ketua 
RW/ RT 






h. Hanya mengikuti 
proses Pemilu tanpa 
terlibat di dalamnya. 
 
a. Partisipasi dalam 
kampanye pada 
kelompok ini 
secara umum tidak 
terlibat 
b. Sebagian besar 
PNS, guru atau 
dosen 
c. Mencari sikap agar 
aman untuk tidak 
terlibat dalam 
kampanye 










hak pilih dengan 
datang ke TPS 
untuk mencoblos 
b. Sebagai warga 
negara yang baik 









a. Partisipasi kehadiran ketika 
penghitungan suara di tingkat 
TPS menyatakan sebagian 
tidak hadir 
b. Lebih bersikap pasif, hanya 
menunggu informasi melalui  
teman/ tetangga/ media 
c. Bagi yang terlibat dalam 
penyelenggaraan/ panitia 
secara otomatis mengikuti dan 
berperan aktif hingga selesai 
penghitungan 
d. Alasan lain, ingin mengikuti  
proses penghitungan karena 




1 2 3 4 5 6 
4. Anggota DPRD/ 
Politisi 
 








c. Sesuai dengan 
peraturan yang ada 
penyelengga untuk 
pelaksanaan Pemilu  
harus netral dan tidak 
boleh beralifiasi ke 
salah satu partai 
politik tertentu. 
 




b. Sebagai anggota/ 
pengurus partai 








partai dan calon 
pada Pemilu 

















b. Sebagai warga 
negara yang baik 







a. Berpartisipasi dalam 
mengikuti penghitungan 
suara di TPS 
b. Sebagian kelompok ini 
merupakan salah satu calon 
c. Sebagai tim kampanye, ingin 
mengetahui perolehan suara 
terhadap partai maupun 
dirinya. 
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b. Narasumber (informan) Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
1) Sekolah Dasar (SD) - Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Partisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu pada kelompok ini tidak 
ada. Ada beberapa alasan yang disampaikan, diantaranya karena lebih 
mementingkan pekerjaan sehari-hari, mencari nafkah, seperti pernyataan 
berikut ini :  
“Kulo mboten tumut dadi panitia mas, mergo milih nyambut 
damel pados arto nyukupi kebutuhan keluarga saben dintene 
“ (saya tidak ikut menjadi panitia mas, sebab mencari uang 
untuk mencukupi kebutuhan keluarga tiap harinya” 
 
Sementara ada yang beralasan karena sebagai simpatisan partai 
tertentu, seperti pernyataan berikut ini : 
“Kulo niku dados simpatisan partai, dados mboten nderek 
panitia Pemilu, kan netral” (saya itu jadi simpatisan partai, 
jadi tidak ikut panitia Pemilu, kan harus netral)  
 
Partisipasi dalam keterlibatan kampanye sebagian terlibat dan 
sebagian tidak. Bagi yang terlibat dalam kampanye karena sebagai tim 
kampanye salah satu partai dan salah satu calon : 
“Kulo dados tim sukses partai lan salah satu pendukung calon. 
Mulane kulo nderek kampanye kangge ndukung partai kalian 
calon” (saya jadi tim sukses paartai dan salah satu 
pendukung calon. Makanya saya ikut kampanye untuk 
mendukung partai dan calon) 
 
Sedangkan bagi yang tidak terlibat karena lebih mementingkan 
bekerja untuk mencari nafkah keluarga. Mereka bersifat pasif dan tidak 
terlibat sama sekali termasuk untuk tidak mendatangi kampanye suatu partai 
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politik dan calon. Mereka sebagian memiliki pandangan yang penting ketika 
pencoblosan akan menggunakan hak pilihnya, seperti pernyataan berikut : 
“Kulo mboten ningali utawi nderek kampanye, milih nyambut 
damel kangge pados arto. Prinsipe kulo mangke sing penting 
nyoblos” (saya tidak melihat atau ikut kampanye, memilih 
bekerja untuk mencari uang. Prinsipnya saya yang penting 
mencoblos) 
 
Dalam partisipasi menggunakan hak pilih, kelompok ini sebagian 
besar telah menggunakan haknya. Berbagai alasan disampaikan, antara lain 
untuk memilih wakil rakyat yang baik, ingin adanya perubahan yang lebih 
baik terutama untuk masyarakat miskin dan orang-orang kecil. Selain itu 
menggunakan hak pilih karena sudah menjadi kebiasaan yang turun-
temurun dari nenek moyangnya, seperti pernyataan berikut ini : 
“Kulo nyoblos Pemilu margo kepingin milih wakil rakyat sing 
apik, kepingin wonten perubahan sing langkung sae, khususe 
kangge masyarakat miskin. Memilih kan sampun dados 
kebiasaan turun-temurun saking nenek moyang” (saya 
mencoblos Pemilu karena ingin memilih wakil rakyat yaang 
baik, ingin ada perubahan yang lebihbaik, khususnya untuk 
masyarakat miskin.Memilih itu sudah menjadi kebiasaan 
turun temurun) 
 
Sementara terhadap yang tidak menggunakan hak pilihnya 
mempunyai alasan karena tidak mau tahu dan acuh, tidak paham dan tidak 
percaya lagi pada wakil rakyat yang mewakilinya, seperti pernyataan berikut 
ini : 
“Kulo mboten milih cuek mawon mas, mboten paham lan 
mboten percaya malih kalian wakil rakyat ingkang dados 
wakil” (saya tidak memilih acuh saja, mboten paham dan 
tidak percaya lagi pada wakil rakyat yang jadi wakil rakyat) 
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Partisipasi dalam mengikuti perhitungan suara, kelompok ini 
sebagian mengikuti meskipun hanya sebatas melalui media elektronik radio 
dan TV, seperti pernyataan ini : 
“Kulo mboten ningali penghitungan suara, milih wangsul 
nyambut damel maleh. Nek sempat mangke ningali liwat TV 
mawon” (saya tidk melihat penghitungan suara, memilih 
kembali bekerja. Kalau sempat nanti melihat di TV) 
 
Mereka tidak datang langsung karena lebih mementingkan 
pekerjaan. Bagi yang sebagai tim kampanye telah mengikuti proses 
penghitungan suara sampai selesai karena ingin mengetahui hasilnya. 
2) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 
Partisipasi masyarakat pada kelompok ini dalam penyelenggaraan 
Pemilu sebagian besar tidak terlibat. Tidak terlibat karena simpatisan suatu 
partai politik, lebih mementingkan pekerjaan / dagang dan tidak ingin 
terlibat dalam politik praktis, santai tanpa menjadi panitia pelaksana, Seperti 
pernyataan berikut ini : 
“Saya tidak terlibat dalam panitia pelaksana Pemilu karena 
sebagai simpatisan partai”  
Pernyataan lain : 
“Saya tidak berpartisipasi sebagai pelaksana Pemilu karena 
lebih memikirkan pekerjaan sehari-hari, berdagang. Saya 
tidak ingin terlibat dalam politik praktis, santai tanpa beban 
tugas” 
 
Ada sebagian yang terlibat menjadi panitia penyelenggara sebagai 
KPPS,  PPS. Yang bersangkutan mempunyai alasan karena ingin membantu 
dalam proses demokrasi agar dapat berjalan sukses, seperti pernyataan 
berikut ini : 
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“Kalau saya menjadi panitia pelaksana (anggota KPPS) karena 
ada keinginan untuk berpartisipasi membantu dalam proses 
demokrasi agar dapat berjalan sukses” 
 
Partisipasi dalam kampanye, sebagian merupakan tim kampanye 
berperan aktif dalam kegiatan ini, seperti pernyataan ini : 
“Saya terlibat dalam kampanye karena sebagai anggota tim 
kampanye” 
 
Sebaliknya bagi masyarakat biasa tidak terlibat sama sekali, karena 
mempunyai pandangan bahwa dirinya tidak perlu aktif ikut berkampanye 
termasuk untuk menghadiri kegiatan kampanye.  
Ada yang menarik, karena dalam masa kampanye ada seseorang 
yang terlibat kampanye karena sebatas menjadi pengelola jasa angkutan 
untuk kampanye. Artinya bahwa yang bersangkutan terlibat kampanye 
karena sebatas kontrak kerja untuk angkutan massa yang ikut kampanye. 
Hal ini dilakukan tidak sebatas pada partai dan calon tertentu tetapi juga 
pada partai atau calon lain yang membutuhkan jasanya, seperti pernyataan 
berikut ini : 
“Saya memang terlibat kampanye tetapi keterlibatannya karena 
saya menyewakan kendaraan angkutan, dan saya kemudikan 
sendiri. Kegiatan ini saya lakukan untuk semua partai yang 
mau sewa angkutan jasa saya, yang penting membayar untuk 
sewa jasa kendaraan saya” 
 
Partisipasi dalam menggunakan hak pilih, pada kelompok ini 
sebagian besar menggunakan haknya. Alasan secara umum karena sebagai 
warga negara yang baik dan sadar akan hak dan kewajiban, untuk 
menyalurkan aspirasi dalam memilih wakilnya,  seperti pernyataan berikut 
ini : 
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“Saya menggunakan hak pilih karena sebagai warga negara 
yang baik dan sadar akan han dan kewajiban untuk 
menyalurkan aspirasi politik” 
 
Sedangkan sebagian yang tidak menggunakan hak pilihnya karena 
tidak senang dengan partai politik dan ingin netral tanpa ada kepentingan ke 
pihak tertentu dan bebas. Alasan lain secara umum sudah diketahui calon 
yang terpilih lupa dengan yang memilihnya dan kecenderungan untuk 
memperkaya dirinya sendiri dan kelompoknya, seperti pernyataan berikut 
ini : 
“Kulo mboten milih sebab mboten senang kalian partai politik, 
ingin netral. Ingkang sampun kedadosan, calon terpillih lali 
kalian  pemilihnya, lebih mementingkan kelompoknya” (saya 
tidak memilih karena tidak senang partai politik, ingin netral. 
Yang sudah kejadian, calon terpilih lupa dengan pekmilih, 
lebih mementingkan kelompoknya” 
 
Partisipasi mengikuti penghitungan suara bagi yang mengikuti 
karena sebagai tim kampanye ingin mengetahui hasilnya sampai selesai, 
seperti pernyataan berikut ini :  
“Saya sebagai tim kampanye mengikuti proses penghitungan 
suara karena ingin mengetahui hasilnya” 
 
Ada pula yang mengikuti tidak sampai selesai hanya pada awal 
penghitungan suara saja karena tidak berkepentingan langsung, seperti 
pernyataan berikut ini : 
“Saya karena tidak nyoblos mas,  ngapain harus mengikuti 
proses perhitungan suara, lagian saya tidak berkepntingan 
langsung” 
 
Sementara ada yang mengikuti sampai selesai karena sebagai 
pelaksana atau panitia. Bagi yang lain yang tidak mengikuti penghitungan 
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suara, karena memang tidak menggunakan hak pilihnya dan bersikap acuh 
tak acuh. 
3) Pendidikan Tinggi 
Partisipasi masyarakat pada kegiatan penyelenggaraan Pemilu 
sebagian besar tidak terlibat. Alasan yang disampaikan dari beberapa 
informan menyatakan karena ingin bebas dan netral, sibuk dengan pekerjaan 
sehari-hari termasuk berdagang, lebih mementingkan kebutuhan keluarga, 
dan sebagai pengurus partai politik, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya itu tidak ikut jadi panitia penyelenggara Pemilu. Terus 
terang saya ingin bebas, netral dan lebih mementingkan 
kebutuhan pekerjaan” 
Pernyataan lain : 
“Saya tidak terlibat jadi panitia penyelenggaraan Pemilu 
karena saya sebagai pengurus partai” 
 
Sementara yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu secara jelas 
menyatakan keterlibatannya karena Pemilu merupakan kegiatan Nasional 
dan untuk kepentingan negara menjadi tanggung jawab bersama. Alasan lain 
mencoba untuk berpartisipasi dan berjuang pada program pemerintah dalam 
Pemilu. Selain itu karena adanya aturan yang melekat sebagai PNS di 
kecamatan untuk membantu di sekretariat PPK. Adapun keterlibatan dalam 
penyelenggaraan meliputi ada yang sebagai sekretraris PPK, Ketua KPPS, 
dan sebagainya, seperti pernyataan berikut ini : 
“Kalau saya berpartisipasi sebagai penyelenggara Pemilu 
kebetulan karena tugas yang melekat tempat kerja saya di 
kecamatan. Kebetulan saya sebagai sekretaris kecamatan 
yang secara aturan saya harus jadi sekretaris PPK” 
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Partisipasi dalam kampanye pada kelompok ini dilakukan bagi 
yang terlibat dalam kepengurusan, anggota maupun simpatisan partai politik 
tertentu, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya terlibat dan ikut kampanye yang jelas saya karena 
sebagai simpatisan partai dan mendukung calon yang 
kebetulan saya kenal” 
 
Sementara yang lain tidak terlibat karena masing-masing pihak 
bersikap netral, sebagai pelaksana Pemilu maupun lebih mengutamakan 
aktivitas pribadinya. Dari informasi yang diperoleh beberapa alasan terlibat 
dalam kampanye ada yang  pasif dan aktif. Terlibat pasif karena sebagai 
panitia kegiatan  keagamaan (pengajian) memberi waktu dan tempat pada 
tim kampanye tertentu ketika ada suatu kegiatan dengan masyarakat, seperti 
pernyataan berikut ini : 
“Kulo niku nderek kampanye pasif pak.Maksude kulo pas ada 
kegiatan pengajian terus wonten tim kampanye nyuwun 
wekdal kangge ceramah masalah partaine piyambake. Tapi 
nggih terus terang sedoyo wau mergo kulo wonten ikatan 
emosional arepo sakedik terutama kalian organsasi agama 
(NU)kalian partai”(Saya itu ikut kampanye pasif pak. 
Maksudnya saya pasa ada kegiatan pengajian terus ada tim 
kampanye minta waktu untu ceramah masalah partainya. 
Tetapi memang terus terang semua itu karena ada iakatan 
emosional, meskipun sedikit dengan organisasi agama (NU) 
dengan partai itu) 
 
Mendatangi kampanye karena difasilitasi oleh tim kampanye untuk 
menghadiri kampanye tersebut, mengikuti kampanye melalui media 
elektronik maupun cetak.  Sementara terlibat aktif mereka terlibat secara 
nyata dalam tim penyelenggara kampanye dari partai politik dan calon 
tertentu dan sekaligus karena pengurus partai. Tujuan terlibat dalam 
 171 
kampanye (aktif) selain untuk memperoleh kemenangan bagi partai maupun 
calon adalah untuk membesarkan partai. 
Partisipasi dalam menggunakan hak pilih pada kelompok ini 
semuanya telah menyalurkan aspirasinya melalui Pemilu. Alasan yang 
dikemukakan antara lain ingin berpartisipasi lewat Pemilu yang merupakan 
bagian perjuangan untuk bangsa, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya menggunakan hak pilih karena saya pandang Pemilu 
merupakan sarana untuk menyalurkan aspirasi politik dan 
merupakan bagian perjuangan bangsa” 
 
Mendukung teman yang mencalonkan diri sebagai calon legisiatif. 
Sebagai warga negara untuk menyalurkan hak pilihnya, tertarik program 
partai dan calon termasuk kemampuan calon yang sudah diketahui. 
Pertimbangan lain merupakan kesempatan untuk menyalurkan aspirasi 
politik, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya menggunakan hak pilih terus terang karena mendukung 
teman yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif. 
Tertarik dengan program partai dan kemampuan calon sudah 
diketahui” 
 
Partisipasi dalam penghitungan hasil pemungutan suara diikuti oleh 
sebagian kecil. Hal ini karena mereka mempunyai kepentingan sendiri-
sendiri.  Adapun wujudnya adalah ada yang sebatas melihat proses 
penghitungan setiap TPS untuk mengetahui hasil dan dapat dibandingkan 
antar TPS, seperti pernyataan berikut ini :  
“Mengikuti penghitungan suara hanya sekear ingin tahu saja 
mas, bisa membandingkan perolehan suara partai dan calon 
dengan partai yang lain antar TPS yang ada” 
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Sementara yang terlibat dalam panitia pelaksana mengikuti sampai 
selesai karena sebagai pelaksana, termasuk tim kampanye, seperti 
pernyataan berikut ini : 
“Saya mengikuti proses penghitungan suara sampai selesai, 
kebetulan saya kan sebagai KPPS sebagai pelaksana 
langsung” 
Pernyataan lain : 
“Kalau saya mengikuti proses penghitungan suara karena saya 
sebagai saksi dari salah satu tim kampanye. Saya mau tidak 














Tabel 4.12 Partisipasi Politik Dalam Pemilu Legislatif Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
 






Kampanye Hak Pilih Penghitungan Suara 
1 2 3 4 5 6 
1. SD - SMP 
 
a. Partisipasi / 
keterlibatan 
kelompok ini dalam 
penyelenggaraan 
tidak ada 




c. Sebagai simpatisan/ 




a. Sebagian kecil 
terlibat, sebagai tim 
kampanye salah 
satu partai politik 
dan calon 
b. Sedangkan yang 





kelompok ini lebih 
cenderung bersifat 





d. Terpenting  akan 
menggunakan hak 
pilih pada hari 
pemungutan suara. 
 
a. Sebagian besar 
telah menggunakan 




rakyat yang baik 
c. Ingin ada 
perubahan yang 
lebih baik 
d. Menggunakan hak 
pilih sudah 
kebiasaan yang 
turun temurun dari 
nenek moyangnya 
e. Sebagian kecil 
tidak berpartisipasi 
karena tidak mau 
tahu dan acuh 
f. Tidak memahami 
dan tidak percaya 
wakil rakyatnya. 
 
a. Ikut berpartisipasi tetapi 
serbatas hanya melalui media 
elektronik ( radio, TV) 
b. Tidak langsung mendatangi 
ke TPS karen setelah 
mencoblos kembali bekerja 
c. Sementara yang terlibat dalam 
tim kampanye telah mengikuti 
proses penghitungan suara 
hingga selesai untuk 
mengetahui hasilnya. 
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1 2 3 4 5 6 








b. Alasan dari mereka 
karena simpatisan 
partai tertentu 
c. Lebih mementingkan 
pekerjaan/ dagang 
dan tidak ingin 
terlibat politik praktis 
d. Santai tanpa harus 
terlibat sebagai 
panitia pelaksana 
e. Sebagian ada yang 
terlibat, sebagai 
KPPS,PPS 
f. Alasan keterlibatan, 
ingin membantu 
dalam proses 







tim kampanye dan 
simpatisannya 
b. Sebaliknya, bagi 
masyarakat biasa 
tidak terlibat sama 
sekali 
c. Alasannya, dirinya 
























b. Alasannya, sebagai 
warga negara yang 
baik dan sadar akan 





d. Ada sebagian yang 
tidak menggunakan 
hak pilih 
e. Alasannya, tidak 
senang dengan 
partai politik dan 
ingin netral tanpa 
ada kepentingan ke 
pihak tertentu dan 
bebas 
f. Partai dan calon 








a. Sebagian mengikuti 
penghitungan suara sampai 
selesai 
b. Ini dilakukan terhadap 
pemilih yang menjadi tim 
kampanye, panitia pemilihan 
c. Ada pula yang mengikuti 
tetapi tidak selesasi hanya 
awal perhitungan saja, karena 
tidak berkepentingan 
langsung 
d. Sebagian lagi tidak mengikuti 
penghitungan karena tidak 
menggunakan hak pilihnya 




1 2 3 4 5 6 
3. Pendidikan Tinggi 
 
a. Sebagian besar tidak 
berpartisipasi dalam 
penyelenggaraan 
b. Alasannya, ingin 
bebas, netral dan sibuk 
dengan pekerjaan 
sehari-hari 
c. Lebih mementingkan 
kebutuhan keluarga 
d. Sebagaian lagi 
beralasan karena 
sebagai anggota dan 
pengurus politik 
e. Sementar sebagian ada 
pula yang  
berpartisipasi. 











sebagai PPK, PPS, 
KPPS dan sebagainya. 
 
a. Partisipasi dalam 
kampanye, 
sebagian kecil 
terlibat, dilakukan  
kelompok 
simpatisan, anggota 
dan pengurus partai 
b. Terlibat kampanye 
aktif dan pasif 
c. Pasif tidak terlibat 
langsung, sebatas 
memfasilitasi 
waktu dan tempat 
kampanye 
d. Aktif, terlibat 
secara langsung, 










g. Alasan,  netral, 
sebagai pelaksana 
Pemilu, dan bebas 
tidak beresiko. 
 












c. Mendukung rekan 
yang mencalonkan 
Legislatif 
d. Tertarik program 









a. Partisipasi dalam 
penghitungan suara dilakukan 
sebagian kecil dengan datang 
kembali ke TPS 
b. Bentuknya sebatas untuk 
mengetahui hasil dan dapat 
membandingkan perolehan 
suara antar TPS  
c. Sementara sebagai pelaksana 
mengikuti proses tersebut 
sampai selesai 
d. Hal serupa dilakukan oleh tim 
kampanye, sampai proses 
penghitungan selesai. 
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c. Narasumber (informan) berdasarkan Agama  
1) Berdasarkan Agama Kristen 
Partisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu dalam kelompok ini 
sebagian besar tidak terlibat, karena lebih mementingkan kepentingan 
pribadinya, seperti bekerja mencari nafkah, berdagang. Selain itu karena 
ingin bebas, netral tanpa ada tanggungan untuk memikirkan tentang Pemilu, 
seperti pernyataan berikut ini : 
“Kulo mboten tumut dados panitia Pemilu sebab pingin bebas, 
netral mboten gadhah tanggungan mikir masalah Pemilu. 
Kulo langkung mikiraken pedamelan sanes kangge nyekapi 
kebutuhan keluarga” (saya tidak ikut jadi panitia Pemilu 
karena ingin bebas, netral tidak memiiki beban memikirkan 
Pemilu. Saya lebih berpikir pekerjaan untuk kebutuhan 
keluarga)  
 
Sementara dalam partisipasi kampanye semua mengatakan tidak 
terlibat dalam kegiatan ini, dan tidak ingin terlibat politik praktis. Tetapi 
dipihak lain yang bersangkutan mau menerima kaos yang ada lambang 
partai dan calon tertentu. Prinsip yang bersangkutan menerima sesuatu, 
tetapi pilihan tetap sesuai nurani masing-masing, seperti pernyataan berikut 
ini : 
“Kulo babar blas mboten nate nderek kampanye mergo 
kepingin bebas saking masalah politik. Kulo purun nampi 
kaos saking tim kampanye tapi mboten nderek kampanye. 
Nek diparingi kaos kulo tampi lan masalah nyoblose terserah 
pilihan kulo” (saya sama sekali tidak pernah ikut kampanye 
karena ingin bebas dari masalah politik. Saya mau menerima 
kaos dari tim kampanye tetapi tidak ikut kampanye. Kalau 
diberi kaos saya terima dan masakah mencoblos terserah 
pilihan saya)  
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Partisipasi politik dalam menggunakan hak pilihnya, semua 
informan yang ada menyatakan telah menggunakan hak pilihnya. Hal ini di 
latar belakangi sebagai warga negara yang baik menggunakan haknya untuk 
memilih partai dan calon wakil rakyat yang baik dan mau memperjuangkan 
aspirasi rakyatnya, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya menggunakan hak pilih dalam Pemilu karena saya 
sebagai warga negara ingin memilih wakil partai dan wakil 
rakyat yang baik dan harapannya mau memperjuangkan 
apirasi rakyatnya” 
 
Partisipasi dalam mengikuti penghitungan suara setelah 
pemungutan suara, bersikap pasif tidak kembali ke TPS hanya mengikuti 
informasi melalui media radio/ televisi dan informasi dari tetangga atau 
rekan sekitarnya. Pertimbangannya karena waktu yang ada bisa digunakan 
kegiatan lainnya, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya tidak mengikuti penghitungan suara, selesai mencoblos 
terus pulang dan tidak kembali lagi ke TPS, tetapi digunakan 
untuk kegiatan lainnya. Kalau pun mengikuti hanya sebatas 
melalui media radio, televisi atau tetangga yang mengikuti 
proses penghitungan suara”. 
2) Berdasarkan Agama Islam  
Partisipasi kelompok ini dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 
sebagian besar tidak terlibat. Alasan mereka karena kesibukan rutin sehari -
hari, mementingkan pekerjaan, sebagai simpatisan salah satu partai politik, 
seperti pernyataan berikut ini :  
“Saya tidak ikut menjadi panitia Pemilu mas, karena kesibukan 
rutinitas sehari-hari, lebih mementingkan pekerjaan” 
Pernyataan lain : 
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“Saya tidak terlibat jadi panitia Pemilu karena saya sebagai 
simpatisan partai politik peserta Pemilu. Panitia kanharus 
netral” 
 
Sementara yang terlibat dalam penyelenggaraan sebagai PPK, PPS, 
KPPS memberikan alasan karena keinginan membantu kelancaran dan 
panggilan jiwa untuk mensukseskan Pemilu 2004, menarik, menambah 
pengalaman dan beda dengan sebelumnya, seperti pernyataan berikut ini : 
“Kalau saya mau terlibat jadi panitia pelaksana Pemilu (PPK) 
karena ingin membantu kelancaran dan panggilan jiwa, 
mensukseskan Pemilu 2004, menarik, menambah 
pengalaman, Pemilu berbeda dengan sebelumnya” 
 
Partisipasi dalam kampanye bagi yang terlibat, mempunyai alasan 
karena sebagai simpatisan partai dan calon tertentu. Ingin mendukung partai 
yang telah dikenal program dan calonnya, seperti pernyataan berikut ini : 
“Keterlibatan saya dalam kampanye dengan pertimbangan 
karena saya sebagai simpatisan partai dan calon tertentu, 
termasuk mensukseskan program partai dan calon yang 
dikenal. Tujuannya untukmendukung gagar partai dan calon 
saya menang” 
 
Sebagian terlibat pasif, sebatas melihat kegiatan kampanye tidak 
langsung. Bagi yang tidak terlibat dalam kampanye mempunyai alasan 
sendiri, seperti sebagai penyelenggara, ingin benar-benar netral. Sebagian 
menyampaikan karena lebih mengutamakan bekerja daripada mengikuti 
kampanye meskipun nantinya akan menggunakan hak pilihnya, seperti 
perbyataan berikut ini : 
“Kulo selaku panitia Pemilu (PPS) kedah netral” (saya 
sebagai panitia Pemilu PPS harus netral) 
Pernyataan lain : 
“Kulo tetep nyambut damel tinimbang tumut kampanye, 
mergo saged angsal arto kengge kebutuhan keluarga, ayem 
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mboten resiko”(saya tetap bekerja daripada ikut kampanye 
karena dapat uang untuk kebutuhan leuarga, tenang dan tidak 
resiko) 
 
Partisipasi politik dalam menggunakan hak pilihnya sebagian besar 
telah menggunakan haknya. Alasannya karena ingin mendukung program 
pemerintah melalui Pemilu, sebagai warga negara yang baik berpartisipasi 
menyalurkan aspirasinya. Memilih karena mengenal calon dan programnya 
serta karena ada hubungan kerabat/ teman dekat, seperti pernyataan berikut 
ini : 
“Saya memilih karena berpartisipasi untukmenyalurkan 
aspirasi politik serta mengenal calon dan programnya” 
 
Sedangkan partisipasi untuk mengikuti penghitungan suara lebih 
cenderung pasif, ada sebagian yang mengikuti karena menjadi tim sukses/ 
kampanye. Maksud dan tujuannya karena ingin mengetahui hasil terhadap 
yang dipilih partai maupun calonnya, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya mengikuti penghitungan suara karena menjadi tim 
kampanye, ingin mengetahui perolehan Pemilu terhadap 
partai saya” 
 
Sementara bagi yang terlibat sebagai PPK juga mengikuti sampai 
selesai karena ingin mengetahui proses penghitungan di TPS dan agar bisa 
mengetahui permasalahan dan bisa membantu pada petugas KPPS, seperti 
pernyataan berikut ini : 
“Saya selaku anggota PPK di kecamatan mengikuti proses 
penghitungan suara di TPS karena ingin memantau 
perkembangan perolehan suara di setiap TPS. Menjalankan 




Tabel 4.13 Partisipasi Politik Dalam Pemilu Legislatif Berdasarkan Agama 
 





Kampanye Hak Pilih Penghitungan Suara 



















a. Secara keseluruhan 
tidak terlibat dalam 
kampanye 





satu alat peraga 
kampanye, seperti 
kaos dengan tanda 
gambar partai dan 
calon  tertentu 
d. Pandangan mereka, 








mendatangi TPS di 
lingkungan tempat 
tinggalnya 
b. Alasannya, sebagai 
warga negara yang 
baik 
c. Untuk memilih 
calon wakil rakyat 




a. Partisipasi dalam pengitungan 
suara bersikap pasif dan tidak 
kembali ke TPS 
b. Lebih baik melakukan 
kembali aktivitas/ kegiatan 
lain 
c. Hanya mengikuti informasi 





1 2 3 4 5 6 
2. Islam 
 
a. Bentuk partisipasi 
penyelenggaraan 
sebagai PPK, PPS, 
KPPS 
b. Alasannya, ingin 
membantu 
kelancaran dan 
panggilan jiwa untuk 
mensukseskan 
Pemilu 2004 
















partai dan calon 
b. Alasannya, ingin 
mendukung partai 































c. Sebagai warga 
negara yang baik 
d. Karena mengenal 
calon dan 
programnya 





a. Lebih cenderung pasif, tidak 
kembali ke TPS  
b. Ada sebagian yang mengikuti 
karena sebagai tim kampanye 
c. Tujuan tim kampanye tersebut 
karena ingin mengetahui hasil 
perolehan suara bagi partai 
atau calonnya 
d. Bagi yanag terlibat dalam 
penyelenggaraan (PPK) 
karena menyangkut tugas 
yang harus diselesaikan dan 
memantau tugas yang 
dilakukan KPPS disetiap TPS. 
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d. Narasumber (informan) berdasarkan Jenis Kelamin   
1) Berdasarkan Jenis Kelamin Perempuan 
Partisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu dalam kelompok kaum 
perempuan ini ada yang tidak terlibat dan ada pula yang terlibat. Alasan 
bagi yang tidak, sebagai kaum perempuan lebih mementingkan keluarga, 
kesibukan kerja. Menjadi panitia tanggung jawab dan resikonya besar.  
seperti pernyataan berikut ini :   
“Kulo mboten tumut dados panitia mas, langkung 
ngutamaaken kepentingan keluarga lan kejawi niku dados 
panitia niku resikone ageng” (saya tidak ikut jadi panitia 
mas, lebih mengutamakan keluarga dan lebih dari itu jadi 
panitia resikonya besar” 
 
Namun demikian ada yang beralasan karena secara kebetulan 
sebagai salah satu calon legislatif yang diajukan oleh partai, seperti 
pernyataan berikut ini : 
“Saya tidak berpartisipasi dalam panitia penyelenggaraan 
Pemilu karena saya anggota partai dan kebetulan jadi calon 
Legislatif” 
 
Sementara bagi yang terlibat dalam kepanitian atau pelaksana 
(PPK) mempunyai alasan karena ingin mensukseskan Pemilu, ada waktu, 
serta ingin membantu dan memberikan gagasan, ide, tenaga dan waktu 
dalam pelaksanaan Pemilu, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya ikut jadi panitia Pemilu (PPK) di kecamatan dilandasi 
ingin mensukseskan Pemilu, ada waktu bagi saya, ingin 




Partisipasi dalam kampanye pada kelompok   ini sebagian besar 
tidak terlibat di dalamnya. Tidak terlibat karena tidak ingin terpengaruh 
pada kegiatan kampanye yang ada pandangan kampanye terkadang tidak 
mendidik, tidak simpatik. Selain tidak terlibat karena sebagai panitia 
pelaksana harus netral dan merasa tidak ada manfaatnya, seperti pernyataan 
berikut ini : 
“Saya tidak berpartisipasi kampanye karena tidak ingin 
terpengaruh kampanye. Kampanye itu penilaiannya kurang 
baik, tidak mendidik, tidak simpatik” 
Pernyataan lain : 
“Saya tidak terlibat dalam kampanye, kebetulan saya kan jaadi 
panitia Pemilu” 
 
Bagi yang terlibat dalam kegiatan kampanye karena sebagai 
simpatisan dan sekaligus sebagai calon legislatif. Karena sebagai calon 
maka harus berkampanye untuk partai dan dirinya. Tujuannya adalah agar 
partai mendapatkan kursi dan bisa terpilih menjadi calon legislatif, seperti 
pernyataan berikut ini : 
“Saya ikut kampanye karena sabagai calon legislatif, mewakili 
unsur perempuan”  
 
Sedangkan partisipasi dalam menggunakan hak memilih, dalam 
kelompok ini secara keseluruhan telah menggunakan hak pilihnya. Adapun 
alasannya, ingin menyampaikan aspirasi politiknya melalui hak yang 
dimiliki. Selain itu juga karena sebagai warga negara yang baik dan ingin 
memilih sesuai dengan keinginan dan keyakinan yang dimiliki. Alasan lain 
karena dirinya menjadi pendukung partai dan dicalonkan oleh partai, maka 
harus menggunakan hak pilihnya, seperti pernyataan berikut ini : 
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“Bagi saya menggunakan hak pilih adalah untuk bisa 
menyampaikan aspirasi politiknya memilih partai dan calon 
yang diinginkan dan meyakinkan pantas untuk dipilih” 
Pernyataan lain : 
“Saya menggunakan hak pilih karena saya jadi calon maka ya 
harus menggunakan hak pilihnya, setidaknya memilih partai 
dan diri saya sendiri” 
 
Partisipasi dalam penghitungan suara, bagi yang mengikuti 
mempunyai alasan karena sebagai pelaksana pemilu, sebagai calon yang 
ingin mengetahui hasilnya, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya mengikuti proses penghitungan suara karena sebagai 
panitia Pemilu” 
Pernyataan lain : 
“Saya mengikuti penghitungan suara karena saya sebagai 
calon, maka harus ikut memantau, bagaimana perolehan 
suara saya” 
 
Sementara yang tidak mengikuti proses penghitungan karena 
berprinsip yang penting sudah menggunakan hak pilihnya, masalah hasil 
bukan urusannya. Selain itu karena merasa tidak berkepentingan langsung, 
seperti pernyataan berikut ini : 
“Kulo mboten nderek penghitungan suara mas, wong mboten 
kepentingane, sing penting wis nyoblos, hasil Pemilu sanes 
urusane kulo” (saya tidak ikut penghitungan suara mas, 
bukan kepentingan saya, yang penting sudah mencoblos, 
hasil Pemilu bukan urusan saya) 
2) Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-Laki  
Partisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu pada kelompok ini, 
diperoleh keterangan bahwa ada diantara mereka tidak teribat dan sebagian 
lagi terlibat. Alasan tidak terlibatnya mereka ada beberapa alasan, 
diantaranya kesibukan pekerjaan, kurang percaya lagi terhadap partai 
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politik, ingin bebas dan lepas tanpa beban yang berhubungan dengan politik, 
seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya tidak terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu karena 
sibuk dengan pekerjaan, kurang percaya lagi pada partai dan 
ingin bebas lepas tanpa beban yang berhubungan dengan 
politik” 
 
Sementara yang terlibat karena mempunyai alasan ingin berperan 
aktif dalam Pemilu, tanggung jawab sebagai PNS untuk membantu PPK. 
Alasan lain karena mempunyai waktu yang cukup untuk berpartisipasi, 
panggilan jiwa agar Pemilu berjalan sukses dan membantu tugas mulia demi 
kelancaran pesta demokrasi dengan sistem memilih langsung, seperti 
pernyatan berikut ini : 
“Saya berpartisipasi menjadi panitia Pemilu membantu PPK 
karena sebagai bagian tugas pemerintahan untuk fasilitasi. 
Selain itu karena adanya panggilan jiwa untuk mensukseskan 
Pemilu 2004 untuk kelancaran pesta demokrasi” 
 
Partisipasi dalam kampanye sebagian tidak terlibat, dengan alasan 
karena sebagai penyelenggara harus netral, tidak ingin berpolitik praktis, 
terlibat kampanye menguras waktu dan energi karena sudah tidak percaya 
dengan janji-janji partai dan calon. Alasan lain karena ada pandangan 
kampanye lebi berkesan liar dan sering terjadi kerusuhan maupunn 
pelanggaran aturan, dan beresiko, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya tidak ikut kampanye karena kebetulan sebagai 
penyelenggara harus netral” 
Pernyataan lain : 
“Kulo mboten nderek kampanye mas, mergo mboten kepingin 
nderek politik, wekdale lan tenaga terbuang sia-sia ugi 
sampun mboten percaya malih kalian janji-janji partai lan 
calon” (saya tidak ikut kampanye karena tidak ingin ikut 
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politik, waktu dan tenaga terbuang percuma dan juga sudah 
tidak percaya lagi dengan janji-janji partai dan calon) 
 
Sedangkan yang terlibat kampanye mempunyai alasan, sebagian 
besar karena mereka simpatisan, anggota dan pengurus partai (kader partai). 
Mereka umumnya ingin mendukung partai dan calon yang diajukan menang 
dan memperoleh kursi, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya terlibat  dan berpartisipasi dalam kampanye karena 
sebagai simpatisan, ingin mendukung partai dan calon, agar 
tujuanya tercapai yaitu memperoleh kemenangan” 
 
Ada masyarakat dalam kelompok ini terlibat dalam kampanye 
karena pengaruh faktor lingkungan tempat tinggal, teman dan kerabat, 
seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya ikut kampanye karena pengaruh lingkungan tempat 
tinggal, dan teman yang masih kerabat saya mencalonkan” 
 
Partisipasi dalam menggunakan hak pilih dalam kelompok ini 
berdasarkan dari hasil penggalian informasi telah menggunakan hak 
pilihnya. Berbagai alasan disampaikan seperti untuk menyampaikan aspirasi 
politiknya, sebagai warga negara yang sadar akan hak pilih. Selain itu 
karena sebagai pendukung salah satu partai politik dan calon, tertarik 
dengan program yang ditawarkan, ingin ada perubahan partai penguasa di 
pemerintahan dan calon yang baru, seperti pernyataan berikut ini :  
“Saya telah menggunakan hak pilihnya karena sebagai warga 
negara yang sadar akan hak pilihnya, sebagai pendukung 
partai politik dan salah satu calon” 
Pernyataan lain : 
“Saya menggunakan hak pilih karena tertarik program yang 
ditawarkan, menginginkan adanya perubahan partai penguasa 
dan calon baru” 
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Karena sebagai salah satu tokoh ingin memberi contoh yang baik di 
lingkungan sekitarnya, agar pemilih yang menggunakan hak pilihnya tinggi, 
seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya menggunakan hak pilih semata-mata karena ingin 
memberikan contoh dan mengajak masyarakat di sekitar 
lingkungan saya mau mencoblos untuk menekan yang 
golongan putih” 
 
Partsisipasi dalam mengikuti proses penghitungan suara secara 
umum kurang/ rendah karena tidak berkepentingan langsung, selain itu 
karena hasil dapat menanyakan pada teman disekitarnya, seperti pernyataan 
berikut ini : 
“Saya tidak mengikuti proses penghitungan suara karena tidak 
berkepentingan langsung, kalau pun ingin tahu saya dapat 
tanya teman yang telah mengikuti” 
 
Sementara informan yang sebagai tim sukses atau simpatisan telah 
mengiktui kegiatan ini karena ingin mengetahui hasil secepatnya. 
Masyarakat yang menjadi panitia secara menyeluruh mengikuti proses  
penghitungan suara hingga selesai sehingga hasil penghitungan suara segera 
dapat diketahui, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya telah mengikuti penghitungan suara karena sebagai tim 
kampanye dan saksi dari partai. Maksudnya agar segera bisa 
memantau dan mengikuti proses penghitungan suara yang 
adil, termasuk perolehan suara partai” 
Pernyataan lain : 
“Saya mengikuti proses penghitungan suara karena sebagai 





Tabel 4.14 Partisipasi Politik  Pemilu Legislatif Berdasarkan Jenis Kelamin 
 





Kampanye Hak Pilih Penghitungan Suara 
1 2 3 4 5 6 
1. Perempuan 
 
a. Sebagian kecil 
terlibat dalam 
penyelenggaraan, 
diantaranya sebagai  
PPK 





gagasan, ide, tenaga 
dan waktu dalam 
pelaksanaannya 
d. Sebagian  tidak 
berpartisipasi dalam 
penyelenggaraan 





f. Tanggung jawab dan 
resiko besar, sebagai 
salah satu calon. 
 
a. Sebagian besar 
tidak terlibat dalam 
kampanye 





simpatik, tidak ada 
manfaatnya 
c. Sebagai panitian 
pelaksana Pemilu 
harus netral 
d. Ada yang terlibat 
kampanye karena 
sebagai anggota 
partai dan calon 
Legislatif 
e. Ingin agar partai 
memperoleh kursi 





pilih dengan datang 






melalui hak yang 
dimiliki 
c. Sebagai warga 
negara yang baik 
dan ingin memilih 
dengan keyakinan 
yang dimiliki 
d. Sebagai calon, 
untuk memilih 
partai dan dirinya. 
 
a. Penghitungan suara dilakukan 
bagi yang menjadi calon dan tim 
kampanye 
b. Sementara yang tidak mengikuti 
proses penghitungan suara 
berprinsip yang penting sudah 
menggunakan hak pilihnya 
c. Masalah hasil bukan urusannya 
karena merasa tidak 




1 2 3 4 5 6 
2. Laki - Laki 
 




b. Diantaranya sebagai 
PPK 
c. Beberapa alasan 
kertelibatan ingin 
berperan aktif dalam 
Pemilu 








f. Membantu tugas 
mulia kelancaran 
pesta demokrasi 




h. Kurang percaya 
terhadap partai 
politik 
i. Ingin bebas tanpa 
beban yang berkaitan 
dengan politik. 
 





b. Tidak berpolitik 
praktis 
c. Menyita waktu. 
Tenaga dan pikiran 
d. Tidak percaya 
dengan janji-janji 
partai dan calon 
e. Kesannya, 





f. Sebagian ada 
keterlibatan dalam 
kampanye 
g. Wujudnya, sebagai 
tim kampanye, 
simpatisan 
h. Alasannya, ingin 
mendukung partai 
dan calon 
i. Faktor tempat 








b. Alasannya, untuk 
menyampaikan 
aspirasi politik 
c. Sebagai warga 
negara yang sadar 
hak pilihnya 
d. Sebagai pendukung 
salah satu partai 
dan calon 
e. Tertarik dengan 
program yang 
ditawarkan 
f. Ingin ada 
perubahan 
penguasaa partai 
dan calon baru 
g. Ingin memberi 






a. Partisipasi dalam mengikuti 
penghitungan suara secara umum 
kurang 
b. Alasannya, tidak berkepentingan 
langsung 
c. Ada sebagin yang berpartisipasi 
mengikuti proses penghitungan 
suara 
d. Umumnya dilakukan oleh tim 
sukses atau simpatisan 
e. Alasannya, ingin mengetahui 
hasil secepatnya.  
f. Kelompok lain yang mengikuti 
penghitungan adalah panitia 
pelakasana,  PPK, PPS dan KPPS 
g. Mereka mengawal hingga selesai 
karena berkaitan dengan 
tugasnya. 
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     e. Narasumber (informan) berdasarkan Usia 
1) Usia Sampai 30 Tahun (Muda) 
Partisipasi dalam penyelenggaraan pada kelompok ini sebagian 
tidak terlibat karena lebih mementingkan pekerjaan, tidak percaya dengan 
partai, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya tidak terlibat dalam panitia pelaksana Pemilu karena 
mementingkan pekerjaan, lagi pula sudah tidak percaya lagi 
dengan partai” 
 
Sedangkan yang terlibat karena sebagai pemantau dengan lembaga 
swadaya masyarakat, bersifat netral untuk menetralisir persaingan antar 
calon atau partai. Alasan lain dalam keterlibatan penyelenggaraan karena 
ingin mendukung program pemerintah dalam Pemilu, seperti pernyataan 
berikut ini : 
“Keterlibatan saya dalam panitia Pemilu kemarin karena 
dilandasi ingin mendukung program pemerintah dalam 
Pemilu” 
 
Partisipasi dalam kampanye yang ada dalam kelompok ini sebagian 
bersifat pasif sebatas menghadiri kampanye. Alasan mengikuti kampanye 
karena sebagai pengurus partai, mendapatkan amanat partai, kenal calon, 
serta sepaham ada hubungan kekeluargaan, kultur dan sesuai harapan 
dengan yang diinginkan, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya terlibat dalam kampanye karena sebagai pengurus partai, 
mendapatkan amanat partai, kenal calon. Selain itu karena 
adanya ikatan kekeluargaan dengan calon” 
 
Sementara  sebagian yang tidak berpartisipasi dalam kampanye 
karena mempunyai alasan, sebagai penyelenggara, ingin netral tidak terlibat 
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pada salah satu partai dan calon, juga karena sebagai pemantau yang harus 
independen, seperti pernyataan berikut ini : 
“Nek kulo mboten tumut kampanye, masalahe kulo dados 
panitia pelaksana Pemilu sebagai PPS”(saya tidak ikut 
kampanye masalahnya saya jadi panitia Pemilu sebagai PPS) 
 
Partisipasi dalam menggunakan hak pilih pada kelompok ini 
sebagian besar telah menggunakan hak pilihnya. Alasan yang dikemukakan 
diantaranya karena menginginkan adanya perubahan yang lebih baik, 
sebagai warga negara yang baik untuk menyalurkan aspirasi dan 
menggunakan hak pilihnya, seperti pernyataan berikut ini :  
“Saya telah menggunakan hak pilih karena menginginkan 
adanya perubahan yang lebih baik, sebagai warga negara 
ingin menyalurkan aspirasi politiknya” 
 
Mengenal calon, program dan partai juga merupakan pertimbangan 
untuk menggunakan hak pilihnya dan sekaligus untuk mendukungnya, 
seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya menggunakan hak pilih karena sudah mengenal calon 
dan program partai.Oleh karena itu berusaha mendukungnya” 
 
Masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih dalam kelompok ini 
mempunyai alasan karena tidak terdaftar sebagai pemilih, seperti pernyataan 
berikut ini : 
“Bagaimana saya mau memilih kalau tidak terdaftar sebagai 
pemilih. Akhirnya ya tidak bisa menggunakan hak pilihnya” 
 
Disamping itu ada pula yang beralasan karena mempunyai 
penilaian bahwa pengalaman selama ini calon dan partai lupa dengan yang 
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memilih, apalagi memikirkan nasib rakyatnya. Kepercayaan terhadap partai 
dan calon cenderung menurun, seperti pernyataan berikut ini : 
“Memilih tidak memilih tidak ada bedanya masa, lagi pula 
saya sudah tidak percaya lagi dengan partai dan calon. Pada 
umumnya merek setelah terpilih lupa dengan pemilih dan 
masyarakatnya” 
 
Partisipasi dalam mengikuti penghitungan suara, terhadap yang 
tidak mengikuti kegiatan tersebut mempunyai alasan karena tidak merasa 
perlu yang penting telah menggunakan hak pilihnya. Alasan lain karena 
tidak mempunyai kepentingan langsung. Sebaliknya bagi yang mengikuti 
penghitungan mempunyai alasan karena ingin mengetahui hasilnya terhadap 
partai dan calon yang dipilihnya. Selain itu karena ada yang bertugas 
sebagai pemantau independen, pelaksana atau panitia pelaksana, seperti 
pernyataan berikut ini : 
“Saya tidak mengikuti proses penghitungan suara mas, karena 
tidak punya kepentingan bagi saya” 
Pernyataan lain : 
“Kalau saya mengikuti proses penghitungan suara karena ingin 
mengetahui hasil terhadap partai dan calon yang 
didukungnya” 
Pernyataan lain : 
“Saya mengikuti penghitungan suara karena berkaitan dengan 
tugas saya sebagai panitia pelaksana Pemilu, mau tidak mau 
harus diselesaikan sampai tuntas” 
 
2) Umur 31 - 50 Tahun (Dewasa)  
Partisipasi dalam penyelenggaraan dalam kelompok ini hanya 
sebagian kecil yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Keterlibatan mereka dilatar belakangi oleh karena ingin berpartisipasi dalam 
Pemilu, seperti menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS. Alasan dari sumber 
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lain menyatakan karena ingin berkiprah dalam kegiatan kenegaraan dalam 
Pemilu, ada waktu luang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam 
kegiatan tersebut dan ingin peduli, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya ikut iadi panitia Pemilu sebagai PPS karena ingin 
berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan, ada waktu luang 
dan kesempatan” 
 
Sementara sebagian besar dalam kelompok ini tidak terlibat dalam 
penyelenggaraan karena lebih mementingkan keluarga, pekerjaan dan tidak 
mau tahu, ingin netral. Sisi lain karena sebagai simpatisan partai dan 
pendukung calon tertentu sehingga tidak boleh menjadi panitia pelaksanaan 
Pemilu, seperti pernyataan berikut ini : 
“Kulo mboten jadi panitia Pemilu mas, lewih mikirke 
kebutuhan keluarga lan pingin netral” (saya tidak jadi 
panitia Pemilu mas, lebih memikirkan kebutuhan keluarga 
dan ingin netral) 
Pernyataan lain : 
“Saya tidak menjaadi panitia Pemilu karena sebagai anggota 
dan tim kampanye partai” 
 
Partisipasi dalam kegiatan kampanye dalam kelompok ini hanya 
diikuti sebagian yang menjadi simpatisan, anggota dan pengurus partai 
politik. Mereka bergerak aktif mengikuti kampanye untuk partainya agar 
mendapatkan dukungan lebih besar, seperti pernyataan berikut ini : 
“Keterlibatan dalam kampanye saya aktif karena sebagai tim 
kampanye. Saya ingin partainya memperoleh kursi yang 
banyak dan calon yang ada dapat terpilih sebagai wakil 
rakyat” 
 
Keterlibatannya mulai menjadi peserta kampanye, pengurus atau 
tim kampanye, juru kampanye yang melakukan perencanaan, pelaksanaan 
hingga selesai kampanye. Sementara ada pula yang bersikap pasif dalam 
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mengikuti kampanye. Pada posisi ini sebagian berasal dari masyarakat biasa 
yang masih mudah terpengaruh oleh kelompok tertentu.  
Partisipasi dalam menggunakan hak pilih dalam kelompok ini 
sebagian besar telah menggunakan hak pilihnya. Alasan menggunakan hak 
pilihnya karena sebagai warga negara ingin menyalurkan aspirasi politiknya, 
ingin ada perubahan yang lebih baik melalui Pemilu yang memilih langsung 
wakilnya. Selain itu karena ikatan emosional dengan partai dan calon yang 
sudah dikenal program dan orangnya, ikatan emosional dengan partai 
tertentu, ingin mensukseskan Pemilu dengan menggunakan hak pilihnya. 
Selain itu alasan lain karena faktor lingkungan tempat tinggal dan terdaftar 
sebagai pemilih, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya menggunakan hak pilih dengan pertimbangan karena 
ingin memilih wakil rakyat secara langsung, ada ikatan 
emosional dengan partai dan calon, mengenal programnya” 
Pernyataan lain : 
“Saya ikut memilih karena ingin ada perubahan yang lebih 
baik, terdaftar sebagai pemilih” 
 
Partisipasi dalam mengikuti penghitungan suara setelah 
pemungutan suara secara umum rendah. Alasan yang disampaikan karena 
tidak berkepentingan langsung, mementingkan pekerjaan untuk dirinya 
sendiri, selain itu bisa diketahui melalui media cetak dan eletronik, atau 
informasi dari teman atau tetangga, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya tidak mengikuti penghitungan suara, merasa tidak ada 
kepentingan dengan kegiatan tersebut. Lebih baik mengurusi 
yang lain dan bermanfaat bagi keluarga” 
Pernyataan lain : 
“Saya ketika itu gak ikut penghitungan suara, kembali bekerja, 
kalaupun tahu tentang hasil Pemilu dari teman” 
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Ada mengikuti tetapi tidak sampai selesai hanya sebatas ingin 
mengetahui mekanisme penghitungan suara dan lebih mementingkan 
keluarga atau kegiatan lain yang lebih penting bagi yang bersangkutan. 
Sementara kegiatan mengikuti pengitungan suara sebagian diikuti 
oleh yang berkepentingan langsung, seperti yang bersangkutan sebagai 
panitia pelaksana (KPPS), saksi dari tim kampanye. Sebagian masyarakat 
mengikuti proses ini karena sebagai simpatisan dari partai dan calon 
tertentu, untuk mengetahui perolehan terhadap partai dan calon yang 
didukungnya, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya mengikuti proses penghitungan suara karena sebagai tim 
kampanye” 
Pernyataan lain : 
“Kalau saya mengikuti proses penghitungan suara karena 
bertugas melakukan proses penghitungan suara hasil dari 
partai dan calon. Dan kebetulan saya sebagai panitia Pemilu 
(KPPS)” 
 
3) Umur 51 ke atas (Tua) 
Partisipasi dalam penyelenggaraan dalam kelompok ini sebagian 
besar tidak terlibat di dalamnya. Alasan yang diperoleh memberi 
kesempatan pada genersi muda untuk berkiprah. Lebih mementingkan 
keluarga dan berusaha yang lain untuk menambah penghasilan. Sebagian 
lagi beranggapan Pemilu Legislatif 2004 rumit, sehingga bila menjadi 
panitia resiko dan tanggung jawabnya besar, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya sudah tidak aktif lagi untuk ikut jadi panitia Pemilu 
karena sudah tua, biarkan generasi muda yang 
menggantinya” 
Pernyataan lain : 
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“Saya tidak berpartisipasi menjadi panitia pelaksana Pemilu 
mas, karena lebih rumit dibanding Pemilu yang lalu, dan 
resikonya besar “ 
  
Sebaliknya pihak lain masyarakat yang terlibat dalam 
penyelenggaraan mempunyai alasan karena ingin membantu berpartisipasi 
dalam mensukseskan Pemilu 2004 dengan terlibat sebagai anggota PPK. 
Alasan dari informan lain menyatakan meskipun dalam usia pensiun, ada 
waktu cukup,  ingin mengabdi dalam penyelenggaraan Pemilu, seperti 
pernyataan berikut ini : 
“Saya selama masih mampu ingin membantu mensukseskan 
Pemilu jadi PPK. Pertimbangannya meskipun sudah pensiun, 
ingin menggunakan waktu dengan mengabdi menjadi panitia 
Pemilu” 
 
Partisipasi dalam kegiatan kampanye seperti pada kelompok 
lainnya, sebagian besar keterlibatannya karena sebagai bagian simpatisan 
partai dan calon tertentu. Selain  itu mereka karena diberi fasilitas dan 
sarana prasarana selama masa kampanye. Pada kelompok ini diperoleh 
keterangan keterlibatan mereka sebatas sebagai penggembira, seperti 
pernyataan berikut ini : 
“Saya terlibat kampanye, sebagai simpatisan partai. Saya mau 
melakukan kegiatan kampanye sebagai penggembira. Karena 
segala sesuatunya difasilitasi oleh tim kampanye” 
 
Sementara bagi yang tidak terlibat karena tidak ingin berpolitik 
praktis, usia sudah tua dan ingin netral dan partisipasinya hanya sebatas 
menggunakan hak pilih saja. Sebagaian lagi karena sebagai panitia 
penyelenggara Pemilu (PPK), seperti pernyataan berikut ini : 
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“Saya tidak ikut kampanye, sudah tua masa, ingin netral dan 
saya hanya ingin menggunakan hak pilihnya saja” 
Pernyataan lain : 
“Saya tidak berkampanye karena sebagai anggota PPK yang 
harus netral” 
 
Partisipasi dalam menggunakan hak pilih masyarakat yang ada 
dalam kelompok ini diperoleh penjelasan telah menggunakan hak pilihnya. 
Alasannya karena sebagai warga negara yang baik, yang sadar akan hak dan 
kewajibannya. Ingin memilih partai dan calon yang baik dengan melihat 
dari segi program kerjanya, mengingat Pemilu 2004 memilih langsung 
wakilnya. Karena ada suatu pandangan bahwa berpartisipasi menggunakan 
hak pilih, sebagai bentuk rasa cinta pada negara, cinta pada negara sebagian 
dari iman, seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya telah menggunakan hak pilih karena sebagai warga 
negara yang baik, sadar akan hak pilihnya. Pemilu 2004 kan 
memilih langsung wakilnya. Menggunakan hak pilih 
merupakan bagian cinta dari negara, mencintai negara bagian 
dari iman” 
 
Partisipasi dalam mengikuti penghitungan suara pada kelompok ini 
sebagian besar tidak mengikuti. Alasannya karena ada kegiatan lain, lebih 
baik melakukan aktivitas yang menghasilkan untuk kepentingan keluarga. 
Sebagai kelompok yang usia lanjut berpandangan lebih baik beristirahat di 
rumah masing-masing daripada mengikuti penghitungan suara hasil Pemilu, 
seperti pernyataan berikut ini : 
“Saya tidak mengikuti penghitungan suara karena melakukan  
kegiatan lain untuk kepentingan keluarga”  
Pernyataan lain : 
“Saya tidak mengikuti penghitungan suara karena sudah tua 
mas, lebih baik untuk istirahat di rumah” 
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Masyarakat yang terlibat atau berpartisipasi dalam penghitungan  
suara mempunyai alasan sebatas ingin mengetahui hasilnya. Partisipasi ini 
ada yang mengikuti sampai selesai karena mempunyai kepentingan dan 
sebagaian pulang sebelum penghitungan suara ditutup, seperti pernyataan 
berikut ini : 
“Saya mengikuti proses penghitungan suara karena bentuk 
tanggung jawab sebagai pengurus partai ingin mengetahui 
proses penghitungan suara sampai selesai dan segera bisa 












Tabel 4.15 Partisipasi Politik  Pemilu Legislatif Berdasarkan Usia 
 





Kampanye Hak Pilih Penghitungan Suara 
1 2 3 4 5 6 
1. Usia Sampai 30 
Tahun 
 
a. Sebagian tidak 
berpartisipasi dalam 
penyelenggaraan 
b. Alasannya, lebih 
mengutamakan 
pekerjaan, keluarga 
dan tidak percaya 
lagi dengan partai 
c. Sementar ada yang 
terlibat dalam 
penyelenggaraan 




















kenal calon  
c. Sepaham, ada 
hubungan 
kekeluargaan, 
kultur dan sesuai 
dengan harapan 
d. Sebagian tidak 
berpartisipasi 
kampanye 







a. Sebagian besar 
telah menggunakan 
hak pilih dengan 









d. Mengenal calon, 
program dan partai 
e. Sebagian tidak 
menggunakan hak 
Pilih 
f. Alasannya, tidak 
terdaftar sebagai 
pemilih,  





a. Sebagian tidak mengikuti 
penghitungan suara 
b. Alasannya, tidak  perlu, 
terpenting menggunakan 
hak pilih 
c. Tidak ada kepentingan 
langsung 
d. Sebagian telah mengikuti 
prose penghitungan suara 
e. Alasannya, ingin 
mengetahui hasil  partai dan 
calon yang dipilih 
f. Sebagai pelaksana/ panitia, 
petugas pemantau Pemilu. 
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1 2 3 4 5 6 









b. Alasannya, ingin 
berpartisipasi dalam 
Pemilu, menjadi 
anggota PPK, PPS, 
KPPS 










dan tidak mau tahu, 
ingin netral dan 
bebas 
f. Sebagai simpatisan 






besar diikuti oleh 
simpatisan, anggota 
dan pengurus partai 
politik 
















pribadi, tidak mau 
terlibat 







a. Sebagian besar 
telah menggunakan 
hak pilih, dengan 
mendatangi TPS 
b. Alasannya, sebagai 
warga negara  ingin 
menyalurkan 
aspirasi politik 
c. Ingin ada 
perubahan yang 
lebih baik 
d. Ikatan emosional 
dengan partai dan 
calon 









a. Partisipasi mengikuti proses 
penghitungan suara rendah 
b. Mengikuti proses tetapi 
tidak sampai selesai 
c. Alasannya, tidak 
berkepentingan langsung, 
mementingkan pekerjaan 
d. Hasil dapat diketahui 
melalui rekan/ tetangga atau  
media cetak dan elektronik 
e. Sebagian mengikuti 
penghitungan secara 
menyeluruh 
f. Alasannya, sebagai panitia 
pelaksana (KPPS) 
g. Sebagai tim sukses, saksi 




1 2 3 4 5 6 
3. Usia 51 ke atas 
 
a. Partisipasi dalam 
penyelenggaraan 
sebagain besar tidak 
terlibat 
b. Alasannya, memberi 
kesempatan pada 
generasi muda untuk 
berkiprah 
c. Lebih mementingkan 
keluarga 
d. Pemilu Legislatif 
rumit, tanggung 
jawab dan resiko 
menjadi panitia besar 







g. Keterlibatan sebagai 
anggota PPK 








kampanye  karena 
simpatisan partai 
dan calon tertentu 
b. Mereka diberi 









d. Sebagian tidak 
terlibat kampanye, 
karena tidak ingin 
berpolitik praktis, 
usia sudah tua, 
ingin netral 





a. Telah berpartisipasi 
mengggunakan hak 
pilihnya 
b. Alasannya, sebagai 
warga negara yang 
baik sadar akan hak 
dan kewajibannya 
c. Ingin memilih 
partai dan calon 
yang baik dengan 
melihat program 
kerjanya 
d. Sebagai bentuk 
rasa cinta negara, 
cinta pada negara 
sebagian dari iman. 
 
a. Sebagian besar tidak 
mengikuti proses 
penghitungan suara 
b. Karena ada kegiatan lain, 
lebih baik melakukan 
aktivitas yang menghasilkan 
untuk keluarga 
c. Karena umunya berusia 
lanjut, lebih baik beristirahat 
di rumah 
d. Sementara sebagian 
mengikuti proses 
penghitungan karena ingin 
mengetahui hasilnya 
e. Sebagai tim kampanye/ 
saksi mengikuti proses 
sampai selesai 
f. Sebagian masyarakat pulang 
sebelum  penghitungan 
ditutup. 
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C.  Pembahasan 
 
Berikut ini disampaikan kajian dan pembahasan yang meliputi tiga hal   sebagai 
berikut : 
1. Persepsi Pemilih Terhadap Pemilu Legislatif 2004 di Kabupaten Nganjuk 
Pokok-pokok Temuan di Masyarakat : 
a. Pengetahuan  
1) Pemilu untuk memilih calon wakil rakyat (legislatif) dengan memilih partai dan 
calon, diikuti oleh banyak partai politik. Pemilu 2004 untuk memilih anggota 
Legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota) secara langsung. 
2) Memilih wakil rakyat yang dianggap mumpuni sehingga dapat mewakili suara 
kebutuhan masyarakat, transparan dan riil. Merupakan masa transisi, langkah 
baik untuk demokrasi dalam pemilihan calon wakil rakyat yang demokratis, 
tetapi belum menyentuh kepada masyarakat. 
3) Pemilu 2004 berbeda, surat suara ada tanda gambar partai dan nama calon. 
Model lebih baik dibandingkan Pemilu sebelumnya, lebih terbuka, memilih 
calon sesuai yang diinginkan tidak seperti memilih kucing dalam karung. Pemilu 
lebih baik dan terbuka dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya (1999) 
4)  Sebagian mengatakan Pemilu kurang tahu dan merepotkan, tidak dikasih DPR 
tidak masalah, bila perlu bubarkan saja. Tidak mengenal calon termasuk tidak 
jelas latar belakangnya.  
5) Lebih  ribet (rumit) bagi pemilih, seperti banyaknya kertas surat suara, sehingga 
malas untuk memilih, tidak bisa merubah nasib masyarakat. Masyarakat 
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kelompok ini mengetahui Pemilu sebatas untuk memilih wakil rakyat, ikut-
ikutan saja tanpa mengerti maksudnya 
6) Tidak merasakan manfaatnya secara langsung terhadap Pemilu, membingungkan 
dan merepotkan ketika melakukan pencoblosan. Peranan wakil rakyat tidak 
berfungsi dengan baik ketika duduk menjadi wakil rakyat 
7) Pada realitanya sebagian tidak mengetahui tentang Pemilu, tidak merubah nasib 
masyarakat, oleh  karena mereka acuh tak acuh/ kurang peduli. Pengetahuan 
terhadap latar belakang calon sangat sedikit, kurang mengenal calon. 
Pengetahuan/ Pendidikan politik masih kurang, belum tahu secara menyeluruh 
dan detail terhadap peraturan Pemilu 
8) Sepengetahuan mereka bahwa Pemilu hanya untuk kepentingan partai dan calon 
bukan rakyat, karena belum bisa memperhatikan kepentingan rakyat. Calon 
belum diketahui secara pasti kualitasnya 
9) Sebagian kecil kelompok masyarakat ini tidak mengetahui Pemilu karena tidak 
mau tahu, tidak senang terhadap politik. 
10) Merupakan Pemilu yang membingungkan, merepotkan dalam memilih karena 
banyak partai dan calon, termasuk calon yang diberangkatkan partai tidak jelas 
dan belum dikenal 
11) Sepengetahuan sebagian masyarakat dinyatakan bahwa selama dalam kurun 
Pemilu yang sudah berjalan tidak dapat merubah perbaikan bagi rakyat, 
sebaliknya perubahan hanya pada calon dan pengurus partai yang 
mengusungnya. 
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12) Pengetahuan lainnya kurang menguasai karena merasa asing dengan urusan 
politik. 
b. Pemahaman : 
1) Sebagian memahami, karena secara kebetulan sebagai pengurus partai politik 
2) Masyarakat secara umum memahami Pemilu 2004, ada pandang bahwa sejak 
dulu tidak ada perubahan, tetapi hanya sebatas stabilitas. Peraturan secara umum 
telah dipahami, Pemilu berjalan bagus, calon bebas dinilai oleh masyarakat di 
daerah pemilihannya, karena daftar calon terbuka 
3) Tidak paham, tidak mempelajari, sebagai rakyat kecil mengikuti saja. Sebagian 
kecil kurang memahami karena kurang mengenal kader/ calon dari sisi 
kepribadiannya, acuh tak acuh karena sibuk pekerjaan. 
4) Peraturan Pemilu kurang memahami karena rumit, banyak partai, surat suara 
besar dan membingungkan. Calon kurang sportif, tidak mempunyai keahlian, 
tetapi karena kenal dan teman pengurus partai politik. 
5) Memahami Pemilu 2004, untuk memilih calon Legislatif, tetapi tingkat  
pemahamannya beragam, merubah sistem lama dengan sistem baru 
6) Keadaan yang sebenarnya pada kelompok ini, dan secara umum pemilih 
cenderung dalam menggunakan hak pilih lebih melihat mempertimbangkan 
calon daripada partai yang penting ada keterwakilannya. 
7) Sebagai kader partai dan calon memahami aturan main yang berlaku dalam 
Pemilu. Kader atau calon dituntut untuk mempelajari dan memahami mekanisme 
Pemilu untuk memperoleh suara bagi partai maupun calon.  
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8) Pelaksanaan Pemilu Legislatif secara normatif sudah mulai luntur, calon yang 
diberangkatkan atas kemauan sendiri bukan dorongan dari masyarakat karena 
ditokohkan. Partisipasi yang muncul bukan dari masyarakat tetapi dari calon. 
9) Sebagian besar memahami terhadap peraturan Pemilu, dan ada sebagian yang 
tidak memahaminya karena merasa tidak berkepentingan 
10) Sebagian memahami Pemilu 2004 karena sebagai calon dan pengurus partai 
politik peserta Pemilu. Sementara yang tidak berkepentingan langsung kurang 
memahami karena tidak mempelajari secara menyeluruh. 
11) Sebagian lagi kelompok ini karena tidak tertarik dan tidak memahami tentang 
politik dan merasa tidak berkepentingan langsung. Tidak memahami secara 
menyeluruh karena acuh kurang peduli, lebih mementingkan mencari nafkah 
daripada memahami tentang calon wakil rakyatnya. 
12) Pemahaman Pemilu baru sebatas cara mencoblos, memilih calon yang 
berwibawa. Pemahaman lainnya kurang, karena tidak peduli dan mempunyai 
pandangan  karena bukan urusannya.  
13) Peraturan Pemilu dipahami oleh kelompok yang terlibat dalam penyelenggaraan, 
sementara bagi yang tidak terlibat pemahamannya hanya sebagian. 
14) Kaum perempuan secara umum hanya sedikit yang memahami Pemilu, sementar 
yang cukup memahami Pemilu karena sebagai simpatisan partai dan  calon 





c. Sikap  
1) Prinsipnya setuju dengan Pemilu Legislatif 2004, bersikap aktif dan setuju untuk 
menggunakan hak pilihnya karena coblosan wakil rakyat 5 (lima) tahun sekali 
2) Sikap lain menyatakan  Pemilu tidak ada fungsinya, tidak seperti yang 
diharapkan.Tidak setuju terhadap calon yang ada, karena tidak seperti harapan 
masyarakat 
3) Sebagian kelompok menyatakan Pemilu biasa saja tidak ada perbedaan, 
mencoblos dan tidak mencoblos sama saja. Calon terpilih melupakan 
pemilihnya. 
4) Secara umum menyatakan aktif mengikuti perkembangan, setuju Pemilu 2004, 
tetapi perlu pembenahan. Tatanan pelaksanaan sudah baik, perlu penyempurnaan 
dan perbaikan pada Pemilu berikutnya. 
5) Setuju, perjalanan pemerintahan harus diawali dengan memilih calon legislatif 
untuk masa depan bangsa. 
6) Ada pernyataan lain, yaitu tidak setuju terhadap cara penentuan calon terpilih 
karena hanya berdasarkan nomor urut tetapi mestinya berdasarkan perolehan 
suara terbanyak 
7) Setuju terhadap Pemilu 2004 dengan harapan agar bisa diperbaiki pada Pemilu 
berikutnya, sebaliknya sebagian ada pula yang tidak setuju perlu perbaikan 
model 
8) Muncul sikap yang menyatakan antara menggunakan hak pilih atau tidak 
menggunakan hak pilih tidak berpengaruh terhadap rakyatnya. 
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9) Masyarakat setuju kalau calon terpilih ditentukan berdasarkan perolehan suara 
terbanyak bukan berdasarkan nomor urut, partai politik peserta Pemilu dibatasi. 
Pada prinsipnya setuju dengan Pemilu, tetapi kecewa dengan hasilnya. Wakil 
rakyat yang terpilih tidak seperti yang diharapkan pemilih 
10) Dalam memilih tidak melihat latar belakang calon seperti asal usul agama calon, 
prinsipnya karena ingin punya wakil rakyat yang baik dan yang penting mau 
memperhatikan nasib rakyatnya.Secara umum menyatakan setuju terhadap 
Pemilu 2004, karena sudah diatur peraturan perundang-undangan 
11) Setuju untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk Pemilu berikutnya karena 
masih banyak kelemahan. 
12) Sikap beragam, sebagian netral biasa, antara setuju dan tidak setuju. Tidak setuju 
karena adanya kekecewaan terhadap panitia pelaksanaan di lapangan, kecewa 
kepada partai dan calon, tidak peduli terhadap pendukungnya 
13) Menuntut agar calon yang diusung partai semestinya harus mempunyai 
kemampuan dan keahlian, mampu   dan mau memperhatikan aspirasi rakyatnya 
14) Mengharapkan sistem Pemilu disederhanakan, terlalu rumit, surat suara terlalu 
besar, banyak, karena bagi kelompok lanjut usia membingungkan. 
d. Tanggapan : 
1) Pemilu 2004, rumit, surat suara terlalu besar, calonnya kadang kurang dikenal, 
tidak dipahami oleh masyarakat, terutama perilakunya 
2) Pelaksanaan baik Pemilu tidak diulang, relatif tidak ada gejolak, sesuai dengan 
harapan meskipun hasil (calon terpilih) tidak menjamin atau sama saja, kurang 
menyentuh kepada masyarakat 
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3) Calon mengandalkan partai bukan pada masyarakat, rakyat masa bodoh, 
partisipasi kurang dan tidak peduli terhadap calon yang jadi dan sebaliknya 
4) Sebagian mengatakan, Pemilu berjalan baik, tidak ada tekanan, hanya calon 
tidak sesuai harapan, tidak dapat sangu. Mestinya dapat uang dari para calon 
seperti pada pemilihan Kepala Desa 
5) Calon sering ingkar janji terhadap program yang dikampanyekan, calon terpilih 
lupa dengan masyarakat pemilihnya 
6) Kesadaran masyarakat masih kurang dalam menggunakan hak pilih. 
7) Pelaksanaan baik dan lancar, sesuai harapan tidak menyimpang, tetapi 
partisipasi menurun, oleh karena itu perlu penyempurnaan  
8) Calon yang menokohkan diri dan bukan karena ditokohkan masyarakat 
sebaiknya untuk dihindari agar masyarakat lebih simpati dan mau berpartisipasi. 
9) Pemilu rumit, karena harus nyoblos dua kali, membuat bingung, sebagian lagi 
tidak tahu, tidak ada yang positif dan lebih mementingkan kebutuhan anak dan 
istri (keluarga). 
10) Calon terpilih belum bisa memperhatikan aspirasi masyarakat pemilihnya, tidak 
memenuhi janji seperti ketika kampanye 
11) Pelayanan dalam penyelenggaraan Pemilu masih ada kekurangan terhadap 
masyarakat yang mempunyai hak pilih. Kenyataannya banyak yang belum 
memahami Pemilu, dan banyak yang tidak menggunakan hak pilih. 
12) Pemilu sudah berjalan bagus tidak muncul tindakan anarkis, penyelenggaraan 
sudah sesuai peraturan yang ada 
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13) Kesadaran terhadap hak pilih dari masyarakat kurang, hal ini sebagai akibat 
tidak konsekuennya partai dan calon. 
14) Masyarakat mengharapkan perbaikan untuk Pemilu berikutnya, terutama 
kualitas partai dan calon. Menyayangkan calon yang terpilih, karena melupakan 
pemilih yang telah mendukungnya 
15) Penyelenggaraan Pemilu sudah cukup baik, berjalan lancar, kekurangannya 
adalah hasil tidak seperti yang diharapkan dapat menjamin kesejahteraan rakyat 
16) Perlu perbaikan sistem Pemilu, terutama terhadap penjaringan calon yang 
terpilih agar didasarkan pada dukungan nyata dari pemilih, bukan karena 
berdasarkan Pemilu secara umum baik, lancar tidak ada permasalahan yang 
berarti 
17) Sebagian kecil menyatakan belum baik, karena ternyata banyak pemilih yang 
tidak menerima kartu pemilih, termasuk surat panggilan ke TPS. Panitia kurang 
cermat dan teliti 
18) Sebagian lainnya menyatakan Pemilu sudah bagus dan calon yang dipilih sesuai 
dengan pilihan. Pernyataan ini disampaikan dari simpatisan partai politik dan 
pendukung calon 
19) Calon wakil rakyat semestinya harus diseleksi ketat agar dapat diperoleh kader 
terbaik di partainya. KPU sebagai penyelenggara harus cermat dalam menseleksi 
calon wakil rakyat yang diusung partai 
Pembahasan : 
Persepsi menurut Japri (1983), ialah kemampuan individu untuk 
mengamati (mengenal) perangsang (stimulus) sesuatu sehingga berkesan menjadi 
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pengetahuan, pemahaman, sikap dan tanggapan-tanggapan. Dalam persepsi 
tersebut ada hubungan antara pengamatan dan perangsang yang mana hubungan 
keduanya harus ada kesesuaian.  
Pengetahuan masyarakat secara umum telah mengertahui tentang Pemilu 
Legislatif 2004. Meskipun pernyataan tidak sama tetapi pada intinya pengertian 
secara umum sama, yaitu Pemilu Legislatif 2004 adalah untuk memilih partai 
politik dan wakil rakyat (DPR, DPD dan DPRD).  
Sedangkan pengetahuan selebihnya terkait dengan latar belakang partai 
dan calon banyak perbedaan yang disampaikan. Seperti pada masyarakat petani 
dan buruh, mereka tidak mengenal latar belakang calon, Pemilu merepotkan 
sampai menyatakan tidak dikasih DPR tidak masalah bila perlu dibubarkan saja. 
Sementara kelompok pedagang dan swasta mengatakan, Pemilu lebih rumit, 
banyaknya surat suara, sehingga malas memilih.  
Kelompok PNS, guru akademisi menyatakan Pemilu untuk memilih wakil 
rakyat yang dianggap mumpuni sehingga dapat mewakili suara kebutuhan 
masyarakat. Kelompok anggota DPRD atau politisi menyatakan Pemilu 2004 
merupakan menggunakan model yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, lebih 
terbuka, memilih calon sesuai yang diinginkan. 
Dalam hal ini ada perbedaan pengetahuan mereka dalam Pemilu Legislatif 
2004.  Perbedaan muncul karena dilandasi adanya perbedaan latar belakang 
masyarakat pemilih yaitu dari latar belakang yang bersangkutan. Pada kelompok 
masyarakat yang khususnya tingkat pendidikan SD - SMP, ada pernyataan yang 
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menarik, bahwa mereka hanya sebatas ikut-ikutan saja tanpa mengerti maksudnya, 
dan tidak merasakan manfaatnya secara langsung. 
Sementara pada tingkat pendidikan SLTA, ada suatu pandangan bahwa 
Pemilu tidak merubah nasib rakyat, maka yang terjadi banyak yang bersikap acuh 
dan kurang peduli. Sedangkan pada masyarakat dengan pendidikan tinggi, 
pengetahuan mereka yang menarik bahwa Pemilu hanya untuk kepentingan partai 
dan calon bukan rakyat karena selama ini partai atau calon belum bisa 
memperhatikan kepentingan rakyat. 
Sedangkan pada tingkat pemahaman Pemilu Legislatif 2004, bagi mereka 
hanya sebatas pada cara mencoblos, memilih calon yang berwibawa, sedangkan 
pemahaman yang lainnya masih kurang, karena tidak peduli dan Pemilu bukan 
urusannya.Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Pemilu Legislatif bervariasi, 
kurang memahami Pemilu karena peraturannya yang rumit, ini terbukti adanya 
surat suara berukuran besar sehingga membingungkan.  
Sedangkan pada pendidikan SLTA, pendidikan tinggi, sebagian besar 
memahami karena disatu sisi mereka mengikuti informasi lewat sosialisasi 
ataupun sebagai unsur pelaksana dan simpatisan partai yang aktif dalam Pemilu. 
Sebagian yang kurang memahami karena memang kebanyakan kurang peduli, 
seperti lebih disibukan dengan aktivitas sehari-hari dari mereka, juga merasa tidak 
berkepentingan langsung.  
Pada kelompok petani dan buruh sebagain paham, karena memang sebagai 
penurus partai politik, sementara yang tidak memahami karena memang tidak 
mempelajari. Kelompok pedagang, swasta sebagian kecil kurang memahami 
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karena kurang mengenal kader atau sisi kepribadian calon dan akat cuh tak acuh 
karena sibuk dengan pekerjaan.  
Berbeda dengan pedagang, maupun kelompok pekerjaan lain di atas, 
kelompok DPRD atau politisi karena sebagai kader partai dan salah satu calon, 
memahami peraturan yang berlaku. Sementara dalam masyarakat Islam, sebagian 
memahami aturan main khususnya yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu, 
sedangkan yang tidak terlibat kurang paham bahkan tidak paham sama sekali 
karena memang tidak peduli.  
Sebagian kecil dari kelompok kaum laki-laki  tidak mengetahui atau 
kurang memahami karena memang tidak mau tahu, dan sebagian lagi tidak senang 
terhadap politik. Ternyata informasi terkait hal ini karena mereka punya anggapan 
perbaikan ekonomi tidak ada kemajuan berarti dengan Pemilu. Dilihat dari 
kecenderungan pemilih tampak bahwa isu pemulihan  dan perbaikan ekonomi 
tetap dianggap sebagai isu primadona (Koirudin, 2004). 
Ada hal penting yang terungkap, bahwa pelaksanaan pemilu legislatif 
secara normatif sudah mulai luntur, calon yang diberangkatkan atas kemauan 
sendiri bukan karena dorongan masyarakat karena ditokohkan. Munculnya 
partisipasi bukan dari masyarakat tetapi dari calon. 
Sikap secara umum masyarakat telah setuju dengan Pemilu Legislatif 
2004. Sebagaian menyatakan tidak setuju karena ada pandangan Pemilu tidak ada 
fungsinya, tidak seperti yang diharapkan. Perbedaan pekerjaan yang ada pada 
kelompok tersebut ternyata mempengaruhi dalam penyikapi pengetahuan, 
pemahaman sikap dan terhadap kegiatan Pemilu Legislatif 2004. Selain itu karena 
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faktor sosialisasi dari penyelenggara yang menyangkut peraturan yang berlaku  
maupun partai politik peserta Pemilu yang masih kurang optimal dalam 
memperkenalkan program partai dan calonnya. 
Sikap pada kelompok masyarakat dengan berbagai jenjang pendidikan 
menyatakan setuju terhadap Pemilu 2004 karena harapannya untuk dilakukan 
perubahan yang lebih baik dalam pembangunan demokrasi. Sebaliknya terdapat 
pula sebagian kecil yang tidak setuju karena Pemilu dipandang tidak ada 
manfaatnya dan bersikap paasif dan biasa saja. Hal ini ternyata telah terjadi sikap 
sosial yang sudah terbentuk dan dialami oleh individu, dan sikap individu tersebut 
bereaksi membentuk pola sikap tertentu terhadap objek psikologis yang 
dihadapinya (Saifuddin, 2005). 
Sikap yang ditunjukkan oleh kelompok yang beragama Kristen/ Katolik  
pada prinsipnya setuju dengan Pemilu, tetapi kecewa dengan hasilnya, karena 
wakil rakyat yang terpillih tidak seperti yang diharapkan. Meskipun ketika 
memilih mereka akui tidak mempertimbangkan latar belakang atau asal-usul 
agama calon. Harapannya ketika itu adalah yang penting mau memperhatikan 
nasib rakyatnya.  
Sementara pada kelompok Islam menyatakan pada prinsip yang sama 
setuju dengan Pemilu Legislatif 2004, dengan harapan untuk dilakukan 
pemenahan dalam Pemilu berikutnya. 
Sikap yang ditunjukkan dalam kelompok ini, terhadap Pemilu Legislatif 
2004, secara umum baik kaum perempuan atau laki-laki menyatakan setuju. 
Pemilu sebagai bentuk pesta demokrasi untuk memilih wakil rakyat secara 
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langsung setiap 5 (lima) tahun sekali. Menginginkan adanya perbaikan Pemilu ke 
depan, termasuk kepada partai maupun calon.  
Ada kasus menarik, pada kelompok laki-laki, pada prinsipnya setuju 
dengan Pemilu, tetapi tidak menggunakan hak pilihnya. Ternyata alasan yang 
diperoleh, karena yang bersangkutan memang tidak percaya terhadap partai dan 
calon yang akan dipilih. Karena di dalam pikirannya selama ini, bahwa partai atau 
calon yang sudah terpilih tidak mau dan mampu memperjuangkan aspirasi 
rakyatnya. Hal ini berhubungan dengan pertimbangan rasional, bahwa 
pertimbangan program partai dan kesesuaian aspirasai memberi sumbangan besar 
pada penentuan pilihan pemilih (Muhammad Asfar, 2006). 
Sedangkan mengenai sikapnya secara umum menyatakan setuju, ada yang 
tidak setuju. Alasan mengapa tidak setuju, karena ternyata pada kelompok usia 
muda menilai kecewa terhadap panitia pelaksana, kepada partai dan calon. Selain 
itu yang terjadi para calon terpilih tidak bisa membawa aspirasi masyarakat. Sikap 
ini muncul dengan melihat kejadian yang dialamidan dirasakan ketika terlibat 
berpartisipasai dalam Pemilu. Pada tahap ini terjadi internalisasi pada individu 
yang kena pengaruh. Internalisasi terjadi apabila individu menerima pengaruh dan 
bersedia bersikap menurut pengaruh itu karena sikap tersebut sesuai dengan apa 
yang bersangkutan percayai dan sesuai dengan sistem yang diterima itu sendiri 
(Kelman dalam Saifuddin, 2005). 
Tanggapan masyarakat pemilih kelompok ini terhadap Pemilu Legislatif 
2004 menyatakan secara bervariasi, seperti rumit, surat suara terlalu besar, calon 
mengandalkan partai bukan pada masyarakat, rakyat masa bodoh, partisipasi 
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masih kurang. Tanggapan lain Pemilu 2004 baik, hanya calon kurang dikenal, 
tidak dipahami oleh masyarakat terutama perilakunya. 
Tanggapan masyarakat kelompok lain yang mendukung menyatakan pada 
umumnya sudah baik, hanya yang terjadi calon kurang sesuai dengan yang 
diharapkan. Yang terjadi dari hasil Pemilu, calon yang terpilih belum bisa 
memperhatikan aspirasi masyarakat pemilihnya, tidak memenuhi janjinya seperti 
ketika kampanye. 
Keadaan tersebut pada umumnya memang terjadi karena memang diawali 
oleh adanya latar belakang dari masyarakat yang bersangkutan, terutama tingkat 
pendidikan yang dimiliki. Namun demikian bahwa sosialisasi untuk pemahaman 
tentang Pemilu itu sendiri memang masih kurang sehingga belum dapat dipahami 
oleh sebagaian besar masyarakat, khususnya yang kurang merasa ada kepentingan 
dengan Pemilu. 
Ketidak pedulian masyarakat lebih banyak justru karena masalah-masalah 
ketidak beresan elit politik dalam menyelesaikan problem masyarakat, 
menurunkan harga-harga serta tingkah laku laku politisi yang kurang simpatik, 
serta tumbuhnya kelas menengah baru yang cukup apatis terhadap politik 
(Koirudin, 2004) 
Disisi lain Pemilu dinilai kurang berhasil, karena partisipasi  masyarakat 
belum sampai tingkat bawah, terutama dalam menggunakan hak pilihnya. 
Penyelenggaraan secara umum memang lebih baik, karena diselenggarakan oleh 
lembaga independen, tanpa adanya intervensi pihak partai manapun, dan mengacu 
peraturan perundang-undangan yang ada. Terkait dengan partisipasi pemilih yang 
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menurun ini, diperkirakan adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat 
terhadap partai dan calon yang akan dipilih. Seseorang yang menentukan untuk 
mendukung atau menolak sebuah partai tertentu atau elite politik tertentu 
seringkali tidak didasarkan pada pertimbangan rasional (Krisno Hadi, 2006). 
Sedangkan tanggapan kelompok usia muda dan dewasa terhadap Pemilu 
itu sendiri bermacam-macam, Pemilu belum baik, karena pelayanan pada 
masyarakat belum optimal, sehingga terjadi pemilih tidak dapat menggunakan hak 
pilihnya karena tidak terdaftar sebagai pemilih, tidak menerima pemberitahuan.  
Kelompok tua menilai dan memberi tanggapan, Pemilu 2004 sudah 
berjalan baik, tetapi perlu pembenahan dan agar lebih disederhanakan. Karena 
kejadian di lapangan memang banyak pada kelompok ini merasa kesulitan dan 
bingung dangan banyak surat suara dan rumit, banyak tanda gambar partai dan 
calon. Akibatnya pemilih tidak bisa menggunakan hak pilih tidak berjalan 
sebagaimana mestinya karena muncul kesalahan dalam mencoblos dan suara tidak 
sah. 
Pengetahuan pemilih terhadap Pemilu Legislatif 2004 adalah untuk 
memilih partai politik dan wakil rakyat secara langsung, yang dianggap mampu 
mewakili suara kebutuhan masyarakat yang telah memilihnya. Pemilu hanya 
untuk kepentingan partai dan calon bukan rakyat, tidak merubah nasib rakyat. 
Bagi kelompok politisi menyatakan bahwa Pemilu 2004 merupakan model baru 
yang lebih baik dibanding dengan Pemilu sebelumnya. 
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Pemahaman Pemilu Legislatif 2004 sebagian panitia pelaksana Pemilu, 
simpatisan partai politik. Sebagian masyarakat umum tidak memahami karena 
tidak mempelajari, peraturan rumit tidak mau tahu.  
Sikap dari berbagai kelompok masyarakat secara umum menyatakan setuju 
dengan Pemilu Legislatif. Perlu penyempurnaan sistem Pemilu yang lebih 
sederhana dan mudah. Sebagian kelompok masyarakat menyatakan tidak setuju,   
Pemilu tidak ada manfaatnya dan tidak seperti yang diharapkan. 
Tanggapan masyarakat secara umum menyatakan Pemilu Legislatif 2004 
sudah berjalan baik dan lancar. Partai politik dan calon kurang mensosialisasikan 
memasyarakat sehingga kurang dikenal dan dipahami terutama program perilaku 
calon. 
2. Perilaku Pemilih Terhadap Pemilu Legislatif di Kabupaten Nganjuk 
Pokok - Pokok Temuan  di Masyarakat : 
a. Menggunakan Hak Pilih 
1) Sebagai warga negara Indonesia, terdaftar sebagai pemilih dan sadar untuk 
ikut serta mensukseskan pesta demokrasi. Sebagai bentuk perjuangan dan 
tanggung jawab bersama untuk mencari pemimpin yang baik.  
2) Menginginkan adanya perubahan ekonomi/ politik, kepatuhan untuk 
menggunakan hak pilihnya, tahu/ kenal calon, kesempatan menyalurkan 
aspirasi 
3) Ingin mempunyai wakil rakyat yang baik dan bisa dipercaya, sebagai bentuk 
cinta kepada negara, cinta negara sebagian dari iman. Sebagai warga negara 
untuk menggunakan hak pilihnya, sesuai dengan hati nurani. 
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4) Adanya ikatan emosional untuk  mendukung partai dan calon yang 
dicintainya. 
5) Kesadaran sebagai PNS untuk mendukung pemerintahan agar dapat berjalan 
baik. Sebagai tokoh ingin memberikan contoh yang baik, mensukseskan 
program pemerintah, menyalurkan aspirasi politik pribadi 
6) Tertarik dengan program partai dan calon, dan mendukung teman yang 
mencalonkan diri agar berhasil. 
7) Sebagai calon yang diusung partai politiknya, sebagai kader partai yang harus 
memberikan motivasi dan contoh baik untuk pembelajaran politik kepada 
simpatisannya 
8) Sebagai warga negara mendukung partai dan calon, setuju dengan Pemilu 
serta telah menggunakan hak pilihnya untuk mencari pemimpin yang baik 
9) Setuju, dan mendukung terhadap Pemilu Legislatif 2004 karena kepatuhan 
sebagai warga negara yang baik dan mendukung pemerintahan yang ada 
10) Tertarik terhadap program yang disampaikan partai dan calon, dan ingin 
adanya perubahan yang lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat 
11) Karena mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, untuk 
menggunakan hak pilihnya dan ingin Pemilu sukses. Sebagai salah satu calon  
serta untuk mewakili unsur perempuan 
12) Setuju, Pemilu dengan sistem baru, sebagian besar telah menggunakan hak 
pilihnya dan sebagai salah satu bentuk kepatuhan sebagai warga negara 
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13) Ingin menyalurkan aspirasi yang sesuai dengan pilihannya, mengenal calon 
termasuk partai yang mengusungnya, mendukung kerabat yang mencalonkan 
diri. 
14) Sebagaian besar telah menggunakan hak pilihnya, karena mempunyai hak 
pilih, pengurus partai ada ikatan emosional terhadap partai dan calon 
15) Merupakan hak politik yang harus dimanfaatkan demi keberlangsungan 
demokrasi, faktor lingkungan, tanggung jawab moral untuk mensukseskan 
Pemilu. 
b. Tidak Menggunakan Hak Pilih  
1) Faktor utama, karena tidak diberi tahu, tidak memahami manfaat Pemilu, 
lebih mengutamakan mencari nafkah untuk keluarga (anak/ istri). 
2) Calon melupakan pemilih, cenderung memperkaya diri, tidak senang dengan 
politik dan ingin netral 
3) Ada sebagian kecil perilaku dengan cara datang ke TPS dan masuk ke bilik, 
tetapi tidak menggunakan hak pilihnya, tidak senang dengan partai dan calon 
4) Tidak menerima kartu pemilih dari panita pelaksana (KPPS), pasif dan ada 
rasa gengsi mencoblos tanpa kartu pemilih 
5) Lebih mementingkan pekerjaan, mencoblos tidak mendapatkan apa-apa, 
kenapa harus “ngoyo” untuk memilih. 
6) Tidak setuju dan tidak menggunakan hak pilih, calon anggota dewan lupa 
dengan yang memilih, lebih cenderung mementingkan pribadi 
 220 
7) Adanya kekecewaan masyarakat yang mendalam terhadap calon dewan yang 
terpilih. Calon terpilih cenderung mengutamakan kepentingan kelompok atau 
dirinya sendiri bahkan untuk memperkaya diri sendiri 
8) Pemilu tidak memberikan perubahan langsung pada rakyat dan calon yang 
terpilih melupakan pemilihnya 
9) Wakil rakyat yang terpilih secara mayoritas lupa dengan pemilih/ rakyatnya 
dan sudah tidak percaya dengan partai dan calon yang diusulkannya. 
10) Faktor ekonomis, lebih mementingkan pekerjaan rutinitas yang dapat 
menghasilkan uang daripada untuk memilih. 
c.  Memilih Partai dan Calon  
1) Ikatan emosional dalam organisasi keagamaan, mendukung partai yang 
mengembangkan syariat Islam, ikatan keluarga. Cocok dan senang, sesuai 
dengan hati nuraninya. Calon sesuai dengan yang diinginkan, calon berasal 
dari daerah yang sama, ada hubungan pribadi dan telah mengenal 
2) Mencari pemimpin nasional yang mau dan mampu memimpin, dengan tanpa 
mempertimbangkan latar belakang agama atau faktor lain. 
3) Mengikuti peraturan yang berlaku, berdasarkan platform partai yang cocok, 
sesuai, termasuk kultur budaya dari lingkungan tempat tinggal pemilih 
4) Ikatan emosional, hubungan kekeluargaan terhadap pendiri partai, tokoh 
agama yang sebagai panutan kaum santri. 
5) Calon harus dipilih, karena bila tidak dipilih/ dicoblos artinya yang 
menentukan calon terpilih berdasarkan nomor urut. Artinya bukan pilihan kita 
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tetapi pilihan partai. Memilih calon wakil rakyat yang terbaik, mencoblos 
sesuai yang diinginkan 
6) Perintah internal partai, dimana kesepakatan yang diputuskan partai harus 
dijalankan bersama-sama (khususnya pada simpatisan/ anggota partai 
tertentu). 
7) Partai dipandang mampu melaksanakan program, ksesesuaian program 
dengan partai yang bisa mengangkat kemajuan bangsa dan mengurangi 
kemiskinan 
8) Calon dianggap mampu melaksanakan program yang dijanjikan dalam 
kampanye (meskipun kadang sering tidak terbukti), sudah dikenal, ada 
hubungan keluarga/ kerabat/ teman, berpotensi, secara kemampuan bisa 
dipercaya sebagai wakil rakyat. Calon ibarat sopir yang mumpuni agar dapat 
membawa kendaraannya berjalan lancar. 
9) Adanya unsur kedekatan organisatoris, profil calon dan bukan semata-mata 
partai. Calon yang mewakili sudah dikenal, termasuk sifat dan perilakunya 
10) Terpenting mempunyai calon (terjadi pada wilayah tertentu), masalah siapa 
yang jadi calon terpilih merupakan pertimbangan berikutnya. 
11) Mencari wakil rakyat/ pemimpin yang lebih baik tanpa mempertimbangkan 
latar belakang calon. Memilih calon dengan hati nurani dan mempunyai 
pribadi yang kuat, mau dan mampu jadi wakil rakyat yang baik, 
memperhatikan aspirasi masyarakat pemilih tanpa mempertimbangkan unsur 
SARA. 
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12) Sebagian kecil pemilih karena ragu-ragu, tidak mengenal calon serta tidak 
cocok terhadap calonnya, akhirnya memilih tanda gambar saja tanpa memilih 
calon. Karena kebimbangan dan bingung tanpa pertimbangan yang matang, 
memilih partai akhirnya asal-asalan yang penting mencoblos.  
13) Sebagian pemilih kebingungan, sehingga memilih yang mudah untuk di 
coblos, umumnya pada calon nomor urut atas. Dipilih secara spontanitas 
tanpa pertimbangan yang matang, terpaksa, calon terbatas dan belum 
mengenal baik calonnya. 
14) Calon mau dan mampu memperjuangkan sesuai dengan yang telah 
direncanakan seperti yang diharapkan masyarakat dan mampu menjalankan 
program partai maupun pribadi sebagai calon 
15) Masyarakat memilih partai berdasarkan program partai yang ditawarkan 
untuk memajukan bangsa, termasuk mempertimbangkan calon yang 
diusulkan. Kualitas calon lebih penting dipertimbangkan dari pada partai. 
16) Mempunyai komitmen dan kemampuan serta telah dipercaya oleh partai, 
serta dipandang mau dan mampu menjalankan program yang ditawarkan 
ketika kampanye 
17) Adanya pandangan, yang penting memilih calon dan sah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku tanpa mempertimbangkan faktor kemampuan calon, 
artinya asal memilih. Mencoblos partai dan calon agar lebih marem. 
18) Tertarik dengan calon yang ada, figur yang dicalonkan oleh partai dikenal 
baik dan tidak meragukan, maksudnya adalah lebih memperhatikan faktor 
calon dibandingkan dengan partainya 
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19) Faktor keluarga dan lingkungan yang senang dengan partai tersebut, namun 
demikian dalam kelompok ini faktor pribadi lebih kuat karena pertimbangan 
rasional 
Pembahasan  
a. Menggunakan Hak Pilih 
Menggunakan hak pilih dalam Pemilu adalah merupakan faktor penting 
dalam partisipasi politik. Pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah 
masyarakat yang memenuhi persyaratan telah mencapai usia 17 tahun, sudah 
pernah kawin, bukan anggota TNI atau Polri. Pemberian suara untuk Pemilu 
anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dilakukan 
dengan mencoblos salah satu tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu dan 
Mencoblos satu calon di bawah tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu dalam 
surat suara (Anonim, 2003). 
Secara umum pada kelompok ini setuju untuk menggunakan hak pilih 
dalam Pemilu Legislatif 2004 meskipun latar belakang yang disampaikan 
berbeda-beda. Perbedaan ini karena perbedaan latar belakang pekerjaan, 
pendidikan, jenis kelamin, agama maupun usia pemilih yang ada.  
Kelompok pendidikan SD-SMP menyatakan menggunakan hak pemilih 
karena untuk mencari pemimpin baik, menginginkan ada perubahan ekonomi 
maupun politik. Namun ada pula pada kelompok ini yang beralasan karena 
sebagai simpatisan partai untuk mendukung partainya. 
Dari berbagai latar belakang pekerjaan yang ada, alasan dalam 
mengunakan hak pilih diketahui karena mereka sebagai warga negara yang baik 
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sadar untuk menggunakan hak pilihnya, sebagai bentuk perjuangan dan tanggung 
jawab, tertarik dengan program partai, untuk mencari dan memilih pemimpin serta 
adanya perubahan ekonomi maupun politik yang lebih baik. Selain itu karena 
ingin memiliki wakil rakyat yang bisa dipercaya. 
Alasan selanjutnya, karena adanya ikatan emosional dengan partai. Ini 
terjadi pada kelompok masyarakat yang menjadi simpatisan maupun pengurus 
partai, karena memang adanya garis komando dan amanat partai. Sementara, 
sebagian dari  PNS mempunyai pandangan karena sebagai salah satu tokoh 
masyarakat ingin memberi contoh yang baik untuk mensukseskan program 
pemerintah melalui Pemilu dan sekaligus menyalurkan aspirasi politiknya. 
Dari berbagai alasan dan pertimbangan tersebut di atas kiranya dapat 
diketahui bahwa masyarakat secara umum telah menyadari akan hak dan 
kewajiban sebagai warga negara dan sekaligus mempunyai kepentingan dengan 
Pemilu itu sendiri. Tinggal bagaimana partai politik dan calon yang akan dipilih 
oleh masyarakat bisa memenuhi keinginan dan harapan masyarakat.  
Apapun juga partai dan calon harus ikut bertanggung jawab terhadap 
program kerja partai yang sudah ditawarkan kepentingan masyarakat. Dan calon 
yang terpilih harus bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. 
Perilaku pemilih dengan latar agama pada masyarakat pemilih ternyata 
tidak berbeda. Artinya bahwa masyarakat baik Kristen maupun Islam telah 
menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif 2004. Alasan yang 
dikemukakan pada prinsipnya hampir sama, yaitu sebagai warga negara yang 
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baik. Selain itu ingin mencari pemimpin yang baik dengan terjadinya perubahan 
yang maju disegala bidang. 
Dari unsur jenis kelamin terhadap menggunakan hak pilih pada unsur 
perempuan diperoleh keterangan menggunakan hak pillih karena sebagai warga 
negara Indonesia yang sadar akan hak pilihnya serta untuk menyampaikan aspirasi 
politiknya. Menginginkan adanya perubahan yang diharapkan masyarakat 
khususnya kaum perempuan. Secara kebetulan ada pemilih perempuan sebagai 
calon yang diusung oleh partainya untuk mewakili unsur perempuan. Menurut 
Muhammad Asfar (2006), berdasarkan penelitian Rosenthal (1993) menunjukkan 
bahwa adanya kesadaran gender yang cukup kuat dikalangan pemilih kaum 
wanita. 
Perilaku pemilih pada kelompok berdasarkan usia secara umum setuju 
dengan Pemilu Legislatif 2004 dan telah menggunakan hak pilihnya. Adapun 
alasannya, karena merupakan Pemilu dengan sistem baru. Alasan umum 
menggunakan hak pilihnya karena sebagai bentuk kepatuhan sebagai warga 
negara, ingin menyalurkan aspirasi sesuai pilihan, merupakan hak politik yang 
harus dimanfaatkan untuk keberlangsungan demokrasi. 
Selain  itu pandangan kelompok usia muda Pemilu merupakan kesempatan 
untuk pembaharuan terhadap wakil rakyat, memilih wakil yang aspiratif terhadap 
rakyat yang diwakilinya. Para pemilih muda umumnya menghendaki perubahan, 
pemilih muda membutuhkan alternatif program yang dapat menetramkan hatinya 
(Muhammad Asfar, 2006).   
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Dalam menggunakan hak pilih masyarakat mempunyai alasan, sebagai 
warga negara Indonesia, untuk mencari pemimpin, menyalurkan aspirasinya untuk 
memilih wakil rakyat yang baik dan menginginkan perubahan ekonomi yang lebih 
baik dengan menggunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani. 
b. Tidak Menggunakan Hak Pilih 
Terdapat sebagian masyarakat yang sebagian kecil tidak menggunakan hak 
pillihnya. Alasan yang disampaikan beragam mulai karena memang tidak 
memahami Pemilu dan tidak diberi tahu juga ada unsur lebih mengutakan 
kepentingan pribadi atau keluarganya. Diperoleh keterangan dari sebagian 
informan, tidak menggunakan hak pilih karena unsur ekonomi, dimana mereka 
lebih mengutamakan kepentingan mencari nafkah. Selain itu ternyata juga karena 
kepercayaan pemilih yang sudah menurun terhadap partai dan calon serta tidak 
ingin terlibat dalam politik. 
Calon yang terpilih cenderung lebih mengutamakan pribadi dan 
kelompoknya (partai) daripada kepada pemilih yang telah mendukungnya. Selain 
itu diperoleh katerangan lain, sebagian masyarakat lebih mengutamakan pekerjaan 
rutin karena anggapannya mencoblos tidak mendapatkan apa-apa, mengapa harus 
ngoyo.  
Hal ini menunjukkan bahwa penilaian dan pandangan masyarakat pada 
pemilih lebih mengarah pada tuntutan partai dan calon yang dipilih. Bagaimana 
pun juga bila tidak dilakukan perubahan maka kecenderungan untuk tidak 
memilih semakin tinggi pada Pemilu selanjutnya. Menurut Muhammad Asfar 
((2006), tingginya angka golongan Putih (golput) Pemilu 2004 tampaknya lebih 
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bisa dipahami sebagai ekspresi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah 
yang berkuasa, partai yang berkuasa dan lembaga parlemen baik yang di pusat 
maupun yang ada di daerah. 
Sikap tidak menggunakan hak pilih, diantarnya ditemukan pada kelompok 
pendidikan SD-SMP dan SLTA, sementara yang berpendidikan tinggi tidak 
ditemukan tidak menggunakan hak pilih. Adapun alasan dari mereka, bagi yang 
berpendidikan SD-SMP karena sebagian tidak tahu dan memang tidak mau tahu 
tentang Pemilu serta tidak memahami partai maupun calonnya dan lebih 
mengutamakan mencari nafkah untuk keluarga. Kelompok SLTA mempunyai 
alasan karena ada kekecewaan yang mendalam terhadap calon yang cenderung 
mementingkan pribadi. Selain itu memang sebagian karena tidak ingin terlibat 
dalam politik. 
Dari beberapa kejadian yang terjadi di lapangan tentang menggunakan hak 
pilih dan tidak menggunakan hak pilih ternyata memang sangat dipengaruhi oleh 
latar belakang masing-masing individu, diantaranya tentang pendidikan. Hal ini 
termasuk salah satu adanya perilaku pemilih karena adanya aspek sosiologis yang 
menyangkut karakteristik sosial diantaranya yang menyangkut pendidikan.  
Tidak menggunakan hak pilih dalam masyarakat karena ada beberapa 
faktor seperti tidak diberi tahu, tidak menerima kartu pemilih atau panggilan dari 
panitia Pemilu. Faktor pemilih, bersikap pasif, tidak memahami manfaat Pemilu, 
ingin netral tidak senang berpolitik. Lebih mengutamakan mencari nafkah untuk 
kebutuhan pribadi dan keluarga. Calon cenderung memperkaya diri sendiri lupa 
dengan pemilih yang telah mendukungnya 
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Usaha untuk memberdayakan masyarakat sipil (civil society) tidak dapat 
dipisahkan dari pengembangan struktur, mekanisme dan sistem politik nasional ke 
arah yang lebih demokratis. Secara nasional atau regional partai sudah mulai 
mengadakan pembenahan ke dalam, namun belum ada satu partai pun yang 
bergerak di  arah akar rumput untuk mengadakan pendidikan politik kepada 
rakyat. Dengan demikikan jelaslah bahwa pendidikan politik oleh rakyat oleh 
partai politik tidak pernah dilakukan. Lebih dari itu tersumbatnya saluran aspirasi 
di aras nasional menyebabkan rakyat yang tertindas dan ingin menyampaikan 
aspiraasinya menjadi frustasi (Kutut Suwondo, 2003). 
c. Memilih Partai dan Calon 
Terhadap perilaku pemilih untuk mencoblos partai dan calon tertentu, 
karena adanya ikatan emosional antara pemilih dan partai serta calon yang 
bersangkutan. Banyak alasan lain, karena cocok dan senang sesuai dengan hati 
nuraninya Selain itu terdapat pula karena adanya garis komando partai terhadap 
kader partai dan calon. Kader harus mengikuti dan tunduk pada tata aturan di 
internal partai tersebut. 
Secara umum pilihan pada partai karena tertentu karena dipandang yang 
baik dari berbagai faktor yang diinginkan masyarakat. Demikian juga pada calon 
yang dusulkan oleh partai. Terkait dengan pilihan partai memang dipengaruhi oleh 
adanya hubungan psikologis dan sosiologis antara pemilih dan partai serta calon, 
seperti hubungan kekeluargaan, pekerjaan asal usul, pendidikan dan faktor 
lainnya. 
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Pendekatan psikologis pada Pemilu Legislatif 2004, terutama terhadap 
pandangan idiologis tidak ditemukan. Meskipun ada pemilih yang memilih suatu 
partai tertentu karena adanya ikatan emosional semata dan hubungan kekluargaan 
dengan pengurus partai. Keterikatan ini sangat berpengaruh terhadap perilaku 
pemilih dalam menentukan pilihannya terhadap partai dan calon. 
Kemudian dalam menggunakan hak pilih sikap memilih partai dan calon 
dari latar pendidikan yang berbeda, ternyata seluruhnya menyatakan pilihan 
terhadap partai karena keinginan perubahan yang lebih baik yang akan 
diperjuangkan partai. Selain itu karena hubungan dan ikatan emosional, psikologis  
dengan partai dengan pemilih yang bersangkutan.  
Alasan lain karena masyarakat ingin mencari wakil rakyat/ pemimpin yang 
memperhatikan aspirasi rakyatnya. Sebagian kecil menyatakan karena ragu-ragu 
dan tidak mengenal calon serta tidak cocok dengan calon, maka hanya memilih 
tanda gambar partai  saja tanpa memilih calon yang ada. 
Sedangkan terhadap calon secara umum karena calon umunya sudah 
dikenal termasuk latar belakangnya dan tertarik dengan program yang ditawarkan. 
Hubungan teman, kekeluargaan dan kedekatan emosional juga menjadi 
pertimbangan bagi mereka untuk memilih calon. 
Ada hubungan ikatan emosional dangan partai, persahabatan dengan 
pengurus partai. Selain itu karena pengaruh lingkungan setempat, seperti keluarga 
dan tetangga. Ada pandangan lain, dari kaum laki-laki, yang penting selain 
memilih partai, memilih  calon untuk mengikuti peraturan yang berlaku yang 
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terkadang tanpa mempertimbangkan faktor kemampuannya. Artinya yang penting 
memilih, karena memilih partai dan calon merasa lebih marem dan mantap. 
Kajian yang menarik mengapa pada kelompok pemilih yang beragama 
Kristen,  memilih dan mendukung calon termasuk partainya yang tidak seagama. 
Pada hal menurut Muhammad Asfar (2006) bahwa tingkat ketaatan beragama juga 
berhubungan dengan perilaku pemilih. Ternyata memang diduga bahwa pemilih 
yang menyatakan tidak memandang SARA terhadap calon memang tingkat 
ketaatannya masih rendah, hal ini bisa dilihat karena kondisi ekonomi yang 
bersangkutan dan bisa jadi karena calon yang akan dipilih karena tidak ada yang 
seagama dengan pemilih. Tetapi bisa pula karena yang bersangkutan tidak 
mengenal calon,  yang penting memillih. Berbeda dengan yang beragama Islam, 
keompok ini secara garis besar memilih partai maupun calon tidak terlepas salah 
pertimbangan unsur agama, apalagi pada daerah tersebut sebagai daerah agamis. 
Perilaku pemilih dengan memilih partai dan calon karena mengikuti aturan 
yang berlaku dalam Pemilu. Selain itu karena pertimbangan ikatan emosional 
pribadi, organisasi keagamaan, daerah asal calon, kultur atau budaya, dengan  
partai dan calon. Sebagian masyarakat pemilih hanya memilih partai karena tidak 
mengenal calon tetapi lebih mempercayai partai. 
Karakteristik sosial ( pekerjaan, pendidikan) dan karakteristik sosiologis 
(agama, wilayah, jenis kelamin dan umur) merupakan faktor penting dalam 
menentukan pilihan politik (Asfar, 2006). 
Proses pengambilan keputusan pemillih dapat diperkirakan menurut tolok 
ukur tradisional yang meliputi tiga aspek penting, yaitu partai, isu-isu diseputar 
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kandidat (calon) dan partai serta kepribadian, gaya hidup dan penampilan partai 
dan calonnya (Krisno Hadi, 2006). 
3. Partisipasi Politik Terhadap Pemilu Legislatif di Kabupaten Nganjuk 
Pokok - Pokok Temuan  di Masyarakat : 
a.  Penyelenggaraan  
1) Secara umum tidak terlibat dalam penyelenggaraan, cenderung memilih 
bebas, netral dan pasif, mengutamakan tetap bekerja mencari nafkah, sibuk 
dengan usaha/ pekerjaan. Tidak terlibat karena merupakan simpatisan/ 
anggota partai politik tertentu. 
2) Sebagian terlibat dalam penyelenggaraan didasarkan karena ingin membantu, 
agar berjalan lancar dan sukses. Ingin menyumbangkan tenaga, gagasan dan 
pikiranya terhadap Pemilu 
3) Dalam kelompok ini banyak yang terlibat dalam penyelenggaraan, seperti 
sebagai anggota PPK, KPPS. Latar belakang keterlibatan karena ingin 
membantu kelancaran Pemilu 
4) Muncul inisiatif untuk membantu juga karena kesadaran sebagai warga 
negara dan merasa terpanggil, sebagian lagi atas permintaan kepala desa/ 
lurah/ ketua RW/ RT setempat 
5) Ada sebagian yang terlibat dalam penyelenggaraan, seperti KPPS, PPS karena 
ingin membantu proses demokrasi agar dapat berjalan sukses. 
6) Terlibat dalam penyelenggaraan karena punya pandangan Pemilu merupakan 
kegiatan nasional untuk kepentingan bangsa dan negara, merupakan tanggung 
jawab bersama dan karena memang mendapatkan tugas kerja seperti sebagai 
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sekretariat PPK. Bentuk keterlibatan mereka lainnya adalah sebagai anggota 
PPK, PPS, KPPS. 
7) Sebagian kelompok tidak berpartisipasi, sebagai kaum perempuan lebih 
mementingkan keluarga, kesibukan kerja, tidak percaya lagi dengan partai,  
dan menjadi penyelenggara mempunyai tanggung jawab dan resiko besar. 
8) Partisipasi dalam penyelenggaraan masyarakat dalam kelompok ini hanya 
sebagian kecil saja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Alasan 
yang diperoleh, mereka ingin berpartisipasi dalam Pemilu dengan menjadi 
anggota PPK, PPS maupun KPPS. Ingin berkiprah dan peduli dalam kegiatan 
kenegaraan melalui Pemilu 
9) Partisipasi dalam penyelenggaraan sebagian besar tidak terlibat, karen ingin 
memberi kesempatan kepada generasi muda untuk berkiprah, lebih 
mementingkan keluarga. Selain itu kelompok ini mempunyai anggapan 
Pemilu 2004 rumit, tanggung jawab dan resiko menjadi panitia besar 
10) Terdapat sebagian kecil yang terlibat dalam penyelenggaraan, alasannya 
membantu mensukseskan Pemilu, ingin mengabdi kepada negara meskipun 
sudah pensiun dengan berpartisipasi menjadi anggota PPK. 
b.  Kampanye 
1) Mendatangi kegiatan kampanye, sebatas ingin tahu program yang ditawarkan, 
juga karena ikatan emosional dengan partai politik, organisasi keagamaan 
2) Sebagian besar mengikuti kampanye bersifat pasif, akan mendatangi 
kampanye bila difasilitasi. 
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3) Partisipasi kampanye dilakukan hanya sebagaian masyarakat yang tergabung 
dalam simpatisan atau anggota partai, sebagai anggota tim kampanye 
4) Sebagian besar lagi tidak terlibat dalam kampanye, cenderung bersikap pasif 
dan netral. 
5) Secara umum dalam kelompok ini tidak terlibat dalam kampanye, karena 
sebagaian besar PNS, guru, dosen 
6) Partisipasi kampanye dalam kelompok ini sangat besar, diantaranya sebagai 
tim kampanye. Keterlibatan mereka karena sebagai salah satu calon, sebagai 
anggota/ pengurus partai.  
7) Alasan lain, ingin memperoleh dukungan masyarakat/ konstituen baik 
terhadap partai maupun calonnya. Tujuannya agar partai dapat memperoleh 
suara sebanyak-banyaknya dan calon yang diusung akan dapat terpilih 
menjadi wakil rakyat. 
8) Masyarakat kelompok ini lebih cenderung bersikap pasif dan tidak terlibat 
sama sekali, termasuk untuk mendatangi kampanye. Mereka lebih  
mengutamakan kepentingan keluarga untuk mencari nafkah 
9) Sebagian lainnya menyatakan sikap tidak mengikuti kampanye yang 
terpenting akan menggunakan hak pilihnyapada  hari pemungutan suara. 
10) Bagi simpatisan partai dan calon, terlibat dalam kampanye dan cenderung 
masuk pada tim kampanye, tidak sebatas sebagai penggembira 
11) Mereka lebih mengutamakan kegiatan lainnya yaitu tetap melakukan 
pekerjaan sehari-hari mencari nafkah 
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12) Ada yang terlibat tidak langsung dalam kampanye, karena menyewakan 
kendaraan angkut beserta tenaga pengemudinya dengan biaya tertentu untuk 
kampanye. 
13) Partisipasi kampanye dalam kelompok ini hanya dilakukan oleh para 
simpatisan serta para anggota dan pengurus partai yang bersangkutan baik 
secara aktif maupun pasif.  
14) Sebagian besar kelompok ini tidak terlibat dalam kampanye, karena ingin 
netral, sudah tua, juga karena ada sebagai pelaksana Pemilu di lapangan dan 
ingin bebas tidak beresiko. 
15) Bentuk partisipasinya sebatas mau menerima alat peraga kampanye, seperti 
kaos yang ada gambar partai dan calon tertentu. Pandangan mereka, pilihan 
tetap sesuai dengan nurani masing-masing. 
16) Keterlibatan dalam kampanye hanya diikuti oleh msyarakat kelompok ini 
yang menjadi simpatisan dan anggota partai serta calon. Adapun alasannya 
karena ingin mendukung partai yang telah dikenal program dan calonnya 
17) Sebagian ada yang terlibat dalam kampanye, karena sebagai anggota partai 
dan sebagai calon Legislatif. Oleh karena itu kaum mereka kaum perempuan 
tersebut berupaya aktif ikut kampanye agar partai memperoleh kursi dan bisa 
menjadi calon terpilih. 
18) Partisipasi ini sebagaian besar diikuti oleh para simpatisan dan pengurus 
partai politik peserta Pemilu. Tujuannya untuk memperoleh dukungan yang 
lebih besar, sehingga partai dan calon memperoleh kemenangan 
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19) Pada kelompok ini sebagian berpartisipasi dalam kampanye, karena menjadi 
anggota partai dan menjadi calon, dan keterlibatannya sebagai tim kampanye, 
hanya sebatas sebagai penggembira, karena ajakan teman di lingkungan 
tempat tinggal 
c.  Hak Pilih 
1) Secara umum telah mengunakan hak pilih dengan mendatangi TPS. Hal ini 
dilakukan dengan latar belakang karena sebagai warga negara yang baik, 
sudah mengenal partai dan programnya serta karena faktor pengaruh 
lingkungan. 
2) Mereka menyatakan telah menggunakan hak pilih dengan latar belakang 
sebagai warga negara yang baik, ketertarikan terhadap program yang 
disampaikan partai dan calon dan ingin menyalurkan aspirasi  melalui Pemilu. 
3) Alasan menggunakan hak pilih karena sebagai warga negara yang baik dan 
untuk memilih partai yang memberangkatkan dan calon yang bersangkutan 
agar dapat terpilih. 
4) Alasan  mereka menggunakan hak pilih, memilih wakil rakyat, ingin ada 
perubahan yang lebih baik 
5) Menggunakan hak pilih sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun dari 
nenek moyangnya 
6) Sebagian besar telah menggunakan hak pilih dengan mendatangi TPS. 
Alasannya sebagai warga negara yang baik yang sadar akan hak dan 
kewajiban, juga untuk menyalurkan aspirasi dalam memilh wakilnya 
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7) Sebagian beralasan karena ingin mendukung rekan/ teman yang mencalonkan 
diri, dan tertarik dengan program partai dan calon serta kemampuan calon 
yang sudah diketahui dan ingin menyalurkan aspirasi politik. 
8) Ingin memilih calon wakil rakyat yang baik dan mau memperjuangkan 
aspirasi rakyatnya, mendukung program pemerintah melalui Pemilu 
9) Menggunakan hak pilih karena sudah mengenal calon dan programnya, ada 
hubungan kekeluargaan/ teman dekat. 
10) Selain itu terhadap alasan memilih karena  yang bersangkutan sebagai salah 
satu calon, untuk memilih partai pengusung dan dirinya sendiri agar dapat 
memperoleh dukungan suara. 
11) Adapun pertimbangan menggunakan hak pilih, untuk menyampaikan aspirasi 
politik, sebagai warga negara yang sadar akan hak pilihnya.  
12) Pertimbangan lain karena sebagai pendukung salah satu partai dan calon, dan 
tertarik dengan program yang ditawarkan ketika kampanye 
13) Menginginkan adanya perubahan yang lebih baik, baik partai yang berkuasa 
maupun calon yang ada. Ingin memberi contoh yang baik di lingkungan 
sekitarnya dan bisa mengajak menggunakan hak pilihnya. 
14) Terdapat pula sebagian yang tidak menggunakan hak pilih, dengan alasan 
tidak terdaftar sebagai pemilih, calon dan partai melupakan pemilih, 
kepercayaan terhadap partai menurun. 
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15) Ingin memilih partai dan calon yang baik dengan melihat prograrm kerjanya, 
dan sebagai salah bentuk rasa cinta negara, cinta pada negara sebagian dari 
iman. 
d.  Penghitungan Suara 
1) Sebagian masyarakat telah mendatangi TPS untuk mengikuti penghitungan 
suara, ingin mengetahui perolehan suara dan kemenangan partai atau calon 
yang telah dipilihnya 
2) Sebagian ada yang tidak mengikuti proses ini karena tidak menggunakan hak 
pilihnya. Pada umumnya karena mereka lebih bersikap acuh tak acuh, lebih 
mementingkan pribadi 
3) Dalam kelompok ini sebagian besar tidak menghadiri proses penghitungan 
suara, kecuali bagi yang terlibat dalam penyelenggaraan. Mereka cenderung 
lebih bersikap pasif hanya menunggu informasi melalui teman/ tetangga atau 
media 
4) Terdapat sebagian kecil yang mengikuti proses penghitungan suara karena 
ingin mengikuti prosesnya sampai selesai untuk mengetahui hasilnya. Mereka 
merupakan salah satu calon, tim kampanye ingin mengetahui perolehan suara 
terhadap partai maupun calonnya. 
5) Sebagain masyarakat ada yang ikut berpartisipasi sebatas mengikuti melalui 
media elektronik (radio dan TV) 
6) Terdapat pula sebagian yang mengikuti proses penghitungan suara sampai 
selesai, khususnya yang terlibat dalam tim kampanye. Tujuannya adalah 
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untuk mengetahui perolehan hasil terhadap partai dan calon yang 
didukungnya. 
7) Sebagian mengikuti penghitungan suara sampai selesai. Partisipasi ini 
dilakukan terhadap simpatisan partai dan calon tertentu, juga pada panitia 
pelaksana Pemilu 
8) Ada sebagian yang mengikuti proses ini, tetapi tidak sampai selesai, 
umumnya hanya pada tahap awal saja. Pertimbangan dari mereka karena 
merasa tidak berkepentingan langsung 
9) Sebagian lagi mengikuti proses penghitungan suara karena sebagai panitia 
Pemilu yang memantau kegiatan tersebut di lapangan 
10) Sebagian besar kaum perempuan lainnya tidak mengikuti penghitungan suara, 
mereka berprinsip yang penting telah menggunakan pilihnya. Masalah hasil 
bukan urusannya, karena merasa tidak berkepentingan langsung. 
11) Berpartisipasi dalam kegiatan ini karena sebagai petugas pelaksana Pemilu, 
terutama KPPS, PPS dan PPK. Kelompok ini melakukan penghitungan suara 
sesuai dengan tingkatannya hingga selesai. 
12) Sebagian tidak mengikuti penghitungan suara, mereka beranggapan tidak 
perlu, tidak berkepentingan langsung, yang terpenting telah menggunakan 
hak pilihnya, berusia lanjut, mereka mempunyai pandangan lebih baik 
beristirahat di rumah 
13) Di pihak lain terdapat pula masyarakat yang mengikuti proses penghitungan 
tidak sampai selesai karena hanya sebatas ingin tahu. Sebagian sampai selesai 
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prosesnya karena ingin mengetahui hasilnya, diberi mandat oleh partai 
sebagai saksi dan sebagai panitia pelaksana Pemilu. 
Pembahasan  
a. Penyelenggaraan 
Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang 
bersifat nasional, tetap dan mandiri. Struktur organisasi penyelenggara Pemilu 
terdiri atas KPU, KPU Provinsi sebagai pelaksana Pemilu di provinsi dan KPU 
Kabupaten/ Kota sebagai pelaksana Pemilu di kabupaten/ kota. Untuk 
melaksanakan Pemilu, KPU Kabupaten/ Kota membentuk Panitia Pemilihan 
Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 
desa/ kelurahan. Sedangkan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibentuk 
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) oleh PPS (Anonim, 2003). 
Partisipasi politik dalam penyelenggaraan dari masyarakat pemilih dari 
latar belakang pekerjaan, terdapat beberapa perbedaan. Dalam penyelenggaraan 
Pemilu, kelompok petani buruh,  kebanyakan yang kebanyakan berpendidikan SD 
- SMP secara umum banyak tidak terlibat, netral dan cenderung pasif. Sebagian 
lainnya karena faktor ekonomi juga, sebagai simpatisan atau pengurus partai 
tertentu. Masyarakat pemilih dengan hanya berpendidikan SD-SMP ini tidak 
begitu memikirkan keterlibatan dalam kepanitiaan. Yang ada dalam benak mereka 
bagaimana waktu yang ada digunakan untuk mencari nafkah.  
Kelompok pedagang dan swasta tidak jauh berbeda dengan petani maupun 
buruh, sebagian terlibat dan sebagian lainnya tidak. Keterlibatannya mereka yang 
pada umumnya pendidikan SLTA atau sederajat karena ingin membantu agar 
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lancar, sukses dan ingin menyumbangkan tenaga pikiran untuk pelaksanaan 
Pemilu. Sedangkan yang tidak terlibat karena sibuk dengan pekerjaan dan 
usahanya untuk mencari nafkah dan juga karena sebagai simpatisan atau anggota 
partai.  
Kelompok PNS, guru atau akademisi  yang umumnya berpendidikan 
diploma atau sarjanadalam keterlibatan atau partisipasinya terhadap Pemilu 
mempunyai alasan karena keinginan untuk ikut membantu kelancaran Pemilu. 
Selain itu karena adanya kesadaran sebagai warga negara dan panggilan jiwa, 
serta adanya permintaan perangkat RT/ RW di lingkungannya. Sebagian tidak 
terlibat dalam penyelenggaraan karena beralasan kesibukan pekerjaan sehari-hari 
yang tidak bisa ditinggalkan. 
Sedangkan kelompok anggota DPRD atau politisi yang berpendidikan 
sebagian SLTA atau sarjana dalam penyelenggaraan tidak terlibat karena mereka 
sebagai simpatisan, anggota bahkan pengurus partai. Sesuai ketentuan yang 
berlaku panitia pelaksana Pemilu dilakukan oleh masyarakat yang netral dan tidak 
boleh menjadi simpatisan, anggota maupun pengurus partai politik. 
Dari uraian tersebut di atas dapat dikaji bahwa masyarakat umum atau 
pemilih dengan latar belakang jenis pekerjaan kecuali petani, buruh dan pada 
anggota DPRD atau politisi, punya keinginan untuk berpartisipasi dalam 
penyelenggaraan Pemilu. Pertimbangan dari mereka karena ingin membantu 
pemilu ingin sukses dan kesadaran politik dan sebagai warga negara. Hal ini 
menunjukkan bahwa bahwa masyarakat ada keinginan dan peduli terhadap 
program pemerintah terutama Pemilu.  
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Kesadaran politik merupakan kesadaran akan dan hak dan kewajiban 
sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang 
lingkungan masyarakat dan politik dan menyangkut minat dan perhatian 
seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup (Surbakti, 
1992). 
Dengan demikian menunjukkan bahwa masyarakat secara menyeluruh dan 
sebagian besar menginginkan Pemilu itu berjalan lancar karena sebagai bagian 
pendidikan demokrasi dalam menentukan pemimpin bangsa. Karena 
bagaimanapun juga bahwa Pemilu merupakan bagian proses rekrutmen politik. 
Menurut Ramelan Surbakti (1992) rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan 
atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk 
melaksanakan sejumlah  peranan dalam sistem politik pada umumnya dan 
pemerintahan pada khususnya. 
Dengan demikian terkait alasan berpartisipasi ada beberapa hal seperti 
keinginan kuat membantu kelancaran Pemilu dan panggilan jiwa dari yang 
bersangkutan meskipun ada kesibukan dengan aktivitas sehari-hari. Menurut 
Margono dalam Yustina dan Sudrajat (2003), bahwa ada tiga syarat yang 
diperlukan agar masyarakat berpartisipasi, yaitu adanya kesempatan untuk 
membangun dalam pembangunan, kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan 
dan kemauan untuk berpartisipasai. Bagi yang tidak berpartisipasi meskipun 
berbeda latar belakang agama, pada umumnya sama karena lebih mementingkan 
diri sendiri atau keluarganya, bahkan sebenarnya ada waktu yang cukup tetapi 
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memilih bersikap apatis terhadap Pemilu. Artinya bahwa mereka sebenarnya ada 
kesempatan, tetapi belum ada kemauan untuk berpartisipasi. 
Partisipasi politik masyarakat pemilih pada keterlibatan penyelenggaraan 
Pemilu rendah. Mereka pada umumnya tidak terlibat, netral dan cenderung pasif, 
lebih mengutamakan bekerja mencari nafkah, sebagai simpatisan dan pengurus 
partai.  Keterlibatan sebagaian masyarakat pemilih sebagai panitia Pemilu karena 
ingin membantu kelancaran Pemilu dan kesadaran sebagai warga negara dan 
panggilan jiwa.  
 
 
b. Kampanye  
Dalam penyelenggaraan Pemilu dapat diadakan kampanye Pemilu yang 
dilakukan oleh peserta Pemilu. Kampanye dilakukan selama 3 (tiga) minggu dan 
berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam kampanye Pemilu, 
rakyat (masyarakat) mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye. Materi 
kampanye Pemilu berisi program peserta Pemilu. Kampanye dilakukan melalui 
pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran melalui media cetak dan elektronik, 
penyiaran radio dan atau televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, 
pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum dan kegiatan lain yang 
tidak melanggar peraturan perundang-undangan (Anonim, 2003) 
Dalam kegiatan kampanye, keterlibatan atau partisipasi masyarakat 
pemilih dari beberapa latar belakang pekerjaan, pendidikan, pada Pemilu 
Legislatif relatif sedikit. Pada kelompok petani, buruh umumnya bersikap pasif, 
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akan mengikuti kampanye bila difasilitasi oleh tim kampanye. Bersikap aktif bila 
partai dan calon yang berkampanye ada ikatan emosional dan ada hubungan 
dengan salah satu organisasi keagamaan yang sama.  
Kelompok pedangang atau swasta, keterlibatan hanya pada masyarakat 
yang mempunyai keterikatan atau simpatisan bahkan pengurus anggota partai. 
Sebagian dari yang kainnya tidak peduli dengan kampanye, yang penting ketika 
pencoblosan akan menggunakan hak pilihnya. Pada kelompok guru, PNS maupun 
akademisi dalam partisipasi kampanye tidak ada. PNS atau sejenisnya harus netral 
dan tidak boleh menjadi anggota maupun pengurus partai. Umumnya kelompok 
ini banyak terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu (sebagai panitia Pemilu). 
Demikian pula partisipasi pemilih berdasarkan agama, umumnya pemilih 
bersikap pasif. Pada kelompok pemilih Kristen/ Katolik mereka sebagian besar 
tidak berpartisipasi dalam kampanye. Alasan yang diperoleh dari mereka 
sederhana, tidak ingin terlibat pada politik praktis.  
Kelompok beragama Islam mempunyai alasan sehubungan dengan 
partisipasi dalam kampanye. Partisipasi dilakukan oleh sebagian pemilih karena 
sebagai simpatisan atau kader partai bahkan calon yang diusung oleh partai, serta 
ikatan emosional dengan partai berbasis agama. Motivasi pemilih kelompok ini 
karena mempunyai tujuan jelas untuk kepentingan partai memperoleh 
kemenangan. Bagi pemilih lainnya ikut partisipasi dalam kampanye karena ingin 
mengetahu program dari partai dan calon yang diusung. 
Partisipasi kampanye kaum perempuan pada umumnya banyak tidak 
terlibat. Kalau pun ada karena sebagai simpatisan atau kader partai peserta 
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Pemilu. Atau karena orang yang bersangkutan oleh partai diusulkan menjadi calon 
Legislatif. Dengan demikian bagi perempuan yang dicalonkan harus ikut 
berkampanye agar partai dan dirinya memperoleh kemenangan.  
Dari kebanyakan kaum perempuan tidak terlibat karena mempunyai alasan 
tidak ingin terpengaruh kampanye, kampanye di mata mereka dipandang tidak 
mendidik, kurang simpatik dan tidak ada manfaatnya. Terdapat sejumlah anggota 
masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi aktif maupun 
partisipasi pasif karena mereka menganggap masyarakat dan sistem politik yang 
ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan (Ramlam 
Surbakti,1992). 
Keterlibatan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kampanye secara 
umum diikuti oleh simpatisan dan pengurus partai politik, dalam hal ini 
diantaranya anggota DPRD maupun politisi. 
Dan yang menarik pada sebagian masyarakat, meskipun tidak terlibat 
kampanye secara langsung, karena semata-mata perhitungan ekonomis, hanya 
sebagai penjual jasa dengan menyewakan kendaraan untuk kegiatan kampanye. 
Artinya lebih mementingkan ekonomisnya, karena menyewakan untuk kegiatan 
kampanye semua partai dan calon. Terpenting adalah mendapatkan nilai ekonomis 
dari sewa kendaraan tersebut. Suatu tindakan konkret dapat saja mengandung 
unsur perilaku politik dan sekaligus ekonomi (Ramelan Surbakti, 1992). 
Selain itu mereka berpartisipasi kampanye karena dorongan atau ajakan 
teman, tetangga dekat untuk mengajak kampanye. Perkawanan di sini lebih kuat 
daripada pengaruh lain dalam mempengaruhi ajakan kampanye. Faktor yang tidak 
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kalah penting karena adanya fasilitas yang disediakan oleh tim kampanye baik 
material maupun finansial. 
 Partisipasi kampanye hanya diikuti kelompok simpatisan, anggota dan 
pengurus partai politik termasuk para calon. Sebagian kecil masyarakat awam 
terutama petani atau buruh terlibat kampanye bersikap pasif, ikut terlibat 
sepanjang difasilitasi oleh tim kampanye. Masyarakat secara umum tidak terlibat 
dalam kampanye karena merasa tidak berkepentingan langsung, ingin netral.  
c. Hak Pilih 
Pemungutan suara atau penggunaan hak pilih hanya diberikan pada  
masyarakat pemilih yang mempunyai hak pilih, terdaftar sebagai pemilih untuk 
Pemilu. Pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas pendaftar pemilih dengan 
mendatangi kediaman pemilih dan atau dapat dilakukan secara aktif oleh pemilih. 
Hak memilih berlaku bagi warga negara Republik Indonesia yang pada hari 
pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah 
kawin. Dalam Pemilu 2004, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan 
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak pilihnya 
(Anonim, 2003). 
Pemilih dari berbagai latar belakang pekerjaan khususnya pada petani, 
buruh, pedagang, swasta, PNS, guru dan akademisi sebagian besar telah 
menggunakan hak pilihnya, dengan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 
setempat. Menggunakan hak pilihnya karena sebagai warga negara yang baik, 
sudah mengenal partai dan programnya, ingin berpartisipasi dalam Pemilu dan 
menyalurkan apsirasi melalui Pemilu.  
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Bagi para anggota dewan atau politisi selain karena alasan tersebut, juga 
karena menginginkan partai memperoleh kemenangan, dirinya bisa menjadi wakil 
rakyat dan terpilih. Sehingga pada kelompok ini cenderung lebih kuat untuk 
menggunakan hak pilihnya dan bagaimana bisa mempengaruhi masyarakat 
sekitarnya memilih partai pengusung dan dirinya. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selain motivasi alasan utama 
bagi masyarakat pemilih menggunakan hak pilih karena sebagai warga negara 
yang sadar akan hak pilihnya untuk berpartisipasi politik. Meskipun mereka 
secara umum menyatakan bahwa sesungguhhya mereka tidak merasakan langsung 
manfaat Pemilu tersebut.  
Partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti (1992) adalah kegiatan warga 
negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan 
kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan 
Berbeda dengan calon angoota DPRD atau politisi, disatu sisi karena yang 
bersangkutan mempunyai kepentingan untuk partai dan dirinya. 
 Dalam partisipasi menggunakan hak pilih dari kelompok usia, pada 
umumnya tidak terjadi perbedaan alasan mendasar. Hanya pada kelompok usia 
tua, ada alasan yang menarik yang dinyatakan oleh pemilih yang mempunyai 
tingkat pemahaman agama yang tinggi. Selain itu pada kelompok usia tua 
pemahaman kesadaran sebagai warga negara lebih banyak terutama dalam 
partisipasi menggunakan hak pilihnya. Apabila seseorang memiliki kesadaran 
politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi, maka partisipasi politik 
cenderung aktif (Ramlan Surbakti, 1992). 
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Menurut Paige dalam Ramelan Surbakti (1992), apabila seseorang 
memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka 
partisipasi politik cenderung aktif. Sebaliknya apabila kesadaran politik dan 
kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik cenderung pasif-
tertekan (apatis). 
Tidak kalah penting alasan dari pemilih ternyata satu sisi ada hubungan 
kekeluargaan, ikatan emosional atau teman dekat. Gerald Pomper dalam Ramelan 
Surbakti (1992) menyatakan pengaruh pengelompokan sosial dalam studi voting 
behavior ke dalam dua variabel, yaitu variabel predisposisi sosial ekonomi 
keluarga pemilih dan predisposisi sosial ekonomi pemilih. Menurutnya, 
predisposisi sosial ekonomi pemilih dan keluarga pemilih mempunyai hubungan 
yang signifikan dengan perilaku pemilih seseorang. Predisposisi sosial ekonomi 
ini bisa berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial,karakteristik 
demografis dan semacamnya. Pendek kata ikatan-ikatan sosiologis semacam 
tersebut sampai sekarang secara teoritis  masih cukup signifikan untuk melihat 
perilaku pemilih. 
Dalam kajian teori, bahwa partisipasi pemilih dalam mengunakan hak 
pilihnya seperti perilaku di  atas, lebih mengarah pada upaya pendekatan 
psikologis pada pemilih. Menurut Greenstein dalam Ramlan Surbakti (1992), 
pendekatan psikologis mempunyai tiga fungsi sikap. Pertama, sikap merupakan 
fungsi kepentingan. Artinya penilaian terhadap suatu objek diberikan berdasarkan 
motivasi minat dan kepentingan orang tersebut, Kedua, sikap merupakan fungsi 
penyesuaian diri, artinya seseorang bersikap tertentu merupakan akibat dari 
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keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani atau 
kelompok panutan. Ketiga, sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan 
diri. Artinya sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin 
atau tekanan psikis. 
Menurut Gabriel A Almond dalam Kirsno Hadi (2006), partisipasi politik 
dibagi menjadi kegiatan politik konvensional dan non konvensional. Bentuk 
konvensional adalah bentuk partisipasi normal dalam demokrasi modern. 
Bentuknya meliputi pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, 
membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan dan komunikasi dengan 
pejabat politik dan administratif. 
Dari partisipasi politik masyarakat pemilih secara umum disini diakui atau 
tidak akan menentukan pilihan politiknya dan mempengaruhi keputusan politik 
yang dilakukan pemerintah. Menurut Ramlan Surbakti (1992), pemerintah yang 
memiliki kewenangan membuat dan melaksanakan keputusan politik, sedangkan 
masyarakat tidak memiliki kewenangan. Akan tetapi keputusan politik 
menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka masyarakat 
berhak mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. 
Partisipasi menggunakan hak pilih secara umum masyarakat dari berbagai 
elemen telah menggunakan hak pilihnya. Alasan mereka sebagai warga negara 
yang baik, sudah mengenal partai dan programnya, dan ingin berpartisipasi dalam 
Pemilu dengan menyalurkan aspirasinya.  Sebagian masyarakat tertentu dari para 
politisi berpartisipasi menginginkan memperoleh kemenangan terhadap partai atau 
calon. 
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d. Penghitungan Suara 
Tahapan penting lainnya dalam Pemilu setelah pemungutan suara adalah 
penghitungan suara. Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS. 
Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi peserta 
Pemilu, Pengawas Pemilu, Pemantau Pemilu dan warga masyarakat yang hadir 
dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara (Anonim, 2003).  
Partisipasi dalam mengikuti penghitungan suara secara umum masyarakat 
pemilih telah mengikuti. Alasannya hanya sekedar ingin mengetahui gambaran 
perolehan suara dari masing-masing partai dan calon. Sebagian kecil tidak 
mengikuti proses ini, bersikap pasif, menunggu informasi melalui media atau 
teman/ tetangga. Selain itu karena memang tidak menggunakan hak pilihnya. Pada 
masyarkat umum penghitungan tidak diikuti sampai selesai, hanya sekedar ingin 
tahu. Sementara pada kelompok anggota maupun pengurus partai atau para calon, 
mengikuti secara antusias karena sangat berkepentingan. Menurut Ramelan 
Surbakti (1992), untuk memahami struktur kepribadian perlu dicatat bahwa 
terdapat tiga basis fungsional yaitu sikap, yaitu kepentingan, penyesuaian diri, 
eksternalisasi dan pertahanan diri. Basis yang pertama merupakan sikap yang 
menjadi fungsi kepentingan. Artinya, penilaian seseorang terhadap suatu objek 
ditentukan oleh minat dan kebutuhan atas objek tersebut 
Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam partisipasi penghitungan suara 
secara umum hanya dilandasi oleh kepentingan yang bersangkutan, seperti pada 
para saksi karena mendapatkan mandat dari partai, simpatisan atau anggota partai 
politik tertentu dan pemilih yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif. 
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Sementara pada pemilih secara umum hanya sekedar ingin tahu hasil Pemilu, 
sedangkan bagi petugas Pemilu mengikuti karena terkait dengan tugasnya. 
Partisipasi dalam penghitungan suara secara umum tidak diikuti sampai 
selesai. Ini terjadi pada semua masyarakat pemilih dari berbagai latar tingkat 
pendidikan. Alasannya karena mereka tidak mempunyai kepentingan langsung, 
sebagian lagi karena tidak menggunakan hak pilihnya. Gambaran dari mereka 
masalah hasil dapat diperoleh melalui teman, media cetak dan elektronik. 
Partisipasi mengikuti penghitungan suara oleh masyarakat pemilih telah 
berpartisipasi meskipun tidak menyeluruh. Sebagian besar mengikuti proses 
penghitungan suara karena beralasan hanya sekedar ingin mengetahui, sebagian 
lagi merasa mempunyai kepentingan untuk partai atau calon yang bersangkutan. 
Sedangkan bagi yang tidak mengikuti karena tidak mempunyai kepentingan 
langsung dan tidak menggunakan hak pilihnya.  
Dari berbagai latar belakang yang disampaikan pemilih, dapat dikatakan 
bahwa mereka telah menyadari akan hak dan kewajiban sebagai warga negara 
khususnya dalam berpartisipasi politiknya. Artinya bahwa mereka telah 
berpartisipasi politik dalam pembangunan demokrasi dalam pembangunan politik. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi seseorang ialah 
kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (sistem politik). Yang 
dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban 










Persepsi Perilaku Partisipasi Politik 
1 2 3 4 5 
1. Jenis Pekerjaan 
a. Petani, Buruh 
 





a. Pemilu yang berbeda, surat suara 
terdapat tanda gambar partai dan 
nama calon 
b. Memilih calon anggota DPR, 
DPD dan DPRD, secara langsung 
c. Modelnya lebih baik, lebih 
terbuka dapat memilih calon 
langsung 
d. Memilih wakil rakyat, memilih 
partai dan calon 
e. Sebagian paham karena sebagai 
panitia, tim kampanye, sebagian 
kurang paham karena tidak 
mempelajari dan apatis 
f. Tidak mengenal latar belakang 
calon  
g. Pemilu membingungkan, rumit 
tanpa dikasih DPR tidak masalah. 
h. Masa transisi belum bisa 
merubah nasib rakyat 
 
 
Menggunakan hak Pilih 
a. Mencari pemimpin yang baik dan 
menginginkan ada perubahan 
ekonomi/ politik 
b. Memilih wakil rakyat yang bisa 
dipercaya 
c. Sebagai warga negara, tahu dan 
kenal dengan calon, kesempatan 
menyalurkan aspirasi dengan 
memilih wakil rakyat yang lebih baik 
d. Adanya ikatan emosional dengan 
partai dan calon 
e. Ingin memilih sesuai dengan nurani 
f. Tertarik dengan program partai dan 
calon 
Tidak menggunakan hak pilih 
a. Tidak diberik tahu dan tidak 
memahami manfaat Pemilu 
b. Lebih mengutamakan mencari 
nafkah untuk keluarga 
c. Calon lupa dengan pemilih 
cenderung memperkaya diri sendiri 
d. Tidak senang dengan politik ingin 
netral 





a. Secara umum tidak terlibat dalam 
penyelenggaraan karena ingin bebas, 
netral, memilih untuk bekerja mencari 
nafkah, simpatisan parpol 
b. Sebagian ada  keterlibatan dalam 
penyelenggaraan Pemilu karena ingin 
membantu agar Pemilu sukses,lancar, 
menyumbangkan tenaga, ide dan 
pikiran, merasa terpanggil, permintaan 
kepala desa/ lurah/RW/RT 
c. Terlibat kampanye karena simpatisan 
,tim kampanye partai poltik, tertarik 
dengan programnya, ikatan emosional, 
difasilitasi partai 
d. Tidak terlibat kampanye karena 
sebagai panitia pelaksana Pemilu, 
ingin netral, pasif, PNS 
e. Menggunakan hak pilih, sebagai warga 
negara yang baik, lingkungan, 
berpartisipasi, menyalurkan aspirasi, 
kader partai dan calon, kebiasaan turun 
temurun, tertarik dengan programnya 
f. Mengikuti penghitungan suara, ingin 
mengetahui hasil, panitia Pemilu, 
simpatisan/ saksi partai, calon 
g. Tidak mengikuti proses penghitungan 
suara karena tidak menggunakan hak 
pilih,  kepentingan pribadi, tidak 
berkepentingan, kembali bekerja 
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c. Perguruan Tinggi 
 
a. Mengetahui , sebatas wakil rakyat 
hanya ikut-ikutan saja 
b. Pemilu yang membingungkan 
dan merepotkan  
c. Pemilu yang lebih terbuka, 
memilih langsung calon yang 
diinginkan 
d. Peranan wakil rakyat tidak 
berfungsi dengan baik ketika 
duduk menjadi wakil rakyat 
e. Tidak mengetahui Pemilu karena 
acuh tak acuh 
f. Pemilu tidak merubah nasib 
rakyat 
g. Pemilu hanya untuk kepentingan 
partai dan calon bukan untuk 
rakyat 
h. Pengetahuan terhadap calon 
masih sangat sedikit, latar 
















Menggunakan Hak Pilih 
a. Setuju dengan Pemilu 
b. Sebagai warga negara Indonesiayang 
patuh, mendukung partai dan calon 
c. Ingin mencari pemimpin yang baik 
d. Ikatan emosional dengan partai dan 
calon, kenal 
e. Mempunyai tanggung jawab moral 
dan untuk keberlangsungan 
pendidikan demokrasi 
f. Kesempatan menggunakan hak pilih 
g. Memilih wakil rakyat dengan 
keyakinan dan kemantapan pribadi 
h. Menitipkan aspirasi suara rakyat 
melalui calon untuk 
memperjuangkan nasib rakyat 
Tidak Menggunakan Hak pilih 
a. Lebih mengutamakan mencari 
nafkah 
b. Tidak memahami manfaat Pemilu 
c. Tidak memahami partai dan calon 
yang akan dipilih 
d. Tidak setuju dengan Pemilu, wakil 
rakyat yang sudah jadi lupa dengan 
yang memilih 
e. Lebih mengutamakan kepentingan 
pribadi 
f. Kecewa dengan terhadap partai 
pengusung dan  calon yang sudah 




a. Sebagian tidak terlibat panitia 
Pemilu karena simpatisan parpol, 
memilih bekerja mencari nafkah, 
tidak ingin terlibat masalah politik, 
bebas tanpa beban 
b. Sebagian terlibat dalam panitia 
karena membantu proses demokrasi 
agar sukses, Pemilu tanggung jawab 
bersama, ditugaskan atasan 
c. Partisipasi kampanye karena 
pengurus/ kader partai, masuk tim 
kampanye, difasilitasi, kendaraan 
disewa untuk kampanye 
d. Sebagian besar tidak berpartisipasi 
dalam kampanye, mengutamakan 
kepentingan keluarga, pasif  yang 
penting gunakan hak pilih, bebas dan 
tidak mau ambil resiko 
e. Menggunakan hak pilih karena 
memilih wakil rakyat, ada perubahan 
lebih baik 
f. Sebagai warga negara sadar akan hak 
pilih, mendukung rekan yang 
mencalonkan, tertarik dengan 
program partai, tahu kemampuan 
calon, kesempatan menyalurkan 
aspirasi 
g. Mengikuti proses penghitungan suara 
sampai selesai, karena sebagai tim 
kampanye, saksi, panitia 
Pemilu(KPPS),  
h. Tidak mengikuti proses 
penghitungan suara karena tidak 
berkepentingan, sikap acuh, kembali 
beraktivitas untuk bekerja 
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3. Agama 




a. Kurang mengetahui tentang 
Pemilu secara menyeluruh 
b. Pemilu untuk memilih partai dan 
calon yang berwibawa 
c. Pemilu yang penting aman dan 
bisa bekerja seperti biasa  
d. Peraturan Pemilu kurang 
memahami karena bukan 
urusannya 
e. Pemilu Legislatif untukmemilih 
wakil rakyat 
f. Calon belum diketahui dengan 
baik 
g. Pemilu lebih terbuka dan lebih 
baik dibandingkan dengan 
Pemilu 1999 
 
Menggunakan Hak Pilih 
a. Sebagai warga negara yang baik 
b. Menginginkan adanya perubahan 
yang maju dalam segala bidang 
c. Ingin berpartisipasi dalam Pemilu 
d. Ingin memilih partai dan calon sesuai 
dengan pilihan 
e. Karena mencalonkan diri sebagai 
calon Legislatif 
Tidak Menggunakan Hak Pilih 
a. Lebih mengutamakan kepentingan 
mencari nafkah 
b. Sudah kurang percaya lagi dengan 
partai dan calon 




















a. Sebagian tidak berpartisipasi sebagai 
panitia Pemilu, sibuk, kepentingan 
pribadi, ingin bebas netral tanpa ada 
tanggungan tugas Pemilu, sebagai 
simpatisan/ kader partai 
b. Sebagian berpartisipasi sebagai 
panitia Pemilu, alasan ingin 
mensukseskan Pemilu, membantu 
pelaksanaan agar lancar, tergerak 
untuk membantu 
c. Berpartisipasi kampanye karena 
simpatisan partai, sebagai calon, 
mendukung partai yang telah dikenal 
d. Tidak berpartisipasi dalam kampanye 
karena tidak ingin terlibat politik, 
sebagai panitia Pemilu (PPS) harus 
netral, lebih mengutamakan aktivitas 
pribadinya 
e. Berpartisipasi menggunakan hak 
pilih karena sebagai warga negara 
yang baik, memilih calon wakil 
rakyat yang baik mau 
memperjuangkan aspirasi rakyat, 
mendukung program pemerintah 
melalui Pemilu, kenal  ada hubungan 
saudara dengan pengurus partai dan 
calon 
f. Berpartisipasi proses penghitungan 
suara  dilakukan karena sebagai tim 
kampanye, saksi, ingin mengetahui 
hasil Pemilu, sebagai panitia 
pelaksana Pemilu menyangkut tugas 
g. Sebagian tidak berpartisipasi karena 
kembali bekerja, merasa tidak 
berkepentingan, bisa melihat di TV 
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a. Pemilu untuk memilih wakil 
rakyat yang mampu jadi wakil 
rakyat, terbuka tetapi rumit 
b. Pemilu Legislatif 2004 untuk 
memilih DPR, DPD dan DPRD 
c. Pemilu yang diikuti oleh banyak 
partai, lebih rumit dan tidak 
efisien 
d. Calon terpilih kurang 
memperhatikan aspirasi pemilih 
e. Pemilu 2004 lebih baik dari 
Pemilu sebelumnya 
f. Pengetahuan Pemilu masih 
sedikit karena kurang menerima 
sosialisai  
g. Sebagian kurang mengetahui 
Pemilu sama sekali karena tidak 

















Menggunakan Hak Pilih 
a. Sebagai warga negara Indonesia 
yang sadar akan hak pilihnya 
b. Ingin menyampaikan aspirasi 
politiknya 
c. Sebagai salah satu calon legislatif 
d. Ingin mewakili unsur perempuan 
e. Menginginkan adanya perubahan 
sesuai harapan masyarakat 
khususnya perempuan 
f. Memberi contoh yang baik bagi 
warga sekitarnya 
g. Kesempatan untuk melakukan 
perubahan dengan memilih langsung 
wakil-wakilnya 
h. Ingin mensukseskan Pemilu dengan 
partisipasi menggunakan hak pilih 
Tidak Menggunakan Hak Pilih 
a. Pemilu tidak memberikan langsung 
pada rakyat yang memilihnya 
b. Calon melupakan pemilihnya ketika 
mereka terpilih menjadi anggota 
DPRD 
c. Calon cenderung mengutamakan 
kepentingan kelompok atau dirinya 
sendiri bahkan memperkaya diri 
d. Tidak memperdulikan atau tidak 
senang terhadap politik 
e. Ingin netral tanpa ada kepentingan ke 
salah satu partai tertentu 
 
a. Sebagian berpartisipasi pelaksanaan 
Pemilu ingin mensukseskan Pemilu, 
membantu tenaga, pikiran dan waktu 
untuk Pemilu, berperan aktif , karena 
tugas yang  melekat, membantu 
kelancaran Pemilu 
b. Sebagian tidak berpartisipasi dalam 
pelaksanaan, kesibukan keluarga, 
kerja, tanggung jawab dan resiko 
besar, honor kecil, simpatisan parpol, 
jadi calon 
c. Berpartisipasi kampanye sebagai tim 
kampanye, saksi, simpatisan dan 
calon, mencari dukungan, ajakan 
teman dan faktor lingkungan 
d. Tidak berpartisipasi kampanye,  
kurang mendidik, tidak simpatik 
kesan liar tidak bermanfaat, sebagai 
panitia Pemilu netral, ingin bebas, 
tidak percaya dengan janji kampanye 
e. Partisipasi menggunakan 
menggunakan hak pilih, 
menyampaikan aspirasi politik, 
sebagai warga negara punya hak 
pilih, pendukung salah satu partai 
dan calon, simpatisan, tertarik 
program yang ditawarkan, ingin ada 
perubahan lebih baik 
f. Berpartisipasi proses penghitungan 
suara karena sebagai tim kampanye, 
simpatisan, ingin tahu hasil Pemilu, 
sebagai panitia Pemilu (KPPS) 
g. Tidak berpartisipasi karena tidak 
berkepentingan langsung, kembali 
bekerja cari nafkah/ kegiatan lain 
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5. Usia 
a. Sampai 30 Th 
 
b. 31-50 Th 
 
c. 51 Th ke atas 
 
a. Pemilu 2004 untuk memilih calon 
wakil rakyat (DPR, DPD, DPRD)  
b. Pemilu yang sangat rumit, tidak 
efisien, surat suara besar 
c. Pemilihan terbuka karena dapat 
memilih langsung terhadap calon 
yang diinginkan 
d. Banyak partai dan calon yang 
ditawarkan 
e. Calon banyak latar belakangnya 
tidak jelas, membingungkan 
pemilih 
f. Sebagian tidak mengetahui 
Pemilu karena tidak senang 
politik dan acuh 
g. Pemilu yang tidak menjamin 
perbaikan nasib rakyat, tetapi 




Menggunakan Hak Pilih 
a. Sebagai bentuk kepatuhan sebagai 
warga negara, terdaftar sebagai 
pemilih 
b. Karena tahu dan mengenal calon 
termasuk dengan partainya 
c. Ingin perubahan yang lebih baik 
d. Ingin menyalurkan aspirasi yang 
sesuai dengan pilihannya 
e. Pemilu dengan sistem baru 
f. Mendukung kerabat dan teman yang 
mencalonkan diri 
g. Sebagai pengurus partai  ada ikatan 
emosional dengan partai dan calon 
h. Faktor lingkungan, beban moral 
untuk mensukseskan Pemilu 
i. Sebagai hak politik yang harus 
dimanfaatkan demi demokrasi 
j. Ingin  pembaharuan pada wakil 
rakyat, lebih aspiratif pada rakyat  
k. Program  partai dan calon menarik 
Tidak Menggunakan Hak Pilih 
a. Pelenyenggaraan Pemilu dan 
pelayanannya kurang teliti, tidak 
terdaftar sebagai pemilih 
b. Lebih mementingkan mencari 
nafkah, karena secara ekonomis tidak 
menguntungkan 
c. Wakil rakyat terpilih secara 
mayoritas lupa dengan pemilihnya 
d. Tidak mendapatkan uang pengganti 
upah kerja 
e. Sudah sangat tidak percaya dengan 
partai dan calon yang diusulkan 
 
a. Sebagian berpartisipasi sebagai 
panitia Pemilu, ingin mendukung 
program pemerintah, netral, 
berkiprah peduli, mengabdi ke 
negara 
b. Sebagian tidak berpartisipasi, 
utamakan pekerjaan, keluarga, tidak 
mau tahu, netral bebas, kader parpol, 
memberi kesempatan generasi muda, 
Pemilu rumit tanggung, jawab besar 
c. Berpartisipasi kampanye, sebagai 
pengurus partai, calon, mengenal, 
sepaham, hubungan keluarga, 
kesamaan kultur, diajak teman, 
difasilitasi partai 
d. Tidak berpartisipasi kampanye, 
panitia Pemilu, netral, pemantau 
Pemilu independen, utamakan 
kepentingan pribadi, tidak mau 
terlibat, sudah tua, tidak berpolitik  
e. Berpartisipasi menggunakan hak 
pilih, sebagai warga negara, ingin 
perubahan lebih baik, menyalurkan 
aspirasi, mengenal calon/ partai, 
ikatan emosional dengan 
partai/calon, pengaruh teman 
f. Berpartisipasi proses penghitungan 
suara, ingin tahu hasil partai/ calon, 
simpatisan/ kader partai, saksi, 
menjadi (KPPS), pemantau Pemilu 
independen 
g. Tidak berpartisipasi penghitungan 
suara,  terpenting telah mencoblos, 
tidak ada kepentingan langsung, 
mementingkan pekerjaan sendir 
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5. Persepsi, Perilaku Pemilih dan Partisipasi Politik Dalam Proses 
Pemberdayaan Demokratisasi Masyarakat  
Dari hasil penelitian dan temuan di lapangan diketahui bahwa pemilih 
dengan latar belakang jenis pekerjaan, pendidikan, agama, jenis kelamin dan 
usia dalam memberikan persepsi, berperilaku serta dalam berpartisipasi politik 
berbeda-beda. Berarti masyarakat pemilih dalam menentukan sikap terhadap 
Pemilu Legislatif 2004 berbeda pula. Perbedaan di sini terjadi dalam 
memberikan persepsi, berperilaku maupun dalam berpartisipasi atau tidak 
berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif 2004. Untuk membangun persepsi, 
perilaku pemilih dan partisipasi politik dalam Pemilu Legislatif 2004 dan 
Pemilu 2009, maka diperlukan adanya usaha pemberdayaan masyarakat agar  
pada persepsi, perilaku pemilih dan partisipasi politiknya lebih baik. 
Dalam hal ini pengembangan masyarakat yang termasuk di dalamnya 
pemberdayaan masyarakat dan partisipasinya sangat erat kaitannya dengan 
pendidikan politik dalam Pemilu dalam rangka membangun demokrasi. Untuk 
menuju Pemilu yang demokratis dengan partisipasi yang tinggi dari masyarakat 
diperlukan adanya upaya pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu 
diperlukan adanya strategi pemberdayaan masyarakat yang lebih sesuai agar 
dalam melakukan pengembangan masyarakat  dalam pendidikan politik dan 
demokratisasi dapat berhasil dengan baik. 
Partisipasi begitu penting dalam sistem politik demokrasi karena 
demokrasi itu sendiri mengasumsikan bahwa yang paling mengetahui tentang 
apa yang baik bagi seseorang adalah orang itu sendiri, oleh karena itu 
dibutuhkan partisipasi secara terus menerus dari masyarakat untuk 
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menunjukkan apa yang baik bagi dirinya sendiri (Muhammad Asfar, 2006:12-
14) 
Diperlukan adanya upaya strategi pemberdayaan masyarakat yang lebih 
sesuai agar dalam melakukan pengembangan masyarakat  dalam pendidikan 
politik dan demokratisasi dapat berhasil dengan baik. Strategi di sini 
dimaksudkan adalah bagaimana melakukan upaya pemberdayaan kepada 
pemilih dengan memperhatikan latar belakang dari masyarakat pemilih. 
Ada 3 (tiga) konsep utama pemberdayaan dalam praktek perubahan 
sosial, yaitu tradisional, direct action (aksi langsung) dan transformasi (Mark 
G. Hanna, 1994 dalam Hikmat 2004). Konsep tersebut meliputi konsep (1) 
Tradisional menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik 
secara bebas dalam berbagai keadaan, (2) Strategi direct action (membutuhkan 
dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, 
dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi, (3) Strategi 
transformatif yang  menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka 
panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri. 
Adapun langkah strategi pemberdayaan yang perlu dilakukan ke depan 
dalam pemberdayaan pendidikan demokrasi masyarakat dengan menganut 
pada konsep utama pemberdayaan yaitu secara tradisional, tindakan langsung 
(direct action) serta dengan transformasi informasi dan pengetahuan. Tiga (3) 
konsep tersebut dilakukan dengan memperhatikan latar belakang masyarakat 
yang meliputi aspek pekerjaan, pendidikan terakhir, agama, jenis kelamin dan 
usia masyarakat pemilih. Teknik melakukan dalam strategi pemberdayaan 
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disesuaikan dengan kondisi yang ada dan mudah dipahami oleh masyarakat itu 
sendiri.  
Menurut Rappaport (1985 dalam Hikmat (2004), Proses pemberdayaan 
mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang 
menekankan pada proses memberikan  atau mengalihkan sebagian kekuasaan, 
kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan 
agar individu yang bersangkutan lebih berdaya. Kedua, menekankan pada 
proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar individu mempunyai 
kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan 










BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Persepsi pemilih terhadap Pemilu Legislatif 2004 
Pengetahuan pemilih terhadap Pemilu Legislatif 2004 adalah untuk 
memilih partai politik dan wakil rakyat secara langsung, yang dianggap mampu 
mewakili suara kebutuhan masyarakat yang telah memilihnya. Pemahaman 
terhadap Pemilu Legislatif 2004 hanya dipahami oleh panitia pelaksana 
Pemilu, simpatisan partai politik, sedangkan sebagian masyarakat umum 
kurang memahami. Sikap dari berbagai kelompok masyarakat secara umum 
menyatakan setuju dengan Pemilu Legislatif, sedangkan sebagian kelompok 
masyarakat menyatakan tidak setuju, Pemilu dianggap tidak ada manfaatnya 
dan tidak seperti yang diharapkan. Tanggapan masyarakat secara umum 
menyatakan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2004 sudah berjalan baik dan 
lancar meskipun sistemnya rumit dan membingungkan. Partai politik dan calon 
kurang melakukan sosialisasi terhadap program kerjanya ke masyarakat 
akibatnya kurang dikenal dan dipahami oleh masyarakat. 
2. Perilaku Pemilih Terhadap Pemilu Legislatif 2004  
Masyarakat menggunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani karena 
mempunyai alasan, sebagai warga negara Indonesia, untuk mencari pemimpin, 




menginginkan perubahan ekonomi yang lebih baik. Sebagian masyarakat tidak 
menggunakan hak pilih karena beberapa faktor seperti tidak diberi tahu dan 
tidak mau tahu, tidak terdaftar sebagai pemilih, tidak menerima kartu pemilih 
dari panitia Pemilu. Pemilih, bersikap pasif, tidak memahami manfaat Pemilu, 
ingin netral tidak senang berpolitik. Pemilih mengutamakan kepentingan 
pribadi dan keluarga karena mempunyai pandangan calon cenderung 
memperkaya diri sendiri lupa dengan pemilih. Pemilih mencoblos partai dan 
calon karena mengikuti karena pertimbangan ikatan emosional pribadi, 
organisasi keagamaan, daerah asal calon, kultur atau budaya, dengan  partai 
dan calon. Hubungan ikatan idiologis tidak muncul secara nyata. Sebagian 
masyarakat pemilih hanya memilih partai karena tidak mengenal calon tetapi 
lebih mempercayai partai. 
3. Partisipasi Politik Terhadap Pemilu Legislatif 2004 
Partisipasi politik masyarakat pemilih pada keterlibatan 
penyelenggaraan Pemilu rendah, mereka memilih tidak terlibat, netral, pasif, 
sebagai anggota partai dan lebih mengutamakan bekerja. Sebagaian masyarakat 
terlibat sebagai panitia Pemilu karena ingin membantu kelancaran Pemilu, 
kesadaran sebagai warga negara dan panggilan jiwa untuk mensukseskan. 
Kampanye hanya diikuti kelompok simpatisan, anggota, pengurus partai politik 
dan para calon. Masyarakat secara umum tidak terlibat dalam kampanye karena 
merasa tidak berkepentingan langsung, ingin netral dan tidak ingin beresiko. 
Masyarakat sebagian besar telah menggunakan hak pilih karena sebagai warga 




dan calon, tetapi partisipasinya lebih sedikit dibandingkan dengan Pemilu 
1999. Calon pemilih sebagian telah berpartisipasi dalam penghitungan karena 
ingin mengetahui, merasa mempunyai kepentingan untuk partai atau calon 
yang bersangkutan. Bagi yang tidak mengikuti karena tidak mempunyai 
kepentingan langsung dan tidak menggunakan hak pilih.  
4. Hubungan Persepsi, Perilaku Pemilih dan Partisipasi Politik Dalam  
Pemilu  
Klasifikasi pemilih yang terdiri atas latar belakang jenis pekerjaan, 
pendidikan, dan usia berpengaruh langsung terhadap persepsi, perilaku pemilih 
dan partisipasi politik lebih dominan. Sedangkan latar belakang pada latar 
belakang berdasarkan jenis kelamin kurang begitu dominan. Faktor terpenting 
adalah kesadaran perilaku pemilih dalam bersikap dan berpartisipasi politik. 
Hubungan persepsi, perilaku pemilih dan partisipasi politik saling terkait, 
semakin baik persepsi terhadap Pemilu maka perilaku pemilih semakin baik 
dalam partisipasi politiknya. 
5. Persepsi, Perilaku Pemilih dan Partisipasi Politik Dalam Proses 
Pemberdayaan Demokratisasi Masyarakat     
Pemberdayaan masyarakat terhadap perilaku pemilih dalam Pemilu 
mempunyai peranan yang penting, karena adanya persepsi, perilaku pemilih 
dan partisipasai politik yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan langkah-
langkah dan strategi pemberdayaan masyarakat. Langkah dan strategi tersebut 
mengacu pada konsep strategi tradisional, strategi aksi langsung (direct action) 




yang meliputi aspek pekerjaan, pendidikan, agama, jenis kelamin dan usia. 
Tujuannya agar dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dapat lebih 
terarah dan efiektif. Keberhasilan Pemilu tanpa diikuti dengan pemberdayaan 
masyarakat untuk berperan aktif maka pendidikan politik dalam membangun 
demokrasi akan tidak berkembang.  
B. Implikasi Hasil Penelitian 
Berdasarkan kesimpulan dapat disampaikan bahwa persepsi, perilaku 
pemilih dan partisipasi politik masyarakat pemilih terhadap Pemilu Legislatif 
2004, ada 2 (dua) implikasi yang ditimbulkan, yaitu implikasi Teori dan Implikasi 
Praktis. 
1. Implikasi Teori 
Dalam kajian teori, menurut Muhammad Asfar (2006 : 144), ada 
beberapa pendekatan dalam memahami perilaku pemilih, yaitu pendekatan 
sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan rasional. Dalam pendekatan 
sosiologis sudah jelas yang menyangkut karateristik sosial seperti (pekerjaan, 
pendidikan) dan karakteristik sosiologis( agama, wilayah, jenis kelamin, umur). 
Karakteristik tersebut merupakan faktor yang penting dalam menentukan 
pilihan politik, artinya secara tidak langsung ikut berpartisipasi dalam 
menggunakan hak pilih. 
Pendekatan Psikologis merupakan refleksi dari kepribadian seseorang, 
merupakan variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku 




tiga aspek psikologis sebagai kajian utama, yaitu ikatan emosional pada suatu 
partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi kandidat (calon).  
Menurut Muhammad Asfar (2006: 144), pendekatan rasional muncul 
akibat adanya dua pendekatan (sosiologis dan psikologis) yang secara implisit 
dan eksplisit menempatkan pemilih pada waktu dan ruang kosong. Pemilih 
ibarat wayang yang tidak mempunyai kehendak bebas kecuali atas keinginan 
dalang. Dalam pendekatan rasional para pemilih akan menentukan pilihan 
berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan. 
Artinya para pemilih akan dapat menentukan pilihannya berdasarkan 
pertimbangan-pertimbangan rasional. 
Sementara dari sisi teori pemberdayaan masyarakat terhadap 
pendidikan politik, konsep pemberdayaan menjadi basis utama dalam 
pembangunan masyarakat. Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan 
sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan mereka untuk 
meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka. Konsep 
utama yang terkandung dalam pemberdayaan  adalah bagaimana memberikan 
kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan arah kehidupan 
sendiri dalam komunitasnya (Jim Ife 1995: 178 dalam Suparjan, 2003:37). 
Dari kajian teori tersebut di atas dapat dikatakan bahwa yang terjadi 
terhadap perilaku pemilih dalam Pemilu Legislatif 2004 pada umunya masih 
dilakukan pola tersebut. Hal ini bisa dicermati bagaimana masyarakat mau 
menggunakan hak pilihnya, diantaranya karena adanya pertimbangan 




calon yang diusung. Bagaimana kualitas program partai dan calon  yang baik 
dan menguntungkan, ini merupakan salah satu pertimbangan bagi pemilih yang 
rasional, dan sebagainya. Sementara dalam upaya pemberdayaan, masyarakat 
diberikan kesempatan luas untuk menggunakan hak pilihnya termasuk untuk 
menentukan pilihannya dalam menentukan arah kehidupan politik bangsa. 
Menentukan pilihannya diperlukan adanya partisipasi politik masyarakat untuk 
menyalurkan aspirasi sesuai dengan keinginannya. 
 Artinya bahwa teori-teori tersebut di atas masih ada relevansinya 
terhadap upaya pembangunan politik dan pemberdayaan masyarakat dengan  
Pemilu Legislatif 2004. 
2. Implikasi Praktis 
Implikasi praktis yang bisa diterapkan terhadap Pemilu di masa yang 
akan datang perlu adanya perhatian untuk perbaikan. Implikasi di sini adalah 
adanya temuan-temuan di lapangan yang dapat diketahui kelemahan-
kelemahan dan kelebihan-kelebihan terhadap persepsi, perilaku pemilih dan 
partisipasi politik dalam Pemilu Legislatif 2004 yang lalu. Usaha yang 
dilakukan untuk tindak lanjut dalam perbaikan tersebut. 
Persepsi masyarakat pemilih dapat diketahui, bahwa mereka 
mempunyai persepsi yang hampir sama terhadap Pemilu Legislatif 2004, yaitu 
untuk memilih calon wakil rakyat, memilih secara langsung. Terdapat sebagian 
kecil dari pemilih yang tidak mengetahui persepsi mereka tentang Pemilu 




Perilaku pemilih merupakan faktor yang penting terhadap dalam proses 
partisipasi politik dalam Pemilu Legislatif. Sikap menggunakan hak pilih dan 
tidak menggunakan hak pilih serta memilih partai dan calon sangat ditentukan 
oleh  perilaku pemilih. Dengan diketahuinya alasan-alasan terhadap perilaku 
pemilih dalam menggunakan hak pilih, tidak menggunakan hak pilih serta 
melakukan pilihan terhadap partai dan calon akan dapat mengambil langkah 
yang sesuai untuk melakukan upaya perbaikan perilaku pemilih pada Pemilu 
berikutnya. Penekanan disini adalah bagaimana mengubah perilaku pemilih 
dari yang semula tidak menggunakan hak pilih akan menggunakan hak 
pilihnya, sehingga partisipasi menggunakan hak pilih dapat meningkat. 
Dalam hal partisipasi politik secara menyeluruh implikasi dari 
penelitian ini dapat diketahui bahwa partisipasi pemilih terhadap 
penyelenggaraan dan menggunakan hak pilih secara umum masih rendah. 
Masyarakat pemilih secara umum memandang bahwa menjadi panitia 
pelaksana menanggung resiko yang cukup besar dan oleh karena itu cenderung 
memilih tidak terlibat. Di sisi lain masih terdapat kepedulian sebagian dari 
masyarakat pemilih terlibat dalam pelaksanaan karena adanya keinginan untuk 
berpartisipasi dalam Pemilu.  
Partisipasi politik dalam menggunakan hak pilih maupun tidak 
menggunakan hak pilih ternyata pemilih mempunyai penilaian yang cukup 
beralasan. Pemilih ternyata sudah mempunyai daya kritis yang cukup kuat. 
Perlu diperhatikan disini adalah membangun pemahaman dan pemberdayaan 




sikap menggunakan hak pilih pada Pemilu berikutnya. Sudah tentu pemilih 
akan menjadi pemilih yang rasional dalam menentukan pilihannya.  
Partisipasi politik kampanye, partai politik mempunyai pernan penting 
karena menyangkut pengenalan dan sosialisai program partai dan calon. Secara 
umum dalam kampanye Pemilu Legislatif 2004, masyarakat pemilih sebagian 
besar kurang tidak terlibat. Pemilih yang terlibat hanya berasal dari kalangan 
simpatisan partai politik, atau pun sebagian pemilih. Masyarakat mempunyai 
pandangan berkampanye bersama partai politik sangat riskan karena rentan 
terhadap kerusuhan, liar. Pengalaman yang dialami Pemilu 2004 banyak 
memakan korban dari masyarakat terhadap kegiatan kampanye. 
 Partai Politik perlu membangun citra yang baik dalam berkampanye 
untuk program partai dan calonnya agar masyarakat mau berpartisipasi dalam 
kegiatan tersebut. Hal yang perlu diperhatikan bagi partai politik dan calon 
adalah bahwa dalam Pemilu Legislatif 2004, masyarakat mempunyai penilaian 
bahwa partai politik dan calon sudah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. 
Penilain ini kemudian mempengaruhi terhadap partisipasi pemilih dalam 
menggunakan hak pilihnya. Bila permasalahan ini tidak diperhatikan oleh 
partai politik maka dikawatirkan pada Pemilu Legislatif 2009 partisipasi politik 
masyarakat akan semakin menurun. 
Terhadap partisipasi politik dalam proses penghitungan suara, faktor 
kepentingan lebih dominan. Secara umum pemilih yang berpartisipasi adalah 
yang berkepentingan langsung, yaitu simpatisan, saksi partai politik, panitia 




tertarik karena merasa tidak mempunyai kepentingan langsung, prinsipnya 
telah menggunakan hak pilihnya. 
Dari penjabaran tersebut di atas dapat disampaikan bahwa implikasi 
dari penelitian ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melakukan 
perbaikan pola penyelenggaraan dan pendidikan politik agar pandangan dan 
kondisi yang terjadi selama ini dapat dibenahi. Agar lebih optimal dan dapat 
melakukan langkah perbaikan dalam sistem pelaksanaan, peningkatan 
sumberdaya manusia jajaran KPU. Dipihak lain KPU melakukan usaha 
pemberdayaan ke masyarakat dengan bekerja sama dengan pihak lain maka 
perlu melibatkan lembaga di luar KPU, seperti badan usaha milik pemerintah 
atau swasta, lembaga swadaya masyarakat ormas maupun organisasi lain.   
Pemerintah perlu memberi dukungan dengan memberikan sarana dan 
prasarana untuk menunjang kegiatan pendidikan politik. Memberikan fasilitasi 
kepada KPU dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Memperbaiki kelemahan 
yang ditemukan dengan melakukan pemberdayaan politik terhadap masyarakat. 
Peran dan funsi Partai Politik harus ditingkatkan dalam memberikan 
pemahaman tentang arti pentingnya pendidikan politik. Partai Politik harus bisa 
memberikan pendidikan poltik yang benar dan membangun jati diri partai dan 
calon yang diusung dengan sungguh-sungguh. Membangun pencitraan yang 
positif kepada masyarakat tentang partai politik yang di bangun.  
C. Saran-Saran 
Dari beberapa kesimpulan dan implikasi dalam penelitian tersebut di atas, 




1. Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk 
Pemilu Legislatif 2009 agar untuk melakukan pembenahan dalam pelayanan 
Pemilu kepada pemilih, karena terdapat sebagian kecil yang belum terdaftar 
sebagai pemilih dalam Pemilu. Dalam melakukan sosialisasi agar melakukan 
dan bekerja sama dengan pihak luar, yang meliputi lembaga pemerintah atau 
non pemerintah, organanisasi masyarakat. Ini dimaksudkan agar dalam 
melakukan kegiatan sosialisasi akan lebih mengena kepada sasaran 
mengingat pemilih juga banyak dari latar belakang pekerjaan yang berbeda. 
Dalam pembentukan panitia pelaksana agar dipertimbangkan dari berbagai 
unsur latar belakang pekerjaan, agama dan usia dari yang berbeda. Ini terbukti 
bahwa dengan adanya wakil darikelompok tersebut akan mempengaruhi 
tingkat kepedulian dalam berpartisipasi. Dalam melakukan sosialisasi agar 
memperhatikan latar belakang pekerjaan, pendidikan, agama, jenis kelamin 
dan usia. Karena dengan melakukan pengelompokan tersebut akan lebih 
efektif dan mengena pada sasaran sosialisasi. Hal tersebut juga menyangkut 
pula dengan metode yang digunakan dalam sosialisasi. 
2. Para pimpinan partai politik, pengurus agar dapat memberikan pendidikan 
politik pada kader ataupun calon anggota legislatif untuk membangun 
pencitraan bagi partai atau calon yang bersangkutan. Artinya adalah bahwa 
adanya persepsi dan pandangan masyarakat tentang Pemilu tidak ada 
manfaatnya karena partai politik dan calon yang telah dipilih dan didukung 
ternyata begitu terpilih dan memenangkan Pemilu tidak menepati janji dan 




Secara umum masyarakat tidak percaya lagi pada partai dan calon yang telah 
duduk di lembaga Legislatif. Hal ini tentu akan menjadi preseden buruk pada 
Pemilu Legislatif 2009 karena dikawatirkan tingkat partisipasi dalam Pemilu 
akan cenderung menurun. 
3. Pemerintah Daerah agar dapat membantu dalam penyediaan sarana dan 
prasarana yang memadai untuk kelancaran dan keberlangsungan Pemilu. 
Memberikan masukan, dorongan dan fasilitasi terkait dengan proses 
pembentukan KPU Kabupaten/ Kota, sampai pembentukan kepanitiaan PPK, 
PPS dan KPPS. Tujuannya adalah agar panitia pelaksana di lapangan akan 
mampu bekerja lebih baik. Pemerintah perlu pula untuk melakukan 
pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan politik secara umum dan 
terpadu melalui lembaga yang dimiliki. Tujuannya bahwa agar masyarakat 
akan semakin paham arti pentingnya tentang Pemilu dalam pembangunan 
demokrasi bangsa. Seperti dalam konsep prinsip-prinsip pembangunan 
masyarakat, diantaranya adanya pembangunan terpadu dan seimbang. 
Pembangunan masyarakat pada dasarnya harus mencakup pembangunan 
bidang politik, ekonomi, sosial, kultural, lingkungan dan personal / spiritual 
(Suparjan, 2003). Artinya bahwa pengembangan masyarakat dalam politik itu 
perlu dilakukan karena menyangkut pengembangan demokrasi bangsa. Bila 
hal ini dilakukan maka diharapkan dengan adanya pemberdayaan politik 
dalam masyarakat maka proses demokrasi akan dapat berjalan baik dengan 
tingkat partisipasi masyarakat yang setinggi-tingginya dan dengan demikian 




4. Pada para tokoh masyarakat, pemuka agama maupun aktivis untuk bersam-
sama bisa membantu membangun kesadaran bersama terhadap masyarakat 
dalam upaya peningkatan partisipasi politik dalam pembangunan demokrasi 
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